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Masalah-masalah yang dibahas dengan terbuka dan disertai 
dengan rasa perih di dalam buku ini merupakan masalah yang 
juga digeluti oleh Muslim di Indonesia, yang juga diwarnai 
oleh pertikaian yang tajam dan kadang-kadang juga menya- 
kitkan. 

Islam dan hak asasi manusia memang sering memicu kon- 
troversi, ada berbagai reaksi dan respon intelektual kaum Mus- 
lim terhadap produk peradaban manusia yang mengklaim uni- 
versal tersebut. Mulai dari yang menolaknya karena dianggap 
produk peradaban sekular (Barat), yang menerima dengan kri- 
tis, sampai yang sangat apresiatif terhadapnya sehingga ingin 
menyelaraskannya dengan hukum Islam. 

Spektrum respon intelektual yang digambarkan di atas 
sangat gamblang terbaca dalam buku ini. Kita dapat melihat 
di sini bagaimana kaum Muslim di negara-negara di kawasan 
Timur Tengah dan Afrika Utara bereaksi dan menyikapi hak 
asasi manusia, yang telah menjadi acuan baku dalam pergaulan 
internasional dewasa ini. Sebagai ilustrasi, kita lihat di sini ba- 
gaimana sikap Syeikh Rached Al-Ghannouchi, Muslim Tuni- 
sia, yang diserang habis-habisan oleh rekan Muslimnya seperti 
Bacre Waly N'Diaye dan Bahey Eddin Hassan. Selain debat 
yang panas antara Heba Raouf Ezzat, feminis Muslim Mesir, 
dengan Abdullahi An-Na'im, ahli hukum hak asasi manusia 


dari Sudan, tentang penafsiran kembali Syari'at. Pendeknya, 
diskursus yang ditampilkan dalam buku ini, membuka kem- 
bali wawasan kita mengenai Islam dan hak asasi manusia. 

Berkaca dari diskursus kaum Muslim dari kawasan Ti- 
mur Tengah dan Afrika Utara itu barangkali akan berguna 
bagi kaum Muslim di sini khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Paling tidak dapat menggedor kembali pandangan- 
pandangan yang kita yakini selama ini mengenai hak asasi ma- 
nusia, baik yang sudah telanjur menjadi seorang partikularis 
maupun yang telah mengambil posisi universalis: marilah kita 
bersama-sama berkaca! 

Buku ini kami terjemahkan dari Islam and Justice yang 
diterbitkan oleh Lawyers Commitee for Human Rights. Kami 
alih-bahasakan dengan tujuan untuk mempromosikan hak asa- 
si manusia di kalangan Muslim dan masyarakat umumnya di 
Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada 
Tish Amstrong yang berkat jasa baiknya kami mendapat izin 
dari Neil Hick (keduanya dari Lawyers Commitee for Human 
Rights) menerbitkan buku ini dalam Bahasa Indonesia. Begitu 
pula kepada pihak-pihak yang telah memungkinkan terbitnya 
buku ini. 

Selamat membaca. & 
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Hak atas Keadilan 


dalam Wacana Islam 


Dr. H. Said Agiel Siradj, M.A. 


Sesuaikah Islam dengan wacana modern yang bernama Hak- 
Hak Asasi Manusia (HAM)? Ini adalah pertanyaan yang men- 
jadi bahan perdebatan di kalangan umat Islam sekarang. Dan 
sebenarnya, Islam bukanlah contoh spesifik di sini. Hampir 
di semua masyarakat non-Barat, wacana HAM menjadi debat 
yang panas. Persoalannya adalah apakah Barat boleh memak- 
sakan paradigma tertentu terhadap masyarakat non-Barat se- 
mentara sudah menjadi kebenaran umum, bahwa masing-ma- 
sing masyarakat non-Barat, sementara sudah menjadi kebe- 
naran umum, bahwa masing-masing masyarakat dan lingkung- 
an kebudayaan mempunyai acuan normatif yang berbeda-be- 
da. Haruskah suatu acuan normatif yang lahir dari konteks 
kebudayaan tertentu diberlakukan secara universal? Apakah 
ini bukan merupakan gejala yang oleh sebagian aktivis al-ha- 
rakah al-islamtyyah disebut sebagai dari “invasi kultural!” (al- 
ghazwul fikri) dari dunia Barat kepada dunia non-Barat (Islam)? 

Di sisi lain, jika benar bahwa HAM adalah konsep yang 
tidak bisa diberlakukan secara universal, apakah berarti masya- 
rakat non-Barat mempunyai standar sendiri dalam melihat 
HAM? Sehingga muncul magayis yang berbeda dalam menja- 


tuhkan vonis adil atau tidak adilnya suatu tindakan para pe- 
nguasa (manusia). Bukankah semacam ini bisa dijadikan se- 
bagai suatu mubarrir (justifikasi) terhadap tindakan-tindakan 
otoriter yang berlaku di negeri-negeri non-Barat? Artinya, 
bahwa ada interes politis di balik argumen yang sering kita 
dengar dari para birokrat, bahwa tiap masyarakat mempunyai 
standar yang berbeda dalam memberlakukan HAM. Jika be- 
nar ada kepentingan politis semacam itu, maka bukankah ar- 
gumen tadi hanyalah palsu belaka, karena tidak didasarkan un- 
tuk mengupayakan shaut al-hagg, tapi hanya untuk menutupi 
interes pribadi yang menginginkan status guo. 

Pada hakikatnya, Islam menyambut baik terhadap upaya 
pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar umat manusia 
“di muka bumi. Kehadiran mereka di dunia selain sebagai 
makhluk paling mulia, juga diproyeksikan menjadi khalifah 
Allah SWT. Firman-Nya: “Dan sesungguhnya Kami telah 
memuliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan 
maupun di lautan, Kami beri mereka rezeki dan yang baik- 
baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sem- 
purna atas mayoritas makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Al- 
Isra”: 70) “Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi... (Al-Bagarah: 30). Dengan demikian, 
manusia memiliki hak al-Karamah (kemuliaan) dan al-Fadhilah 
(keutamaan) yang tidak disandang oleh semua makhluk Allah 
SWT. Apalagi misi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil- 
alamin, di mana keselamatan/kesejahteraan merupakan ta- 
waran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Firman-Nya, 


“Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan seba- 
gai pembawa rahmat bagi alam semesta.” (Al-Anbiya': 107). 
Elaborasi misi tersebut tercermin dalam lima prinsip uni- 
versal (kulliyat al-khams) dalam jurisprudensi Islam, yaitu: 
hifdz al-din, hifdz al-nafs wal-'irdl, hifdz al-'agl, hifdz al-nasl dan 
hifdz al-mal. Hifdz al-Din, merupakan jaminan umat Islam un- 
tuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga membe- 
rikan jaminan sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat 
lintas etnis, sehingga kebebasan beragama mendapat perlin- 
dungan dari Islam, sebaliknya pemaksaan agama tidak menda- 
patkan tempat dalam Islam. Firman Allah, laa ikraaha fid- 
diin... (Al-Bagarah: 256). Hifdz al-nafs wal 'irdl, memberikan 
jaminan atas hak setiap nyawa (jiwa) manusia untuk tumbuh 
dan berkembang secara layak. Islam menuntut adanya keadil- 
an, pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan, kemerdekaan, ke- 
selamatan serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang- 
wenangan. Hifdz al-'agl adalah suatu jaminan atas kebebasan 
berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opi- 
ni, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Ilmiah 
melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, 
penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain. Hifdz al-nasl 
merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, 
perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan ke- 
turunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. 
Free-sex, hukumnya dilarang, begitu pula homoseksual dan les- 
bian, karena bertentangan dengan prinsip ini. Sedangkan hifdz 
al-mal, diproyeksikan untuk memberikan jaminan atas pemi- 
likan harta benda, properti dan sebagainya. Prinsip ini seka- 
ligus menolak adanya tindakan mengambil hak orang lain 


secara tidak sah, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligo- 
poli, monopsomi dan lain-lain. 

Kelima prinsip tersebut sangatlah relevan dan sinkron 
dengan prinsip-prinsip Universal Declaration of Human Right 
(UDHR) (baca: Hak-Hak Asasi Manusia) yang dikumandang- 

kan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Di samping itu, ta- 
tanan masyarakat Madinah dalam konstitusi “Piagam Ma- 
dinah” di bawah pimpinan Rasulullah SAW juga memberikan 
interpretasi atas perlunya penegakan HAM, di mana pluralitas 
masyarakat Madinah yang terdiri atas berbagai etnis, agama, 
ras turut menjadi saksi sejarah. Begitu pula kehadiran Islam 
sebagai agama tauhid (monotisme), kemudian diakhiri dengan 
pesan Rasulullah waktu Hajji Wada', di mana saat itu Ra- 
sulullah SAW menekankan perlunya perlindungan agamaji- 
wa-harta-raga-kehormatan, memberikan asumsi semakin kuat 
lagi atas urgensinya HAM dalam Islam. Seakan-akan, tanpa 
adanya penegakan HAM ke-Islam-an (kualitas Islam seseorang) 
tidaklah mencapai kesempurnaan. Walhasil, upaya pembu- 
mian prinsip-prinsip HAM sebenarnya merupakan salah satu 
wadah untuk mengimplementasikan esensi ajaran Islam. Mes- 
ki, jargon-jargon formal Islam tidak nampak, substansi HAM 
sangat kental dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Karenanya, 
sangat disayangkan jikalau upaya penegakan ajaran ini dipan- 
dang secara sebelah mata dan emosional. 

Buku yang ada di tangan pembaca, Hak atas Keadilan da- 
lam Wacana Islam terjemahan dari Islam and Justice, meru- 
pakan suatu ilustrasi bagaimana peliknya realisasi HAM di du- 

— nia Islam. Tidak selamanya nilai-nilai positif Islam mampu di- 
realisasikan dalam dataran praktis. Memang “Al-Islam ya'lu wa 


laa yu'laa 'alaih”, nilai Islam itu tinggi kualitasnya dan paling 
tinggi. Bahkan dalam wahyu terakhir, “al-yauma akmaltu la- 
kum dinakum wa atmamtu “alaikum ni'mati wa radlitulaku- 
mul Islama dina”, hari ini telah Aku sempurnakan agama ka- 
mu, Aku sempurnakan pula nikmat-Ku atasmu dan Aku ridlai 
Islam sebagai agama. Keagungan, ketinggian, kesempurnaan 
dan kekompletan ajaran Islam tersebut tidaklah memiliki arti 
apa-apa tanpa realisasi dalam keseharian. Kendala-kendala un- 
tuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam tidak selamanya berasal 
dari luar Islam. Banyak orang-orang yang senantiasa meng- 
acung-acungkan simbol-simbol ke-Islam-ans menampakkan 
jubah, surban, tasbih dan sejenisnya, namun tidak terasa lang- 
kahnya justru bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Benarlah 
suatu adagium yang mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil- 
muslimin, ajaran-ajaran Islam itu — dalam dataran praktis — 
justru di-counter oleh orang-orang Islam. 

Pengambilan sampel beberapa negara di kawasan Timur 
Tengah dan Afrika Utara, akan menepis adanya image, bahwa 
Islam itu identik dengan Arab. Sejarah mencatat bahwa, para 
“ulama dan ilmuwan yang menarik gerbong era kosmopolit 
di tubuh umat Islam, justru bukan mereka yang berdarah 
Arab. Masa keemasan tersebut banyak dimainkan oleh orang- 
orang mawali/ ajam (non-Arab), khususnya dari bangsa Persia 
yang terkenal sudah memiliki peradaban tinggi. Bisa dimak- 
lumi, situasi padang pasir menyuburkan sifat “labil” bagi bang- 
sa Arab, mereka hidup secara nomaden (badui), memiliki wa- 
tak keras, susah bersatu, memiliki fanatisme gabilah (suku 
bangsa) yang kuat, sehingga setiap saat bisa dengan cepat me- 
letus suatu peperangan hanya karena masalah sepele saja, na- 


xi 


mun juga dengan cepat akan terjadi perdamaian, karenanya 
“Arab” secara lughawi berasal dari kata zraba (labil). Sejarah 
juga menyaksikan, bahwa tatanan pemerintahan yang berco- 
rak “demokratis” pada masa Rasulullah serta para al-Khulafa 
al-Rasyidin karena sifat keras dan fanatisme yang tinggi mere- 
ka, akhirnya diganti sistem “monarchi-absolut”. Dengan demi- 
kian, pola kepemerintahan di dunia Islam saat itu mengalami 
kemunduran yang sangat tajam, meski wilayahnya semakin 
luas dan kokoh. 

Buku ini semakin menarik manakala kita temukan di da- 
lamnya, pemaparan suatu persoalan secara dialogis oleh para 
pemikir moderat dan “liberal” di kawasan Timur Tengah 
dewasa ini. Dr. Abdullah An-Na'im, Dr. Abdul Wahab Al- 
Affendi, Ahmad Fahmy, Bahauddin Hasan serta tokoh-tokoh 
lain dalam perdebatan buku ini merupakan para reformis pe- 
mikiran Islam menjelang mellinium ketiga. Ketulusan dan ke- 
beraniannya dalam menggagas suatu persoalan secara cerdik 
menghasilkan suatu konklusi yang cukup akurat. Sungguhpun 
akhirnya harus banyak berhadapan dengan para ulama kon- 
servatif yang mengaku-aku sebagai komunitas “salaf”. Gagasan- 
gagasan segar para tokoh tersebut sedikit demi sedikit akan 
memiliki kekuatan mendongkrak stagnasi berpikir umat Is- 
lam, menuju ke arah revitalisasi pola pikir mereka di masa 
mendatang. 

Pandangan-pandangan politik dan kenegaraan para tokoh 
tersebut, dalam banyak hal akan bertemu dengan Syaikh Ali 
Abdurrazig, seorang ulama Al-Azhar yang dicopot gelar ke- 
sarjanaannya gara-gara menuangkan ide-ide brilian dalam buku 
“al-Islam wa ushul al-hukm”. Dalam buku ini, Ali memaparkan 


bahwa khalifah bukanlah satu-satunya bentuk negara dalam 
Islam. Standar ke-Islam-an suatu kepemerintahan, menurut 
Ali, dilihat dari sisi aplikasi nilai-nilai Islam yang mampu di- 
transfer dalam roda kepemerintahan. Meskipun semasa Ali 
Abdurrazig buku ini ditentang keras dan diadakan pembakar- 
an besar-besaran terhadap hasil karyanya, namun harus diakui, 
bahwa pada saat ini ide-ide Ali Abdurrazig lebih realistis ke- 
timbang mereka yang senantiasa bermimpi terwujudnya Khi- 
lafah Islamiyah. 

Karena itu, kalau dijumpai pemikiran yang mengagetkan 
dan terkesan liberal dalam pemaparan para pembahas buku 
hasil terjemahan ini, para pembaca haruslah bisa bersikap lebih 
arif. Tidaklah ada suatu pembaharuan tanpa adanya terobosan- 
terobosan cepat, disertai penumbangan tradisi-tradisi stagnan. 
Penumbangan bukan dimaksudkan perobohan substansi ajar- 
an, namun justru sebagai upaya untuk menampilkan wajah Is- 
lam yang sesungguhnya. Wallahu A'lam bish-Shawab. & 
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Pengantar 


Buku ini diangkat dari hasil konperensi mengenai hak atas 
peradilan yang adil di kawasan Timur Tengah. Berlangsung 
selama tiga hari pada 7-9 Mei 1996 di Old Jordans Conference 
Center, dekat Beaconsfield, di luar kota London, Inggris. Tem- 
pat ini, selain sangat kondusif untuk penyelenggaraan suatu 
pertemuan seperti ini, juga memberikan indikasi tentang sifat 
dari prosesnya. 

Mengapa tidak diselenggarakan di Sih satu negara di 
kawasan tersebut? Keadaan politik yang sedang berlangsung 
di kawasan ini memustahilkan mempertemukan berbagai ke- 
lompok yang akan kami undang. Gejala dan penyebab dari 
buruknya keadaan hak asasi manusia di hampir semua negeri 
di kawasan ini yang memustahilkan keterlibatan dalam debat 
terbuka dan bebas tentang persoalan yang akan dibahas terse- 
but meskipun kebebasan untuk debat seperti ini di sementara 
tempat lebih besar daripada di tempat lain. Kita bisa menam- 
bahkan, seperti komentar sedih tentang sikap-sikap masa kini 
terhadap Timur Tengah dan persoalan-persoalannya di Ame- 
rika Serikat, bahwa penyelenggara pertemuan didesak menge- 
nyampingkan Amerika Serikat sebagai tempat pertemuan ka- 
rena sulitnya peserta-peserta dari Iran, atau mereka yang ber- 
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kaitan dengan kelompok-kelompok politik Islamis untuk 
memperoleh visa. 

Perdebatan yang panas dalam konperensi ini menggam- 
barkan kesenjangan terdalam pada politik Timur Tengah masa 
kini, yaitu antara visi keagamaan dan visi sekular tentang ma- 
syarakat. Sedikit orang akan menolak bahwa konflik yang te- 
rus berlangsung antara pemerintah-pemerintah otoriter yang 
berkuasa dengan gerakan-gerakan politik yang berilham Islam 
telah membuahkan akibat yang merusak penghormatan hak 
asasi manusia di kawasan ini. Persaingan dan pertentangan 
antara ideologi-ideologi politik yang berlawanan tidak bisa di- 
hindarkan. Akan tetapi yang bisa dan harus dihindari adalah 
degenerasi persaingan itu menjadi kekerasan politik, polarisasi 
dan disintegrasi sosial. 

Debat yang disajikan di sini dengan sikap empatis mem- 
perlihatkan kejituan acuan baku-acuan baku dasar yang dikan- 
dung hukum hak asasi manusia internasional kepada para pen- 
dukung pandangan-pandangan yang berbeda dalam kontro- 
versi yang dihasilkan oleh lahirnya Islam politik sebagai satu 
faktor besar dalam politik Timur Tengah masa kini. Buku ini 
bertujuan memberikan sumbangan kepada debat mengenai 
hak asasi manusia sebagai kerangka perilaku semua pihak, dan 
mempromosikan implementasi acuan baku hak asasi manusia 
internasional sebagai benteng penjaga terbaik yang ada pada 
saat ini, menjaga hak dan kebebasan orang yang hidup di ka- 
wasan tersebut. 

Seperti dikemukakan oleh salah seorang peserta, dalam 
beberapa hal pertemuan kami ini tujuannya biasa saja, “Yang 
kita inginkan ialah dimungkinkannya kita punya debat seperti 


ini di tanah air, dan kemudian pulang tidur, esok harinya kem- 
bali melanjutkan debat.” Pertemuan ini mempertemukan ber- 
bagai kelompok-aktivis dan-profesi yang sama-sama memiliki 
perhatian besar pada promosi dan perlindungan hak asasi ma- 
nusia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara: Bagi se- 
mentara orang, Timur Tengah adalah bagian dari kegiatan glo- 
bal yang lebih luas di bidang perlindungan dan promosi hak 
asasi manusia. Bagi yang lain, kawasan ini, atau negeri-negeri 
tertentu di kawasan ini, adalah fokus satu-satunya perhatian 
mereka pada hak asasi manusia. Sejumlah orang mempromo- 
sikan hak asasi di kawasan ini dari tempat pengasingan, baik 
secara terpaksa ataupun sukarela. Sementara lainnya terlibat 
dalam kelompok-kelompok hak asasi manusia yang bekerja 
di dalam negeri kawasan ini. 

' Satu segi kontroversial dari bone ini ialah adanya 
orang-orang yang punya kaitan langsung dengan gerakan- 
gerakan politik Islamis. Penyelenggara bermaksud memper- 
tunjukkan bahwa mereka yang mendasarkan aksi-aksi politik 
pada.konsep-konsep keagamaan bisa dan harus ambil bagian 
dalam debat tentang pelaksanaan acuan baku-acuan baku hak 
asasi manusia di Timur Tengah. Hak asasi manusia bukan, dan 
tidak bisa, menjadi benteng pelindung satu-satunya bagi kaum 
sekularis atau agama tertentu. Kalau acuan baku-acuan baku 
hak asasi manusia hendak bertindak sesuai dengan. universa- 
litas.yang merupakan klaim mereka, relevansinya harus 
diperlihatkan di semua tempat. Seorang peserta mengungkap- 
kan aspirasi ini: “Kita harus mengambil struktur acuan baku 
hak asasi manusia dan meletakkannya pada suatu pilar. Pilar 
ini mewakili berbagai budaya dan agama. Hak asasi.manusia 


harus bersandar pada Jae lia ln dan Agina ngan itu 
kalau mau benar-benar universal.” 1 | 

Politisasi wacana hak asasi manusia — misalnya. aa 
tasi hak asasi manusia oleh sejumlah negara dalam politik luar 
negeri mereka — telah merusak kepercayaan masyarakat umum 
pada.asas-asas hak asasi manusia di Timur Tengah dan Afrika 
Utara. Seperti dikatakan salah seorang peserta: “Persoalan 
yang kami hadapi ialah hak asasi manusia telah menjadi kata 
yang kotor, menjadi persamaan kata bagi acuan baku Pa 
dan selektivitas.” 

Ada banyak penyebab mengapa begitu merosot Pa 
an norma-norma hak asasi manusia internasional di Timur Te- 
ngah masa kini. Pemerintah-pemerintah di kawasan ini me- 
nyebut kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional 
dan lokal sebagai simpatisan teroris, dan berupaya menghin- 
dari tanggung jawab akan pelanggaran hak asasi manusia de- 
ngan mencap kritik dari warganegaranya sebagai tidak pa- 
triotis, dan kritik internasional sebagai menghina kedaulatan 
nasional. Sejumlah pemerintah dengan sinis mengeksploitasi 
bahasa hak asasi manusia dalam upaya untuk mempertunjuk- 
kan kebijakan-kebijakan mereka yang melanggar hak asasi i de- 
ngan cara yang menguntungkan. 

Pemerintah-pemerintah yang ditentang oleh senang 
rakan Islamis telah menegaskan haknya untuk mengabaikan 
norma-norma hak. asasi manusia, dengan mengklaim bahwa 
mereka menghadapi keharusan yang lebih tinggi untuk me- 
merangi bahaya yang dihadapkan kepada masyarakat oleh apa 
yang mereka sebut ekstremisme agama atau kegelapan abad 
pertengahan: Sebagian gerakan Islamis, termasuk yang kemu- 


dian berkuasa di Iran dan Sudan, dengan agresif menyatakan 
bahwa mereka punya hak untuk mengabaikan acuan baku- 
acuan baku internasional, mengklaim bahwa Islam adalah 
otoritas mereka untuk bertindak demikian. Kelompok- 
kelompok ini dengan tangkas mencap mereka yang berani 
mengkritik kebijakan hak asasi mereka sebagai kaum yang 
ingkar atau musuh Islam, yang dengan demikian membuat 
debat publik menjadi mustahil. 

Di Barat ada asumsi yang luas tetapi merusak bahwa pe- 
merintah-pemerintah tiranis dan ekstremisme keagamaan ada- 
lah tatanan alamiah di Timur Tengah, dan bahwa karena itu 
instrumen-instrumen hak asasi manusia yang absah di tempat 
lain itu tidak cocok diterapkan di kawasanini. '” 

Sadar akan persoalan ini dan persoalan lainnya, tetapi 
ingat akan keperluan mendesak agar semua yang menyerukan 
hak asasi manusia di kawasan ini bekerja di dalam kerangka 
pemahaman bersama tentang konsep-konsep dasar hak asasi 
manusia, para peserta berkumpul untuk mencari kesepakatan 
tentang acuan baku minimun yang diperlukan untuk peradilan 
yang adil, dan menyelajahi strategi-strategi untuk penerapan 
yang lebih baik di negeri-negeri kawasan ini. Mendasari dis- 
kusi, yang terbukti kaya dan luas, adalah pengakuan bersama 
perlunya masyarakat-masyarakat di kawasan ini bergerak me- 
ninggalkan polarisasi dan kekerasan politik menuju kedamaian 
sosial dan perkembangan politik, dan aspirasi bersama bahwa 
penerapan acuan baku-acuan baku yang disetujui secara timbal- 
balik akan membentuk premis di atas mana kemajuan bisa 


dibayangkan. 


Seperti yang jelas dari diskusi, hak atas peradilan yang 
adil ivu adalah jaminan yang bisa menegakkan dan melindungi 
banyak kebebasan dasar yang lain. Hak ini juga menjangkau 
banyak unsur di dalam batas-batas sempit prosedur-prosedur 
peradilan kriminal, dan konteks luas sosial politik dalam ma- 
na keadilan dijalankan. Sampai tingkat tertentu, persoalan 
peradilan yang adil adalah sarana untuk memajukan diskusi, 
akan tetapi juga merupakan soal yang penting pada dirinya. 
Soal ini, dan fakta bahwa semua peserta adalah praktisi aktif 
di bidang hak asasi manusia, memberi fokus praktis pada per- 
temuan ini. Soal-soal yang dibahas pada bab-bab berikut diha- 
dapi setiap harinya oleh peserta dalam kehidupan profesional 
dan publik mereka. Dalam banyak hal, sebagian dari yang di- 
perbuat atau dikatakan oleh peserta mengenai soal-soal ini 
akan berpengaruh atau membentuknya. 


Sistematika 


Laporan yang disajikan dalam buku ini bukanlah trans- 
kripsi kata per kata. Meskipun para peserta berbicara dengan 
kata-katanya sendiri, pembahasan disusun kembali dalam upa- 
ya menggabungkan pembicaraan-pembicaraan yang berhu- 
bungan ke dalam pembahasan yang koheren mengenai tema- 
tema atau soal-soal tertentu. Sementara tumpang-tindih antara 
tema-tema ini tak terhindarkan, penyajian diskusi-diskusi si- 
multan yang berlangsung dalam pertemuan di bawah judul te- 
matis itu dimaksudkan untuk menyumbangkan kejelasan pre- 
sentasinya. Karena keterbatasan format pertemuan dalam ma- 
na para peserta harus menunggu untuk memberikan penda- 
patnya, banyak yang mengambil kesempatan menyoroti ber- 


bagai hal yang berbeda dalam waktu satu intervensi. Harus 
dibuat upaya untuk memisahkan komentar-komentar ini ke 
dalam bagian-bagiannya. 

Sebagai makalah untuk pertemuan, makalah-makalah 
yang dipersiapkan oleh Dr. Abdelwahab Al-Affendi dan Ba- 
hey Eddin Hassan, yang dilampirkan dalam buku ini telah di- 
terima peserta sebelum acara ini. Satu bantahan tertulis untuk 
bagian dari makalah Bahey Eddin Hassan, dibagikan pada per- 
temuan ini oleh Sheikh Rached Al-Ghannouchi, juga diserta- 
kan dalam lampiran. Presentasi oleh Chaloka Beyani tentang 
isi acuan baku hak asasi internasional mengenai masalah 
peradilan yang adil, yang membuka pertemuan, juga diserta- 
kan dalam lampiran. Pembahasan-pembahasan yang meru- 
pakan batang tubuh teks ini bisa dipandang sebagai pem- 
bubuhan dan penyelidikan yang muncul dari persoalan-per- 
soalan yang dikemukakan dokumen-dokumen sumber ter- 
sebut. 

Bab Satu mengambil contoh-contoh dari Maroko, Sudan, 
dan Iran, menyoroti persoalan-persoalan tertentu yang mun- 
cul dalam konteks Islamisasi sistem hukum yang menyangkut 
penerapan hukum tersebut yang seragam. Sejumlah peserta 
menyatakan keberatan bahwa dalam hukum Islam kepastian 
mengenai tindakan mana yang dianggap kejahatan itu rendah. 

Bab Dua menyajikan pembahasan tentang hambatan- 
hambatan ketentuan jaminan peradilan yang adil di empat 
negeri: Sudan, Iran, Mesir, dan Maroko. Pemaparan catatan- 
catatan hak asasi manusia republik Islam Iran dan Sudan oleh 
berbagai peserta menjadi inti pertikaian dalam bab ini dan se- 
panjang pertemuan. Secara luas, bagi satu pihak dalam debat 


ini negara-negara ini punya kelemahan intrinsik dalam kon- 
stitusi, undang-undang pokok, dan sistem pemerintahan mere- 
ka yang menghalangi penghormatan hak asasi manusia dan 
kekuasaan hukum. Bagi pihak lainnya, sementara mengakui 
bahwa kedua sistem itu punya kelemahan, segi-segi positif ke- 
dua negeri itu harus diakui, dan bahwa pengalaman Iran dan 
Sudan adalah eksperimen-eksperimen berguna yang harus di- 
pelajari. 

Selain debat keras mengenai keadaan negeri tertentu di 
mana sejumlah peserta punya keterlibatan pribadi yang dalam, 
diajukan persoalan-persoalan mengenai apakah mungkin 
membedakan kekuasaan Islam di Sudan dan Iran dari bentuk- 
bentuk kekuasaan otoriter dan despotis yang ditemukan di 
kawasan ini. 

Juga ada debat mengenai apakah sebab-sebab pelanggaran 
hak asasi itu bersifat budaya atau politik. Sejumlah peserta me- 
nyatakan pendapat bahwa mengaitkan pelanggaran hak asasi 
manusia dengan budaya itu berbahaya karena bisa dengan ce- 
pat menjadi dalih atau bahkan pembenaran untuk banyaknya 
penindasan. Akan tetapi soal yang diangkat yaitu sikap budaya 
mengenai hal-hal seperti peran perempuan atau kebebasan 
berbicara itu sangat berbeda-beda, bahkan di dalam satu negeri 
pun. Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana melakukan 
perubahan sikap budaya yang sudah tertanam yang berbeda 
dengan acuan baku-acuan baku internasional. 

Bab Tiga dibuka dengan tantangan penuh bersemangat 
pada “mitos bahwa Barat menemukan hak asasi manusia.” Ber- 
bagai nuansa dan kualifikasi dikemukakan pada tesis ini dalam 


diskusi yang berlangsung, termasuk penegasan kuat bahwa se- 


mentara Barat telah menjalankan peranan yang utama dalam 
kodifikasi hukum acuan baku-acuan baku internasional, 
landasan etis bagi hak asasi manusia itu berlimpah-ruah dalam 
kebudayaan-kebudayaan Muslim dan Timur Tengah. Namun 
demikian ada pendapat kuat bahwa dalam konsep hak yang 
dimiliki setiap orang karena dirinya manusia itu terkandung 
ditinggalkannya tradisi Islam tentang hak yang ada sebagai 
produk keanggotaan dalam kategori agama atau gender ter- 
tentu. Bagaimana menjembataninya, menurut pandangan pe- 
serta itu, adalah persoalan mendasar dalam upaya menyelaras- 
kan pandangan Islamis mengenai hak asasi manusia dengan 
instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Sambil 
mengakui bahwa “tradisi-tradisi budaya itu adalah sumberdaya 
kita,” ia bersikukuh bahwa atavisme sederhana tidak akan 
memberikan penghormatan pada hak asasi manusia di ma- 
syarakat-masyarakat Muslim. 

' Bab Empat kembali ke debat yang lebih empiris menge- 
nai persoalan-persoalan yang dihadapi gerakan hak asasi manu- 
sia regional dalam upayanya melaksanakan perlindungan hak 
asasi manusia. Tantangan politisasi dan elitisme disoroti, serta 
tingkat sejauh mana gerakan ini dikatakan gagal karena realitas 
gamblang tidak dilaksanakannya perlindungan hak asasi ma- 
nusia di kawasan ini. Diskusi tersebut membandingkan pe- 
ngalaman-pengalaman gerakan hak asasi manusia di Maroko 
dan Palestina di mana di dalamnya terdapat ketidaksepakatan 
di antara peserta mengenai sejauh mana gerakan-gerakan ini 
bisa dikatakan telah mengembangkan kaitan dengan masyara- 
kat. Diskusi menyimpulkan bahwa banyak yang harus dikerja- 
kan untuk membuat gerakan hak asasi manusia dapat diper- 


caya oleh penduduk kawasan ini sebagai alat untuk mengatasi 
penindasan-penindasan hak mereka. 

Bab Lima dimulai dengan debat keras antara dua peserta 
di mana masing-masing pihak keberatan terhadap cara dirinya 
disebut dalam wacana pihak lain. Satu pihak menuduh pihak 
lain “Machiavellianisme menjadi-jadi”, sementara pihak yang 
lain menanggapi dengan tuduhan acuan baku ganda, selek- 
tivitas, dan penafsiran yang keliru. Dalam satu hal bab ini me- 
nyajikan mikrokosmos tujuan pertemuan ini karena memper- 
lihatkan sikap saling tidak percaya antara berbagai kelompok 
yang dalam teori punya banyak kesamaan kritik pada ku- 
rangnya penghormatan hak asasi manusia oleh pemerintah- 
pemerintah di kawasan ini. Ketidaksepakatan ini bukan sesua- 
tu yang remeh. Ketika seorang peserta keberatan disebut “me- 
nentang Islam,” kita harus mengakui bahwa tuduhan itu bisa 
menyebabkan sementara orang yakin, dan mau bertindak atas 
dasar keyakinan itu, bahwa orang itu boleh dibunuh dan pela- 
kunya kebal hukuman. Sama dengannya, asumsi bahwa per 
definisi semua kaum Islamis pasti tidak terbuka jelas tidak 
menguntungkan untuk dialog. | 

Arti penting bab ini, dan pertemuan ini secara keselu- 
ruhan, ialah telah diselesaikannya ketidakpercayaan yang 
mendalam itu. Tetapi pertemuan ini juga merupakan demons- 
trasi praktis bahwa tindakan menembus perbedaan-perbedaan 
tersebut untuk mendiskusikan soal-soal penting masyarakat 
Timur Tengah seluruhnya itu bisa dilakukan. Bab ini berisi 
beberapa intervensi yang bijaksana tentang hakikat dialog an- 
tara kaum Islamis dengan pihak lain, mengakui perlunya setiap 
pihak mengakui pihak lain dan harus ada asimilasi nilai secara 
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timbal-balik. Disesali kecenderungan politik di kawasan ini 
untuk menjadi “wacana yang menolak pihak lain” dan dike- 
mukakan kebutuhan akan penerimaan acuan baku minimum, 
atau bahkan aturan bertindak, yang mengatur keharusan 
kompetisi politik dan ideologi. 

Bab Enam pusatnya adalah dialog antara dua peserta me- 
ngenai bagaimana melakukan perubahan Hukum Islam. Se- 
orang peserta menyebut “perubahan paradigma,” mengabai- 
kan asas-asas penafsiran tekstual (ushul al-figh) dalam rangka 
perubahan, sementara yang lain mengutip contoh-contoh dari 
pengalamannya sendiri menegaskan bahwa dimungkinkan — 
dan jauh lebih dikehendaki — melakukan perubahan di dalam 
kerangka yang ada. Menggemakan perhatian Bab Lima, se- 
orang peserta mengingatkan bahwa perhatian aktivis hak asasi 
manusia yang menyerukan reformasi dengan dua cara yang 
berbeda itu, bekerja atas dasar premis-premis yang berbeda, 
haruslah pada bagaimana melanjutkan kerja dengan aman. 

Secara keseluruhan buku ini memberikan sumbangan 
pada proses dalam mana area kesamaan pemahaman tentang 
acuan baku-acuan baku hak asasi manusia antara golongan 
Islamis dan lainnya mengenai promosi acuan baku-acuan baku 
hak asasi manusia di kawasan ini bisa dijelajahi, dan kalau bisa 
ditegaskan. Kami yakin bahwa proses seperti ini bisa mem- 
bantu memperlihatkan ketidaksahihan upaya-upaya untuk 
menghapuskan kemanjuran perlindungan norma-norma inter- 
nasional dengan mengajukan relativisme budaya, atau dengan 
memperkosa bahasa acuan baku hak asasi manusia. Kami ya- 
kin bahwa berbicara tentang hak asasi manusia dengan orang 
dari masyarakat-masyarakat Timur Tengah di luar komunitas 
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kecil aktivis hak asasi manusia itu adalah tindakan vital bagi 
tugas penegakan hak asasi manusia internasional di kawasan 
ini. Banyak intervensi oleh peserta menjadi penegasan pada 
arti penting tugas ini dalam bulan-bulan dan tahun-tahun men- 
datang pada masa depan hukum, politik, dan masyarakat Ti- 
mur Tengah. « 
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Hak Asasi Sialan Internasional, : 
“Sistem Hukum Islam, dan 1. 
— Administrasi Keadi an 


Diskusi ini didahului dengan presentasi oleh Chaloka Beyani 
tentang isi acuan baku internasional hak asasi manusia menge- 
nai peradilan yang adil. (Lampiran 1) Beyani menegaskan: luas: 
nya kesamaan acuan -baku-acuan baku peradilan 'yang adil anta- 
ra instrumen internasional dan regional, dan di dalam sistem- 
sistem peradilan domestik. Disoroti bahwa sementara ada kon- 
sensus luas mengenai apa yang merupakan unsur-unsur peradilan 
yang adil, masih banyak yang harus dilakukan dalam penerap: 
an unsur-unsur itu pada sistem-sistem.hukum domestik. : 


Amin Mekki Medani: Saya dengar Profesor Beyani me- 
abi Deklarasi.Kairo 1990, mengutip sesuatu yang menya- 
takan bahwa orang yang diadili haruslah yang melakukan pe- 
langgaran Syari'ah (hukum Islam). Pendapat i ini sepertinya 
konsisten, tetapi dalam hubungan dengan persoalan kesesuaian 
dengan acuan baku internasional, saya pikir di dalam Syari 'ah, 
di dalam sistem hukum Islam, ada persoalan perbedaan besar 
mengenai apa yang merupakan pelanggaran. Kondisi apa yang 
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diperlukan untuk memberikan bukti? Kalau pada akhirnya 
kita bersepakat bahwa perbuatan bersangkutan adalah pelang- 
garan yang harus diadili, dan ini sudah dikodifikasi, apa pun 
perbuatannya — baik pelanggaran Huidud. ataupun pelang- 
garan yang berhubungan dengan status kaum | perempuan, atau 
hak orang bukari-Muslim, sistem politik, yaitu 'bagaimana 
mengatur negeri, bagaimana menentang penguasa — selama 
kita punya kitab undang-undang, kalau kita tahu apa yang 
akan kita hadapi, maka itu baik-baik saja. Tetapi faktanya kita 
tidak bisa mengatakan apa yang kita hadapi dalam peradilan 
kalau kita menghadapi tuduhan berdasar Hudud atau Gishash 
atau dalam Syari'ah. Tidak ada kepastian mengenai pelang- 
garan. Ini karena perbedaan aliran hukum Islam menyebabkan 
perbedaan konsep mengenai apa yang merupakan tindakan 
yang dituduhkan. Lagi pula, dengan menggunakan prinsip 
jtihad seorang hakim bisa menuduh seseorang melakukan pe- 
langgaran untuk suatu tindakan yang sebelumnya tidak dike- 
nal sebagai kejahatan kalau menurut penatsiran $ sang hakim 
tindakan itu merupakan kejahatan. 


Abdullahi An-Na'im: Acuan baku PT ada- 
nya berbagai faktor lain yang tidak muncul dalam acuan baku 
itu sendiri. Ada prasyarat kelembagaan dan normatif untuk 
peradilan yang adil yang tidak disebutkan dalam acuan baku, 
karena dianggap sebagai sesuatu yang memang harus demikian. 
Misalnya, persoalan independensi badan peradilan atau per- 
soalan kompetensi kesaksian. Ketika kita punya acuan baku 
yang mengatakan bahwa seseorang harus punya hak efektif 
untuk membela diri atau hak efektif melakukan pembelaan, 
dan ada aturan pembuktian yang membatalkan saksi kompe- 
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ten untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan, maka orang 
ini diingkari haknya untuk melakukan pembelaan efektif. Ka- 
rena itu keterbatasan-keterbatasan hukum Syari'ah mengenai 
kompetensi kesaksian kaum perempuan dan orang bukan- 
Muslim akan menghantam hak atas pemeriksaan dan peradilan 
yang adil karena kalau orang yang menjadi tertuduh itu bukan- 
Muslim atau perempuan, atau bahkan pendakwanya seorang 
bukan-Muslim atau seorang perempuan, yang tidak bisa mem- 
berikan kesaksian untuk dirinya atau tidak bisa memanggil 
saksi yang diperlukannya, maka ini adalah keterbatasan nor- 
matif dan persoalan independensi pengadilan yang bisa meru- 
pakan keterbatasan kelembagaan. Jadi saya kira kita harus me- 
nyoroti garis pinggir usaha perlindungan dan juga memperha- 
tikan kemungkinan-kemungkinan ketegangan dalam soal ini. 


Heba Raouf Ezzat: Saya selalu mengutamakan politik 
dibandingkan hukum karena kita tidak harus memulai ijtihad 
kita sendiri mengenai kaum bukan-Muslim dan perempuan da- 
lam masyarakat Islam. Sudah ada :jtihad, tetapi persoalannya 
ialah siapa yang akan menganggap para penafsir itu orang yang 
berwibawa dalam masyarakat yang negaranya berupaya me- 
monopoli kekuasaan, dan punya lembaga-lembaga yang me- 
nyatakan diri sebagai memiliki wewenang tertinggi dalam pe- 
nafsiran tentang hukum Islam. Persoalan siapa yang dianggap 
sebagai penafsir yang berhak dan absah itu juga merupakan 
masalah politik. | 


Chaloka Beyani: Ada komentar khusus mengenai per- 
soalan penerapan dan kepastian tuduhan kriminal dalam Sya- 
ri 'ah dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. Saya 
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pikir keuntungan menerapkan acuan baku internasional pada 
tataran dalam negeri ialah bahwa persoalan-persoalan itu akan 
diminimalisasi, dan jangkauan perlindungan yang tersedia 
akan meningkat, karena fakta bahwa kasus-kasus yang dibawa 
ke tingkat internasional itu sedikit jumlahnya. Tujuan dasar- 
nya ialah memberikan perlindungan kepada lebih banyak orang 
yang paling membutuhkan, dan ini adalah pada tingkat dalam 
negeri dan karena itulah berharga diterapkan. 

Hukum internasional menghormati keragaman definisi 
tentang kejahatan. Setiap masyarakat bebas mengkategorikan 
apa yang dianggap sebagai perbuatan menyerang. Saya kira de- 
finisi acuan baku tentang kejahatan tetap kabur mengenai 
suatu tindakan, apa pun sifatnya, yang bisa diikuti oleh proses 
peradilan kriminal, dan saya kira esensi dari masalahnya ada- 
lah sifat kriminal dari acara kerja atau sifat menghukum dari 
hasil akhirnya. Dalam hal kepastian, nilai yang diberikan pada 
acuan baku internasional itu jelas bahwa negara tidak boleh 
menghindari penerapan acuan baku internasional karena ia 
tidak dengan jelas menuduh orang. Dan alasan mengapa sistem 
internasional menyatakan bahwa konsep hukuman kriminal 
itu otonom, tidak tergantung pada hukum dalam negeri atau 
hukum internasional tetapi pada kriteria yang independen, itu 
tepatnya adalah agar memungkinkan sistem internasional me- 
ngatakan bahwa ketika kita melihat satu tindakan tertentu, 
apa pun sifatnya, apakah disipliner atau apa pun, ia membawa 
unsur-unsur yang bersifat menghukum dan karena itu kita 
anggap ini adalah acara kerja kriminal. Dan saya pikir ini 
punya arti penting. Tetapi hanya berlaku pada tingkat inter- 
nasional dan pendapat mengenai. ketidakpastian pada tingkat 
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dalam negeri masih absah. Ini adalah soal yang harus kita lan- 
jutkan. 

Acuan baku mengasumsikan bahwa mahkamah indepen- 
den tidak memihak. Tetapi di luar itu, ada aspek-aspek terten- 
tu yang telah kita sebutkan, yang cenderung menolak acuan 
baku itu. Saya kira penting meninjaunya. Dalam pandangan 
saya, ketika kita memperhatikan soal kompetensi kesaksian 
dan kemampuan perempuan untuk memberikan atau meng- 
ajukan bukti, ini harus dipertimbangkan, karena acuan baku 
itu sendiri jelas mengatakan setiap orang berhak sama. Jadi asas 
kesamaan berlaku, dan asas non-diskriminasi secara umum 
juga berlaku. Akan tetapi saya berpendapat bahwa telah di- 
masukkan suatu pengertian tentang realisme. Kita jangan ter- 
pesona oleh acuan baku tetapi harus ingat bahwa acuan baku 
itu berhubungan dengan lembaga-lembaga dan proses-proses, 
dan cara bagaimana ia beroperasi adalah hal yang penting un- 
tuk diperhatikan. 


Omar Azziman: Saya pertama ingin berbicara kepada 
anda sekalian tentang hukum, dan kemudian tentang peradil- 
an, serta berusaha mengidentifikasi persoalan-persoalan yang 
bisa timbul dari konfrontasi ganda dengan Islam dan acuan 
baku internasional. Bukannya berbicara tentang Islam, juga 
bukan tentang hukum Islam dan Syari'ah, saya akan berbicara 
tentang budaya hukum Islam atau tradisi hukum Islam. Per- 
ubahan terminologi ini bukan untuk membuat pembedaan an- 
tara saya dengan orang lain, tetapi karena saya mau menjelas- 
kan suatu keadaan. Ketika orang berbicara tentang Syari'ah, 
saya benar-benar tidak tahu apa yang diperbincangkan. Ketika 
orang berbicara tentang hukum Islam saya tidak selalu me- 
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ngetahui apa artinya, dan ketika orang berbicara tentang Islam 
saya tidak selalu mengetahui apa artinya. | 

Maroko punya sejarah hukum yang bersifat Islami dan 
telah berlangsung selama beberapa abad. Beberapa dinasti yang 
berkuasa di Maroko meliputi waktu beberapa abad. Latar bela- 
kang Islami inilah yang hendak saya bicarakan, tanpa acuan 
lain. Kalau kita tidak jelas mengenai terminologi, sulit melihat 
dengan jelas apa yang kita bicarakan. Jadi saya akan berbicara 
tentang tradisi atau budaya dari sudut struktur-struktur hu- 
kum Islam. 

Di dalam hukum Maroko, secara sangat skematis kita bi- 
sa mengatakan bahwa ada evolusi sejarah yang berlangsung se- 
lama dua atau tiga abad. Awalnya, dengan mengambil titik 
awal abad ke-17 atau ke-18 di Maroko, tatanan hukum Islam 
dominan. Pada abad ke-19 penetrasi hukum Eropa meningkat 
sampai merugikan tatanan hukum Islam. Pada abad ke-20, ma- 
sa kolonial, kami punya dua sistem yang berdampingan — satu 
diberlakukan oleh penguasa kolonial dan lainnya tatanan hu- 
kum Islam yang dipertahankan, tetapi yang tentu saja merosot 
kekuatannya, karena tatanan hukum Eropa lebih diutamakan, 
seperti halnya belakangan ini. 

Selama tahun-tahun pertama kemerdekaan, kami berdis- 
kusi tentang ini: haruskah kita mengislamkan hukum kolo- 
nial, atau haruskah kita mempertahankan hukum kolonial? 
Pembahasan tidak berlangsung lama. Kami mengadopsi atau 
mempertahankan, secara umum, garis besar hukum kolonial 
dan kami mengubahnya sedikit, dan kami mempertahankan 
hukum Islam atau Muslim di sejumlah sektor di mana hukum 
ini memang selalu lebih diutamakan. Dalam keluarga, misal- 
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nya, dalam bagian hukum hak milik, dan di sejumlah lembaga 
seperti yang di Maroko kami sebut notaris. Di bidang-bidang 
lain hukum modern atau hukum protektorat yang digunakan 
lagi atau hukum yang diberikan Maroko sendiri di atas dasar 
legislasi asing, dengan kata lain dari budaya hukum Barat. Ten- 
tu saja tentang rincian kita harus memberikan berbagai makna 
yang berbeda. 

Setelah mengemukakan garis besar umum mengenai hu- 
kum yang berlaku itu, saya kira kita harus memberinya suatu 
nuansa, suatu corak pengertian yang penting. Ini menyangkut 
praktik yudisial, yurisprudensi. Untuk selama 20 tahun ini, 
saya melakukan penelitian mengenai bangkit kembalinya tra- 
disi Islam yang menyolok dalam keputusan pengadilan. Dalam 
hukum keluarga, misalnya, hakim menerapkan hukum Islam 
karena hukum ini adalah satu-satunya yang bisa diterapkan, 
tetapi bahkan ketika hukum Islam tidak bisa diterapkan, mi- 
salnya di bidang hukum dagang atau perdata, bisa terjadi ha- 
kim menggunakan hukum Islam juga. Ia bisa mempertimbang- 
kan hukum Eropa atau modern dengan melalui hukum Islam, 
dan bisa juga menyingkirkan hukum modern dan mengguna- 
kan hukum yang berasal dari sistem Islam. 

Dalam hukum perdata internasional di Maroko kita 
mengadopsi aturan yang ada dalam kebanyakan sistem Latin, 
yaitu sistem personalitas hukum di wilayah status pribadi. Bagi 
seorang asing di Maroko yang mengalami persoalan perceraian 
atau warisan, hukum negerinya sendiri berlaku baginya. Ini 
berarti bahwa hakim Maroko akan menggunakan hukum Spa- 
nyol terhadap orang Spanyol, dan hakim Maroko akan mene- 
rapkan hukum Swiss terhadap perkawinan Swiss. Tetapi ha- 
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kim Maroko tidak mau menggunakan hukum nasionalnya 
kepada orang Muslim asing, ketika hukum nasional ini ber- 
beda dengan hukum Muslim. Maka ia tidak menerapkan hu- 
kum Tunisia terhadap orang Tunisia, ia tidak menerapkannya 
terhadap orang Turki, ia menerapkan hukum Muslim. Hakim 
mengabaikan kebangsaan dengan mengatakan — ia tidak ber- 
kata demikian tetapi saya yang berkata untuk hal yang dilaku- 
kannya — fakta bahwa anda termasuk dalam komunitas Islam 
itu lebih besar artinya daripada peranan hukum negara, yang 
berarti bahwa anda menerapkan hukum Muslim bukannya 
hukum nasional. Jadi, apakah ini penyimpangan pada pihak 
hakim, ataukah ini sesuatu yang lebih signifikan? 

Persoalan yang dihadapi, bahkan oleh jenis kebangkitan 
kembali tradisi Islam ini, ialah bahwa hukum tersebut tidak 
dikodifikasi, dan tidak diregulasi. Kami tidak tahu pada titik 
mana hukum Muslim bisa muncul, bahkan kalau pada tingkat 
yang sangat rendah di Maroko saat ini, sehingga bisa masuk 
ketidakpastian dalam menentukan aturan mana yang diberla- 
kukan dan karena itu sesuatu yang tidak sesuai dengan persya- 
ratan negara hukum (un etat de droit). Kepastian hukum, ke- 
mungkinan meramalkan hal-hal, dikualifikasi oleh dimasuk- 
kannya tradisi Islam dalam wilayah yang bukan miliknya. Sa- 
ya sekarang ini tidak sedang bicara tentang wilayah-wilayah 
dalam mana Hukum Islam jelas punya yurisdiksi. 

Yang kedua, saya hendak memberikan pandangan sing- 
kat tentang keadilan, seperti yang kita lakukan dengan hukum. 
Sekali lagi, dalam hal ini perkembangan sejarah sangat mena- 
rik. Saya tidak akan terlalu jauh ke sejarah, tetapi masa kolo- 
nial adalah periode yang penting. Kami punya keadilan Peran- 
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cis, yang ditujukan untuk orang asing, dan keadilan Maroko, 
yang diperuntukkan penduduk pribumi — bangsa Maroko se- 
telah kemerdekaan. Apa yang kami lakukan? Baik, untuk be- 
berapa saat kami ragu-ragu, kemudian kami berkata: dualisme 
kehilangan artinya, kami memerlukan negara berdaulat de- 
ngan satu hukum dan satu sistem keadilan. Jadi, apakah kami 
mengadopsi model modern atau model Muslim? Kami menya- 
tukannya dengan mengadopsi sistem modern. Tentu saja ini 
bukan lagi keadilan Perancis, kami mengubah namanya, tetapi 
struktur umum piramida yudisialnya, selain sedikit rincian- 
nya, tetap sama. Pada saat ini, ada sesuatu yang orisinal yang 
kami ambil dari Iran. Pada dasar piramida kami memilih ha- 
kim, tetapi mereka hanya menangani persoalan-persoalan im- 
por yang sangat minor. Di atasnya, kami punya pengadilan 
tingkat pertama, yang dipimpin oleh hakim profesional. Di 
atasnya lagi, kami punya yurisdiksi banding, tentu saja terdiri 
atas hakim profesional, dan di atasnya lagi kami punya mahka- 
mah agung. Sepanjang struktur itu, kami punya struktur admi- 
nistrasi dengan pengadilan administrasi dan di atasnya kami 
punya majelis administrasi dari mahkamah agung untuk yu- 
risdiksi banding. Jadi modelnya sangat didasarkan pada model 
Perancis. 

Jadi apa prinsip utama yang digunakan dalam hukum, 
yang mengontrol sistem keadilan? Prinsip ini adalah prinsip 
yang anda temui di negeri-negeri Latin. Misalnya, akses bebas 
pada keadilan, yang tidak hanya diekspresikan tetapi juga diko- 
difikasi, di dalamnya persoalan kemiskinan diselesaikan de- 
ngan mekanisme bantuan hukum yang memungkinkan me- 
reka yang tidak punya sarana untuk membayar biaya akses 
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pada pengadilan tetap memilikinya. Kesamaan semua orang 
dalam peradilan. Ini tercakup dalam Konstitusi dan penolakan 
keadilan itu dilarang karena hakim tidak bisa menolak mem- 
buat keputusan tentang persoalan yang diajukan padanya. 

Prinsip utama kedua — dan di sini saya bicara tentang 
peradilan secara umum, — adalah independensi peradilan. Saya 
menyoroti acuan baku. Prinsip independensi juga disebutkan 
dalam Konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa otoritas yudi- 
sial itu bebas dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Indepen- 
densi ini juga dijamin oleh langkah yang esensial, juga terkan- 
dung dalam Konstitusi itu sendiri. Aturan ini tidak bisa dibu- 
ang oleh hakim. Pasal 84 Konstitusi memberikan uraian leng- 
kap mengenai disiplin, promosi hakim diatur oleh dewan ting- 
gi yang diketuai oleh Raja, tetapi yang meliputi hakim yang 
dipilih oleh berbagai cabang hakim. Legislasi, bukan Kons- 
titusi, juga mengenai perpindahan hakim dalam pengadilan 
atau dari satu pengadilan ke pengadilan lain. 

Prinsip ketiga ialah pendidikan dan kompetensi seorang 
hakim. Menurut hukum, sebelum menjadi hakim seseorang 
harus berdinas selama dua tahun sebagai hakim magang. Ia ha- 
rus sarjana hukum atau sarjana hukum Muslim dan harus 
mengikuti dua tahun pendidikan di Institut Nasional Studi 
Peradilan. Pada akhir periode dua tahun ini, setelah lulus ujian, 
kandidat menjadi hakim. 

Tentang integritas profesional — kalau saya bisa menye- 
butnya begitu — ketika mulai bekerja, hakim harus membuat 
pernyataan tentang keadaan keuangan pribadinya. Seorang 
hakim harus membuat pernyataan kalau ada perubahan ke- 
adaan pribadinya. 
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Prinsip umum lainnya, masih mengenai teks, ialah peme- 
riksaan ketepatan penerapan hukum. Ini lazimnya dilakukan 
oleh mahkamah agung. Pemeriksaan legalitas keputusan admi- 
nistratif dilakukan oleh pengadilan administrasi dan oleh ma- 
jelis administrasi mahkamah agung. Selama bertahun-tahun 
sampai sekarang pemeriksaan tentang konstitusionalitas hu- 
kum juga dilakukan oleh dewan konsitusional, tetapi tidak bi- 
sa dijalankan oleh seseorang. Lembaga ini harus diminta oleh 
suatu badan pemerintah. Masih memandangnya dari atas kita 
bisa mengatakan bahwa hak untuk pembelaan itu lazimnya 
ditangani dari sudut pandang pidana, dan untuk soal-soal per- 
data. Hak banding dijamin untuk delik pidana dan perdata dan 
anda bisa mengajukan banding untuk penghentian perkara, 
bahkan ketika banding itu mustahil dalam keadaan lain. Ke- 
terbukaan pembahasan pengadilan diharuskan oleh hukum, 
kecuali kalau ada keadaan khusus yang membuatnya dilaksana- 
kan in camera (tidak terbuka untuk umum). Ini bisa diputus- 
kan, tetapi harus ada alasan. Dan masih pada tingkat prinsip- 
prinsip umum, pengacara itu independen. Anggota-anggota de- 
wan pengacara dipilih dalam sistem itu. 

Ada tiga mahkamah luar biasa. Yang pertama mahkamah 
militer, yakni pengadilan militer. Kompetensi utamanya ialah 
menangani pengadilan orang-orang militer, tetapi juga bisa me- 
nangani kasus-kasus yang melibatkan orang sipil, misalnya ke- 
tika ada persoalan dengan keamanan eksternal negeri ini. Juga 
ada pengadilan lain, yaitu pengadilan luar biasa, yang punya 
kompetensi khusus dalam kasus korupsi. Dan kemudian pe- 
ngadilan tinggi, yang punya kompetensi khusus menangani 
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persoalan-persoalan tingkah-laku pemerintah, tetapi ini tidak 
pernah benar-benar dioperasikan. 

— Dalam hal acuan baku internasional dan masih pada 
tingkat teks, apa syarat atau keberatan utamanya? Saya kira 
terutama berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan hakim. 
Pembatasan yang diterapkan hukum Maroko pada hakim itu 
sangat luas, terlalu luas kalau dibandingkan dengan acuan baku 
internasional. Hukum mengatakan bahwa setiap ekspresi 
politik atau kegiatan politik dilarang bagi hakim. Hukum me- 
larang mereka mogok. Hukum mengatakan bahwa hakim ti- 
dak boleh menjadi anggota serikat buruh, dan pada praktik- 
nya sangat kuat halangan agar hakim tidak berpartisipasi da- 
lam perkumpulan-perkumpulan tertentu, khususnya kalau 
perkumpulan-perkumpulan ini sedikit banyaknya bersifat 
politis kecuali dalam hal organisasi amal, ada kemungkinan. 

Jadi itulah asas-asas yang mengatur lembaga peradilan di 
Maroko. Mengenai peradilan pidana, saya akan mengemuka- 
kannya secara ringkas, karena ada acuan baku normal dalam 
hal ini. Praduga tak bersalah adalah dasar prosedur peradilan 
pidana. Rancangan hukum acara pidana yang baru menyata- 
kannya secara harfiah. Sebelumnya hanya tersirat. Hukum 
acara pidana diberlakukan pada 1959. Hukum ini melindungi 
hak atas pembelaan. Tahun 1974, kami mengalami kemun- 
duran, dan ada pembatasan pada tingkat instruksi. Terjadi pe- 
ningkatan kekuasaan lembaga yudikatif sedang juri dalam per- 
adilan pidana dihapuskan. Setelah itu, sejak awal dasawarsa 
1990-an, khususnya kami mengarah pada jalan positif dan ada 
penguatan jaminan yang diberikan pada terdakwa dalam peng- 
adilan, dengan mengurangi masa penahanan preventif, dengan 
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memberikan kemungkinan pemeriksaan medis kepada orang 
yang ditahan, kalau hal ini dianggap perlu, dan juga dengan 
memungkinkan penyediaan pengacara oleh negara, sejak inte- 
rogasi, sementara sebelumnya pengacara hanya tersedia pada 
tahap pengadilan. Ini merupakan perbaikan yang belum sem- 
purna, karena kami harus kembali pada singkat tahun 1959, 
sejauh menyangkut tahap instruksi. 

Saya akan memberi anda contoh-contoh konflik a antara 
hukum Maroko dan acuan baku hukum internasional. Ada 
banyak kasus. Ketegangan antara apa yang saya sebut hukum 
Islam tradisional dengan konvensi-konvensi internasional di 
bidang kedudukan kaum perempuan, perkawinan, ketidakse- 
derajatan pasangan, ketidaksederajatan jenis kelamin, tindakan 
sepihak suami mengakhiri perkawinan, poligami, ketidakse- 
derajatan keinginan dan penggantian memberi banyak contoh. 
Contoh-contoh juga bisa ditemui di bidang-bidang lain. 

Ada pertanyaan sangat menarik untuk dikemukakan: me- 
ngapa Maroko membuat kemajuan? Yang harus dikemukakan 
ialah mengapa tidak kita semua yang membuat kemajuan? Ka- 
rena pada akhir hari, kalau kita ingat bahwa sekarang ini Ma- 
roko sedang maju — suatu hal yang tidak benar beberapa ta- 
hun yang lalu — faktanya kami pikir Tunisia lebih banyak 
membuat kemajuan dibandingkan Maroko, kalau kita mau 
membandingkan kemajuan. Sangat tergantung pada ukuran 
yang anda gunakan. Pada dasawarsa 1960-an, Aljazair sedang 
maju-majunya. Sebelumnya, Mesir. Jadi soalnya adalah menge- 
tahui mengapa tidak kita semua membuat kemajuan dan me- 
ngapa sebagian dari kita mundur? Mengapa kita mundur? Ini- 
lah yang saya pikir problematis. 
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Saya tidak pernah mendengar orang mengatakan bahwa 
Maroko sekarang tidak bisa dicela. Tentu saja masih banyak 
yang harus dilakukan berkaitan dengan hak asasi manusia. Se- 
karang ini di Maroko, suksesi raja sangat penting, tetapi Ma- 
roko bukan hanya monarki. Monarki bukanlah satu-satunya 
pemegang kekuasaan. Ada konstitusi, ada sistem hukum, dan 
juga yang terpenting ada yang bisa kita ciptakan, melalui infor- 
masi, pendidikan, dan latihan dalam masyarakat sendiri. 


Amin Mekki Medani: Satu contoh klasik mengenai 
percekcokan antara apa yang disebut norma-norma Islam de- 
ngan acuan baku internasional ialah kasus Ustaz Mahmoud 
Mohammed Taha, pemimpinan Persaudaraan Republiken Su- 
dan itu, seorang tua berusia 76 tahun yang terkenal, seorang 
yang berprofesi insinyur dan sarjana Islamis telah menjadi 
pemimpin agama selama 40 tahun. Dikejutkan oleh Undang- 
undang September bikinan Numetri, Persaudaraan Repu- 
bliken membagikan selebaran yang mengatakan bahwa yang 
sedang terjadi adalah penghinaan terhadap Islam, karena meng- 
gambarkan Islam sebagai agama yang menerobos rumah 
orang, menggeledah, melompati tembok orang, amputasi, 
mencambuki, dan meragukan kesucian kaum perempuan. 
Taha dan lima anggotanya diajukan ke pengadilan dengan tu- 
duhan melanggar hukum pidana dan Undang-Undang Ke- 
amanan Nasional. Mereka dijatuhi hukuman mati. Kemudian : 
kasus ini banding. Pengadilan Banding menguatkan keputusan 
hukuman mati, tetapi untuk tuduhan penghujatan. Mereka 
diadili berdasar kitab hukum pidana dengan tuduhan secara 
politik menentang rezim. Pengadilan Banding menguatkan 
putusan hukuman tetapi dengan tuduhan baru ridda atau 
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menghujat. Ini dilakukan dengan memanfaatkan Undang- 
Undang Sumber Keputusan Yuridis. Dalam kitab hukum 
pidana tidak dikenal kejahatan menghujat, tetapi hakim 
dengan memanfatkan undang-undang, memutuskan bahwa 
yang mereka lakukan, selebaran yang mereka bagi-bagikan 
kepada masyarakat umum mengkritik Imam faktanya adalah 
ridda, dan karena itulah mereka dijatuhi hukuman mati. 

Tiga hari kemudian, Numeiri muncul di televisi mem- 
berikan pengumuman kepada seluruh bangsa, berusaha mem- 
berikan landasan legal dan landasan Syari'ah. Ia berkata, saya 
telah membaca semua buku tentang hukum, dan semua buku 
figh, dan saya tidak menemukan cara untuk membebaskan Ta- 
ha dari hukuman mati. Taha dieksekusi esok harinya, pada 
tanggal 18 Januari 1985 di penjara. Lima orang terdakwa lain- 
nya menjadi sasaran siksaan siaran televisi yang disebut istita- 
ha, yang memaksa mereka menyatakan penyesalan atau mena- 
rik kepercayaannya pada Taha. Mereka menjadi sasaran siksa- 
an ini selama empat jam, dan ini disiarkan langsung televisi. 
Mereka tetap mengatakan, “Kami bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad ada- 
lah utusan Allah.” Tetapi Hakim Al-Mikashfi, Ketua Pengadil- 
an Banding, ketua panel istitaha, mengatakan, “Kalian harus 
mengatakan bahwa Taha adalah seorang penghujat dan kalian 
harus mengutuknya.” Ini berlangsung selama beberapa jam, 
dan beberapa terdakwa lain dipaksa menyaksikan eksekusi Ta- 
ha. Pada akhirnya, pilihan apa yang anda miliki? 

Seberapa jauh kasus ini merupakan eksploitasi terhadap 
Islam bisa dimengerti sepenuhnya kalau kita membaca dalam 
Sudan Law Journal of Reports 1986, kasus Asma Mahmoud 
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Mohammed Taha, yang adalah putri dari Taha, dan Abdullatif 
Omar, salah satu dari orang yang menjadi sasaran istitaha. Pu- 
tusannya, menurut pendapat saya, merupakan butir klasik pre- 
seden konstitusional. Meskipun panjang, saya hendak me- 
nyebutkan faktor-faktor penting berikut ini: 
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Pertama, pengadilan konstitusional mengatakan bahwa 
meskipun presiden menurut undang-undang tentang per- 
adilan punya kekuasaan untuk mengangkat hakim dan 
menyelenggarakan pengadilan, ia tidak punya kekuasaan 
untuk menunjuk hakim untuk kasus tertentu dan inilah 
yang terjadi dalam pengadilan ini. Lagi pula proses per- 
adilannya dinodai oleh pertimbangan-pertimbangan po- 
litik. 

Pengadilan banding memberikan putusan yang tidak ber- 
kaitan dengan tuduhan. Pengadilan terus berlangsung, 
menurut kata-kata pengadilan konstitusional “dalam cara 
yang membuatnya sulit mencapai vonis yang didukung 
oleh bukti.” 

Penemuan-penemuan pengadilan bahwa selebaran yang 
diedarkan oleh Persaudaraan Republiken menyerukan 
pemahaman baru tentang Islam, yang berbeda dari yang 
dipraktikkan oleh orang-orang yang sepenuhnya tidak 
mendukung, dan memperlihatkan bahwa pengadilan dari 


awalnya telah memutuskan berurusan dengan ideologi 


Persaudaraan Republiken daripada tuduhan yang diaju- 
kan. 

Terakhir, pengadilan banding, dengan menjatuhkan hu- 
kuman atas perbuatan menghuyat, bertindak sebagai legis- 


lator, dan dengan demikian telah memberikan putusan 
hukum di luar yurisdiksinya. 


Bagian 234 Undang-undang Hukum Acara Pidana me- 
ngatakan bahwa hukuman mati harus dikirimkan ke Penga- 
dilan Tinggi untuk mendapatkan pengesahan. Hukuman ini 
dikirimkan oleh presiden ke pengadilan banding, karena 
diketuai oleh Al-Mikashfi. Ini bertentangan dengan hukum. 
Bagian lain undang-undang hukum acara pidana mencegah 
eksekusi siapa pun yang berusia di atas 70 tahun kecuali untuk 
kasus kejahatan Hudud. Inilah sebabnya mengapa, karena 
Taha harus dieksekusi, Pengadilan Banding harus membuat 
hukuman atas perbuatan menghujat, yang punya hukuman 
had. Maka atas dasar ini, Pengadilan Konstitusional menyata- 
kan bahwa putusan Pengadilan Banding itu batal dan tidak 
berlaku. Sistem peradilan tidak bertindak dalam cara yang 
akan meyakinkan masyarakat umum bahwa ia — lembaga 
peradilan — terpaksa melakukan ketidakadilan, dari sumber 
mana pun. Juga hukum dan ketentuan-ketentuan konstitusio- 
nal tidak memberi peranan pemimpin kepada lembaga per- 
adilan dengan cara yang seperlunya. 


Abdol Karim Lahidji: Mengenai Republik Islam Iran, 
ada persoalan yang dalam. Konstitusi Iran dan kebanyakan un- 
dang-undang yang berlaku pada saat ini di Iran tidak sesuai 
dengan acuan baku internasional mengenai hak sipil dan 
politik. Ini bukan semata persoalan praktik, yang bertentang- 
an dengan acuan baku-acuan baku yang diakui oleh rezim Iran. 
Persoalannya lebih dalam. Konstitusi dan undang-undang 
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yang berlaku di Iran itu sendiri sangat berkontradiksi dengan 
aturan-aturan dan acuan baku-acuan baku internasional. 

Republik Islam Iran adalah rezim ulama dalam mana se- 
bagian ulama memegang seluruh kekuasaan dan merupakan 
suatu oligarki agama. Dalam Konstitusi Iran kedudukan Pem- 
bimbing Tertinggi adalah di atas lembaga legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif. Memang di bawah Pasal 4 Konstitusi, seluruh 
aturan perdata, pidana, finansial, ekonomi, administrasi, buda- 
ya, militer atau politik, harus berdasarkan ajaran Islam. Asas 
ini berlaku untuk semua pasal Konstitusi, dan semua undang- 
undang dan peraturan lainnya. Penentuan ajaran-ajaran Islam 
ini berada dalam kompetensi Dewan Pengawal. Akan tetapi 
kriteria Islami tidak didefinisikan oleh Konstitusi dan teks hu- 
kum mana pun. Enam anggota Dewan Pengawal, yang meme- 
gang kekuasaan memutuskan sesuai tidaknya peraturan hu- 
kum yang dibuat parlemen dengan ajaran Islam, secara lang- 
sung dicalonkan oleh Pembimbing Tertinggi. 

Sejauh mengenai lembaga yudikatif, peradilan diseleng- 
garakan oleh seorang ulama yang dicalonkan oleh Pembim- 
bing Tertinggi, Kepala Lembaga Yudikatif. Pasal 163 Konsti- 
tusi menentukan bahwa kualitas dan syarat yang diperlukan 
untuk menjadi seorang hakim itu ditentukan oleh kepatuhan 
menjalankan asas-asas agama. 

Menurut Pasal 167 Konsitusi, kalau tidak ada ketentuan 
tertulis, putusan harus didasarkan pada sumber-sumber Islam 
yang punya otoritas dan berdasarkan fatwa. Maka keputusan 
pengadilan itu dipengaruhi oleh fatwa, yaitu keputusan yang 
dibuat oleh ulama. Keputusan ini mempengaruhi asas per- 
samaan di depan hukum dan membuat pengadilan mengeluar- 
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kan putusan yang membingungkan dan sering sangat kon- 
tradiktif. Fatwa per definisi bertentangan dengan pelaksanaan 
undang-undang secara seragam dan sama. Ada banyak putusan, 
hukuman mati, khususnya terhadap tahanan politik dan ta- 
hanan karena perbedaan pendapat, yang didasarkan pada pen- 
dapat ulama dan tidak dikodifikasi dalam hukum. Orang di- 
eksekusi karena penafsiran pribadi seorang ulama. Orang di- 
putuskan bersalah melakukan suatu kejahatan yang definisinya 
dibuat secara sewenang-wenang, sehingga tidak seorang pun 
tahu hukum apa yang berlaku dan yang tidak. 


Rajsooner Lallah: Ada hal-hal yang lebih tergantung pa- 
da tradisi daripada asas-asas agama. Rekan kita memberikan 
satu daftar tentang bagaimana hukum di Maroko tidak sejalan 
dengan norma-norma internasional. Hukum keluarga dan per- 
lakukan terhadap kaum perempuan misalnya. Dan saya kira 
ini adalah wilayah dalam mana mereka yang khususnya ber- 
asal dari tradisi Islami punya peranan penting. Karena ini juga 
berpengaruh pada persoalan peradilan yang adil. Apa yang ter- 
jadi misalnya kalau seorang perempuan adalah saksi. Persa- 
maan, non-diskriminasi adalah hak, seperti halnya hak untuk 
hidup, dan dalam administrasi hukum merupakan asas yang 
menurut hemat saya tidak bisa ditentang oleh tradisi, budaya, 
atau agama. Karena itu manifestasi yang carut-marut ini ha- 
rus diperangi dengan keras di setiap tempat. 


Abdelwahab Al-Affendi: Suasana yang berlaku meng- 
ingatkan saya pada komedi yang pernah saya tonton. Seorang 
hakim perempuan bertanya kepada seorang anak laki-laki, 
“Bagaimana kamu membela diri, penjahat yang bersalah?” Dan 
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hanya beberapa hari kemudian, saya saksikan di televisi suatu 
pemandangan dari satu pengadilan di Mesir, dan sama sekali 
tidak lucu. Benar-benar tragis. Hakim lelaki berteriak kepada 
terdakwa. Saya tidak tahu yang dilakukan oleh jaksa, dan po- 
lisi, tetapi hakim hampir memukul terdakwa. Ia sangat ter- 
kejut dan marah, dan kita bisa melihat bahwa lelaki ini tidak 
memandang persoalan di depannya secara tidak memihak. 
Proses peradilan bukan semata ketika anda datang ke de- 
pan hakim. Proses ini telah berlangsung sebelum anda pergi 
ke depan hakim, dan sesudahnya. Apakah kita punya pendapat 
UMUM yang merasa tersinggung ketika orang dijatuhi hukum- 
“an mati dalam beberapa jam saja, seperti yang kita ketahui ter- 
jadi di banyak negeri? Ataukah orang hanya berkata, “Ya, 
orang-orang itu memang pantas dihukum mati. Seharusnya 
mereka ditembak sebelum diadili karena seperti kata sang ha- 
kim perempuan, “penjahat yang bersalah?.” 

Michael Posner: Sejumlah diskusi yang lebih besar kem- 
bali ke gagasan tentang peradilan adil. Akibatnya, peradilan 
yang adil dan proses hukum yang adil menjadi pintu gerbang 
ke diskusi yang lebih besar mengenai hal yang esensial bagi 
setiap masyarakat: martabat dan keadilan. Ini adalah nilai ke- 
masyakatan, budaya, agama selain hukum. Salah satu cara un- 
— tuk menjamin hak-hak ini ialah melalui peradilan yang adil. 

Stefanie Grant: Kemarin di Den Haag dimulai pengadil- 
an terhadap Dusan Tadic. Oleh Mahkamah Pidana Internasio- 
nal untuk bekas Yugoslavia, ia dikenai tuduhan membunuh 


dan melakukan kekejaman terhadap orang-orang Muslim yang 
ditahan di kamp Omarska di Bosnia. Ini adalah pertama ka- 
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linya dalam sejarah umat manusia sebuah pengadilan yang be- 
nar-benar internasional diselenggarakan untuk mengadili ka- 
sus kejahatan terhadap perorangan. Ada sejumlah pengadilan 
yang menyebut dirinya internasional, tetapi ini adalah penga- 
dilan pertama yang dibuat oleh PBB dan hakimnya dipilih 
oleh Majelis Umum. Meskipun pengadilan ini mengadili ke- 
jahatan yang paling seram dan paling menakutkan, aturan- 
aturan yang dijalankan mencerminkan asas-asas umum yang 
sangat sederhana, sangat dasar. 


June Ray: Izinkan saya membuat ringkasan beberapa hal 
yang telah dibicarakan. Mengenai penerimaan syarat-syarat 
kelembagaan dan normatif tertentu agar Pasal 14 Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Palitik bisa dilaksanakan 
sepenuhnya, muncul sejumlah soal, seperti masalah kesede- 
rajatan gender, persoalan Muslim dan bukan-Muslim, perso- 
alan sifat oposisi politik dalam sistem-sistem berdasar Syari 'ah 
Kita telah membahas persoalan kepastian tuduhan kejahatan. 
Ada sejumlah pertanyaan yang muncul mengenai apa yang 
merupakan kejahatan dalam Syari'ah. 

Kita telah melihat ketegangan yang bisa ada antara pem- 
berlakuan tradisi sosial budaya tertentu dengan ketaatan pe- 
nuh pada semua ketentuan instrumen hak asasi manusia in- 
ternasional, khususnya Pasal 14 Kovenan Internasional ten- 
tang Hak Sipil dan Politik. Bagaimana kita bisa mengatasi ke- 
tegangan-ketegangan itu mengingat ketika negara-negara me- 
milih mengikuti kesepakatan-kesepakatan hak asasi manusia, 
mereka mewajibkan diri memberikan status prioritas pada ko- 
venan-kovenan bukannya pada tradisi? & 
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Pandangan tentang Keadaan. 
Beberapa Negeri 


Bab ini menyajikan diskusi yang berlangsung mengenai ham- 
batan-hambatan terhadap jaminan peradilan yang adil di empat 
negeri: Sudan, Iran, Mesir, dan Maroko. Juga terjadi debat menge- 
nai apakah sebab-sebab pelanggaran hak asasi itu budaya atau 
politik. Beberapa peserta menyatakan bahwa pandangan yang 
mengaitkan pelanggaran hak asasi dengan budaya itu berbahaya 
karena bisa dengan mudah menjadi dalih atau bahkan pembe- 
naran bagi meluasnya penindasan. 


Abdelwahab Al-Affendi: Kita tahu bahwa sebuah negara 
Islam adalah negara di mana Islam menjadi hukum. Jadi ia ada- 
lah negara di mana kekuasaan hukum berada di atas setiap 
orang. Dari pengalaman, kita telah melihat bahwa dengan Nu- 
meiri dan pemerintah Sudan sekarang, asas itu diabaikan. Ne- 
gara itu adalah negara kekuasaan yang mematuhi sejumlah cara 
tradisional Islam, seperti yang kita miliki di masa lalu. Ini ada- 
lah tradisi yang datang kepada kita. Negara kekuasaan dan ma- 
nusia kadang-kadang menggunakan hukum itu. Lembaga per- 
adilan tidak bebas dan kecilnya demokrasi terbukti menjadi 
hambatan yang akut. 
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Kadang-kadang orang yang mengklaim Islam, karena me- 
reka mengidentifikasi diri dengan Islam sebagai sebuah agama 
dan sebuah gerakan, merancukan keduanya dan merancukan 
orang-orang dengan yang mereka wakili. Misalnya Ayatollah 
Khomeini mengatakan bahwa mempertahankan negara Islam 
itu lebih utama, bahkan dibandingkan dengan hukum Islam 
itu sendiri. Kita pun mendapati bahwa kalau anda harus me- 
langgar setiap hukum Islam untuk mempertahankan negara 
Islam maka ini berarti mempertahankan orang-orang yang 
berkuasa. Jadi di Iran atau di Sudan, golongan Islamis lain yang 
tidak menyetujui ortodoksi juga dihukum. 


Heba Rouf Ezzat: Saya bertanya-tanya apa yang terjadi 
dengan orang-orang Sudan ketika mereka melanggar setiap 
hak dasar. Mengapa mereka membelinya? Ketika saya berta- 
nya kepada Ny. Ebadi, dia mengatakan bahwa pasukan ke- 
amanan menerobos masuk rumah-rumah pribadi di Iran. Me- 
reka mengatakan bahwa mereka memeriksa alkohol. Setiap 
orang Muslim yang berjalan di jalan-jalan, setiap orang awam 
mengetahui bahwa anda tidak seharusnya berbuat demikian. 
Bahkan kalaupun anda yakin bahwa seseorang melanggar hu- 
kum Islam, anda tidak semestinya melanggar ruang pribadi- 
nya. Ini yang pertama: ruang pribadi dan kehormatan. Apa 
yang terjadi pada penduduk? Apa yang salah? Tidak seorang 
pun bisa mengatakan kalau saya menentang ketidakadilan saya 
menentang Allah. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. 

Amin Mekki Medani: Pertanyaan yang harus dijawab, 
apa yang terjadi dengan orang-orang Sudan? Ada represi. Ada 
intimidasi. Ada pemecatan dari dinas. Ada penahanan sewe- 
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nang-wenang. Ada penyiksaan. Ada pembatasan untuk beper- 
gian. Teror berkuasa. Inilah yang terjadi pada penduduk, me- 
reka benar-benar diintimidasi. 

Di Sudan, orang diintimidasi oleh Numetri karena me- 
nentang Undang-undang September, dan ketika Numeiri di- 
gulingkan, orang meminta penghapusannya. Ketika rezim Nu- 
meiri datang, orang-orang, termasuk saya sendiri, diintimidasi 
dan ditahan selama beberapa tahun, karena keberatan terhadap 
Undang-undang September. Semua serikat buruh, dokter, in- 
sinyur, pengacara menentang undang-undang dan Pe 
praktik tersebut. 


Heba Raouf Ezzat: Persoalan yang bisa saya lihat di Su- 
dan dan Iran ialah apa yang harus dilakukan dengan undang- 
undang yang tidak disukai oleh sebagian penduduk, tetapi me- 
rupakan proses yurisprudensi yang kumulatif dan menjadi ba- 
gian dari budaya. Misalnya, dalam kasus Iran, kalau benar bah- 
wa dalam kasus seorang perempuan, seorang perempuan yang 
dibunuh karena sebab politik atau bukan, pewarisnya menda- 
patkan setengah dari yang diperoleh lelaki. Bagi saya ini ke- 
terlaluan. Ini tidak Islami, saya tidak suka, tetapi pendapat saya 
tidak berarti banyak kalau undang-undang tersebut adalah ba- 
gian dari yurisprudensi negeri itu dan diterima oleh banyak 
bagian penduduk. Saya pikir masalah ini harus diperhatikan. 
Daripada puas dengan evaluasi politik tentang apa yang terjadi, 
kita perlu memusatkan pada apa yang harus dilakukan menge- 
nai budaya ini. Kita tidak bisa mengubahnya dengan meng- 
kritiknya. Tidak semudah itu, dan pendapat umum besar arti- 
nya dalam pokok masalah ini. 
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Abdol Karim Lahidji: Sejauh mengenai budaya, orang 
tidak hanya perlu memperhatikan sifat universal dari acuan 
baku-acuan baku internasional, tetapi bagi saya, budaya punya 
hubungan dengan sistem politik suatu masyarakat juga. Rezim 
Iran itu totaliter. Benar bahwa pada tahun 1979 dan 1980 keba- 
nyakan penduduk Iran mendukung Ayatollah Khomeini. 
Bangsa Iran menganggapnya sebagai pemimpin revolusi. Te- 
tapi sekitar 14 atau 15 tahun kemudian, tidak seorang pun bisa 
mengingkari bahwa sekelompok kecil ulama Iran berada 
dalam kekuasaan. Tidak ada pluralisme politik, tidak ada pe- 
— milihan umum bebas. Oposisi sepenuhnya dilenyapkan. Ada 
ribuan yang dieksekusi. Dalam konteks itu bagaimana anda 
bisa mengatakan bahwa rakyat Iran memilih rezim ini? Ba- 
gaimana anda bisa mengatakan bahwa undang-undangnya seja- 
lan dengan budaya Iran? Kita tidak boleh lupa bahwa Iran sela- 
ma lebih dari 50 tahun punya sistem peradilan yang adalah 
sistem peradilan sipil. Saya tidak mengatakan sistem itu baik, 
tetapi sistem peradilan sipil. Inilah yang Saba pa dari 1920 
sampai 1980. 

Misalnya, dalam hukum perdata La status pribadi dida- 
sarkan pada asas hukum Muslim, hukum Syi'ah. Dalam kon- 
teks itu perceraian adalah hak eksklusif laki-laki. Tahun 1962 
keadaan berubah. Parlemen Iran saat itu, di bawah kekuasaan 
rezim kekaisaran, yang merupakan rezim diktatorial, menge- 
luarkan undang-undang yang memberikan hak itu kepada 
pengadilan. Seorang Iran tidak lagi bisa menceraikan istrinya 
dengan cara sesukanya seperti sebelumnya. Pada saat itu saya 
menjadi pengacara di Iran dan kebanyakan perempuan yang 
pergi ke pengadilan dan meminta keadilan adalah perempuan 
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yang sangat memerlukan. Saya bisa katakan bahwa faktanya 
sebagian besar rakyat Iran, khususnya perempuan Iran pada 
saat itu mendukung undang-undang ini, walaupun tidak sesuai 
dengan tradisi agama. Jadi dalam konteks itulah saya mengata- 
kan bahwa undang-undang yang berlaku di Iran pada saat itu 
tidak mencerminkan kehendak rakyat Iran. Undang-undang 
itu tidak mengekspresikan budaya Iran. Undang-undang bah- 
kan tidak mengekspresikan agama Islam Syi'ah karena aya- 
tollah-ayatollah utama di Iran menentang sistem ini. Saat itu 
di Oom, kota suci Iran, banyak ulama berada di penjara atau 
berada dalam tahanan rumah dan mereka tidak bisa mengeks- 
presikan diri. Saya tidak menganggap rezim di Iran itu Islamis. 
Saya menganggapnya oligarki ulama. 

Ketika Ayatollah Khomeini ditanya apa itu republik Is- 
lam, ia selalu menjawab “demokrasi dan keadilan sosial.” Yang 
dicari rakyat Iran pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an adalah 
dua nilai itu. Tetapi ketika kita menanyakan rinciannya, ia ti- 
dak pernah berbicara apa pun seperti yang kita bicarakan seka- 
rang ini. Jadi tentu saja kita berpikir bahwa mungkin harus 
ada dimensi baru untuk ijtihad, inovasi-inovasi khususnya me- 
ngenai Syari'ah. Tetapi apa yang terjadi di bidang ini? Setelah 
menduduki kekuasaan, dalam tempo hanya beberapa bulan, 
ia menyerang perempuan dengan Syari'ah. Ini tak pernah ter- 
jadi di Iran sebelumnya, bahkan dalam Konstitusi 1906 seka- 
lipun. Maka hak eksklusif suami untuk bercerai, poligami, per- 
kawinan sementara waktu (mut'ah), ditegakkan. Setelah itu, 
sepanjang mengenai bidang pidana, untuk pertama kalinya di 
Iran mereka membuat sistem hukum pidana yang Islami, dan 
mereka menterjemahkan satu buku yang ditulis pada abad ke- 
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14, dalam bahasa Arab, dan buku ini menjadi kitab undang- 
undang pidana Islam Iran. Inilah yang berlaku sejak 1981. Ti- 
dak dilakukan inovasi atau #jtihad di bidang pidana sampai saat 


Ini. 


Ahmed Fahmy: Kalau saya menyoroti Sudan khusus- 
nya, saya akan mengatakan bahwa saya tidak bisa menilai apa- 
kah rezim yang sekarang di Sudan itu Islami atau tidak, karena 
saya tidak mengikuti kasus spesifik ini. Tetapi kalau penindas- 
an-penindasan itu ada, maka itu pada dasarnya adalah pelang- 
garan terhadap Islam. Jadi kalau penindasan-penindasan itu ada 
— dan saya tahu sebagian yang terjadi, saya menyinggung ka- 
sus-kasus yang saya ketahui — maka yang kita bicarakan bukan 
Islam, tetapi penafsiran budaya terhadap Islam. Pemahaman 
Islam dari sebagian orang yang melaksanakannya di sana. 

Di pihak lain, bisakah kita mengharapkan suatu eksperi- 
men berlangsung tanpa penindasan? Ketika saya berbicara de- 
ngan banyak politisi tentang keadaan di Mesir, saya katakan 
pada mereka, lihat, saya mengerti bahwa mustahil mengha- 
rapkan tidak adanya penindasan rezim Mesir. Tidak realistis 
berharap tidak adanya penindasan dari rezim apa pun baik Is- 
lamis maupun bukan Islamis. Tetapi pertanyaannya ialah apa- 
kah ada proses yang ditujukan untuk menghilangkah penin- 
dasan atau tidak? Ini bukan pertanyaan yang mengatakan bah- 
wa anda melanggar, tetapi pertanyaan yang meminta jawaban 
pada persoalan-persoalan spesifik. Kita tidak boleh lupa bahwa 
kita punya persoalan budaya. Siapa pun yang berkuasa di Ti- 
mur Tengah dalam cara apa pun akan berupaya memperta- 
hankan kekuasaanya untuk jangka waktu yang lama, baik 
yang Islamis maupun bukan Islamis, karena ini adalah bagian 
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dari yang dijalani bangsa Arab selama 50 atau 60 tahun ter- 
— akhur. | 

Omar Azziman: Tentang persoalan peradilan Maroko, 
saya kira kita bisa meringkaskan dengan mengatakan bahwa 
ada tiga atau empat bidang yang punya persoalan.akut. Perta- 
ma, ada persoalan independensi lembaga peradilan akut. Inde- 
pendensi formal lembaga inilah yang sangat sulit diabadikan 
dalam pengertian nyata. Independensi ini tidak selalu dihor- 
mati oleh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif tidak ra- 
gu-ragu campur tangan, berusaha mencampuri dan melakukan 
tekanan terhadap lembaga peradilan. Ada banyak kasus yang 
terkenal keburukannya, pengadilan-pengadilan politik dari 
akhir dasawarsa 1960-an sampai awal 1980-an, ketika kita 
punya banyak parodi-parodi remeh-temeh. Meskipun campur 
tangan ini berkurang, tapi terus dijalankan. Saya bisa memberi- 
kan dua atau tiga contohnya. Ambil kasus Abdessalam Yassine, 
seorang pemimpin golongan Islamis di Maroko, yang berada 
dalam tahanan rumah selama lima atau enam tahun. Ia berupa- 
ya naik banding terhadap keputusan penahanan rumah diri- 
nya, tetapi pengadilan rendah tidak pernah menjatuhkan pu- 
tusan. Ada hambatan yang bukan hambatan yudisial, tetapi 
hambatan lain. Abraham Serfaty adalah kasus lain, ia adalah 
tahanan politik yang terkenal di Maroko. Ia dibebaskan, ke- 
mudian ke luar negeri, terusir dari Maroko. Ia menentang ke- 
putusan pengusiran dirinya keluar Maroko. Tetapi mahkamah 
agung masih belum mengeluarkan putusan atas permintaan 
Serfaty, yang menyatakan apakah dirinya benar atau salah. 
Kasus ini tidak ada kelanjutannya, sehingga jelas bahwa ada 
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campur tangan politik, campur tangan politik terhadap lem- 
baga yudikarif. 

Dalam departemen kehakiman sendiri independensi lem- 
baga peradilan tidak dihargai. Ada banyak contoh hakim yang 
independen dan memperlihatkan independensinya, tetapi ti- 
dak mendapat imbalan. Di pihak lain, kita mengetahui ada- 
nya hakim-hakim yang sangat patuh dan melakukan apa saja 
yang diperintahkan padanya dan memperoleh imbalan kema- 
juan karir. Saya kira penting mengemukakan hal ini. Saya sa- 
ngat mengetahui sistem peradilan sehingga bisa mengatakan 
bahwa independensi bukanlah sesuatu yang kuat berakar da- 
lam budaya peradilan Maroko. Hakim tidak punya kesadar- 
an untuk mengerti apa arti independensi ini. Sebagian hakim 
meminta instruksi apa yang harus diputuskan pada kasus-kasus 
tertentu karena mereka pikir kasus-kasus bersangkutan sulit . 
ditangani. Selain itu, di dalam masyarakat Maroko, indepen- 
densi tidak selalu diterima. Masyarakat tidak benar-benar me- 
ngerti bahwa penguasa itu tidak layak mencampuri dan me- 
minta hakim berhati-hati menggunakan kekuasaannya untuk 
memutuskan suatu kasus dengan cara tertentu. Jadi masyara- 
kat, dalam budayanya yang kuat berakar, tidak mengerti atau 
hidup tenang dengan konsep independensi yudisial, meskipun 
independensi ini dijamin dan diabadikan dalam teks-teks dan 
dokumen-dokumen. Ketika saya memberi tahu anda bahwa 
hakim tidak selalu sadar tentang independensinya dan tidak 
berusaha bertindak sesuai dengan independensi ini, sebabnya 
adalah hakim itu menunggu perintah dari atasannya. Mereka 
anggap diri mereka adalah pegawai negeri semata. Mengapa? 
Karena hakim-hakim itu tidak dididik untuk berpikir bagai- 
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mana bersikap independen, bagaimana bersikap bermartabat, 
menganggap tugas mereka itu amat sangat penting, berpikir 
bahwa arbitrasi itu amat sangat penting dan penyelesaian kon- 
flik itu mahapenting, bahwa hakim harus independen, dan ha- 
rus memikul tanggung-jawab lebih besar. Mereka menganggap 
diri mereka sebagai pegawai negeri, dan saya kira ini adalah 
persoalan budaya profesional. 

Sejauh mengenai tingkat kompetensi hakim, banyak yang 
diperlukan. Pertama, karena peradilan Maroko telah “diarab- 
kan” dan “dimarokokan” sekitar 1965, pada saat ketika Maro- 
ko belum punya kerangka yang tepat untuknya. Maka ada ba- 
nyak hakim baik yang direkrut tetapi juga banyak orang yang 
tidak memenuhi syarat. Hakim-hakim ini sekarang telah 30 
tahun lamanya bertugas di hadapan komunitas. Mereka men- 
duduki pos-pos yang tanggung-jawabnya besar. Sebagian dari 
mereka menjadi berkembang karena beradaptasi dan belajar 
tetapi banyak yang tetap statis. 

Selain itu, ada persoalan serius lain karena setelah pendi- 
dikan tiga tahun, seorang hakim harus lulus pendidikan dua 
tahun dalam institut studi peradilan. Ini terbuka untuk orang 
yang bergelar sarjana hukum dan juga terbuka untuk orang 
yang berpendidikan hukum Islam. Jadi kalau kita yakin bahwa 
orang yang berpendidikan hukum Islam akan menerapkan 
hukum Islam karena masih bisa diterapkan, kita tidak akan 
punya masalah. Tetapi sarjana hukum Islam itu bisa menjadi 
hakim dalam hukum perdata internasional atau hukum : 
dagang, sementara ia tidak punya pendidikan untuk itu. Kalau 
orangnya pandai, ia bisa mendapatkan pengetahuan tentang 
itu, tetapi kalau ia kurang pandai, maka ia tidak akan bisa 
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mendidik diri dan mendapatkan kompetensi. Statistik resmi 
memperlihatkan bahwa 5096 staf peradilan sekarang ini hanya 
punya pendidikan hukum Islam tradisional. 

Lagi pula di hadapan pendapat umum, lembaga peradilan 
itu tidak baik. Sistem ini kurang mendapatkan kepercayaan 
dan nama baiknya rendah, yang mungkin merupakan akibat 
fakta bahwa sistem peradilan tidak bisa tidak memihak. Ada 
korupsi dalam peradilan, dan ini berarti rusaknya fungsi di 
dalam sistem. Tentu saja, bukan hanya lembaga peradilan, juga 
hakim dan semua staf administrasi yang mengelilingi para ha- 
kim. | 

Saya ingin mengakhiri dengan catatan yang lebih optimis- 
tis dan menyatakan bahwa persoalan ini sangat serius, yang 
tidak bisa diselesaikan dengan mengayunkan tongkat ajaib. 
Persoalan ini perlahan-lahan diselesaikan, ada sejumlah catatan 
yang sangat positif. Pertama, debat mengenai peradilan tidak 
lagi tabu di Maroko, dan ini sangat penting, karena telah lama 
terjadi. Tahun lalu terjadi dua demonstrasi, dua peristiwa yang 
punya arti penting simbolis yang besar. Peristiwa itu adalah 
pengadilan simbolis terhadap sistem peradilan itu sendiri. Per- 
himpunan-perhimpunan feminis berkumpul dan menyeleng- 
garakan sejenis pengadilan. Mereka mengadili perceraian, atau 
perceraian seperti yang diselenggarakan oleh hakim, dan me- 
reka juga mengadili kekerasan terhadap perempuan, yang 
selama ini diadili secara kurang layak oleh pengadilan. Jadi 
pengadilan simbolis ini sangat penting karena perhimpunan- 
perhimpunan ini bekerja secara terbuka. Ada perhatian besar 
dari media. Hal lain yang ingin saya kemukakan untuk meng- 
ilustrasikan perbaikan adalah kampanye pembersihan, yang 
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pada dasarnya mengenai perdagangan obat bius, penyelun- 
dupan, dan juga antek-antek mereka tentu saja di dalam sistem 
administrasi yang juga melibatkan kecurangan dan penghindar- 
an pajak. Semuanya ini mengungkapkan dua hal. Pertama, ke- 
hendak untuk membuat kemajuan, untuk melangkah satu 
langkah ke depan menuju kekuasaan hukum, dan juga — ini sa- 
ngat penting — pengadilan-pengadilan pembersihan ini disertai 
perhatian besar dari kalangan politisi dan masyarakat sipil. 

Meskipun kita berbicara tentang penyelundup obat bius 
dan pedagang obat bius, ketidak-beresan keuangan juga diku- 
tuk, demikian pula pelanggaran terhadap hak untuk membela 
diri, seperti pengadilan kilat. Putusan yang terburu-buru juga 
dikecam. Dengan demikian muncul kewaspadaan di dalam 
lembaga peradilan. Kami berbicara tentang penyelundup, ka- 
mi berbicara tentang pedagang obat bius, dan kami berusaha 
memberi mereka pengadilan yang adil, jadi saya pikir ini sa- 
ngat mengindikasikan kemajuan yang telah dicapai. Ketika sa- 
ya berkata masalahnya adalah budaya, yang saya maksudkan - 
adalah suatu perjuangan yang berat. Kita tidak boleh hanya 
— duduk-duduk di sini, puas dengan kemenangan yang diperoleh 
dan mengatakan kita harus mencapai kemajuan. Ini adalah ja- 
lan tanpa ujung ke arah kebebasan. Jalan yang tak ada ujung- 
nya dan tak akan pernah punya ujung. 


Rajsoomer Lallah: Saya meragukan apakah benar bahwa 
Islam itu adalah satu tradisi monolitis yang berlaku di semua 
dan setiap Negara Islam. Setiap negara mengembangkan tra- 
disinya sendiri. Akan tetapi bisakah dikatakan bahwa karena 
perbedaan-perbedaan itu ada sesuatu dalam tradisi Islam umum- 
nya yang tidak suka dengan gagasan peradilan yang adil? 
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Saya sangat berterima kasih atas tinjauan komprehensif 
yang diberikan oleh Profesor Azziman tentang bagaimana in- 
dependensi hakim dijamin di Maroko. Ada yang mirip dengan 
di negeri saya. Hakim punya jaminan masa jabatan dan metode 
pengangkatannya independen. Mereka juga punya pengertian 
yang tajam tentang kehati-hatian yuridis. Akan tetapi juga ada 
faktor kelemahan manusia. Hukum menentukan syarat mi- 
nimum untuk seorang hakim, tetapi tidak bisa menjamin ke- 
mampuan seseorang untuk memenuhi fungsinya. Hakim per- 
lu memiliki budaya yang sesuai dengan keadilan. Ini tidak bisa 
diciptakan oleh hukum saja. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Ketika kita berbicara 
tentang ketidak-adilan yang terjadi di satu negeri, tanpa me- 
lihat bagaimana negeri bersangkutan berusaha melindungi diri 
dengan Islam, atau menggunakan Islam sebagai pembenaran, 
kita jangan sampai terkecoh oleh tipuan-tipuan itu. Ketidak- 
adilan adalah ekspresi dari budaya tertentu dan kecenderungan 
oleh segolongan atau perorangan tertentu untuk menjadi des- 
potis. 

Masyarakat Iran saat ini bisa dibandingkan dengan ma- 
syarakat-masyarakat lain di dunia Muslim dan khususnya bisa 
dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di Semenanjung 
Arab, sampai Saudi Arabia dan negeri-negeri lain di Arabia. 
Meskipun masih ada sisa-sisa teokrasi dalam masyarakat, ma- 
syarakat Iran punya parlemen dan pemilihan umum yang se- 
jati. Pengambilan keputusan di dalamnya tidak dilakukan per- 
orangan, tetapi melibatkan lingkaran yang luas. Memang tidak 
demokratis dalam arti yang kita mengerti tentang demokrasi 
itu seharusnya, tetapi relatif demokratis di dalam segmen reli- 
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gius masyarakat Syi'ah. Masyarakat Iran lebih dekat dengan 
demokrasi dibandingkan masyarakat lain di dunia Arab yang 
pemerintahnya despotis dan dikuasai oleh satu orang tanpa ada 
kekuasaan hukum. 

Sekarang kita sampai pada pihak lain yang digambarkan 
sebagai Setan, tetapi yang sebenarnya sama sekali tidak setanis, 
dan itu adalah kasus Sudan. Sekarang menurut pendapat saya, 
Islam versi Sudan itu telah lama, dan ini bukan baru, merupa- 
kan Islam yang toleran, Islam yang terus-menerus dihidupkan 
kembali atau diperbarui, Islam yang luwes. Kalau kita mem- 
bandingkannya dengan versi-versi Islam lainnya, khususnya 
dengan Islam versi Saudi Arabia — ambil misalnya persoalan 
perempuan: di Sudan, perempuan aktif berpartisipasi di semua 
tingkat. Mereka ada di kabinet, juga di parlemen. Sementara 
di Saudi Arabia perempuan bahkan tidak diperbolehkan me- 
ngemudikan mobil. Kedua, cara Islam Sudan memandang orang 
bukan-Muslim itu sangat toleran dibandingkan lainnya. Di 
dalam pemerintah Sudan anda bisa menemukan pendeta Kris- 
ten, politisi Kristen, dan di Sudan tidak ada keluhan tentang 
agama. Ketika Paus mengunjungi Sudan, ia menyatakan kepu- 
asannya bahwa orang Kristen Sudan diperlakukan dengan 
baik. 

Hal lain, dan ini adalah kasus :jtihad yang sangat khusus 
di Sudan, ialah keputusan Tourabi bahwa suatu provinsi di 
Sudan bisa memilih tidak melaksanakan hukum Islam, dan 
bisa memilih hukum lain, baik yang sekular ataupun lainnya. 
Inovasi di dalam satu negara, satu provinsi bisa memilih hu- 
kum lain itu tidak ada duanya di dunia Arab. 
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Ketika kita berbicara tentang tempat-tempat ini kita ha- 
rus menyebutkan segi-segi positif sama seperti kita menying- 
gung segi-segi negatifnya. Sejauh mengenai sistem politik di 
Sudan, saya tidak menyetujuinya, saya tidak memakluminya, 
saya menyerukan pluralisme, pengakuan pluralisme dan saya 
tidak melihat bahwa model Sudan atau model Iran adalah mo- 
del yang harus kita ikuti, tetapi kami menganggapnya eksperi- 
men yang bisa membawa ke suatu hasil di masa depan. Dalam 
model-model ini, eksperimen-eksperimen ini, ada hal-hal yang 
bisa dipinjam dan ada hal-hal lain yang bisa ditinggalkan. 

Saya hendak menegaskan bahwa persoalannya bukan Is- 
lam, karena Islam itu luwes, tetapi persoalannya terletak pada 
kehidupan kaum Muslim, salah satu segi dari persoalannya 
ialah despotisme, lainnya adalah keterbelakangan. Ada persoal- 
an budaya dalam kehidupan orang Muslim yang diperlihatkan 
oleh keberadaan berbagai rezim ideologis. Ba'athis, Nasionalis, 
Islamis, Komunis, semua punya kesamaan karena mereka di- 
bangun di atas landasan yang sama, yakni despotisme. Des- 
potisme itu inheren dalam budaya. Anda mendapatinya di 
sekolah, di keluarga, di jalan-jalan, di mana-mana. 

Kita telah berbicara tentang rintangan yang berasal dari 
dalam orang Muslim sendiri. Ada rintangan lain, yaitu inter- 
vensi Barat. Yang saya maksud dengan intervensi Barat ialah 
kampanye di Barat menentang Sudan dan Iran bukan karena 
tidak adanya demokrasi di kedua negeri ini. Demokrasi itu 
di tempat-tempat lain juga tidak ada. Kalau demokrasi menjadi 
masalah, mengapa Barat tidak melancarkan kampanye yang 
sama terhadap rezim Saudi atau Tunisia yang tidak lebih de- 
mokratis daripada rezim Sudan atau Iran. Sebaliknya, kita 
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mendapati bahwa Barat mendukung rezim-rezim itu karena 
mereka menjadi antek-antek Barat. Yang membuat Barat ma- 
rah kepada Sudan dan Iran adalah karena keduanya berusaha 
independen dalam mengambil keputusan. Intervensi Barat 
adalah hambatan, rintangan bagi kemajuan Ummat ke arah 
demokrasi. Barat mendukung Saddam Hussein ketika Saddam 
memerangi Iran, tetapi kemudian ketika mereka menganggap 
Saddam itu Setan, mereka memeranginya. Jadi ada rintangan 
terhadap kemajuan kami ke arah perkembangan, dan ke arah 
pencapaian teknologi. Sebagaimana Barat melakukan interven- 
si dalam kasus Muhammad Ali di Mesir, ia melakukan inter- 
vensi dalam kasus Nasser untuk mencegahnya mendapatkan 
teknologi, sekarang Barat sedang melakukan intervensi untuk 
merongrong kemampuan Iran dan Sudan mencapai perkem- 
bangan. Dunia Muslim sedang mencari modelnya sendiri, dan 
dalam pencarian ini ia menghadapi dua hambatan. Satu dari 
dalam, berwujud despotisme dan keterbelakangan, lainnya 
dari luar berupa intervensi Barat. 

Saya ingin mencatat bahwa intervensi Barat itu ada segi 
positifnya, yang saya dukung dan saya merasa berhutang. Ini 
adalah tipe intervensi yang dilakukan oleh organisasi-organi- 
sasi hak asasi manusia seperti yang sekarang memungkinkan 
kita datang di sini dan semua organisasi hak asasi manusia yang 
membela kami dan menegakkan perjuangan ataupun meng- 
angkat kasus-kasus kami, membela kasus-kasus kami. Tetapi 
intervensi yang saya kritik adalah intervensi politik yang me- 
rupakan warisan kolonialisme. 


Bacre Waly N'Diaye: Ada sesuatu dalam contoh-contoh 
yang diberikan oleh Sheikh Al-Ghannouchi yang menim- 


48” 


bulkan persoalan. Ketika kita mendengar tentang Sudan dan 
contoh-contoh penindasan dan tirani, fakta mengatakan, ya, 
tetapi perempuan Sudan berada dalam keadaan yang lebih baik 
daripada perempuan di Saudi Arabia, sama sekali bukan ar- 
gumen. Selalu ada keadaan lebih buruk daripada yang anda 
bicarakan, dan ini bukan menuju arah yang harus kita tempuh 
tetapi ke arah keadaan lebih baik. Ini tidak mengubah apa pun 
mengenai kesan yang saya dapatkan dari apa yang dikemuka- 
kan kepada saya mengenai Sudan. Mungkin dari sudut pan- 
dang tertentu perempuan Sudan itu tidak terlalu buruk keada- 
annya, tetapi ini tidak memaklumi penindasan-penindasan 
lan. 

Apa yang mengejutkan saya dalam presentasi Sheikh Al- 
Ghannouchi ialah ia mengatakan bahwa kita mencari arah, ne- 
geri-negeri Arab, negeri-negeri Muslim, dan dalam upaya me- 
nemukannya, kita menghadapi hambatan-hambatan yang in- 
trinsik. Apakah ini sejenis tirani yang inheren di kalangan rak- 
yat? Saya tidak dilahirkan sebagai tiran dan kalau menjadi ti- 
ran, itu karena saya berubah dalam konteks budaya dan sosial 
yang memungkinkan tirani berlangsung, jadi kita harus be- 
kerja pada konteks tertentu, dan bukan pada apa yang in- 
trinsik. 

Abdol Karim Lahidji: Mengatakan bahwa rezim Iran itu 
kurang berhak mendapat kritik daripada rezim Saudi — me- 
ngapa rezim Saudi tidak dikecam dengan cara yang sama de- 
ngan rezim Iran? Saya tidak membuat perbandingan negara- 
negara. Acuan baku internasional mengarahkan kita untuk 
berusaha dan melakukan analisis untuk setiap negara, setiap 
pemerintah, dan bagi saya inilah satu-satunya nilai yang harus 
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diperhitungkan. Saya juga mendengar hal-hal mengenai Iran 
yang sepenuhnya salah. Misalnya, mengatakan bahwa Kho- 
meini atau penggantinya dipilih oleh rakyat Iran, itu tidak be- 
nar. Menurut Pasal 5 Konstitusi, ia dipilih atau dicalonkan 
oleh satu kelompok ulama, Majelis Ahli, yang tidak dicalon- 
kan oleh siapa pun, dan tidak dipilih oleh siapa pun. Ini adalah 
kelompok kecil ulama yang memilih seseorang menjadi pe- 
mimpin politik atau pemimpin keagamaan politik. '” 

Di Iran ada pemilihan umum? Saya bertanya-tanya pe- 
milihan umum itu apa. Apakah adil melarang semua partai 
politik? Apakah sesuai dengan keadilan sekelompok 200 atau 
300 orang berkuasa selama 18 tahun di suatu negeri? Apakah 
sesuai dengan keadilan ribuan tahanan karena keyakinan di- 
eksekusi? Apakah sesuai dengan keadilan pers tidak hanya di- 
kendalikan, diperiksa, tetapi dipertahankan oleh kelompok 
itu? Tidak ada pers bebas di negeri itu. Apakah sesuai dengan 
keadilan bahwa perempuan Iran sepenuhnya diingkari hak- 
nya? Tidak hanya hak sosial tetapi juga hak sipil. Misalnya, 

perempuan Iran tidak punya kekuasaan orangtua sebagai ibu. 
“Apakah sesuai dengan keadilan bahwa ratusan warganegara 
Iran, karena tergolong sekte agama yang disebut Baha'i, diekse- 
kusi, semata karena memeluk agama itu? Saya bertanya-tanya 
apa definisi keadilan dalam kasus itu? | | 

Hanny Megally: Perhatian utama saya mendengarkan 
Sheikh Al-Ghannouchi ialah caranya menguraikan, dalam cara 
yang logis mendukung eksperimen-eksperimen yang sekarang 
berlangsung di Iran atau di Sudan, dan ini mengingatkan saya 
pada diskusi-diskusi kita di masa lalu di dunia Arab, ketika 


orang mendukung eksperimen Ba'athis di Suriah atau Irag, 
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atau eksperimen Nasseris di Mesir, atau eksperimen Marxis 
di bekas Republik Demokratik Rakyat Yaman. 

Orang melihat bahwa perbandingan itu tidak tepat dan 
kita harus punya acuan baku universal. Tetapi saya kira lebih 
dari itu. Saya kira ada persoalan acuan baku ganda. Anda tahu, 
kita mengecam Amerika Serikat ketika memberlakukan acuan 
baku ganda, ketika ia tidak mengutuk pelanggaran-pelang- 
garan hak asasi manusia oleh Israel, karena pertimbangan- 
pertimbangan politik. Kita mengecam PBB ketika memperli- 
hatkan acuan baku ganda yang sama ketika kita berbicara ten- 
tang Bosnia atau ketika kita menyoroti yang terjadi di Irag 
dan Kuwait: Dan saya merasa terganggu melihat acuan baku 
ganda jenis yang sama bergerak pelan-pelan memasuki dialog 
yang dipresentasikan oleh Sheikh Al-Ghannouchi. Karena, ka- 
lau kita berbicara tentang acuan baku-acuan baku hak asasi ma- 
nusia, kita jangan Sia membiarkan pertimbangan politik 
menjadi prioritas. 

Sekarang kita bisa Na On bahwa ada eksperimen 
yang menarik yang mungkin berguna yang berlangsung di 
Iran atau di Sudan, tetapi di lapisan bawah yang terjadi adalah 
pelanggaran acuan baku-acuan baku hak asasi manusia fun-. 
damental yang minimum yang tak boleh dibiarkan terjadi oleh. 
eksperimen apa pun. Lihat Irag dan anda akan bisa berkata 
bahwa Saddam Hussein membangun Irag dari negeri kecil 
miskin menjadi negara industri paling kuat di kawasannya 
tetapi saya tidak berpendapat bahwa orang di Irag mau mem- 
bayar harga yang mereka bayar sekarang. Dan saya tidak 
berpendapat bahwa kita bisa menggunakan jenis acuan baku 
yang berguna dan jenis perbandingan untuk berbicara me- 
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ngenai pembangunan kembali Ummat Islam dengan jenis bia- 
ya itu, ketika yang ingin saya dengar anda katakan ialah, “Saya 
tertarik pada eksperimen-eksperimen itu, tetapi saya menge- 
cam penindasan hak asasi manusia yang terjadi.” Saya tidak 
mendengarnya, dan inilah yang mengganggu saya. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Saya mengecam semua 
penindasan hak asasi manusia, tanpa memandang agama, atau 
kebangsaan atau jenis kelamin seseorang, karena dalam Islam 
hak itu dinikmati manusia karena Tuhan memberikannya ke- 
pada mereka, dan tidak seorang pun punya kekuasaan atau we- 
wenang untuk mencabut hak tersebut. Yang saya serukan ada- 
lah sikap adil kepada kawan dan lawan. Yang saya serukan da- 
lam kasus Iran dan Sudan ialah supaya penilaian kita adil, bah- 
wa kalau terjadi ketidakadilan, kita mengatakan terjadi ke- 
tidakadilan, dan kita mengutuknya, dan kita berupaya sebisa- 
bisanya menghapuskannya. Tetapi kalau sesuatu itu positif, 
sesuatu itu baik, katakan yang terjadi itu positif, yang terjadi 
itu baik. Inilah setepatnya yang dilakukan oleh organisasi-orga- 
nisasi hak asasi manusia. Mereka mengkritik segi-segi negatif, 
tetapi pada saat yang sama, ketika mereka melihat ada yang 
positif, yang positif itu mereka katakan. Jadi tidak benar meng- 
ambil seluruh situasi, memasukkannya ke dalam satu kantong 
dan mengeluarkan satu penilaian tunggal. Yang saya maksud- 
kan ialah ada segi positif dan persoalan hak perempuan itu bu- 
kan masalah sekunder. Hak perempuan adalah masalah pri- 
mer. Dan orang bisa menilai seluruh situasi atas dasar bagai- 
mana kaum perempuan diperlakukan. Dan hal yang sama ber- 
laku untuk hak-hak golongan bukan-Muslim. Ini juga sangat 
penting. Persoalan ketiga yang juga sangat penting dan tanpa 
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— preseden dalam kasus ini ialah suatu komunitas bukan-Muslim 
diberi hak untuk tidak memilih Syari'ah dan menggunakan 
hukum apa pun yang diinginkan mereka.— dalam suatu ko- 
munitas di dalam suatu-negara Islam, dalam suatu provinsi di 
dalam negara Islam. Akan tetapi, kalau di Sudan ada ketidak- 
adilan mendasar — dan yang saya maksudkan dengan'ini ialah 
ada landasan-landasan yang salah, seperti misalnya langkanya 
partai politik, atau larangan terhadap partai-partai politik — 
tugas kita adalah mengutuk ketidakadilan ini dan menyeru- 
kan kepada rezim Sudan untuk melakukan pembukaan, mem- 
perbolehkan semua jenis partai oposisi untuk berpartisipasi. 
Sudan sama sekali bukan milik satu kelompok atau sekte ter- 
tentu, Sudan adalah milik seluruh rakyat Sudan. 

Hal yang sama berlaku dalam jawaban saya untuk per- 
tanyaan dari Tuan Lahidji. Kalau Iran, dalam soal tertentu, 
kurang adil daripada negeri lain, ini penting karena ada indi- 
kasi yang baik. Kita menyebutkannya, sama dengan kita me- 
nyebutkan hal yang salah yang terjadi di Iran, dan sama be- 
sarnya dengan kewajiban kita mengecam, atau mengutuk, hal- 
'hal jelek yang terjadi di Iran. Kalau kita tidak punya penilaian 
ini, menyebutkan yang baik dan buruk dengan cara yang sa- 
ma, kita akan berakhir dengan menggeneralisasi setiap kasus, 
dan akhirnya tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang di 
dalamnya terkandung kebaikan. . 

Saya tidak pernah mengatakan bahwa Khomariik itu di- 
pilih oleh rakyat. Tetapi kalau kita perhatikan popularitasnya, 


ia sangat populer sekurang-kurangnya pada awalnya. Padasaat 


kedatangannya, ia disambut oleh jutaan orang dari semua go- 


longan masyarakat. Mungkin arakan pemakamannya adalah 
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yang terbesar dalam sejarah kawasan itu. Yang saya maksud- 
kan ialah bahwa Khomeini telah melakukan suatu inovasi inte- 
lektual yang penting, dalam mana ia mengubah Syi'ah dari teo- 
krasi menjadi dekat dengan demokrasi. Sebelumnya, Syi'ah 
menganggap bahwa hanya Tuhan yang memilih pemimpin. 
Yang dikatakan Khomeini adalah bahwa orang memilih pe- 
' nguasanya dan dalam pemahaman Khomeini orang di sini ber- 
arti ulama. Maksudnya ulama harus memilih salah seorang di 
antara mereka untuk menjadi pemimpin. Benar bahwa ini ha- 
nyalah satu fraksi kecil, bukan demokrasi, bukan yang ingin 
kita capai, tetapi sekurang-kurangnya terjadi perubahan baik 
dari tidak ada, dari meyakini bahwa Tuhan saja yang berhak 
menunjuk pemimpin, menjadi mengatakan bahwa sekelom- 
pok manusia berkumpul dan memilih salah satu dari kelom- 
pok itu. Menurut tradisi, golongan Sunni punya sesuatu yang 
mirip, sesuatu yang disebut Syura, yang dipahami sebagai seke- 
lompok sarjana yang berkumpul dan memilih pemimpin dari 
antara mereka sendiri. Jadi Khomeini telah melakukan satu 
langkah yang membawa Syi'ah lebih dekat dengan Sunni dan 
dengan demokrasi. | 
Sekalipun demikian, saya bean bahwa di dalam 
rezim Iran masih ada bayang-bayang teokrasi, dan saya me- 
ngembangkan hal ini dalam buku saya Public Liberties in the 
Islamic State, menguraikannya dan mengkritiknya. Jadi yang 
saya lakukan adalah menyebutkan segi-segi positif dalam si- 
tuasi Iran dan juga menyebutkan segi-segi negatifnya. Salah 
. satu yang negatif, yang paling menyedihkan adalah rendahnya 
pluralisme. Saya anggap ini dosa besar, karena pemahaman 
saya tentang Islam mengatakan bahwa tidak boleh ada rezim 
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Islam tanpa pluralisme. Seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, 
seorang gubernur berkecenderungan untuk menjadi despotis. 
Maka untuk mencegah despotisme, di dalam sistemnya harus 
ada pengawasan dan penyeimbangan. Saya menyesali bahwa 
dua rezim yang dikaitkan dengan gerakan Islamisme tidak 
mengakui pluralisme, meskipun saya berharap mereka segera 
akan maju ke arah ini. Saya percaya bahwa Barat turut bersa: 
lah karena melalui campur tangannya dengan memaksakan 
pengepungan terhadap kedua rezim itu, ia mengintimidasi me- 
reka dan mencegah mereka mengembangkan sistemnya secara 
internal. Kampanye Barat juga mendorong kaum ekstremis 
di dalam rezim Iran untuk menempuh jalan ekstrem dalam 
menyingkirkan diri sendiri dengan tidak membuka dan mie- 
ngembangkan diri. Sekali lagi saya ulangi bahwa saya menge- 
cam setiap pelanggaran hak asasi manusia di Sudan dan di Iran, 
kapan saja terjadinya. Saya bukan-Muslim kalau tidak menggu- 
nakan acuan baku yang sama dalam menilai teman dan lawan, 
karena bersikap adil adalah prinsip Islam. Tidak ada dasar 
pembenaran sama sekali bagi saya sebagai seorang Muslim 
untuk memaafkan pelanggaran hak asasi manusia. 


Bacre Waly N'Diaye: Kita harus membedakan antara 
pembelaan hak asasi manusia dengan kritik terhadap suatu ne- 
geri. Dalam pendapat saya, mengecam pemenjaraan yang salah 
terhadap seorang Sudan itu tidak sama dengan memusuhi 
bangsa Sudan. Sebaliknya, kita menganggap mereka punya hak 
yang sama untuk bebas. Yang pokok dari yang kita perbuat 
adalah bersikap tidak memihak. Kita tidak boleh bekerja de- 


ngan dua acuan baku. 
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Amin Mekki Medani: Saya menghargai pendapat Sheikh 
Al-Ghannouchi bahwa ia menentang kudeta, bahwa ia mem- 
perjuangkan pluralisme dan demokrasi, ia membela hak asasi 
manusia, dan mengutuk apa pun yang menentangnya. Saya 
pikir ketika kita berbicara tentang Sudan inilah esensi dari 
seluruh hal-ihwalnya. Pemerintah Sudan sekarang ini berkuasa 
melalui kudeta. Pemerintah menghapus semua partai politik, 
semua serikat buruh, semua perkumpulan, semua hal. Ada un- 
dang-undang darurat perang, undang-undang atau peraturan 
yang menetapkan: penahanan tanpa batas waktu, penyitaan 
harta milik, pembatasan gerak, pembatasan perjalanan, pe- 
nyitaan milik rakyat. Undang-undang ini mengatakan: “tidak 
ada oposisi dengan cara apa pun terhadap Revolusi Penyela- 
matan,” dan melarang pertemuan umum maupun pribadi. Ada 
ketentuan mengenai pelarangan mogok kerja, yang hukum- 
annya adalah mati. Seorang dokter, Mamoun Hussein, dihu- 
kum mati pada tahun 1990 karena menyelenggarakan pemo- 
gokan dokter. Ia adalah seorang dokter, dan dijebloskan dalam 
sel selama empat bulan menunggu hukuman mati. Anda tidak 
boleh pergi ke pengadilan. Harta milik anda disita, anda dipen- 
jara, anda disiksa. Orang mati karena siksaan, dan tidak ada 
ganti rugi melalui pengadilan. 

Saya akan memberi contoh kepada anda: Suatu sore di 
bulan April 1990 penyiar berita di televisi mengatakan bahwa 
kemarin 28 perwira tentara ditangkap karena berupaya mela- 
kukan kup. Mereka diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hu- 
kuman mati. Surat keputusannya dikirim kepada presiden, ia 
menyetujuinya, dan esok harinya mereka dieksekusi. Berita- 
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nya hanya sepotong. Orang banyak tidak tahu apa yang ter- 
jadi, dan 28 orang dieksekusi. 

Sekarang anda mengatakan bahwa ada segi positif dalam 
eksperimen Sudan yang harus kita hargai. Apa artinya semua 
itu dalam Islam? Bagaimana anda membenarkannya? Mana se- 
gi positifnya? Maka anda mengatakan, kalau ada segi positif, 
kita harus mengakuinya. Anda pun mengatakan bahwa itulah 
Tourabi, kalau kita mengesampingkan politiknya. Bagaimana 
— bisa? Bagaimana anda bisa mengatakan kita mengesampingkan 
politiknya? Ia adalah seorang politisi. Ia adalah penguasa negeri 
itu. Ja adalah orang yang memerintah Sudan sekarang, dan se- 
karang apa yang anda kaitkan dengan Tourabi? Hak-hak go- 
longan bukan-Muslim? Perang di Selatan adalah perang terha- 
— dap golongan bukan-Muslim. Perang itu disebut Jihad. Orang 
muda dari Pasukan Pertahanan Rakyat direkrut dan dikirim 
untuk memerangi kaum Kufar (jamak dari kafir): Kalau mere- 
ka mati, mereka mati syahid, mereka akan langsung ke surga. 
Pejabat-pejabat pemerintah datang dan mengucapkan selamat 
kepada para orangtua karena anak-anak mereka sekarang ber- 
ada di dalam surga. Itulah yang mereka sampaikan kepada 
rakyat. Di televisi anda diberi tahu bahwa ketika Pasukan Per- 
tahanan-Rakyat berangkat ke Selatan, pohon-pohon berseru: 
“Tidak ada Tuhan selain Allah” dan monyet-monyet datang 
menyingkirkan ranjau dari jalan mereka. Dan orang yang mati 
syahid, pada saat mati baunya wangi. Beginilah cara rakyat 
diindoktrinasi melawan orang Selatan bukan-Muslim, dan ini 
adalah golongan bukan-Muslim yang kita bicarakan. | 

Hukum pidana, yang anda sebutkan menyatakan bahwa 
provinsi-provinsi bisa menerima atau menolak itu berlaku di 


57 


Utara, dan di Utara ada lebih dari dua juta orang bukan-Mus- 
lim yang diharuskan mematuhinya. Seorang bukan-Muslim 
bisa menjadi Presiden Sudan, atau ketua mahkamah agung atau 
pemimpin tentara — adalah pernyataan teoretis, untuk kon- 
sumsi publik. 

Perempuan? Tanyai perempuan Sudan bagaimana mere- 
ka dilecehkan. Saya kira banyak dari anda yang telah melihat 
bagaimana perempuan Sudan berpakaian. Saya tidak mengang- 
gapnya pakaian yang tidak senonoh, tetapi mereka dihentikan 
di jalan karena tidak mengenakan pakaian Islami. Seorang pe- 
rempuan tidak boleh pergi dari Sudan tanpa kawalan lelaki. 
Diskriminasi dalam hukum perdata, perceraian, pewarisan, ke- 
saksian di hadapan pengadilan, semuanya masih utuh. Jadi apa 
segi positif bagi orang bukan-Muslim dan kaum perempuan? 
Dan kalau seorang perempuan bisa mengendarai mobil atau 
bekerja di salah satu kementerian, bagus. Lihat bagaimana ke- 
adaan lain. Apakah ini sebanding dengan pemerintah yang telah 
berkuasa dengan melakukan kup dan menindas rakyat dan me- 
nyita seluruh kebebasan publik dan menahan ratusan orang 
dan menghukum mati lusinan orang melalui pengadilan mili- 
ter atau pengadilan khusus? Dan yang menyebut orang selatan 
kafir yang harus diperangi dalam Jihad? Begitulah nasib kaum 
perempuan dan golongan bukan-Muslim. 

Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Bisakah Dr. Medani 
melihat seperjuta hal yang positif di Sudan? Bisakah ia menye- 
butkan sesuatu yang ia bisa pikirkan tentangnya? Atau apakah 
semuanya gelap dan hitam? 

Amin Mekki Medani: Saya pikir itu pertanyaan yang 
ganjil karena anda memandangi kejahatan atau kegelapan, dan 
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anda melihat satu segi positif di disana Saya dididik sebagai 
pengacara. Seseorang melakukan kejahatan di hadapan mata 
saya, meskipun mukanya tampan, sikapnya sopan, tetapi yang 
dilakukannya tetap kejahatan. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Doktor tidak bisa me- 
nyebutkan hal yang positif. 


Heba Raouf Ezzat: Saya rasa persoalan utamanya adalah 
kita menganggap bahwa Islam berada di belakang pelanggaran 
itu, bukan orang yang melakukannya. Setiap kali kita kembali 
. ke masalah yang sama: bahwa Islam yang bertanggung jawab 
atas penindasan hak asasi manusia. Dalam pandangan saya, bu- 
daya manusialah yang menghasilkan penindasan hak asasi. Ma- 
nusia.itu sendirilah yang kadang-kadang kita salah pahami. 

Misalnya, kalau anda seorang Muslim, tinggal di desa, dan 
budaya desa ivu memperlakukan perempuan sebagai sekunder, 
semua tujuan perempuan tidak lain adalah mengasuh anak- 
anak, orang-orang di desa akan memahami Islam dalam b- 
— 'udaya itu. Mereka tidak akan mampu dengan mudah mene- 
rima bahwa bisa ada peran lain untuk perempuan, selain se- 
bagai istri dan ibu. Kalau anda berasal dari kota, yang sangat 
berkembang, di mana semua perempuan bekerja, dan punya 
peranan lain, anda akan memahami Islam dalam konteks itu, 
bahwa perempuan bisa bekerja dan ini tidak salah. Jadi bukan 
Islam yang harus kita katakan salah. Manusialah yang meran- 
cukan budaya dan agama, dan memilih hanya hal-hal yang 
mereka inginkan, dan mencapnya sebagai Islam. Bisa ada orang 
Islamis lain, selain Sheikh Al-Ghannouchi yang duduk di sini, 

dan ia akan mengatakan bahwa anda semua adalah Kufar, ter- 
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masuk diri saya dan Sheikh Al-Ghannouchi, dan semua orang 
lainnya, dan kita semua ditakdirkan masuk neraka. Mengapa? 
Karena inilah budayanya dan pemahamannya. 


Bahey Eddin Hassan: Meninjau sebagian argumen yang 
kita dengar dengan tema kekhususan — kekhususan Islam, dan 
kekhususan budaya itu mengagumkan. Ini akan jelas kalau kita 
menerapkan argumen yang sama tentang negeri-negeri bukan 
Islam, atau budaya-budaya Islam bukan Arab. Sheikh Al- 
Ghannouchi memberikan dua penjelasan untuk penindasan 
hak asasi manusia. Yaitu produk dari budaya manusia dan 
campur tangan Barat. Saya berharap memperoleh teks inter- 
vensi yang dibuat oleh sejumlah negeri Asia pada Komisi Hak 
Asasi Manusia PBB, atau pada kesempatan Konferensi Dunia 
Hak Asasi Manusia PBB. Saya ingat dengan sangat baik bahwa 
argumen-argumen yang sama diajukan, khususnya dalam 
intervensi Tiongkok. Mereka membuat argumen yang sama 
yang mengatakan bahwa persoalannya adalah persoalan ke- 
khususan budaya atau persoalan campur tangan Barat. Mereka . 
menambahkan penjelasan ketiga, yang tidak kita dengar hari 
ini, kondisi ekonomi dan sosial. 

Saya hendak langsung ke budaya sebagai penjelasan untuk 
buruknya catatan hak asasi manusia. Saya kira ini berbahaya, 
dan harus ada batasan dalam menggunakan budaya sebagai 
penjelasan. Saya ingat bahwa tiga tahun yang lalu saya terlibat 
dalam debat mengenai masalah penyiksaan di Mesir dengan 
seorang tokoh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa ini terjadi 
semata karena budaya dominan membolehkan atau tidak me- 
larang praktik ini. Yang tidak dilihatnya ialah bahwa di.masa 
liberal pemerintahan Farouk, sebelum revolusi tahun 1952, 
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tidak ada penyiksaan sistematis. Dan kemudian di masa rezim 
Nasser, ada penyiksaan sistematis. Di masa rezim Sadat, tidak 
ada penyiksaan sistematis. Dan sekarang masa Mubarak, ada 
penyiksaan sistematis lagi. Saya pikir penjelasannya sangat se- 
derhana. Yaitu keputusan politik. Penyiksaan bukan produk 
budaya dominan. Saya beralih ke contoh lain, Sudan. Antara 
1985 dan 1989 tidak ada penyiksaan sistematis, tetapi sejak 
1989 ada penyiksaan sistematis lagi. Budaya rakyat Sudan tidak 
mengalami perubahan, tetapi yang terjadi adalah kelompok 
politik yang berbeda berkuasa dan mereka sekarang menerap- 
kan penyiksaan untuk tujuan politik. 


Abdelwahab Al-Affendi: Inti pendapat saya talah bahwa 
persoalan kita adalah politik. Persoalannya adalah apakah ga- 
gasan ini diterima dan populer atau tidak. Saya berharap pen- 
dapat saya lebih populer di Sudan daripada yang sebenarnya, 
tetapi tidak. Berupaya berdebat dengan orang itu adalah tugas 
yang berat. 

Jadi kita tidak boleh silap memandang tantangan apa 
yang diajukan pada kita. Tantangannya ialah bagaimana kita 
bisa mengembangkan suatu visi tentang hak asasi manusia 
yang akan bisa diterima dan meyakinkan, dan mengajak massa 
kepadanya. Alternatifnya ialah kita punya negara di mana se- 
jumlah kecil elite dari antara kita berupaya menguasai orang 
dengan kekerasan dan memaksa mereka menerima pendapat- 
pendapat kita. Mungkin kita berharap bahwa dalam seratus 
tahun mereka akan berterima kasih. Inilah ketidak-sepakatan 
saya dengan saudara-saudara saya di Sudan. Saya pikir sekali- 
pun suatu pandangan berasal dari Tuhan, kalau orang tidak 
menghendakinya, saya tidak berhak memaksakannya kepada 
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mereka. Jadi meskipun hak asasi adalah hal terbesar yang per- 
nah terjadi, tidak ada cara untuk memajukannya kalau kita 
tidak bisa memperoleh dukungan populer. Inilah persoalan 
yang harus menjadi pusat perhatian kita. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Soal Sudan mendo- 
minasi diskusi ini. Meskpun Sudan adalah negeri terpencil, 
letaknya tidak di pusat dunia, tetapi elitenya mendesakkan di- 
rinya pada dunia. Orang harus mengemukakan kesaksian bah- 
wa elite Sudan itu adalah elite yang sangat aktif. Saya sendiri 
beroposisi. Saya diusir dari rumah saya, seperti orang-orang 
lainnya. Tetapi saya, kapan saja melihat sesuatu yang positif 
dalam pemerintah Tunisia, seperti perbaikan ekonomi dan 
lainnya, akan berusaha melakukan yang terbaik untuk meng- 
akuinya. Sekalipun saya telah dijatuhi hukuman seumur hidup 
tiga kali. Kalau saya tidak mengakui hal yang positif, oposisi 
kami akan menjadi oposisi yang tidak ada gunanya. 

Dalam kasus Sudan, ada satu sektor oposisi Sudan yang 
mengajukan satu syarat bahwa kalau mereka berkuasa mereka 
akan menyingkirkan atau menghapuskan Front Islamis. Seka- 
— rang apakah ini berarti bahwa kalau saya menang, saya akan 
mengenyahkan anda dan kalau anda menang, anda mengen- 
yahkan saya? Ini mustahil. Kami, orang Tunisia, dalam pro- 
gram kami, tidak bermaksud mengenyahkan mereka yang du- 
lunya mengenyahkan kami, yaitu RCD. Saya menyerukan ke- 
pada oposisi Sudan untuk menempuh jalan yang sama. 

Perang di Sudan bukan hal baru. Ini masalah lama, dan 
seingat saya sudah berlangsung sejak kemerdekaan, meskipun 
wacana yang kita dengar memberikan kesan bahwa perang ini 
baru saja dimulai. Pemerintah mungkin saja berhasil menye- 
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— lesaikan persoalan, dan mungkin juga tidak. Ada satu faksi 
oposisi di Selatan yang setuju untuk berunding dengan peme- 
rintah. Pemerintah mungkin saja mengakhiri perang, atau ber- 
perang terus seperti pemerintah yang sebelumnya. 

Saya tidak pernah menempatkan Iran dan Sudan di pun- 
cak daftar mereka yang menghormati hak asasi manusia. Saya 
tidak pernah berkata demikian, saya bahkan tidak pernah me- 
nulis demikian, karena ini bukan realitasnya. Yang saya laku- 
kan adalah membuat perbandingan dan meminta diterapkan- 
nya acuan baku-acuan baku yang adil untuk yang terjadi di 
kedua negeri itu. Saya tidak pernah menyinggung kekhususan 
budaya dan Tuan Hassan menyuapkan kata-kata itu ke mulut 
saya. Saya tidak, dan tidak pernah membenarkan pembatasan 
hak asasi manusia atas nama kekhususan budaya. Sesungguh- 
nya, yang saya tulis itu kebalikannya. Saya katakan bahwa ka- 
lau kekhususan berarti hak asasi yang lebih besar, kebebasan 
yang lebih besar, kita dukung kekhususan. Tetapi kalau ke- 
khususan digunakan untuk membatasi hak asasi manusia, ma- 
ka kita menentangnya. Inilah sebabnya mengapa kita menen- 
tang negeri-negeri Komunis dan Arab yang menggunakan ke- 
khususan sebagai alasan untuk membatasi hak asasi manusia. 
Keterbelakangan budaya itu adalah persoalan yang rumit. Ke- 
terbelakangan budaya atau rendahnya pendidikan hanyalah sa- 
lah satu bagian dari masalahnya. Sebab utama persoalan ini 
adalah politik. Bangsa kami, rakyat kami, sangat merindukan 
keadilan. Tetapi mengapa mereka tidak memperolah keadilan? 
Mereka tidak memperoleh keadilan karena tidak ada demo- 
krasi. Mereka diperintah oleh pemerintah minoritas yang da- 
lam banyak hal didukung oleh pemerintah asing. Mereka bisa 
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mendesakkan hegemoni pada rakyat kami dengan mengguna- 
kan tentara. Jadi tidak adanya demokrasi adalah akar dari ma- 
salah ini. & 
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3 
KS Fondasi bagi 
Acuan Baku Hak Asasi Manusia 


Internasiona 


Dalam diskusi berikut ini berbagai nuansa dan kualifikasi di- 
kemukakan pada tesis bahwa pendapat yang mengatakan hak 
asasi manusia itu adalah temuan Barat adalah mitos, dan pene- 
gasan bahwa sementara Barat mungkin saja telah menjalankan 
peran utama dalam kodifikasi hukum acuan baku-acuan baku 
internasional, basis etis bagi hak asasi manusia itu berlimpah- 
limpah dalam kebudayaan-kebudayaan Muslim dan Timur Te- 
ngah. Akan tetapi ada kekukuhan bahwa dalam konsep hak, yang 
merupakan hak setiap manusia karena dirinya adalah manusia, 
terkandung gerak meninggalkan tradisi-tradisi Islam yang meng- 
anggap hak sebagai produk keanggotaan dalam kategori tertentu 
agama atau gender. 


Rajsoomer Lallah: Saya hendak membongkar mitos bah- 
wa hak asasi manusia adalah temuan Barat. Profesor Azziman 
mengemukakan hal yang sangat penting: ketika kata “Islam” 
digunakan, orang tidak benar-benar mengetahui apa penger- 
tian istilah yang digunakan olehnya. Profesor Azziman lebih 
suka menggunakan istilah “tradisi yuridis budaya” atau, lebih 
tepatnya “tradisi Islam” dalam hal yang berkaitan dengan nega- 
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ra-negara Islam. Tentu saja ada berbagai jenis Islam dan berba- 
gai macam tradisi yang berkaitan dengan Islam. Substansi atau 
isinya bisa secara esensial tidak berbeda, meskipun tradisi-tra- 
disi tertentu bisa berbeda, dalam kasus mana ia menjadi pen- 
ting untuk menentukan bagaimana ketidak-konsistenan me- 
ngenai norma-norma hak asasi yang ditimbulkannya bisa dise- 
lesaikan. 

Izinkan saya kembali ke mitos bahwa Barat menemukan 
hak asasi manusia. Mengapa Barat? Perancis punya tradisi yang 
berbeda dengan Italia atau Spanyol atau Inggris Raya atau Jer- 
man. Tetapi mereka semua, dalam cara yang berbeda-beda, 
berupaya untuk mewujudkan, misalnya, gagasan tentang per- 
adilan yang adil, baik dalam pengadilan pidana maupun per- 
data. Apa yang sama di semua sistem yang berbeda-beda itu 
ialah bahwa mereka bertujuan melaksanakan norma hak asasi 
manusia yang sama tentang peradilan yang adil. Barat mencip- 
takan hal yang baik dan buruk. Apakah bagian lain dunia me- 
lalui berbagai sejarahnya masing-masing mencipatakan hal 
yang lain? Bukankah tradisi Asia itu kaya dengan acuan baku 
moral dan etik? Bukankah tradisi Afrika, tradisi Islam juga 
begitu? Semua peradaban ini telah diatur oleh acuan baku-acu- 
an baku moral dan etik dalam perlakuannya terhadap manusia 
dan acuan baku-acuan baku ini telah mewujud dalam hukum. 
Pokok persoalan ini belum banyak ditulis oleh para peneliti. 

Mari kita kembali ke persoalan peradilan yang adil. Ba- 
gaimana keadilan diselenggarakan di semua peradaban yang 
berbeda-beda itu? Mengapa kita harus memulai dengan asumsi 
bahwa Afrika adalah negeri bangsa biadab? Mengapa kita 
menganggap bahwa tidak ada acuan baku atau rasa keadilan 
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di Asia? Masyarakat diorganisasikan di tingkat desa atau ko- 
munitas untuk keperluan, antara lain berbuat adil kepada 
orang. Di India, misalnya, saya telah mendengar tentang sis- 
tem Panchayat di mana para tetua desa akan menyelenggara- 
kan keadilan di depan umum, sekalipun ini dilakukan di ba- 
wah sebatang pohon atau di beranda. Juga di Afrika, penye- 
lenggaraan keadilan ada dalam berbagai kurun sejarahnya me- 
lalui berbagai forum, pada tingkat komunal atau pemimpin 
suku. Seperti dulu di Inggris Raya Zaman Pertengahan ada 
“Hundreds” atau “Shire Moots.” 

Ketua Mahkamah Agung F.L. Nyalali dari Tanzania me- 
nulis makalah yang sangat menarik tentang berkembangnya 
metode penyelesaian perselisihan dan pemecahannya pada ber- 
bagai kurun sejarah Afrika yang disampaikannya pada Kon- 
ferensi Hukum Persemakmuran Kesembilan, di Selandia Baru 
tahun 1990. Makalah seperti ini jarang dan orang umumnya 
tidak akrab dengan norma-norma hak asasi manusia yang se- 
cara konsisten diterapkan oleh berbagai peradaban dan yang 
tidak berbeda dengan norma-norma hak asasi manusia yang 
akhirnya dikumpulkan dan diumumkan bersama dalam ben- 
tuk kesepakatan ketika komunitas internasional mulai meng- 
organisasikan diri secara global dalam berbagai forum Perseri- 
katan Bangsa-Bangsa selama setengah abad terakhir. 

Bisakah saya menegaskan hal-hal yang saya kira tidak ada 
kesepakatan mengenainya? Salah satu prakondisi ialah kebe- 
basan badan yudikatif. Juga harus ada penerimaan konsep 
kekuasaan hukum, bukan hanya oleh mereka yang menye- 
lenggarakan hukum, tetapi juga oleh pemerintah dan rakyat. 
Sistem apa pun, baik yang dibangun atas dasar asas-asas ke- 
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agamaan atau tidak, harus pula menjamin peradilan yang adil. 
Tidak adanya jaminan ini bisa menyebabkan munculnya pe- 
langgaran hak asasi dasar manusia atas hidup, keamanan orang 
atau keamanan dari pencabutan kebebasan, kebebasan ber- 
ekspresi, kebebasan berpikir atau hak-hak dasar lainnya. Kalau 
seseorang tidak diadili secara adil, ia bisa dijatuhi hukuman 
mati, ia bisa menjadi tahanan politik atau bisa dipenjara untuk 
waktu yang lama. Ia bisa pula dicabut haknya untuk dipilih 
dalam pemilihan umum. Semua hak itu dijamin dalam Kove- 
nan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tetapi bisa- 
kah dikatakan bahwa hak-hak itu murni Barat? 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan 
tentang Hak Sipil dan Politik hanyalah memberikan ekspresi 
pada aspirasi-aspirasi rakyat umumnya. Aspirasi-aspirasi ini 
bukan milik salah satu kawasan di dunia. Hak-hak itulah yang 
diinginkan setiap manusia dan tidak bisa dikatakan tidak co- 
cok dengan sesuatu tradisi, baik Timur maupun Barat. 

Menurut pandangan saya banyak yang harus dilakukan 
untuk membuat pemerintah-pemerintah bertanggung jawab 
dan mematuhi norma-norma dasar ini. Salah satu metode yang 
bisa digunakan ialah mendorong pemerintah-pemerintah un- 
tuk menjadi penandatangan semua instrumen atau kesepakat- 
an hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban-kewajiban pe- 
laporan seperti yang ditentukan kesepakatan-kesepakatan itu. 
Ada lebih dari 135 Negara Penandatangan Kovenan Inter- 
nasional tentang Hak Sipil dan Politik. Banyak dari mereka 
yang terlambat menyampaikan laporan kepada Komite Hak 
Asasi Manusia, yang merupakan badan yang dibentuk berda- 
sar kovenan ini untuk memantau sejauh mana negara-negara 
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penandatangan telah memenuhi kewajiban yang diberikan 
kovenan ini. Iran, misalnya, menyampaikan laporan pertama- 
nya dulu sekali ketika Shah berkuasa. Setiap negara diharapkan 
menyampaikan sebuah laporan setiap lima tahun sekali. Un- 
tuk waktu beberapa tahun, sekitar 16 atau 18 tahun, Iran tidak 
menyampaikan laporannya yang kedua. Akhirnya, Iran mera- 
sa harus menghormati kewajiban internasionalnya dan me- 
nyampaikan sebuah laporan. Iran tidak terhalangi fakta bahwa 
terjadi revolusi budaya di dalam wilayahnya. Iran yakin bahwa 
tradisinya, baik agama maupun budaya, bukan tidak konsisten 
dengan berbagai norma internasional yang dilindungi di dalam 
kovenan ini. Tak terhindarkan bahwa, seperti di banyak nega- 
ra, ada hal-hal yang tidak sempurna, dan banyak yang harus 
dilakukan untuk menjamin agar hal-hal yang tidak sempurna 
itu menghilang. 

Orang sering mendengar bahwa tradisi-tradisi tertentu itu 
tidak sejalan dengan norma-norma hak asasi yang diterima. 
Misalnya, sejumlah negara Afrika berusaha membenarkan pe- 
langgaran norma-norma tertentu dengan mengatakan bahwa 
norma-norma bersangkutan tidak sesuai dengan kepribadian 
Afrika. Rekan saya di Komite Hak Asasi Manusia, Tuan Bi- 
rame N'Diaye, menyerang pikiran keliru ini dengan bertanya: 
apakah anda benar-benar menganggap bahwa kepribadian 
Afrika itu seperti mumi dalam peti yang tetap tidak berubah 
sepanjang zaman? Tradisi, menurut sifatnya, itu berkembang. 
Misalnya, dalam sejarahnya kaum perempuan, apa pun sistem- 
nya, baik Timur maupun Barat, Kristen ataupun bukan Kris- 
ten, diperlakukan sebagai golongan bawahan dari generasi ke 
generasi. Tidak diragukan bahwa banyak waktu yang diper- 
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lukan sebelum kesederajatan mereka diterima penuh. Ini ada- 
lah bidang di mana setiap negeri harus melakukan upaya yang 
berarti. Saya terkejut mendengar bahwa salah seorang rekan 
kita pada pertemuan ini dilepaskan dari fungsinya sebagai 
hakim karena dirinya perempuan. Saya menolak percaya bah- 
wa diskriminasi jenis ini bisa dianggap sejalan dengan penaf- 
siran yang tepat mengenai tradisi, budaya atau agama. 
Norma-norma hak asasi manusia adalah milik kita, dari 
manapun asalnya, karena merupakan aspirasi kita sebagai ma- 
nusia. Kita harus terus-menerus memastikan sampai sejauh ma- 
na gagasan-gagasan yang diterima mengenai tradisi atau agama 
itu masih sejalan dengan norma-norma itu dan mengerahkan 
upaya-upaya terbaik kita untuk memastikan bahwa tradisi- 
tradisi atau konsep-konsep keagamaan itu tidak salah diterap- 
kan untuk menolak hak-hak dasar lain yang kita klaim sebagai 
milik kita. Orang tidak perlu defensif karena setiap negeri, ba- 
ik di Barat maupun di Timur, ada hal yang salah. Tidak ada 
sorga hak asasi manusia di bumi ini. Apakah anda menyadari 
bahwa Amerika Serikat, misalnya, harus membuat banyak ke- 
beratan terhadap ketentuan-ketentuan Kovenan tentang Hak 
Sipil dan Politik, karena sistemnya tidak sepenuhnya sesuai 
dengan norma-norma internasional? Tidak ada negeri lain 
yang membuat keberatan yang begitu luas. Apakah AS akan 
menyatakan keberatan kalau norma-norma internasional itu 
murni Barat? Sadarkah anda bahwa di antara 50.000 hakim 
yang mengadili kasus-kasus di berbagai negara bagian AS, ba- 
nyak yang tidak punya pendidikan hukum? Jadi, kita tidak 
perlu defensif ketika ada sesuatu yang keliru di negeri-kita yang 
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tidak sesuai dengan norma-norma internasional. Kita punya 
kewajiban untuk membuatnya benar. 


Amin Mekki Medani: Kita pada dasarnya berbicara ten- 
tang kecocokan hukum-hukum Islam dengan instrumen in- 
ternasional tentang peradilan yang adil. Saya pikir sebagian 
dari kita menyebutnya Barat, sebagian menyebutnya kolonial, 
sebagian menyebutnya tidak Islami tetapi saya pikir hal dasar 
yang harus kita sepakati adalah apa pun sebutan yang anda be- 
rikan, harus ada acuan baku minimum tertentu, dari mana pun 
asalnya, untuk peradilan yang adil, untuk proses hukum yang 
adil, untuk kekuasaan hukum. Kita semua pada akhirnya ingin 
mencapai peradilan yang adil, penerapan kekuasaan hukum, 
proses hukum yang adil dan ingin menyaksikan manusia di- 
perlakukan demikian. 


Bacre Waly N'Diaye: Saya tidak punya masalah dengan 
universalitas karena kebanyakan negara telah menandatangani 
kovenan internasional dalam mana acuan baku-acuan baku 
internasional ditetapkan. Bahkan ketika negara-negara tidak 
menandatanganinya, acuan baku-acuan baku ini selalu bisa di- 
rujuk sebagai sejenis konsensus yang dicapai oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional. Aturan-aturan 
tentang peradilan yang adil sangat umum diterima. Ada sedikit 
negeri yang tidak punya undang-undang atau konstitusi yang 
tidak. memberikan sekurang-kurangnya praduga tak bersalah 
dan hak untuk membela diri. Dalam pandangan saya, soal 
yang penting ialah pelaksanaan aturan-aturan ini. Satu-satunya 
hal yang bisa kita lakukan ialah memperjuangkan penerapan 
yang lebih banyak dan lebih baik. Tidak ada tantangan lang- 
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sung pada aturan-aturan ini. Masalahnya adalah praktik, bu- 
kan tantangan budaya. 

Ada persoalan lain, yaitu sikap Barat terhadap Islam. Fak- 
tanya kadang-kadang ada ketidak-mengertian tentang nilai- 
nilai atau isi Islam dan ini sangat sering bersifat benar-benar 
tidak rasional. Akan tetapi pembelaan hak asasi manusia dan 
pengecaman pelanggaran hak-hak ini harus tidak menjadi tem- 
pat penyelesaian persoalan-persoalan ini. Saya ingin menyim- 
pulkan dengan menegaskan kembali bahwa memang ada be- 
berapa saluran yang bisa diambil untuk demokrasi, beberapa 
cara menjalani hidup anda, tetapi saya kira kita semua harus 
punya kesamaan landasan — hak asasi manusia, dan tingkat 
minimal hak ini harus diterima oleh setiap orang. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Saya ingin menegaskan 
perlunya mengakui perbedaan kerangka acuan. Kita diharus- 
kan bersepakat mengenai acuan baku bersama seperti kondisi 
peradilan yang adil, hak asasi, tetapi ketika sampai pada ke- 
rangka acuan kita hanya bisa berbeda, karena ada kerangka- 
kerangka acuan yang berbeda dan Islam mengakui perbedaan 
ini. Islam selalu mengakui agama lain dan keaneka-ragaman 
etnis, dan demokrasi memberi Islam mekanisme yang sangat 
baik untuk memahami semua perbedaan dan keragaman ini. 


Abdelwahab Al-Affendi: Apa pun yang dikatakan di 
sini, kita harus menerima bahwa konsep hak asasi manusia, 
yang kita pahami saat ini, datang kepada kita dari Barat. Ia 
muncul dan memperoleh bentuknya di latar belakang Barat, 
dan seperti kapal terbang dan penemuan Barat lainnya, kita 
menyukainya. Kita bisa mengatakan bahwa ada unsur-unsur 
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dari gagasan ini yang merupakan warisan kita. Ini benar, dan 
mungkin inilah sebabnya mengapa kita menyukainya. Tetapi 
'hak asasi manusia bukanlah ciptaan kita. Hak asasi adalah 
temuan yang baik, atau konsep yang berhasil bekerja. Ia men- 
ciptakan iklim di mana konflik-konflik sosial bisa dikelola da- 
lam cara yang mustahil dalam sejarah umat manusia sebelum- 
nya di Barat, atau dalam sejarah Islam. Kita tidak perlu malu 
mengatakannya, dan kita tidak perlu malu mengatakan bahwa 
hak asasi adalah barang yang datang dari luar negeri, yang suk- 
ses. Kita pikir bahwa karena bisa bekerja di sana, ia bisa beker- 
ja buat kita. Tidak ada yang anti-Islam dalam hal ini, atau tidak 
tradisional dalam hal ini. Tuhan tidak selalu bicara kepada an- 
da secara langsung. 

Yang menjadi persoalan adalah ada sesuatu yang bisa be- 
kerja, yang kita sukai, yang tidak berkontradiksi dengan yang 
kita yakini. Nyatanya ini adalah cara yang baik untuk.meng- 
. ekspresikan apa yang kita yakini, yang kita kehendaki. Jadi 
kita tidak perlu mengakuinya, fakta adalah fakta. 


Heba Raouf Ezzat: Saya tidak sepakat dengan Dr. Al- 
Affendi ketika ia mengatakan bahwa hak asasi manusia dibuat 
di Barat, dan kita hanya perlu menerimanya seperti kita mene- 
rima penemuan-penemuan Barat lainnya. Pendekatan ini 
membuat tugas aktivisme hak asasi manusia menjadi sangat 
sulit. Izinkan saya mengemukakan pikiran saya secara demi- 
kian. Piagam PBB tidak dicapai dengan cara yang demokratis, 
dalam arti bahwa rakyat di setiap tempat di dunia tidak mem- 
bahas soal-soalnya, dan mereka tidak diwakili oleh orang- 
orang dari pemerintah mereka masing-masing yang mereka 
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membuat Piagam ini dalam cara tertentu. Sekalipun demikian, 
kita sepakat bahwa piagam ini mencakup hak-hak asasi dasar, 
dan karena itu kita harus berupaya mengerjakan prosesnya se- 
baliknya. Piagam itu ada, dan pada dasarnya diterima. Kita bisa 
tidak setuju karena budaya atau agama tertentu, tetapi kita ha- 
rus mengambil bangunan ini, struktur dari acuan baku-acuan 
baku hak asasi manusia ini, dan meletakkannya pada pilar- 
pilarnya. Pilar-pilar ini mewakili berbagai budaya dan agama. 
Hak asasi manusia harus bersandar pada semua pilar, agar 
benar-benar universal. 

Gerakan-gerakan hak asasi manusia di setiap negeri atau 
kawasan atau kebudayaan harus menemukan landasan filsafat- 
nya sendiri. Mereka semua sepakat mengenai hak-hak dan ke- 
bebasan-kebebasan dasar, tetapi soalnya ialah bagaimana men- 
jelaskannya menurut masing-masing latar belakang filsafat. Ki- 
ta harus menerima kemajemukan. 

Izinkan saya mengemukakan contoh kewarganegaraan. 
Definisinya pasti terkandung dalam budaya itu sendiri. Salah 
satu persoalan dasar ialah bahwa kadang-kadang juga dalam 
konteks Islam, hak kita untuk menggunakan argumen agama 
dipungkiri ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, se- 
perti ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia. 

Hal yang sama terjadi dalam masyarakat Barat. Saya telah 
membaca kepustakaan Amerika tentang bagaimana satu kecen- 
derungan baru mengatakan bahwa kita punya hak untuk ber- 
bicara tentang agama Kristen ketika kita bicara tentang budaya 
warganegara, ketika kita berbicara tentang kebajikan wargane- 
gara. Mereka mengatakan, kalau anda tidak memasukkan ana- 
sir solidaritas Kristen, pengabdian pada masyarakat, anda tidak 
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akan punya partisipasi yang diperlukan itu. Persoalannya ialah 
bahwa orang lain menolak menerimanya. Mereka mengata- 
kan, “Jangan menggurui saya bahwa seorang warganegara pu- 
nya hak karena ia adalah manusia yang diciptakan dengan citra 
Allah. Saya tidak menerima argumen ini, argumennya harus 
sekular. Anda harus berbicara tentang akal-budi, anda harus 
bicara tentang alam.” Persoalannya ialah bahwa wacana yang 
tersedia tidak menerima wacana agama sebagai landasan yang 
sah untuk hak asasi manusia. Saya kira ini dasarnya, apakah 
kita menerima bahwa orang bisa mengambil acuan baku-acuan 
baku hak asasi manusia dari budaya mereka sendiri, atau kita 
menolaknya. Tetapi begitu agama masuk, orang mulai merasa 
tidak nyaman. Mereka bersikeras bahwa wacananya harus 
murni sekular, dan setiap orang harus meninggalkan budaya 
dan kekhususannya di luar pintu. 

Hal terakhir mengenai Islam yang ingin saya kemukakan 
ialah: di Mesir kita punya debat besar tentang Hisba. Hisba 
adalah istilah untuk tradisi dalam sejarah Islam dalam mana 
orang punya hak untuk mengatakan tidak setuju mengenai se- 
suatu, dan bahkan menantang mereka yang berkuasa. Ini ada- 
lah cara untuk mengangkat persoalan, dan bahkan pergi ke 
hakim dan berusaha mengganti keputusan pemerintah tanpa 
menunggu pemilihan umum berikutnya. Cara ini bisa diang- 
gap sebagai suatu mekanisme pertanggungjawaban. Persoalan- 
nya ialah bahwa baru-baru ini Hisba digunakan untuk memba- 
tasi kebebasan orang. Bukannya menggunakannya terhadap 
penyiksaan dan penganiayaan-penganiayaan lain oleh pemerin- 
tah, ia digunakan terhadap film-film yang mengangkat masalah 
ini. Sebagian aktivis agama tidak bersepakat mengenainya. 
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Bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana kita bisa mulai 
menggali lembaga-lembaga kita di masa lalu, menggali tradisi- 
tradisi dasar kita, dan kemudian menggunakannya secara po- 
sitif? 

Akan tetapi sepenuhnya menolak tradisi-tradisi itu dan 
mengatakan, “Lihat, kalau anda buka pintu itu, semua orang 
gila akan datang dan menyodorkan pikiran-pikirannya dan 
kita kalah,” — itu harus ditinjau kembali, tradisi tidak bisa di- 
tolak begitu saja. 


Omar Azziman: Tentang persoalan Barat dan hak asasi 
manusia, saya kira agak sulit menerima gagasan metaforis ten- 
tang sebuah peralatan yang kita ambil dari Barat, karena saya 
pikir ini keliru. Saya membedakan tiga tingkat hak asasi ma- 
nusia. Sebelum memberikan perbedaan antara tiga tingkat itu, 
terlebih dulu saya kemukakan satu contoh. Di Maghreb, kami 
di Maroko menjumpai Barat pada abad ke-19 dengan koloni- 
sasi, sedang Tunisia dan Aljazair pada abad ke-20. Bagi Maroko 
dan Tunisia, hak asasi manusia berada di pihak kami dalam 
perjuangan anti-kolonial, hak asasi tidak berada di pihak Barat. 
Jadi saya pikir kolonisasi Afrika Utara sama sekali bukanlah 
contoh perluasan konsep hak asasi manusia. Klaim orang- 
orang kawasan pendudukan harus dimasukkan dalam ke- 
rangka hak asasi manusia. Contoh ini memperlihatkan perbe- 
daan dalam pengalaman-pengalaman kita. 

Di dalam hak asasi manusia pertama-tama, dan terutama, 
terkandung segi etis. Dari segi etis, Barat tidak memberi apa- 
apa kepada kita, sedang kita punya banyak hal untuk diberi- 
kan kepada Barat. Di dalam hak asasi manusia, juga ada segi 
legal: legalisasi hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang benar- 
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benar dasar. Dalam hal ini kita tidak punya sesuatu untuk 
diberikan kepada Barat. Barat memberikan segalanya. Kita se- 
penuhnya absen dari proses legalisasi hak asasi manusia. Ke- 
mudian ketiga pelaksanaan hak asasi manusia, ini berasal dari 
Barat, bukan dari kita. Tetapi kita jangan kehilangan titik be- 
rangkat dari sudut pandang etis — yang tidak berasal dari Ba- 
rat. 

Abdelwahab Al-Affendi: Saya hendak mengemukakan- 
nya demikian: nilai-nilai yang inheren dalam penghormatan 
pada hak asasi manusia itu memang inheren dalam Islam. Pen- 
jelasannya, pada masa Khulafaur Rashidin (Khalifah yang men- 
dapat bimbingan) di negara-kota Mekah, ada sejenis demokrasi 
yang sempurna, di mana orang punya hak dan ada konsep 
yang menyatakan bahwa hak-hak ini suci, dan dilakukan de- 
bat-debat terbuka, tetapi ini tidak berlangsung terus. 

Kemudian kita ke masa sekarang, ada lembaga-lembaga 
seperti parlemen, peradilan yang independen, penyeimbangan 
dan kontrol, yang dengan memandangnya secara perbanding- 
an kita mengatakan: “Mungkin ini yang bekerja pada saat itu.” 
Ada pertempuan-pertemuan ad hoc di masjid Madinah, yang 
merupakan sejenis parlemen dalam mana setiap orang menjadi 
anggota, mirip dengan demokrasi Athena, di mana setiap orang 
bisa datang dan mengemukakan yang diinginkannya, mungkin 
mempertanyakan Imam dan kemudian pergi. Ketika kekaisar- 
an membentang dari Tiongkok sampai Spanyol, kita tidak bisa 
punya demokrasi seperti ini. Seperti yang terjadi dengan nega- 
ra-kota Roma dan demokrasinya, ia runtuh dan digantikan 
oleh kediktatoran. Di Roma atau di negara Islam tidak ada 
konsep bahwa lembaga-lembaga tertentu harus didirikan pada 
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saat'ivu untuk mencegah runtuhnya negara-kota menjadi ke- 
diktatoran, karena kediktatoran adalah satu-satunya cara men- 
jalankan kekaisaran pada saat itu. Sekarang di masa modern, 
ada'gagasan baru tentang parlemen, yang juga berasal dari 
proses'yang panjang, tetapi tidak berasal dari dunia Muslim. 
Didunia Muslim kita bisa memandang padanya dan berkata: 
“Gagasan yang menakjubkan!” Bahkan orang Iran sekarang 
punya parlemen. Dalam pemikiran Syi'ah tidak ada sebutir 
pun yang berbicara tentang parlemen, tetapi karena ini adalah 
gagasan yang baik, mereka pun punya parlemen. 

“ Mirip dengan hak asasi manusia, kita punya gagasan, kita 
punya praktiknya, tetapi rumusan tentangnya dalam bentuk 
spesifik terjadi di Perancis, dan Amerika, pada abad ke-18. Kita 
melihatnya dan mengatakan, “Ini seperti yang kita miliki dulu 
di Madinah.” Tetapi tidak benar-benar persis sama dengan yang 
kita miliki di Madinah. Maka kita tidak bisa menghindar ber- 
anggapan bahwa cara perumusannya baru, asalnya dari Barat, 
tetapi kita tidak punya alasan apa pun untuk malu karena itu. 
Akan tetapi fakta bahwa kita tidak memikirkannya mungkin 
merupakan kelalaian kita. 

“Untuk yang dikemukakan Profesor Azziman, yang ber- 
hubungan dengan ini, saya menerima pemikirannya tentang 
pelaksanaan dan segi yuridis, tetapi tentang segi etis saya tidak 
sependapat dengannya, karena perjuangan menentang kolo- 
nialisme tidak niscaya melibatkan etika hak asasi manusia. Se- 
sungguhnya, sampai hari ini, salah satu dari persoalan kita ia- 
lah bahwa kita berpikir tentang berjuang menentang impe- 
rialisme Barat, dan menentang Israel, sebagai kelanjutan dari 
perjuangan anti-kolonial. Atas dasar ini kita bisa mentolerir 
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banyak pengabaian hak asasi manusia. Tidak seorang pun yang 
berkeberatan tentang yang dilakukan oleh Nasser. Hanya sedi- 
kit orang di dunia Arab yang tidak senang pada Saddam Husse- 
in. Organisasi-organisasi Palestina, tindakan-tindakan mereka, 
tidak ada yang berkeberatan padanya. Maka perjuangan me- 
nentang kolonialisme tentu saja punya unsur perjuangan un- 
tuk hak, tetapi juga dilakukan dengan mengorbankan perlin- 
dungan hak asasi manusia tertentu. 


Rajsoomer Lallah: Saya kira kesulitan terbesar adalah 
propaganda, bahwa hak asasi manusia adalah temuan Barat. 
Mereka yang mau mempromosikan hak asasi manusia harus 
punya argumen yang bisa menghancurkan kesalahan pikiran 
ini. 

Saya tidak menganggap hak asasi manusia itu harus berda- 
sar Piagam PBB. Kita harus menyadari pada masa yang berbe- 
da dalam sejarah kita, banyak serangan ditujukan pada umat 
manusia, yang terakhir adalah perang dunia, dan masyarakat 
internasional memutuskan bersatu untuk mengurangi terjadi- 
nya malapetaka itu. Kalau kita menerima bahwa noram-norma 
hak asasi manusia adalah temuan Barat, ini mengingkari fakta 
bahwa norma-norma ini adalah produk Perserikatan Bangsa- 
Bangsa — yang berarti semua negara yang ada setelah tahun 
1945 dan memutuskan untuk mengorganisasikan diri. PBB 
meliputi negara-negara Arab juga. Dan kita harus ingat bahwa 
hak asasi manusia pelaksanaannya tidak semata-mata berdasar- 
kan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi ba- 
ru pada tahun 1948. Seluruh dunia adalah peserta, bukan ha- 
nya dunia Barat. Menyatakan sebaliknya itu berarti memutar- 
balikkan kenyataan. 
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Kita harus ingat bahwa pelaksanaan Deklarasi Universal 
melalui kovenan-kovenan itu terjadi tidak pada tahun 1948, 
tetapi setelah beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1966. Da- 
lam periode itu, semua arus pemikiran di dunia memberikan 
sumbangannya. Jadi bukan sesuatu yang diberikan oleh Ba- 
rat. Tetapi sesuatu yang dirundingkan oleh semua bangsa, 
sampai-sampai yang dicapai itu di luar harapan dunia Barat. 
Sedemikian besarnya sehingga negara-negara Barat merasa per- 
lu membuat keberatan-keberatan (reserves) spesifik. Negara- 
negara ini tidak hanya meliputi Inggris, Prancis, dan Italia, te- 
tapi juga Amerika Serikat. Kalau hak asasi manusia adalah 
temuan Barat, yang terjadi tidak akan seperti ini. Di pihak lain, 
Dunia Ketiga amat jarang membuat keberatan. Mengapa? 
Mungkin pemerintah-pemerintah Dunia Ketiga tidak menge- 
tahui apa yang sebenarnya dimaksudkan teksnya? Inilah yang 
dikatakan oleh sementara orang. Pikiran dasarnya ialah bahwa 
ini adalah instrumen yang menjamin kebebasan mereka dari 
eksploitasi. Marilah kita ingat bahwa pasal pertama Kovenan 
tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak Sosial 
dan Ekonomi adalah mengenai hak atas penentuan nasib 
sendiri. Mengapa demikian? Ini jelas bukan kepentingan bang- 
sa-bangsa Eropa. Kita harus ingat bahwa perjuangan telah di- 
mulai di India, di Asia, di Afrika dan di tempat-tempat lain, 
yang berpuncak setelah perang pada penolakan kolonialisme 
dengan ketentuan kesepakatan: penentuan nasib sendiri, yang 
disertai dengan, yang paling penting, Pasal 25 Kovenan yang 
menetapkan pelaksanaan hak-hak politik. 

Saya sependapat dengan Profesor Azziman yang menga- 
— takan bahwa mungkin perumusan hukum hal-hal tertentu 
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telah terjadi sebelum 1948. Tetapi dengan diterimanya Ko- 
venan dan Deklarasi Universal oleh masyarakat dunia kita pu- 
nya satu rumusan kesepakatan tentang hak-hak dasar — suatu 
rumusan kesepakatan yang mengharuskan Negara-negara Pe- 
nandatangan yang menerimanya untuk melaksanakannya di 
dalam hukum mereka dan memberikan pengesahan pada hak- 
hak yang diakui dalam kovenan. Jadi saya selalu beranggapan 
bahwa propaganda itu telah terlalu jauh. Mungkin untuk tu- 
juan politik. Ketika hak asasi manusia disalahgunakan menjadi 
instrumen kebijakan politik atau kebijakan agama, maka ba- 
nyak gunanya mengatakan hak asasi manusia itu ciptaan Barat. 
Jadi saya kira kita harus sadar akan segi propagandis dari mitos 
ini ketika kita berusaha mempromosikan hak asasi manusia 
dan mengajukan perspektif hak asasi manusia. 


Bacre Waly N'Diaye: Piagam Afrika tentang Hak Asasi 
Manusia sebenarnya diluncurkan pada dasarnya untuk menga- 
takan bahwa kami tidak menghendaki konsepsi hak asasi ma- 
nusia yang khas Barat. Kami ingin Afrika bersuara. Tetapi Pia- 
gam Afrika ini ditandatangani oleh banyak negeri Arab seperti 
Mesir, Sudan, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maurita- 
nia. Dalam Piagam ini kita mendapati acuan baku yang sama 
dengan dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik. Pasti, dalam hal peradilan yang adil, tidak ada perbe- 
daan. Jadi, sekiranya ada persoalan penerimaan instrumen glo- 
bal di Afrika, maka persoalan ini baru-baru ini telah diselesai- 
kan dengan suara bulat oleh negara-negara Afrika dengan di- 
adopsinya Piagam ini. Negeri-negeri ini telah memilih untuk 
diri mereka acuan baku yang sama dengan yang ada dalam 


instrumen global. Jadi saya sepakat dengan Hakim Lallah, kita 
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tidak boleh mencirikan acuan baku-acuan baku hak asasi ma- 
nusia sebagai khas Barat. 


— Bahey Eddin Hassan: Dalam menyusun rancangan se- 
jumlah konvensi hak asasi manusia yang penting, ada sejumlah 
negeri Arab yang berpartisipasi, tidak hanya sebagai negara, 
tetapi juga sebagai pakar dalam perumusan rancangan kon- 
vensi-konvensi ini. 


Abdullahi An-Na'im: Saya hendak memulai dengan ko- 
mentar ringkas tentang perdebatan mengenai landasan budaya 
hak asasi manusia yang telah berulang dari waktu ke waktu, 
termasuk dari Hakim Lallah dan Tuan N'Diaye dan lain-lain. 
Saya kira kita harus jelas mengenai apa yang kita maksudkan 
dengan universalitas dalam arti sebuah proyek dan suatu ke- 
nyataan. Ada proyek universalitas, tetapi tidak ada universa- 
litas sebagai kenyataan. Menaruh komitmen pada instrumen- 
instrumen internasional, dan mengambil nilai-nilai pra-mo- 
dern pra-kolonial dalam budaya kita adalah satu cara melegiti- 
masi hak asasi manusia, tetapi harus dilakukan secara kritis. 
Kita harus mengapresiasi keterbatasan-keterbatasan budaya ki- 
ta, yang pro-kolonial dan pra-modern, mengenai hak asasi ma- 
nusia, karena kalau tidak kita akan mencampur-adukkan per- 
soalan. Kita tidak bisa mengandaikan adanya lapisan legitimasi 
dalam nilai-nilai etis kita. Bahkan,pada tingkat etis, saya kira 
kita harus jelas bahwa kita punya unsur positif, tetapi kita ti- 
dak bisa mengklaim bahwa nilai-nilai budaya kelembagaan etis 
kita sejalan sepenuhnya dengan hak asasi di masa lalu dan 
sebagai gerakan modern, dan sebagai pemikiran modern. Pada 
tingkat legal dan kelembagaan, banyak hal yang perlu kita la- 
kukan. 
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Esensi universalitas ialah bahwa ada hak yang menjadi 
— hak setiap manusia karena dirinya manusia. Gagasan tentang 
hak ini, bukan hanya klaim dan aspirasi, tetapi merupakah hak 
yang dimiliki setiap manusia karena dirinya manusia, tanpa 
memandang ras, gender, budaya, atau faktor lainnya, adalah 
gagasan yang revolusioner, dan sangat baru. Kita tidak bisa 
mengklaim bahwa Islam selalu menegakkan hak asasi manusia, 
dan selalu memberikan hak asasi manusia, hal ini menurut 
pendapat saya mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang 
sejarah kita sendiri. 

Hal lain yang harus diklarifikasi, berbicara mengenai 
Islam itu tidak begitu punya arti, saya sependapat dengan 
Profesor Azziman. Tidak ada Islam dalam abstrak. Islam ha- 
nyalah yang diyakini orang Muslim dan bagaimana mereka 
bertindak pada zaman yang berbeda-beda. Kita harus menem- 
patkan pemahaman dan interaksi kita dengan Islam dalam 
sejarah. Islam mengandung dimensi transenden, yang dalam 
Al Our'an anda temukan misalnya dalam ayat “Wa inna ja- 
'alnahu gur'anan la 'alakum ta'giluns wa innahu fi um il-kitab 
ladayna la 'alryyun hakim”. Intinya sejauh mengenai penga- 
laman manusia, Our'an ditulis dalam bahasa Arab supaya anda 
bisa memahaminya dan bertindak sesuai dengannya: tetapi 
yang terutama, secara transenden Our'an itu berada di luar 
pemahaman manusia, dan Islam di luar pengalaman manusia. 

Ketika kita melihat sejarah, kita mendapati bahwa bah- 
kan di negara ideal Madinah, yang dirujuk oleh Dr. Al-Affen- 
di, golongan budak dan kaum perempuan tidak punya hak apa 
pun yang sekarang kita anggap hak fundamental. Kita tidak 
berbicara tentang kemajuan relatif yang dilakukan Islam dalam 
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kedudukan dan hak kaum perempuan, dan cara perlakukan 
terhadap mereka. Kita bicara tentang gagasan hak asasi manu- 
sia universal untuk mereka sebagai manusia. Kasusnya tidak 
begitu. Dr. Al-Affendi juga merujuk empat dasawarsa negara 
ideal Madinah (622-661 M) sebagai model. Anda sering menda- 
pati dalam wacana Muslim bahwa orang cenderung mengu- 
tip peristiwa-peristiwa atau gagasan-gagasan dari masa 40 tahun 
dalam sejarah 1.500 tahun. Kita tidak bisa berbicara seolah- 
olah tidak ada yang terjadi di tengah-tengahnya. Islam itu ada- 
lah apa yang oleh orang Muslim didefinisikan dan diartikula- 
sikan sebagai pemahaman mereka tentang Islam, khususnya 
tentang Syari ah selama 1.500 tahun itu, dan dengan apa yang 
mereka lakukan dengannya. Sepanjang 1.500 tahun, dan ter- 
masuk 40 tahun pertama, kita tidak menemui gagasan tentang 
hak asasi manusia universal yang menjadi hak setiap manusia 
karena dirinya manusia. 

Kemiripan antara peraturan-peraturan darurat Mesir dan 
yang digunakan di Sudan telah dicatat, meskipun yang satu 
bukan Islami dan yang lain dianggap Islami. Mereka mirip ka- 
rena berasal dari sumber yang sama, Inggris. Jadi pengaruh hu- 
kum Barat sekarang bisa memberi kita kemampuan konsep- 
tual dan institusional untuk menyerap hak asasi manusia, teta- 
pi dari Barat kita juga mewarisi mekanisme represif negara ko- 
lonial. Meskipun demikian kita tidak layak menyalahkan Ba- 
rat untuk semuanya, dan kita harus berterima kasih bahwa 
kita bisa menyelenggarakan pertemuan ini di sebuah negeri 
Barat, yang tidak bisa kita selenggarakan di negeri-negeri kita 
sendiri. Sementara menyebut formasi negara kolonial sebagai 
bagian dari persoalannya, kita harus ingat bahwa kita gagal 
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meningkatkan perlindungan hak di negeri kita masing-masing 
selama dasawarsa-dasawarsa kemerdekaan politik. 

Hal yang saya kemukakan ialah bahwa kita kekurangan 
mekanisme kelembagaan dan normatif untuk hak asasi ma- 
nusia dalam tradisi-tradisi budaya kita, tetapi kita punya sum- 
berdaya dalam tradisi-tradisi budaya ini yang bisa kita ambil. 
Kita punya segi negatif dalam budaya pra-kolonial pra-modern 
itu, yang harus kita tangani dan hadapi juga. Jadi kita tidak 
bisa selektif mengambil hak asasi manusia dari perspektif bu- 
daya dalam bentuk blanko kosong tanpa menghadapi segi-segi 
problematis. Sebagian menyebut Hudud sebagai persoalan uta- 
ma, atau sebagai hal yang diperdebatkan. Faktanya ada per- 
soalan yang lebih besar mengenai hak kaum perempuan dan 
golongan bukan-Muslim. Saya menggunakan istilah golongan 
bukan-Muslim karena yang kita bicarakan tidak hanya orang 
Kristen. Di Sudan, ada jutaan orang animis, yang dari pan- 
dangan Syari'ah adalah bukan manusia (non person): mereka 
tidak ada. Syari'ah berbicara tentang hak golongan dhimmi, 
yang beragama Kristen, Yahudi, dan lainnya, dan tentang hak 
Muslim dalam dua kategori yang berbeda, lelaki dan perem- 
puan. Gagasan tentang hak karena keanggotaan dalam kategori 
tertentu agama atau gender itu bertentangan dengan konsep 
hak asasi manusia universal, tetapi inilah premis dasar skema 
hak Syari'ah. Dalam skema hak seperti itu, orang tidak ber- 
iman menurut definisi Syari'ah, tidak ada sebagai manusia. Me- 
reka bisa diberi, menurut sejumlah ahli hukum, aman (perla- 
kuan aman) sementara, tetapi sebagai pribadi manusia mereka : 
tidak ada. Jadi masalahnya bukan sekadar membebaskan se- 
bagian dari negeri untuk melaksanakan Hudud, masalahnya 
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adalah apa yang terjadi pada orang yang tidak beriman yang | 
warganegara penuh di negara bangsa yang ada. 


Ali Oumleil: Kalau sekarang di sebuah negeri Arab atau 
Islami yang tunduk pada salah satu asas hak asasi manusia fun- 
damental, misalnya kesederajatan antar jenis kelamin, kalau 
kita mengajukan persoalan referendum, jelas dengan pemilih- 
an umum transparan, para pembela hak asasi manusia akan 
dikalahkan dengan cara demokratis. Artinya ialah bahwa bu- 
daya untuk hak asasi manusia belum ada. Kalau para pembela 
— hak asasi manusia hanya menunggu sampai setiap orang men- 
dukung asas-asas ini, waktu yang diperlukan sangat lama. Kerja 
budaya harus dilakukan terus-menerus, dan berlangsung lama. 
Ada segi lain universalitas yaitu solidaritas antara semua yang 
membela acuan baku-acuan baku hak asasi manusia universal 
di semua negeri. Ini adalah hal universal yang sudah ada, dan 
harus diperkuat sementara kita menunggu konsensus budaya 


dan falsafah yang lebih luas tentang asas-asas hak asasi manusia. 


Rajsoomer Lallah: Ada bahaya fragmentasi, memperlu- 
nak hak-hak kalau terjadi perkembangbiakan deklarasi re- 
gional. Ada Konvensi Eropa, itu urusan mereka, dan mereka 
terus-menerus mengamandemennya setiap saat untuk perlin- 
dungan yang lebih baik, atau kadang-kadang lebih jelek. Anda 
punya Piagam Afrika, yang sayangnya disusun pada saat ketika 
ada begitu banyak diktator. Benar-benar sulit mendapatkan 
instrumen yang punya kekuatan. Tetapi sekarang mungkin te- 
lah terjadi kemajuan. Yang diusulkan di sini oleh makalah-ma- 
kalah dalam pertemuan ini (lihat lampiran), saya tidak begitu 
yakin. Baik itu rumusan Arab, maupun rumusan Islami ten- 
tang isi hak-hak itu, yang disetujui semua pihak pada tahun 
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1966, bukankah punya risiko memperlunak acuan baku-acuan 
baku ini? 

Pikiran inilah yang saya kemukakan pada anda, saya ti- 
dak punya jalan keluar, saya tidak mengetahui latar belakang 
yang berbeda-beda, tetapi ingat apa pun yang anda lakukan, 
apa pun yang kita lakukan, kita jangan memperlunak hal-hal 
yang telah kita capai dengan pengorbanan besar, dengan upaya 
kita sendiri, bukan hanya Barat, karena Barat tidak menerima 
semuanya. 


Michael Posner: Ada diskusi yang menarik mengenai sa- 
ling hubungan antara acuan baku-acuan baku atau nilai-nilai 
hak asasi manusia universal dengan ajaran-ajaran budaya atau 
agama lokal. Ini sangat sulit, tetapi tampaknya ada kebutuhan 
untuk menggabungkan kedua konsep itu. Ada prinsip-prinsip 
internasional yang saya kira memperkuat dan bisa diintegrasi- 
kan ke dalam diskusi-diskusi lokal dan tradisi-tradisi budaya 
dan agama lokal. Tugasnya ialah mempertemukan dua dunia 
itu dengan cara yang harmonis, bukan munafik atau palsu, te- 
tapi yang memungkinkan yang satu memperkuat yang lain. 
Inilah bidang untuk diskusi lebih lanjut. 

Heba Raouf Ezzat: Kita harus bergerak maju bukan 
mundur. Ada orang-orang yang merevisi setiap hal dan meng- 
ajukan banyak pertanyaan. Haruskah kita merevisi filsafat ki- 
ta? Pjagam PBB akan berubah dalam waktu seratus tahun. Ada 
ke-sepakatan-kesepakatan lain yang ditandatangani pada abad 
ke-16. Hari ini bukanlah hari akhir dunia, bukan hari akhir se- 
jarah. Ini bukanlah kata terakhir tentang hak asasi manusia. « 
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A 


Melaksanakan 
Hak Asasi Manusia 
di Timur Tengah dan Afrika Utara 


Bab ini kembali memusatkan debat secara empiris pada perso- 
alan-persoalan yang dihadapi gerakan hak asasi manusia regional 
dalam upayanya melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. 
Tantangan-tantangan politisasi dan elitisme disoroti, juga sejauh 
mana gerakan ini dikatakan telah gagal karena kenyataan men- 
colok tidak dilaksanakannya perlindungan hak asasi manusia 


di seluruh kawasan. 


Bacre Waly N'Diaye: Perjuangan untuk martabat ma- 
nusia, untuk penghormatan hak asasi manusia adalah perjuang- 
an abadi. Kemenangan pendek umurnya dan saya pikir kita 
harus bersikap positif, meskipun ada pelanggaran. Kalau kita 
membandingkan keadaan hari ini dengan 30 tahun yang lalu, 
saya kira gerakan hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa- 
Bangsa telah banyak melakukan kemajuan. Kesadaran publik 
umumnya lebih besar, dan upaya-upaya telah dilakukan untuk 
menciptakan mekanisme legal dan yurisdiksi untuk menen- 
tang kekebalan hukum dan penindasan. Pelanggaran-pelang- 
garan semakin ringan sekarang yang sebelumnya disembu- 
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nyikan. Saya pikir ini menyemangati kita untuk berjuang te- 
rus. 


Hanny Megally: Ketika kita duduk-duduk di sini pelang- 
garan berlangsung terus. Salah satu alasan kita duduk menge- 
lilingi meja ini ialah berupaya melihat bagaimana kita, sebagai 
aktivis gerakan hak asasi manusia, lokal dan internasional, bisa 
lebih efektif dalam menangani pelanggaran. Dikatakan bahwa 
pada awalnya, orang yang bekerja dengan Amnesty Interna- 
tional, bekerja dari landasan moral: hukum dan acuan baku- 
acuan baku internasional dikembangkan. Tetapi pendekatan 
ini meletakkan klaim pada landasan moral. Di dalam kawasan 
ini, kita sebagai aktivis gerakan hak asasi manusia, belum men- 
capai landasan moral itu. 

Persoalan yang kita hadapi ialah, dalam pengertian terten- 
tu hak asasi telah menjadi kata kotor, yang sepadan dengan 
acuan baku ganda dan selektivitas, dengan pemerintah meng- 
gunakan hak asasi untuk tujuan mereka sendiri, oposisi politik 
menggunakan hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri 


dan seterusnya. Kita belum mengembangkan gerakan tingkat 
bawah. 


Ali Oumleil: Saya tidak menganggap Islam itu melahir- 
kan despotisme atau kekerasan. Tetapi pada saat yang sama 
ada gejala yang mengulang dirinya. Gejala itu dari terus me- 
ningkat dari waktu ke waktu, yakni banyak despot yang lahir 
dan yang memerintah atas nama Islam dan atas nama Syari ah. 
Mengapa gejala ini mengulang dirinya? Dan mengapa despot 
yang sama mengubah slogannya, mengubah doktrin-doktrin- 
nya? Ia bukan seorang Arab Nasionalis, dan kemudian menja- 
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di seorang nasionalis, ia bukan seorang Islamis, dan kemudian 
menjadi Islamis. 

Saya kira jawabannya terletak pada budaya politik domi- 
nan. Di dunia Arab ada budaya politik yang rentan terhadap 
munculnya diktator dan kediktatoran. Budaya politik ini di- 
dasarkan pada kesiapan keyakinan di dalam benak rakyat ka- 
rena tidak adanya informasi mengenai kehidupan politik nya- 
ta, ada daya tipu ketika anda berkata kepada orang, “Baik, de- 
ngar, kita akan melarang alkohol. Kita semua harus bersih, 
kita harus membersihkan masyarakat.” Rakyat terbuka pada- 
nya. Bukan karena keluguan tetapi karena mereka memer- 
lukan perubahan. 

Saddam Hussein, ketika menyerang Kuwatt, berpikir di- 
rinya punya tugas yang harus ditunaikan, karena ia ditempa 
oleh seluruh budaya politiknya. Bagi saya persoalannya bu- 
kanlah melihat apakah ada kecocokan atau tidak dengan Sya- 
ri'ah dan dengan hukum Internasional. Bagi saya, persoalan- 
nya ialah hakikat dari budaya politik, dan bagaimana kita bisa 
mengubahnya. 


Abdullah Al-Affendi: Saya hendak memulai dengan me- 
nunjukkan fakta tentang debat kita mengenai manfaat, atau 
pemburukan relatif hak asasi manusia di Sudan, Iran, dan Tu- 
nisias bahwa debat mengenai hal ini tidak bisa dilakukan di 
negeri-negeri ini. Yang kita inginkan ialah agar kita bisa di- 
mungkinkan melakukan debat-debat seperti ini di dalam ne- 
geri kita, dan kemudian pulang tidur dengan tenang, dan ke- 
mudian bisa melanjutkan lagi pada esok harinya. Ini bukanlah 
tujuan yang ambisius, tetapi saya pikir awal yang baik. 
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Etika dan budaya hak asasi manusia tidak berakar di du- 
nja bagian kita. Mungkin saja ada bagian yang menghormati 
hak asasi manusia, tetapi saya tidak mengetahuinya. Saya pikir 
kita masih belum punya gerakan hak asasi manusia yang tidak 
memihak yang berkehendak menjaga hak asasi manusia dan 
bukan hal Jain. Ini sangat penting. 

Gerakan hak asasi manusia itu berbeda Jenssa gerakan 
politik. Juga berbeda dengan gerakan agama. Alasan keber- 
adaannya adalah fakta bahwa gerakan-gerakan lain itu, dalam 
mencapai tujuannya, kadang-kadang menginjak-injak beberapa 
hak atau nilai, bahwa setiap orang yang bersepakat bagai- 
manapun juga tidak boleh dilanggar. Pihak-pihak lain punya 
alasannya: ada perang, pemimpin bangsa mengatakan bahwa 
kelangsungan hidup bangsa dipertaruhkan, mari kita tangkap 
orang-orang asing itu dan kita jebloskan dalam kamp. Keadaan 
darurat berlaku: partai politik merasa terancam, komunisme 
mengancam Amerika, orang Yahudi menjadi ancaman di Jer- 
man — hal-hal seperti ini. Orang mengatakan, “Ayo kita la- 
kukan ini, ayo lakukan itu,” dan banyak orang di negeri itu 
akan sepakat. Kemudian ada orang yang berkata, “Tidak, anda 
tidak bisa berbuat demikian karena kita semua menyetujui 
bahwa prinsip-prinisip ini dasar, suci, tidak seorang pun boleh 
berbuat demikian pada orang lain, apa pun alasannya, apa pun 
sebabnya.” 

Mengapa kita tidak punya gerakan ini di Timur Tengah 
adalah persoalan yang berlapis-lapis. Pertama, kita punya sisa- 
sisa sukuisme. Sukuisme ini memberi bentuk pada gerakan- 
gerakan politik masa kini. Partai Ba'ath, misalnya, di sejumlah 
negeri diidentifikasi dengan suatu klan, atau suatu keluarga, 
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atau suatu sekte. Kelompok-kelompok ini tidak menganggap 
negeri tempat mereka hidup sebagai satu komunitas politik 
dengan mengatakan, misalnya, bahwa orang ini adalah orang 
Mesir, atau orang Arab, atau bahkan sesama manusia yang sah 
diperlakukan seperti keinginan mereka. Kelompok-kelompok 
ini melihatnya dengan cara lain: “Baik, kalau kita memberi 
hak kepada orang-orang ini, hak yang sama dengan kita, me- 
reka bisa mengambil-alih negeri ini dan kita akan kesulitan. 
Jadi mari kita injak-injak hak mereka, dan mungkin di masa 
depan, seratus tahun lagi, akan ada perbaikan, dan mereka 
akan menjadi seperti kita, atau berpikir seperti kita, atau anak- 
anak mereka akan berpikir seperti kita, dan setelah itu kita 
bisa memberikan hak mereka.” 

Maka dengan cara ini hak asasi manusia itu tidak uni- 
versal dalam pengertian bahwa sebagian orang tidak percaya 
bahwa setiap orang berhak atasnya. Ini lebih dalam dari seka- 
dar ideologi politik. Ini adalah perasaan, kalau anda memutar 
radio dan mendengar bahwa seratus orang ditembak oleh po- 
lisi, hal pertama yang ingin anda ketahui ialah siapa mereka 
itu. Kalau mereka berasal dari kelompok yang tidak anda 
sukai, anda merasa lega, kadang gembira. Dan kalau mereka 
ini berasal dari pihak anda, anda menjadi marah dan terluka, 


dan berbuat sesuatu karena peristiwa ini. 


Bacre Waly N'Diaye: Saya hendak mengemukakan se- 
buah pertanyaan pada Dr. Al-Affendi. Yang mengejutkan saya 
ialah ia mengatakan bahwa solidaritas kesukuan adalah lan- 
dasan reaksi populer, dan bahwa orang bereaksi sesuai dengan 
kelompoknya. Tidak adakah solidaritas yang lebih luas? Apa- 
kah ini berarti Islam tidak mampu menjalankan solidaritas 
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yang lebih luas? Kalau ini adalah kesimpulan logisnya, buat 

apa mengembangkan pendekatan yang berdasarkan :jtihad 

Islam karena Islam tidak berhasil mengatasi hambatan-ham- 

batan solidaritas kesukuan? Saya pikir ini adalah debat yang 

sangat penting, dan saya pikir debat ini harus dilanjutkan ka- 

rena membuat saya ragu. Kalau Islam bukan perekat masya- 

rakat, maka mungkin kita harus melihat basis suku dan men-. 
cari unsur-unsur apa yang bisa diambil untuk memperkuat 

perlindungan hak asasi manusia, kalau Islam itu kurang pen- 

ting dibandingkan solidaritas suku. 


Aicha Belarbi: Dalam melihat persoalan-persoalan ge- 
rakan hak asasi manusia lokal, saya kira pemberdayaan itu sa- 
ngat penting bagi kita, baik untuk gerakan perempuan mau- 
pun gerakan hak asasi manusia, karena ketika anda berbicara 
tentang pemberdayaan, artinya bukan fakta memberikan lebih 
besar kekuatan, bukan fakta bahwa mengubah dominasi yang 
satu untuk dominasi yang lain, tetapi fakta membantu orang 
untuk mengambil tanggung-jawab atas diri sendiri: bertang- 
gung-jawab atas pengelolaan kehidupan mereka sendiri, dan 
bisa mengkritik ideologi-ideologi yang selalau mendominasi 
mereka, sehingga mereka bisa menciptakan ideologi yang lebih 
adil. 

Saya memikirkan ini ketika bekerja bersama perempuan 
dari India yang terlibat dalam penerapan hak-hak untuk pe- 
rempuan. Ada seorang perempuan yang menyampaikan ke- 
pada saya bahwa ketika ia harus menghubungi pejabat lokal, 
ia berkata, “Ketika saya bertemu dengan seorang laki-laki, saya 
tidak kuasa menatapnya, saya hanya bisa memandang dada- 
nya. Tetapi kemudian, saya mulai melihat dadanya, kemudian 
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leher dan pipinya, kemudian makin ke atas dan saya bisa me- 
mandang mukanya. Dan baru kemudian saya mampu menatap 
matanya.” Saya kira gejala khas ini sangat penting, bisa me- 
mandang diri dalam situasi di mana setiap orang berderajat sa- 
ma, anda bisa bernegosiasi, tidak ada hubungan dominan, di 
mana yang mempersatukan kita adalah penghormatan timbal- 
balik satu sama lain. 

Saya hendak mengakhiri persoalan perempuan ini dengan 
komentar kecil. Dalam dua teks yang saya baca (lihat Al-Affen- 
di dan Hassan dalam lampiran) saya tidak menemui rujukan 
pada dampak gerakan feminis pada gerakan hak asasi manusia 
di dunia Arab. Hubungan keduanya sangat dekat karena ge- 
rakan hak asasi manusia dan gerakan hak perempuan adalah 
perjuangan bersama. Lelaki Arab dalam gerakan hak asasi ma- 
nusia mendukung persoalan perempuan secara sangat terbuka. 
Mereka mendiskusikan seruan reformasi hukum status per- 
sonal dengan cara yang sangat positif. Saya pikir ini adalah hal 
yang tidak boleh kita lupakan. 

Dua teks itu menyoroti seluruh analisis tentang gerakan 
hak asasi manusia di dunia Arab, berbicara tentang lahirnya 
gerakan ini, perkembagan dan hambatan-hambatan yang di- 
hadapi. Dua teks itu mengangkat dalam benak saya sejumlah 
pertanyaan, dan atas dasar inilah saya mempersiapkan satu ko- 
mentar kecil yang menyeluruh, dengan mengambil gagasan da- 
ri satu teks dan menaruhnya pada teks lain. Saya harus melihat 
apa yang harus ditambahkan, pertanyaan apa yang harus di- 
ajukan. 

Saya kira kalau anda membuka hal yang sangat luas itu, 
maka akan muncul sejumlah persoalan. Anda tidak bisa mem- 
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bahas hak asasi manusia di dunia Arab tanpa membahas ha- 
kikat kekuasaan. Anda tidak bisa membahas hak asasi manu- 
sia di dunia Arab, tanpa membahas persoalan demokrasi. Apa- 
kah itu klaim yang dikemukakan oleh masyarakat, pilihan 
yang dibuat oleh masyarakat, atau didesakkan oleh orang luar? 
Anda tidak bisa membahas segi tertentu ini tanpa melihat kon- 
tradiksi antara ideal dan kenyataan. Kita punya acuan baku 
internasional hak asasi manusia yang merupakan ideal, suatu 
model. Jadi bagaimana acuan baku ini diterapkan dalam ke- 
nyataan? Kita harus punya ideal tentang hak asasi manusia Is- 
lami, bagaimana penerapannya dalam kenyataan? ' 
| Kita tidak bisa membahas persoalan hak asasi manusia 
tanpa berbicara tentang tipe-tipe pembangunan, tanpa menyo- 
roti hubungan antara hal ini dengan persoalan-persoalan eko- 
nomi karena hak asasi manusia bekerja dalam masyarakat atas 
dasar suatu struktur ekonomi yang menentukan model-model 
tertentu. Jadi, persoalan yang akan saya ajukan adalah perso- 
alan munculnya gerakan untuk hak asasi manusia dan pem- 
bangunan, dan hubungan antara gerakan Islamis dan gerakan 
hak asasi manusia. 

Mengenai hal pertama, gerakan hak asasi manusia di du- 
nia Arab telah muncul sejak dasawarsa 1960-an, dan berkem- 
bang luas sepanjang dasawarsa 1980-an, dan tentu saja 1990- 
an. Ada beberapa alasan penyebabnya. Pertama, alasan politik, 
karena negeri-negeri tertentu yang membuat keterbukaan me- 
nyelenggarakan pemilihan umum, dan punya konstitusi baru. 
Hal-hal bekerja secara berbeda, tetapi ada topeng demokrasi. 
lagi pula wacana politiknya berubah. Kita kurang berbicara 
mengenai sosialisme, Marxisme, Nasserisme, sekarang waca- 
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nanya ke arah persoalan demokrasi, masyarakat sipil dan hak 
asasi manusia. Secara umum gerakan hak asasi manusia di du- 
nia Arab muncul dari golongan kiri Arab. Golongan kirilah 
yang mengisi peran membela hak asasi manusia, dan anda ha- 
nya perlu melihat komposisi perhimpunan-perhimpunan pe- 
ngacara Arab, atau perkumpulan-perkumpulan lain yang me- 
mainkan peran sangat fundamental dalam penyebarluasan dan 
pelaksanaan hak asasi manusia. 

Faktor ekonomi juga sangat penting. Kita tidak boleh me- 
lupakan bahwa di dunia Arab sejak awal 1970-an, ada situasi 
ekonomi yang sangat serius yang menyangkut hutang, pem- 
berlakukan program penyesuaian struktural, dan liberalisasi 
ekonomi. Semuanya ini punya dampak negatif pada pendu- 
duk, karena ada pembatasan anggaran di semua tingkat, yang 
membawa situasi di mana area sosial terkena pengaruh negatif- 
nya — di bidang kesehatan dan pendidikan misalnya. Di ba- 
nyak negeri tingkat kemiskinan telah meningkat. Sejauh me- 
ngenai pendidikan, Mesir yang menduduki posisi terdepan pa- 
da awal abad ini, sekarang paling belakang, menurut statistik 
terakhir. Negeri-negeri yang berada di barisan paling belakang 
dalam indikator sosial ekonomi di Timur Tengah adalah Me- 
sir, Maroko, Yaman, dan Sudan. Jadi ini adalah situasi yang 
sangat genting, dan saya pikir ketika kita berbicara tentang hak 
asasi manusia, kita tidak bisa melupakan wilayah yang sangat 
penting itu. 

Dengan kebijakan liberalisasi ekonomi, swastanisasi, per- 
dagangan bebas, persetujuan terakhir GATT dan persetujuan 
kemitraan dengan Uni Eropa, kita juga bisa melihat muncul- 
nya gerakan hak asasi manusia. Situasi ekonomi ini membuat 
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negara-negara memberikan tanggung jawab yang lebih besar 
| pada sektor swasta, dan lebih terbuka pada asosiasi-asosiasi. 
Kita tidak pernah melihat gerakan ini di dunia Arab sebelum- 
nya. 
Juga, di bidang hak asasi manusia, ada faktor budaya, per- 
luasan pendidikan, dan kesadaran publik mengenai hak asasi 
manusia, dan saya juga akan menambahkan faktor-faktor eks- 
ternal seperti dampak gerakan hak asasi manusia internasional. 
Sejak 1992 kita menyaksikan konferensi-konferensi dunia, se- 
perti konferensi Rio de Janeiro tentang lingkungan hidup, 
konferensi Wina tentang hak asasi manusia, dan Konferensi 
Perempuan di Beijing bulan September 1995. Dan dalam se- 
mua konferensi itu, ada empat dimensi dasar: perempuan: hak 
asasi manusia, lingkungan hidup: dan perkembangan sosial. 
Masalah-masalah ini sangat penting, dan hak asasi manusia ada- 
lah salah satu unsur dari bidang penting yang saling terkait. 
Negara-negara juga membuka diri pada persoalan hak asasi 
manusia, karena ada legitimasi tertentu yang bisa mereka pero- 
leh kalau mereka mengatakan membela hak asasi manusia. Jadi 
anda menyaksikan penyebutan terus-menerus hak asasi ma- 
nusia dalam wacana resmi. 

Misalnya di Maroko ketika anda berbicara tentang kekua- 
saan hukum, ketika anda berbicara tentang kampanye pember- 
sihan terakhir, anda mengatakannya sebagai cara untuk me- 
laksanakan kekuasaan hukum, tetapi faktanya juga cara yang 
membuat dimungkinkannya kamuflase persoalan-persoalan 
politik dan ekonomi. Juga cara untuk menunda penanganan 
persoalan-persoalan itu. Ada sejumlah persoalan kunci, dan an- 
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da tidak bisa membuat keputusan sekarang, jadi anda harus 
mengalihkan perhatian ke soal-soal lain. 

Dengan cara ini negara-negara berusaha menggunakan 
hak asasi manusia untuk membuat diri mereka tampil absah. 
Dalam konteks ini, tidak mengejutkan menyaksikan bahwa 
di semua negara Arab sekarang, ada dewan-dewan hak asasi 
manusia, laboratorium-laboratorium dan observatorium-ob- 
servatorium untuk hak asasi manusia, setiap orang berbicara 
tentang hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia itu apa? 
Hak asasi manusia terus-menerus diabaikan dan dilanggar pada 
berbagai tingkat. Di Maroko, kita punya sebuah dewan dan 
bahkan kementerian untuk hak asasi manusia yang positif, te- 
tapi kita jangan lupa bahwa kita juga harus mereformasi per- 
aturan-peraturan tentang penangkapan, pembebasan tahanan, 
kembalinya sejumlah orang dari pengasingan, penandatangan- 
an Konvensi Menentang Penyiksaan, dan juga Konstitusi kami 
menyebutkan hak asasi manusia yang diakui universal. Ini pen- 
ting, tetapi, lagi-lagi di sini ada perbedaan antara yang ideal 
dengan yang senyatanya terjadi dalam praktik. 

Semua gejala itu telah memberikan sumbangan pada per- 
kembangan gerakan hak asasi manusia, tetapi tidak mencegah 
hambatan-hambatan terhadapnya — hambatan-hambatan yang 
inheren dalam gerakan itu sendiri, mengenai hubungan antara 
gerakan dengan pemerintah negara, dan di dalam struktur 
sosial di mana gerakan itu didirikan. 

Ketika kita berbicara tentang hambatan-hambatan yang 
inheren dalam gerakan hak asasi manusia, saya bisa melihat 
bahwa gerakan hak asasi manusia di negeri-negeri kita itu ada- 
lah gerakan yang politis. Siapa yang membicarakan hak asasi 


98 


manusia? Pengacara, akademisi, yakni kelompok elite: golong- 

an elitelah yang sering politis. Elite ini menjaga akar ideologi- 

nya pada berbagai kecenderungan, dan mendapati sulitnya me- 

mandang hak asasi manusia secara tidak memihak, sebagai se- 

suatu yang harus dipertahankan karena kebajikannya sendiri. 

Mereka mendukungnya karena memandangnya secara politik 

kalkulasi. | 

Komentar kedua, saya melihat bahwa hak kelompok-ke- 

lompok hak asasi manusia-di negeri-negeri kita lebih besar 
berhubungan dengan organisasi-organisasi internasional diban- 

dingkan melakukan koordinasi antarmereka sendiri. Organi- 
sasi-organisasi internasional menjadi sumber terciptanya se- 
jumlah organisasi, tetapi kita masih sangat tergantung. Seperti- 
nya kita bekerja melakukan koordinasi regional dan interna- 
sional dengan mengorbankan koordinasi dalam negeri. Kita 
punya Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia, suatu 
perhimpunan seluruh Laut Tengah, tetapi kita masih lebih ba- 

nyak bekerja atas landasan internasional daripada nasional. Kita 

punya persoalan mengenai kebebalan para politisi, dan di sini 

saya menyebutkan perkembangan negara sentralistis setelah 

kemerdekaan. Kita saksikan negara telah melakukan sentralisasi 

yang menyingkirkan oposisi, atau membangun negara dengan 

partai tunggal, dan yang menarik adalah di negara-negara sen- 

tralistis yang terus hidup ini, kadang-kadang orang-orangnya 

pergi, tetapi struktur-strukturnya tetap tinggal. Kadang-kadang 
atas nama Pan-Arabisme, atau sosialisme, kita menyaksikan 

gejala pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan. Dan di 

negara-negara inilah, pada saat dimulainya liberalisasi, gerakan 


hak asasi manusia dimungkinkan membuat kemajuan. 
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Kita jangan terkecoh dalam hal ini, karena masih ada do- 
minasi di dalam negara-negara itu, masih ada undang-undang 
yang membatasi perkumpulan. Kita dibatasi dengan dalih ke- 
amanan dan kontrol ketat atas informasi. Dalam tulisan Tuan 
Hassan, ketika kita berbicara tentang A/-Hag di Palestina, ini 
adalah gerakan hak asasi manusia yang berjalan baik dan se- 
karang ini kuat akarnya, dan kita bisa bertanya kepada diri 
sendiri mengapa. Mungkinkah sebabnya adalah tidak adanya 
negara sentralistis yang bisa merugikan gerakan hak asasi ma- 
nusia ini? Ini suatu kemungkinan. Dan kemudian kita harus 
mengemukakan bahwa penguasa di negeri-negeri kita selalu 
mencari sekutu — pertama persekutuan dengan kaum Islamis 
untuk menentang golongan kiri, dan sekarang berupaya berse- 
kutu dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk 
menghadapi kaum Islamis. Jadi kita harus hati-hati, bahwa per- 
sekutuan tertentu itu tidak dibuat untuk gerakan hak asasi ma- 
nusia. 

Dalam suatu masyarakat komposit, dimana ada beberapa 
sistem yang saling tumpang-tindih, ini bisa menjadi hambatan 
bagi perkembangan hak asasi manusia. Kita bisa melihat orang- 
orang yang terlibat dalam hak asasi manusia juga terlibat dalam 
kegiatan politik — dalam perkumpulan-perkumpulan, dalam 
serikat-serikat buruh — yang membatasi jangkauan hak asasi 
manusia dalam masyarakat-masyarakat ini. 


Abdol Karim Lahidji: Tahun 1977 di masa kekuasaan 
Shah, kami mendirikan Perhimpunan Iran untuk Hak Asasi 
Manusia. Ada banyak risiko, banyak bahaya. Organisasi ini 
didirikan oleh 30 orang dari semua partai politik, dan merupa- 
kan satu-satunya organisasi hak asasi manusia yang ada di masa 
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rezim kekaisaran menjalani bulan-bulan terakhirnya. Pada saat 
itu adalah suatu keperluan untuk memilih pemerintahan perta- 
ma dari kalangan pendukung Perhimpunan, termasuk Perdana 
Menteri dan 16 anggota pemerintahannya. Setelah revolusi 
Perhimpunan tetap hidup. Sedikit dari para pendirinya tetap 
giat, dan pelanggaran hak asasi manusia berlangsung lagi, kali 
ini dilakukan oleh rezim baru, dan rezim yang berbicara ten- 
tang keadilan sosial dan demokrasi. Tentu saja terjadi diskusi- 
diskusi resmi antara para bekas anggota, bekas pendiri Perhim- 
punan, dengan para militan di dalam Perhimpunan. Sebagian 
dari pendiri, dengan dalih bahwa saat ini adalah periode re- 
volusioner, mengesahkan kekerasan dan berbicara tentang Re- 
volusi Rusia, Revolusi Perancis, dan sebagainya. Beberapa bu- 
lan kemudian, kami memasuki suatu periode yang sepuluh 
kali lipat lebih kejam dan berdarah daripada pelanggaran hak 
asasi yang telah terjadi dalam sejarah mutakhir negeri kami. 
Inilah sebabnya mengapa saya berpendapat bahwa pembelaan 
hak asasi manusia harus dilakukan tanpa sikap mendua sama 
apa pun, atau merasionalisasi atau memaafkan pelanggaran. 
Tujuan kita sama sekali berbeda dengan tujuan negara, 
yang berupaya menggunakan hak asasi manusia secara politik. 
Setiap penindasan hak asasi manusia harus dikutuk, baik pe- 
nindasan yang dilakukan oleh negara maupun oleh oposisi. 


Ali Oumleil: Tentang hubungan antara hak asasi manu- 
sia dan politik. Di negeri-negeri Arab, dan mungkin di seluruh 
Dunia Ketiga, ketika kita berusaha membentuk perhimpunan 
hak asasi manusia, siapa yang menanggapi? Mereka yang da- 
tang adalah anggota partai-partai politik — umumnya kiri, te- 
tapi juga golongan Islamis. Ini adalah perbedaan pokok dengan 
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keadaan di negeri-negeri Barat. Di sana kita menjumpai orang- 
orang yang cukup independen yang merupakan inti dari orga- 
nisasi-organisasi hak asasi manusia, tetapi di negeri-negeri kita, 
anggota organisasi hak asasi manusia juga anggota partai poli- 
tik. Pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah: 
bagaimana kita bisa menjamin otonomi dan independensi or- 
ganisasi-organisasi hak asasi manusia ketika sebagian besar ang- 
gotanya adalah para militan politik? Inilah tantangan nyata 
yang harus kami hadapi dalam Oganisasi Hak Asasi Manusia 
Maroko. Kami berupaya mempersiapkan peraturan-peraturan 
yang mengharuskan setengah dari seluruh anggota organisasi 
itu orang independen. 

Ketiga, organisasi hak asasi manusia bukanlah partai po- 
litik — padanya tidak ada program politik, tidak ada kandidat 
untuk diajukan pada pemilihan umum — tetapi punya tugas 
politik yang harus dijalankan. Tugas itu ialah bekerja dengan 
cara yang sedemikian rupa sehingga kehidupan politik yang 
aktif demokratis bisa berlangsung. Ini adalah tugas yang vital 
karena di negeri-negeri kita tidak ada kehidupan politik yang 
normal. Misalnya, tidak ada pluralisme nyata. Dengan kata 
lain, program gerakan hak asasi manusia Arab ialah mencipta- 
kan kondisi yang esensial bagi kehidupan politik. 


Emma Playfair: Saya hendak mengajukan tanggapan 
singkat untuk pertanyaan Dr. Belarbi tentang Al-Hag, karena 
saya berhubungan dengannya sejak awalnya. Dr. Belarbi ber- 
tanya mengapa Al-Hag begitu kokoh akarnya dalam masya- 
rakat. Faktanya, Al-Hag belum kokoh dalam masyarakat, ini 
mungkin adalah kegagalannya yang pokok. Dan yang dika- 
takan Tuan Hassan dalam makalahnya ialah bahwa organisasi 


102 


ini sangat efektif, yang memang demikian. Saya kira kalau mau 
melihat organisasi yang menjadi kokoh akarnya dalam masya- 
rakat, anda harus menyoroti Liga Hak Asasi Manusia Tunisia. 
Ada kisah yang hebat bagaimana organisasi ini berhasil meli- 
batkan ribuan orang di seluruh negeri membahas konsep hak 
asasi manusia. Liga Tunisia punya persoalan lain, tetapi dalam 
hal ini ia hebat. 

Kekuatan Al-Hag itu ada dua. Pertama bahwa ia adalah 
organisasi bukan politik yang sangat serius, ia bersikeras men- 
jaga politik tidak masuk organisasi, dan ini membuatnya men- 
dapat kredibilitas dari masyarakat, sekalipun tidak mendapat 
banyak pengikut. Kekuatannya yang lain adalah kerjanya di- 
dasarkan mutlak pada profesionalisme dan acuan baku hak 
asasi manusia internasional serta hukum humanitarian. Mere- 
ka selalu membuat pernyataan dan intervensi dengan fakta 
yang terdokumentasi, sehingga menghindari kata-kata pole- 
mis. Dengan cara itu pada akhirnya organisasi ini melibatkan 
masyarakat, bukan terutama dalam mendukung kerjanya, teta- 
pi menjadi faktor besar dalam pergeseran masyarakat Palesti- 
na dari menganggap hak asasi manusia itu tidak relevan ke arah 
berargumentasi atas dasar pembahasan tentang acuan baku hak 
asasi manusia yang berhubungan dengan Palestina sebagai- 
mana dengan rakyat lain. Dengan keterlibatan dalam dialog 
itu, kemudian dimungkinkan masuk ke wilayah dialog hak 
asasi manusia yang lebih sulit. Sekarang ia menghadapi pem- 
bicaraan internal yang lebih sulit lagi, tetapi kerja dasar awal- 
nya, melibatkan konsep hak asasi manusia ketika pembahasan 
ini ternyata berguna dan absah, adalah suatu langkah yang 
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penting. Soal bagaimana membuat acuan baku hak asasi 
manusia berakar dalam masyarakat tetap menjadi pertanyaan. 


Abdelwahab Al-Affendi: Sebelum kita bisa melakukan 
ijtihad, sebelum bisa mengkritik kelompok lain, kita harus 
punya suatu masyarakat dan komunitas. Kita tidak memiliki- 
nya sekarang ini, yang kita miliki adalah hukum rimba. Dan 
dalam hukum rimba, bahasa satu-satunya adalah bahasa makh- 
luk biadab, kekerasan. Mereka yang menang dalam rimba ini 
lazimnya bukanlah binatang buas yang paling santun. Inti 
pendapat saya ialah bahwa kita harus menyepakati sesuatu 
sebagai landasan dasar bagi masyarakat yang beradab. Dan 
sesuatu itu bisa hak asasi manusia. 

Yang kita cari pada saat ini ialah cara keluar dari keka- 
cauan dalam mana kita berada. Yang kita punyai adalah ling- 
kungan yang luar biasa. Di Afrika Selatan, misalnya, ada apart- 
heid, dan banyak orang mengatakan bahwa agar keadilan nya- 
ta bisa terwujud, kita pertama-tama harus menyingkirkan 
apartheid dan menghukum mereka yang menjalankannya, dan 
baru kemudian bisa membangun masyarakat baru. Tetapi cara 
yang lebih peka dan praktis, yang telah ditempuh ialah menga- 
takan, baik, mari kita menyepakati jalan minimum transisi 
yang akan mencapai sesuatu, memang bukan keadilan yang 
penuh, tetapi yang tidak menuju pada kekacauan lebih besar. 
Maka, tujuan kesepakatan lokal tentang hak asasi manusia atau 
tentang nilai-nilai demokratis lainnya ialah memulihkan ma- 
syarakat yang beradab dan keluar dari ketiadaan hukum dan 
kekacauan. Inilah minimum yang kita perlukan pada saat ini. 
Dari sini kita bisa berkembang. Kita bisa melakukan jjtihad, 
kita bisa mengajukan pemikiran baru, dan kita bisa berdebat 
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tentang apa yang harus kita lakukan, hak mana yang harus 
ditingkatkan, siapa yang punya kesederajatan dan siapa yang 
tidak. Tetapi pertama kita memerlukan kerangka hak mini- 
mum dasar. 

Efektivitas kelompok-kelompok dan gerakan hak asasi 
manusia seluruh dunia itu bersumber dari universalitas nilai- 
nilai yang mereka dukung dan cara mereka mengajukan argu- 
men dari sudut pandang nilai-nilai ini. Sekarang ini siapapun 
yang tidak setuju dengan Amnesty International tidak meno- 
lak nilai-nilai ini. Bahkan Iran, atau bekas Uni Soviet atau 
Tiongkok tidak akan mengklaim hak untuk mengeksekusi 
orang tanpa pengadilan. Mereka menolaknya. Jadi kelompok- 
kelompok di kawasan ini harus mengakui bahwa kredibilitas 
adalah unsur dasar dalam efektivitasnya. Kalau mereka menja- 
di terlalu politis, kalau mereka memasukkan terlalu banyak 
kecondongan politik dalam argumen mereka, ini akan menu- 
runkan nilai kerja mereka. 


Heba Raouf Ezzat: Dalam masyarakat tertentu tidak ada 
aturan hukum yang tegas mengenai peradilan yang adil dan 
ada peraturan yang tidak adil. Apakah mudah mencapai per- 
ubahan di dalam masyarakat di mana tidak ada peraturan se- 
lain mengubah peraturan yang dominan? Apa ciri-ciri dasar 
budaya penolakan dan budaya kesadaran? Bagaimana orang 
bisa diajak mempertanyakan martabat dan kebebasannya? Apa 
ciri-ciri dasar budaya yang membutuhkan perubahan? 


Bacre Waly D'Diaye: Kesadaran tentang acuan baku hak 
asasi manusia adalah kunci untuk kemajuan penghormatan 
hak asasi manusia di berbagai negeri, tetapi yang saya saksikan 
ialah bahwa tidak ada negeri yang aman. Di sejumlah negeri 
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anda mendapati banyak organisasi hak asasi manusia. Kalau 
anda melihat negeri seperti Columbia, misalnya, gerakan hak 
asasi manusia sangat terorganisasikan. Ada banyak penelitian 
tentang mengapa ada budaya kekerasan di negeri itu, mengapa 
ada perang sipil, mengapa merajalela penyelundupan obat bius. 
Mereka mengetahui semua hal mengenai itu. Tetapi di Colum- 
bia 30.000 orang mati menjadi korban pembunuhan politik 
setiap tahunnya. Jadi ada sesuatu yang lebih diperlukan, yang 
benar-benar soal bertindak. Persoalan-persoalan ini muncul 
dalam berbagai budaya yang berbeda-beda. Misalnya, dalam 
laporan saya kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB tentang 
eksekusi cepat tahun ini saya menguraikan 94 negeri. Negeri- 
negeri itu sangat berbeda satu sama lain tetapi di mana-mana 
terjadi kekerasan, tanpa mengindahkan perbedaan budaya. 
Tetapi di mana-mana juga ada orang yang berjuang untuk 
. mengatasinya, gerakan orang yang berjuang untuk haknya ini- 
lah yang harus kita majukan. 


Michael Posner: Saya ingin mengajukan satu observasi 
dari pengalaman saya sendiri, yang sangat berbeda, tetapi pu- 
nya relevansi. Ini adalah peran Lawyers Committee for Hu- 
man Rights sebagai sebuah organisasi yang internasional dan 
sekaligus berbasis di Amerika Serikat. Ketika Lawyers Com- 
mittee dimulai pada akhir dasawarsa 1970-an, salah satu pen- 
dorongnya adalah kekecewaan dan ketidakpuasan pada cara 
Amerika Serikat menangani persoalan hak asasi manusia, luar 
riegeri maupun dalam negeri. Kita sangat prihatin pada persoal- 
an di Amerika Latin dan lain-lain, di mana Amerika Serikat 
terlibat sangat dalam dengan cara yang sangat tidak memban- 
tu, dan perlakuannya pada orang Haiti dan pengungsi lain, dan 
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apa yang kami rasakan sebagai kemunafikan AS terhadap 
acuan baku hak asasi manusia internasional, memaksakannya 
kepada negeri-negeri lain, tetapi tidak menjalankannya di da- 
lam negerinya sendiri. 

Kami berupaya melakukan tiga hal sebagai organisasi in- 
ternasional di Amerika Serikat. Pertama ialah mengabsahkan 
subyek hak asasi manusia sebagai bidang profesional, disiplin, 
dan tidak memihak, yang tidak bisa disingkirkan atau diabai- 
kan oleh orang dari arus politik mana pun. Kedua, memba- 
ngun konstituensi — konstituensi kami adalah pengacara — 
yang mulai memahami subyek ini, dan memperlakukannya 
sebagai persoalan hukum dan prinsip, bukan persoalan politik. 
Terakhir, melakukan tindakan-tindakan di dalam masyarakat 
kami sendiri untuk membuat pemerintah bertanggung jawab. 

Pemikiran kami dulu dan sampai sekarang ialah ada kebu- 
tuhan untuk mendesak pemerintah, karena tidak ada pemerin- 
tah yang selalu mau melakukan hal yang baik. Menurut pemi- 
kiran kami hukum, debat publik, media, dan pendidikan pub- 
lik itu penting digunakan sebagai cara memaksa pemerintah 
AS supaya berkurang kemunafikannya, lebih jujur, dan meng- 
anggap serius acuan baku hak asasi manusia internasional. Bagi 
saya tampaknya inilah peran kelompok-kelompok hak asasi 
manusia di mana-mana. 

Bagian dari diskusi kita di sini dalam konteks peradilan 
yang adil sebenarnya ialah bagaimana langkah awal kita untuk 
menggerakkan pemerintah-pemerintah di kawasan Timur Te- 
ngah untuk memandang persoalan-persoalan ini dengan lebih 
serius dengan mengangkat asas-asas hak asasi manusia sehingga 
pemerintah-pemerintah tidak bisa mengabaikannya, dan se- 
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hingga ada suasana populer yang sejati yang menganggap ini 
adalah bagian dari yang harus dikerjakan pemerintah. 

Saya tertarik dengan gagasan tentang penerimaan konsep 
kekuasaan hukum oleh suatu masyarakat. Ini adalah bidang 
penting untuk diskusi selanjutnya, oleh pembuat hukum dan 
hakim, dan banyak yang lebih penting lagi oleh penduduk ke- 
seluruhan. Bagaimana anda mulai membangun konsensus ten- 
tang serangkaian peraturan dan nilai serta acuan baku yang 
dihormati dan dimengerti oleh penduduk sehingga bisa menja- 
di norma. Kita berbicara tentang ini dalam konteks memba- 
ngun lembaga peradilan yang independen, tetapi saya pikir ini 
adalah salah satu unsur dari persoalan yang lebih besar. 

Kita berbicara tentang strategi penegakan bersama, dan 
saya hanya memantulkan empat hal yang telah dikatakan. Satu 
adalah bahwa gerakan hak asasi manusia telah gagal memper- 
oleh dan mempertahankan landasan moral yang tinggi. Ada 
keperluan untuk berpikir tentang apa maknanya dan apa yang 
bisa dilakukan secara bersama untuk menegakkan nilai-nilai 
dan acuan baku-acuan baku ini dengan cara yang akan punya 
gaung di kalangan penduduk. Tantangannya bagi kita ialah 
bagaimana kita mengambil hal-hal yang benar-benar menjadi 
perhatian penduduk dan mengaitkannya dengan acuan baku- 
acuan baku dan asas-asas hak asasi manusia? 

Tuan Hassan dalam makalahnya (lihat Lampiran III) ber- 
bicara dengan sangat kongkret dan praktis tentang kebutuhan 
organisasi-organisasi hak asasi manusia lokal dalam kawasan 
ini: kebutuhan akan profesionalisme, kebutuhan untuk men- 
ciptakan ruang politik di dalam masyarakat-masyarakat untuk 
memungkinkan dimajukannya diskusi. Bagian dari tugas kita 
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ialah bagaimana menciptakan toleransi resmi dan tidak resmi 
terhadap persoalan ini dan advokasi terorganisasi untuk hak 
asasi sehingga menjadi lebih biasa dan nyata, bukan menjadi 
luar biasa atau berisiko. Ada kebutuhan untuk menyatukan 
upaya untuk memahami bagaimana menciptakan legitimasi 
bagi hak asasi manusia sebagai persoalan dan sebagai kegiatan 
profesional. Bagaimana membangunnya dalam masyarakat, 
bahwa ini adalah yang dilakukan oleh penduduk untuk hidup, 
dan adalah hal yang benar untuk dilakukan. 

Saya kira hanya sedikit diskusi tentang ini, tetapi melan- 
jutkan dengan mengambil soal kekebalan hukum atau tang- 
gung-jawab pejabat itu adalah hal yang berguna. Ada kebu- 
tuhan untuk menemukan cara-cara yang kreatif untuk meng- 
hadapi tindakan pemerintah yang di bawah gagasan siapa pun 
tentang norma atau budaya atau nilai atau hak. Ada banyak 
kesempatan bagi orang untuk mengatakan bahwa yang terjadi 
itu salah. Persoalannya kemudian ialah apa yang anda kerjakan 
mengenai hal itu. Saya pikir diperlukan diskusi yang lebih be- 
sar mengenai apa yang terjadi ketika pemerintah-pemerintah 
melampaui garis. Kita bisa berdebat tentang di mana garisnya, 
tetapi sesuatu jelas di luar batas. 

Terakhir, salah satu pertanyaan buat kita ialah ikabumeaa 
yang tetap antara kelompok-kelompok luar seperti kami de- 
ngan apa yang terjadi di dalam kawasan ini. Saya kira kita per- 
lu eksplisit dalam mengajukan pertanyaan dan kita perlu 
berpikir tentang bagaimana memperkuat hal-hal penting yang 
dikerjakan di Mesir, Maroko, dan negeri-negeri lain. 


Abdelwahab Al-Affendi: Saya tidak menganggap bahwa 
— orang di kawasan ini tidak menyadari ketidakadilan ketika 
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mereka melihatnya, atau tidak benar-benar merasakannya. 
Yang kita perlukan ialah memusatkan sumber daya kita untuk 
membuat organisasi-organisasi hak asasi manusia dipercaya 
oleh penduduk. Bukan penduduk yang tidak siap menghadapi 
tantangan. Organisasi-organisasilah yang tidak siap. Inilah 
yang harus kita perhatikan, dan bukan memberi diri sendiri 
kepribadian misioner ketika kita berbicara tentang hak asasi 
manusia. Saya pikir penduduk sadar akan haknya, dan tidak 
senang atas pengingkaran hak, tetapi mereka tidak melihat 
adanya pendukung hak, jadi inilah masalahnya. & 
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5 


Dialog tentang Hak Asasi 
Manusia antara Golongan Islamis 
an Bukan Islamis 


Para peserta diminta menanggapi makalah yang disampaikan 
oleh Bahey Eddin Hassan dan Sheikh Rached Al-Ghanouchi 
(Lampiran III dan IV). Dengan cara tertentu bab ini merupakan 
mikrokosmos tujuan dasar pertemuan ini karena memperlihat- 
kan sikap saling tidak percaya yang mendalam antara berbagai 
golongan yang dalam teorinya punya kesamaan landasan me- 
ngenai kritik terhadap rendahnya penghormatan hak asasi ma- 
nusia oleh pemerintah-pemerintah di kawasan ini. Arti penting 
bab ini bukanlah bahwa ini meneyelesaikan ketidaksepakatan 
yang dalam itu. Tetapi karena ia merupakan demostrasi praktis 
bahwa tidak mustahil melampaui perbedaan-perbedaan ini un- 
tuk membahas persoalan yang arti pentingnya vital bagi masya- 
rakat Timur Tengah seluruhnya. Bab ini berisi beberapa inter- 
vensi pemikiran tentang sifat dialog antara golongan Islamis dan 
lainnya, mengakui perlunya masing-masing pihak mengakui pi- 


hak lain dan asimilasi nilai timbal-balik. 


Emma Playfair: Ada perbedaan penting di antara peserta 
yang hadir, dan saya tidak mengusulkan agar perbedaan ini 
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diabaikan saja. Tetapi juga jelas bahwa ada kesamaan. Saya kira 
tujuan dari seluruh proses ini ialah mengidentifikasi titik-titik 
temu yang disepakati dan dengan demikian juga mende- 
finisikan bidang ketidaksepakatan. Kalau ada titik temu, ini 
bisa menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut, tentang asas-asas 
normatif dan dan pendekatan serta strategi bersama untuk me- 
nangani pelanggaran hak asasi manusia. Ketika kita mengiden- 
tifikasi dan mendefinisikan bidang ketidaksepakatan, ini akan 
menjadi dasar bagi wacana lebih lanjut tentang bidang-bidang 
ini. Sehingga mereka berkeinginan menangani pelanggaran 
hak asasi manusia bisa melihat di mana mereka bisa bekerja 
sama dan di mana bidang-bidang yang membutuhkan wacana 
internal untuk menyelesaikan perbedaan. 


Aicha Belbarbi: Kita semua tahu bahwa Islam adalah aga- 
ma yang damai, toleran, dan menghormati orang lain, dan 
yang kita saksikan pada masa sekarang adalah Islam mentrans- 
formasi diri menjadi sepakbola politik, menjadi lapangan bagi 
persekutuan-persekutuan untuk memperolah kekuasaan. Saya 
bertanya-tanya bagaimana Islam politik yang dipolitisasi ini 
bertujuan pada kesejahteraan individu-individu di dalam ma- 
syarakat, menghormati kebutuhan dan hak mereka, serta hak 
untuk berbeda. Islam yang berkembang, yang dipaksakan pada 
penduduk, suatu Islam yang berkata bahwa hanya ada satu ga- 
gasan dominan yang harus anda terima. Dalam kasus ini aga- 
ma digunakan untuk merugikan individu dan tidak untuk ke- 
sejahteraan mereka. Tetapi kaum Islamis yang tidak berkuasa 
punya pandangan lain tentang Islam yang lebih positif, suatu 
pandangan yang menghormati perbedaan antarorang, dan 
yang cenderung membolehkan orang untuk bekembang. 
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Abdelwahab Al-Affendi: Ada persoalan yang kita tidak 
bisa melarikan diri darinya, pada arah pemikiran Islam dan 
pemahaman modern tentang apa yang diajarkan Islam. Misal- 
nya, ada sebuah partai di Sudan bernama Hisb al-Tahrir, yang 
adalah partai Islamis, dan mereka menyelenggaranan perte- 
muan dengan judul Sudan adalah negara Kufur. Mereka me- 
ngatakan bahwa negara Sudan tidak menjalankan Islam karena 
memberikan konsesi kepada orang bukan-Muslim dan tidak 
keluar dari PBB. Menurut partai ini pemerintah tidak perlu 
mengakui PBB, dan harus menyerukan Jihad dan mengobar- 
kan perang terhadap siapa pun, supaya menjadi negara Islam 
yang sejati. 

Seorang Islamis terkenal dari Sudan menyelenggarakan 
sebuah pertemuan di sebuah universitas di Khartoum pada 
akhir September lalu, yang sangat publik, dan menyatakan 
bahwa Hassan Al-Tourbi adalah kafir karena ia berpendapat 
bahwa orang kafir tidak perlu dibunuh. Jadi ada banyak per- 
soalan dan terjadi kebingungan pemikiran Islam di tingkat po- 
litik. Persoalan-persoalan ini belum disoroti. 

Sayang sekali bahwa secara umum kaum intelektual di 
negeri-negeri kita — mungkin kecuali Dr. An-Na'im — tidak 
menyoroti soal-soal ini. Mereka terpaksa melakukannya sete- 
lah sejumlah orang membajak agenda Islamis dan mendapati 
bahwa ternyata sangat populer, dan menggerakkan banyak 
orang. Baru sekarang ini kaum intelektual berbicara tentang 
upaya untuk menyoroti Islam. Di masa lalu, orang berusaha 
mengabaikan fakta, bahwa Islam itu ada dan merupakan buda- 


ya massa. 
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Bahey Eddin Hassan: Kita berjuang di dua front. Ketika 
saya menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Mesir untuk Hak 
Asasi Manusia, tiga dari rekan saya di dewan pengurus ditahan 
dan mengalami penyiksaan dari pihak pemerintah. Satu tahun 
kemudian, seorang bekas anggota dewan pengurus dibunuh 


oleh sebuah kelompok Islam politik. 


Ali Oumleil: Saya mendengar dengan penuh ketertarik- 
an pada apa yang dikemukakan Sheikh Al-Ghannouchi sebe- 
lumnya dan saya hendak menyampaikan selamat padanya atas 
iitihad yang dilakukannya dan usaha pribadinya untuk berbi- 
cara tentang Islam, tetapi saya ingin mengajukan sejumlah per- 
tanyaan. Ketika ia mengatakan bahwa ada gerakan menentang 
gerakan Islamis dengan menggambarkannya sebagai menan- 
tang hak asasi manusia, kita sependapat, tetapi pertanyaanya 
ialah: apa hak asasi manusia yang terlibat di situ? Karena saya 
pikir pendapat Sheikh Al-Ghannouchi adalah hak asasi manu- 
sia itu tidak harus yang disebut hak asasi manusia universal, 
dengan kata lain, hak asasi manusia yang dimaksudkannya itu 
adalah hak asasi manusia dari sudut pandang orang Islamis. 
Jadi, menurut logikanya Islam dan hak asasi manusia itu saling 
bersesuaian, tetapi karena kita di sini berupaya menemukan 
landasan bersama antara hak asasi manusia universal dengan 
pemikiran Islamis dan gerakan Islamis, persoalan tetap ada. 

Juga ketika Sheikh Al-Ghannouchi mengambil pendirian 
menentang kekerasan, apa pun partai yang menggunakan ke- 
kerasan, saya gembira dan saya hendak mengucapkan selamat 
padanya. Tetapi saya ingin agar ketika, misalnya, seorang 
jurnalis di Aljazair dibunuh, ketika kepala Sekolah Seni Rupa 
dibunuh, kita harus maju lebih jauh dan mengutuk fakta ini 
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tidak hanya mengambil pendirian yang umum menentang ke- 
kerasan. Inilah yang merupakan landasan bersama yang sejati 
antara para pembela hak asasi manusia, kaum demokrar, dan 
gerakan Islamis, dengan kata lain, mutlak mengambil pendi- 
rian kongkret dan jelas definisinya. 


Abdol Karim Lahidji: Saya telah menghabiskan tiga 
puluh tahun dar iumur saya untuk membela tahanan politik. 
Tiga puluh tahun hidup saya. Bekas klien-klien saya — tentu 
saja kebanyakan dari mereka dieksekusi atau berada dalam 
penjara — sebagian dari mereka saat ini berkuasa di Iran. Dan 
sekarang saya mendapati diri menghadapi fakta sangat isti- 
mewa yang menyentuh diri saya, karena saya sekarang berdiri 
di hadapan seorang bekas tahanan politik dan seorang pemim- 
pin politik, dan saya datang ke sini untuk berbicara tentang 
acuan baku didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, yang mewakili nilai-nilai saya. Dengan acuan baku 
inilah saya menilai suatu negara, menilai suatu pemerintahan, 
menilai cara bekerja, praktik partikularnya. Dan karena pe- 
ngalaman saya yang menyakitkan, sekarang saya saksikan bah- 
wa orang-orang yang dulu saya bela di hadapan mahkamah 
militer rezim kekaisaran bisa memangsa nyawa saya. Saya te- 
rus menderita sakit kepala sejak polisi Shah memukul kepala 
saya, mereka memukuli saya seperti anjing, karena membela 
orang-orang yang sekarangberkuasa di Iran. Dan sekarang saya 
di sini di hadapan seorang bekas tahanan politik yang adalah 
seorang pemimpin politik. Saya sangat menghormatinya tetapi 
tentang acuan baku-acuan bakunya saya punya pertanyaan. 

Kita telah membahas Pasal 14 Kovenan, dan tentang per- 
samaan di depan hukum. Maka saya mengajukan pertanyaan 
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berikut kepada Sheikh Al-Ghannouchi. Dalam pikirannya, 
dalam proyek dan rencana politiknya, apakah semua wargane- 
gara, semua orang Tunisia, laki-laki dan perempuan, sederajat 
di hadapan hukum atau tidak? Apakah mereka punya hak 
yang sama atau tidak? Misalnya, bisakah seorang perempuan 
Tunisia menjadi hakim? Bisakah seorang Tunisia bukan-Mus- 
lim menjadi hakim? Bisakah seorang bukan-Muslim punya 
hak yang sama dengan seorang Muslim? Saya ingin Sheikh Al- 
Ghannouchi menjelaskan kepada saya sehingga saya bisa me- 
ngerti keadilan apa yang dimaksudkannya. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Pertanyaan pertama 
dari Dr. Oumleil, pertanyaan yang penting, hak asasi manusia. 
seperti apa yang kita bicarakan? Apakah kita berbicara tentang 
acuan baku internasional yang dikenal, ataukah kita berbicara 
tentang hal lain? Ya, saya berbicara tentang acuan baku inter- 
nasional umum hak asasi manusia dan menurut hemat saya 
asas-asas umum, nilai-nilai umum ini inheren di dalam Islam. 
Sebagai seorang Muslim, saya tidak mendapati acuan baku 
ganda, satu acuan baku yang konvensional dan internasional 
dan lainnya acuan baku yang Islamis. Karena Islam didasarkan 
pada ketentuan bahwa kalau satu bukti fakta rasional berten- 
tangan dengan sesuatu teks, maka kita harus menafsirkan 
ulang teks itu agar sesuai dengan fakta rasional yang telah ter- 
bukti. 

Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita sependapat sampai 
rinciannya. Misalnya, kita sebagai Muslim punya rincian ten- 
tang acuan baku mengenai hak seorang untuk menggunakan 
tubuhnya. Islam punya syarat. Misalnya, tidak seorang pun 
punya hak untuk mencabut nyawanya. Meskipun tubuh atau 
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nyawa itu.iniliknya, dalam Islam ia tidak:punya. hak untuk 
bunuh diri. Dan ia tidak punya hak untuk menggunakan tu- 
buhnya.dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Is- 
lam,. dan ini berlaku misalnya untuk persoalan homoseksua- 
litas. Akan tetapi asas-asas umum, seperti hak untuk hidup, 
adalah hak. yang suci, hak atas kebebasan, hak atas martabat, 
hak atas peradilan yang adil, hak atas kebebasan memilih, hak 
atas kebebasan bergerak, adalah hak-hak yang dicakup dalam 
Deklarasi Universal, dan juga inheren dalam Islam. Dan inilah 
sebabnya mengapa sebagai Muslim kita sangat bergembira bah- 
wa dunia telah mencapai sebuah deklarasi yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam. 

. Dr. Oumleil kemudian bertanya tentang kekerasan: Seba- 
gai orang yang mengutuk kekerasan untuk mengambil alih ke- 
kuasaan atau tetap berkuasa, ya, saya mengutuk semua keke- 
rasan seperti itu. Sedang tentang pendirian mengenai intelek- 
tual-intelektual yang dibunuh di Aljazair dan Mesir, sikap ge- 
rakan saya telah diketahui umum. Ketika Farag Fouda dibu- 
nuh, kami: mengeluarkan pernyataan mengutuk pembunuhan 
politik ini, meskipun ia di masa lalu sangat.memusuhi gerakan 
kami Rezim Tunisia biasa mengundangnya setiap bulan Ra- 
madan dan memberinya kebebasan media, televisi, untuk me- 
nyerang gerakan kami, tetapi kami tidak setuju dengan peng- 
gunaan pembunuhan politik.dan kami dina pemnbu: 
guhan terhadap dirinya. 


"“Aicha Bearbi: Saya mendapati dua kontradiksi kecil. Per- 
tama, ketika anda bicara tentang hukum, di negeri-negeri Arab, 
saya menyaksikan ada dua tipe hukum. Hukum Muslim dari 

hukum modern. Kita punya hukum Muslim, yang meliput 
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keluarga melalui Aturan Status Pribadi, dan ada hukum mo- 
dern, yang diwakili oleh Konstitusi. Kita bisa menyaksikan 
kontradiksi besar antara kedua hukum ini. Kalau saya meng- 
ambil contoh peremupan, saya bisa melihat bahwa dalam hu- 
kum yang pertama, hukum keluarga, perempuan dianggap 
minor, sementara dalam hukum modern dan Konstitusi, pe- 
rempuan dianggap sebagai warganegara, punya hak yang sama 
dengan lelaki: hak atas pekerjaan, pendidikan, dan juga hak 
politik. Saya bertanya-tanya, mengingat fakta bahwa perem- 
puan punya hak yang sama dengan laki-laki di luar, bagaimana 
ketika mereka berada dalam keluarga, mereka menjadi pe- 
rempuan minor, mereka ditindas, mereka bisa dimadu, harus 
tunduk pada kakak laki-laki, ayah atau suami? Ini adalah kon- 
traksi yang kita alami dari hari ke hari. 
| Semua konvensi internasional dan khususnya Konvensi 
tentang Hak Anak, dan tentang Penghapusan Semua Bentuk 
Kekerasan terhadap Perempuan, telah diratifikasi oleh peme- 
rintah-pemerintah Arab dengan keberatan tertentu mengenai 
hak keluarga. Bahkan kalau anda seorang yang sangat liberal 
dan berpendapat bahwa perempuan bisa berperan dalam po- 
litik, di dalam keluarga, kita masih menemui perempuan de- 
ngan tugas yang sangat berat. Perempuan mereproduksi, me- 
reka punya anak, mereka menjalankan fungsi-fungsi tertentu, 
tetapi seorang lelaki diberi fungsi lain. Ini tidak menempat- 
kan perempuan dalam situasi kesederajatan. Mereka berada da- 
lam situasi hierarki dan saya pikir kalau anda memperhatikan 
hierarki itu, saya kira bisa disebut kekerasan yang dilakukan 
terhadap perempuan. Kekerasan itu menimpa perempuan se- 
bagai manusia dan menghancurkan martabatnya. 
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Hal kedua yang disebutkan oleh Sheikh Al-Ghannouchi 
ialah keluwesan teks Islam. Saya sangat gembira melihat pre- 
sentasi Islamis yang positif yang memperlihatkan bahwa teks 
itu luwes, bahwa kita bisa mengintervensi, bahwa kita bisa 
menggunakan pikiran, bahwa ada perjumpaan, ktitik temu 
antara rasionalitas dan Islam. Tetapi saya bertanya-tanya ba- 
gaimana atas nama rasionalitas ini, atau atas nama demokrasi, 
jurnalis-jurnalis muda dibunuh di Aljazair, Fouda dibunuh di 
Mesir, Hamed Abu Zaid dikutuk di Mesir, dan daftar panjang 
terus-menerus bertambah? Ada orang-orang yang melakukan 
ijtihad, mereka menggunakan agama, mereka berpikir tentang 
masyarakat, dan tentang teks Our'an, yang luwes dan menye- 
suaikan dengan masyarakat. Saya kira ada perbedaan antara 
Islam dan gerakan Islamis, karena ketika anda di dalam Islam, 
anda adalah bagian dari suatu agama yang bermanfaat bagi rak- 
yat, bagi umat manusia, toleransi, dan keadilan, Tapi juga aga- 
ma kesederajatan. 

Di sisi lain, ada gerakan Islamis, yang Peda hal lain 
sama sekali. Pada saat ini kita menyaksikan perkembangan 
berbagai diskusi Islamis yang berbeda-beda. Tetapi diskusi 
yang positif dari wawasan Islamis masih sangat langka. Yang 
biasanya kita dengar dari kaum Islamis bukan berarti mereka 
memusuhi kaum perempuan, tetapi mereka memberikan sta- 
tus tertentu kepada perempuan dalam masyarakat. Ini berten- 
tangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan hak 
internasional. 

Hal ketiga adalah mengenai demokrasi. Demokrasi bu- 
kanlah yang kita sebut Syura, karena Syura hanya melibatkan 
sekelompok kecil orang yang memiliki wakil-wakil mereka, 
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atau ketua mereka, sementara demokrasi itu sepenuhnya 
berbeda dengannya. Demokrasi dilakukan dari lapisan paling 
bawah. Demokrasi menerima perbedaan pandangan dan kaum 
Islamis belum mampu menerima gagasan ini. Contohnya ada 
banyak. Jadi kalau kita menyaksikan datangnya wacana Is- 
lamis baru, kita harus memulai dengan dialog terbuka dengan 
wacana itu. Tetapi wacana itu juga harus menerima kita seba- 
gai mana adanya, dengan prinsip-prinsip kita, sebagai perem- 
puan yang berusaha menemukan kebebasan, kesederajatan, 
dan diberlakukan hak-hak dasar kita sebagai manusia di dalam 
masyarakat. 

Saya kira di dunia Arab saat ini, kita harus optimistis, 
karena kaum perempuan di banyak negeri Arab mulai men- 
jajaki berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam rangka 
menemukan cara penafsiran yang lain dengan penafsiran kaum 
lelaki. Kita sebagai orang bukan Islamis berupaya membaca 
kembali teks-teks dan melakukan pembacaan positif, suatu 
pembacaan yang akan membantu ke arah kesederajatan antar 
jenis kelamin. Saya hendak mengingatkan anda tentang dua 
survai yang telah dilakukan. Yang satu di Aljazair di kalangan 
perempuan Islamis, dan menurut survai ini 9096 perempuan 
Islamis punya aspirasi yang sama dengan perempuan bukan 
Islamis dalam hal pendidikan, kerja, dan akses pada politik, 
serta dibaginya kerja rumah tangga. Jadi tuntutannya sama. 
Survai yang lain dilakukan di Iran di antara perempuan ka- 
langan atas, dalam mana poligami dan perkawinan sementara 
waktu mendapat tantangan. Ada satu gerakan yang sedang 
muncul: di Pakistan perempuan melakukan hal yang sama, di 
Maghreb perempuan juga giat di jalan yang sama. Jadi ada lan- 
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dasan bersama untuk perempuan sebagai kelompok yang tidak 
berdaya. Mereka adalah kelompok yang tidak beruntung da- 
lam masyarakat, dan saya pikir sepenuhnya normal kalau me- 
reka bersatu dan mempertahankan hak atas dasar universal. 

Ada satu pertanyaan yang perlu diajukan: Apakah kaum 
Islamis mampu menerima kesederajatan jenis kelamin, seperti 
yang di bayangkan oleh kaum perempuan? Bisakah pemerin- 
tah-pemerintah Islamis menerima kesederajatan ini, dan bisa- 
kah pemerintah-pemerintah bukan Islamis menerima kesede- 
rajatan ini? Kita tahu bahwa lembaga-lembaga'negara, peme- 
rintah-pemerintah itu menentang kesederajatan kaum perem- 
puan. Kita tahu bahwa di Our'an ada hal yang sangat positif 
tentang kaum perempuan, tetapi ini pun tidak diterima di ting- 
kat yang lebih tinggi. Jadi berlangsung perjuangan kuasa. Saya 
tidak mau masuk ke perjuangan kuasa ini, tetapi saya kira dia- 
log telah dimulai. Ada dialog antarperempuan, karena ada lan- 
dasan bersama di kalangan perempuan sendiri. Saya pikir ju- 
ga harus ada dialog antara rakyat yang diperintah dengan me- 
reka yang memerintah. 


Stefanie Grant: saya kira banyak gunanya kalau kita 
ingat fakta yang sangat mendasar. Di Inggris, sampai akhir 
abad lalu orang Katolik tidak mendapatkan kewarganegaraan, 
kewarganegaraan hanya diberikan kepada anggota-anggota 
Gereja Inggris. Akses pada Universitas-Universitas besar ditu- 
tup. Ouaker Centre tempat penyelenggaraan lokakarya ini ada- 
lah pusat kebudayaan yang luar biasa sejarahnya. Golongan 
Ouaker tidak boleh mengikuti pendidikan Universita-Uni- 
versitas besar sampai akhir abad lalu. Perempuan kehilangan 
harta miliknya ketika menikah. Ada peraturan hukum yang 
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terkenal yang dipelajari oleh setiap pengacara: Undang-undang 
Harta Milik Perempuan Bersuami, yang merupakan suatu titik 
penting sejarah karena menyatakan bahwa setelah menikah 
seorang perempuan tetap memiliki hartanya. Tahun 1980, di 
bawah hukum Inggris seorang perempuan memperoleh hak 
untuk meneruskan kebangsaannya kepada anaknya. Sebe- 
lumnya tidak bisa begitu. Tahun lalu, setelah pertarungan se- 
ngit, untuk pertama kalinya beberapa perempuan ditahbiskan 
menjadi pendeta dalam Gereja Inggris. Ivu semua tidak dicapai 
dengan mudah, dan belum sempurna. Di Amerika Serikat, 
upaya-upaya yang mengamendir Konstitusi AS untuk mem- 
berikan kesederajatan kepada kaum perempuan masih belum 
berhasil. Konstitusi AS tidak memberikan hak sederajat kepa- - 
da kaum perempuan. Jadi saya pikir dalam diskusi-diskusi kita 
ada risiko acuan baku ganda, kecuali kita ingat bahwa kita 
masing-masing berada pada tahap perkembangan yang berbe- 
da, tetapi pasti bahwa Barat belum mencapai kesederajatan 
penuh. 


Heba Raouf Ezza: Mengenai kaum perempuan, selama 
masalahnya adalah penafsiran dan pertimbangan, dimung- 
kinkan memilih dari pendapat-pendapat ini, sejalan dengan da- 
sar-dasar Syari'ah untuk mencapai kepentingan kaum Muslim 
umumnya sesuai dengan kondisi-kondisi dan keadaan masya- 
rakat. Anda tidak bisa pergi ke suatu masyarakat sedang ber- 
kembang dan berkata: lihat, kalian harus mengubah semuanya 
besok, kalau tidak kalian tidak menjalankan hak asasi manusia 
yang benar. Tetapi kalau anda di masyarakat yang sudah maju, 
tidak ada persoalan sama sekali perempuan berbuat semikian. 
Ini dari makalah oleh Ikhwanul Muslimin berjudul “Peran Pe- 
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rempuan Muslim dalam Masyarakat Islamis.” Ketika makalah 
ini diterbitkan dalam bahasa Arab di Mesir, orang-orang yang 
menerbitkannya ditangkap, dan dijatuhi hukuman penjara se- 
lama enam bulan: karena mereka menerbitkan dokumen ile- 
gal. Dokumen ini menyebutkan bahwa seorang perempuan 
bisa dipilih dalam pemilihan umum, bisa menjadi menteri, bisa 
memilih dalam pemilihan umum,-boleh melakukan apa saja, 
dan semua alasannya diuraikan dalam makalah ini, tetapi me- 
reka dipenjarakan karenanya. 

Mengapa mereka akhirnya berak Karena peme- 
— rintah tidak menginginkan adanya apa yang kita sebut pan- 
dangan yang berimbang. Pemerintah menginginkan pandang- 
an ekstrem. Mengapa pandangan ekstrem? Karena ketika an- 
da menyingkirkan semua yang punya pandangan lain yang bi- 
sa dipahami, maka yang tersisa hanyalah ekstremisme. Kemu- 
dian anda memperoleh komentar tidak patut dari banyak orang 
yang tidak tahu Islam, dan yang baik dari pemerintah ini mem- 
benarkan ucapan pemerintah bahwa kaum Islamis itu sepenuh- 
nya buruk, dan mereka harus dihentikan berapa pun biayanya. 

Contohnya, pemerintah tidak memperbolehkan seorang 
perempuan memenangkan kursi sebagai wakil Partai Demo- 
. kratik Nasional dalam pemilihan umum. Ikhwanul Muslimin, 
di pihak lain, mengajukan calon-calon perempuan. Kedua, 
pemerintah tidak membolehkan orang Kristen untuk menjadi 
calon. Tidak hanya ini, tetapi seorang menteri besar dalam ka- 
binet Mesir di mana-mana mengatakan, “semua orang Kristen 
adalah Kufar. Jangan memilih mereka karena anda tidak bisa 
memilih mereka untuk parlemen kita karena mereka i itu Ku- 
far.” Pada waktu i itu, Dr “Awwa yang mewakili arus Islamis, 
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mengeluarkan fatwa yang diterbitkan dalam banyak surat 
kabar, mengatakan bahwa seorang Muslim boleh memilih 
yang ekstremis? Apakah arus Islamis yang penanaa membe- 
rikan pandangan yang berimbang kepada rakyat? Ataukah pe- 
merintah yang mengembangkan kebingungan setiap orang 
sehingga mereka menganggap Islam yang adalah, bahwa Islam 
menentang agama Kristen, dan menentang perempuan? 


Sheik Raches Al-Ghannouchi: Persoalan perempuan 
adalah masalah yang sangat penting: Saya tidak melihat ada- 
nya kontradiksi. Perempuan bisa mendapatkan banyak hak 
dari Islam seperti yang dijamin oleh hukum buatan manusia. 
Setiap ketidakadilan terhadap perempuan, penyebabnya bu- 
kanlah Islam, penyebabnya adalah keterbelakangan budaya. 
Misalnya, Saudi Arabia adalah negeri Muslim dan Maroko 
adalah negeri Muslim. Tetapi mengapa kedudukan kaum pe- 
rempuan di Maroko itu lebih baik daripada di Saudi Arabia? 
Ini adalah persoalan budaya dan pendidikan. Untuk mengatasi 
ketidak-adilan, kita harus mencari akar perteannya aa 
bab sesungguhnya ketidakadilan. | 

Radovan Karadzic, misalnya, mengklaim bahwa dirinya 
adalah pembela Kristen di Eropa. Meskipun demikian, tidak 
seorang pun mengaitkan pembersihan etnis dengan agama 
Kristen, tetapi pembersihan etnis itu dikaitkan dengan ke- 
lompok-kelompok ekstremis. Tidak seorang pun mengaitkan 
agama Katolik dengan tindakan-tindakan IRA" Jadi mengapa 
kalau orang Muslim melakukan kesalahan, atau partai atau 
pemerintah tertenu melakukan hal yang salah, dikait-kaitkan 
dengan Islam? Yang harus kita lakukan ialah menentukan sia- 
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pa yang bertanggung jawab, partai-partai maupun negara 
negara. 


Abdelwahab Al-Effendi: Saya merasa senang Sheik Al- 
Ghannouchi berhasil membuat bingung beberapa orang di 
sini karena ini adalah tanda bahwa kita bergerak maju, dan 
juga pertanda bahwa aktivis hak asasi manusia, seperti kaum 
fundamentalis, kadang-kadang berkecenderungan untuk men- 
jadi hakim, juri, dan penuntut umum sekaligus. Bagus bahwa 
ada sudut pandang lain. 

Saya cemas mengenai soal hisba (prinsip yurisprudensi da- 
lam mana setiap Muslim bisa meminta hakim menghentikan 
tindakan yang dianggap membahayakan masyarakat Muslim) 
karena meskipun Hisba bisa dipandang sebagai pelopor perlin- 
dungan atau penguatan perlindungan hukum, menggunakan 
sekarang secara terpisah seperti yangterjadi di Mesir berakibat 
meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia, bukannya me- 
nguranginya. Seperti seorang yang jatuh dari tebing dan ketika 
meluncur ke bawah bertemu dengan orang lain yang tersang- 
kut di permukaan jurang, dan ia menariknya, keduanya pun 
jatuh. Inilah keadaan kelompok-kelompok Islamis di Mesir 
yang mereka sendiri mengalami penindasan hak asasi manusia 
yang berat, dan bukannya mempertahankan diri terhadap pe- 
merintah, mereka menggunakan pemerintah untuk menindas 
orang lain, dan karena itu kehilangan simpati dari orang-orang 
yang akan berjuang bersama mereka menentang penindasan. 

Saya pikir salah satu dari empat persoalan besar dalam 
pemikiran Islamis ialah kecenderungannya memandang lem- 
baga-lembaga terisolasi dari lingkungannya. Lembaga Khalifah, 
misalnya, oleh orang sekarang dipandang sebagai sejenis orang 
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yang berbudi luhur. Ia bukan orang, ia adalah lembaga yang 
dibentuk oleh suatu negara-kota, suatu mesjid, yang merupa- 
kan tempat pertemuan untuk lelaki. 

Setiap orang bisa membuat jjtihad. Persoalannya ialah ba- 
gaimana membuat jjtihad bersangkutan diterima oleh orang 
lain, inilah masalahnya. Jadi agar diterima, anda perlu dialog 
untuk membuat ijtihad itu menjadi konsensus, bukan pan- 
dangan individu tertentu saja. Saya kira perundingan-perun- 
dingan dan dialog harus dimulai melalui inisiatif-inisiatif dari 
pihak golongan demokrat di setiap negeri. Ini telah terjadi di 
sejumlah negeri: di Mesir, di Tunisia misalnya. Saya pikir orga- 
nisasi-organisasi hak asasi manusia bisa mengambil peran ka- 
rena kalau kita punya gerakan hak asasi manusia yang sejati, 
yang tidak terpolitisasi, ia bisa menjadi titik temu, atau media- 
tor, dan moderator, yang bisa mempertemukan orang-orang 
lain. 


Bahey Eddin Hassan: Tujuan realistis yang bisa kita ca- 
pai dalam dialog dengan golongan Islam politik ialah pembu- 
atan aturan tata tertib mengenai hak-hak fundamental, meng- 
ajak gerakan Islamis politik berkomitmen yang sedekat mung- 
kin dengan hak asasi manusia yang diakui internasional, tanpa 
mengurangi komitmen penuh gerakan hak asasi manusia lokal 
pada kerangka acuannya. Dalam hal ini, suatu deklarasi ten- 
tang persoalan hak asasi manusia, yang dikeluarkan oleh pe- 
mimpin-pemimpin dan pemikir-pemikir politik Islamis akan 
memberikan tenaga tambahan yang besar. Deklarasi seperti 
itu harus menjelaskan posisi mereka yang mengeluarkannya 
tentang catatan hak asasi manusia gerakan-gerakan Islamis 
politik — yang sedang beroposisi dan yang berkuasa, tentang 
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penggunaan kekerasan dalam konflik-konflik politik umum- 
nya, dan tentang tindakan spesifik pembunuhan intelektual, 
perempuan, dan orang Kristen, serta tentang persoalan kebe- 
basan pendapat, ekspresi, keyakinan, kreativitas sastra dan seni 
yang diperdebatkan dengan panas di kawasan ini. 


Ahmed Fahmy: Tuan Hassan menyerukan dibuatnya 
deklarasi dari pemimpin dan pemikir Islam. Ia juga harus me- 
nyebutkan bahwa pemerintah harus membiarkan rakyat ber- 
bicara, karena sekarang ini tidak demikian. Orang dari Ikh- 
wanul Muslimin di Mesir yang menerbitkan makalah tentang 
hak perempuan telah ditangkap dan dipenjarakan berbulan- 
bulan. Pemerintah Mesir membiarkan kaum ekstremis yang 
berbicara. Kalau para pemikir tidak bisa mengemukakan pe- 
mikiran mereka kepada masyarakat umum, yang tersisa ha- 
nyalah kaum ekstremis. 

Ada dua contoh bagaimana pemerintah melakukan cam- 
pur-tangan: satu adalah kasus pengacara Abdel Harith Medani, 
yang berupaya menemui berbagai faksi Jihad dan kelompok- 
kelompok lain agar mereka menghentikan terorisme. Ia dibu- 
nuh pada tahap ketika meyakinkan kebanyakan dari mereka 
untuk menghentikan kekerasan, dan membawa perjuangan- 
nya ke arena politik. Baru-baru ini kita membaca berita me- 
ngenai pengacara lain, Muntasir al-Zayyat, yang menemui Pre- 
siden, dan meyakinkan para pemimpin semua kelompok eks- 
tremis termasuk yang berada di Eropa dan Amerika Serikat, 
bahwa harus ada masa peredaan tanpa kekerasan sehingga dia- 
log dengan pemerintah bisa berlangsung. Tidak lama kemu- 
dian pemerintah menyerang kelompok-kelompok ekstremis 
di empat atau lima lokasi dan membunuh lebih dari 20 orang. 
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Hal ini jelas membuat kelompok-kelompok itu mustahil me- 
nerima gencatan senjata. Anasir-anasir dalam kelompok-ke- 
lompok itu yang tidak menentang dialog dengan pemerintah 
pun mengatakan: “Kita tidak bisa berunding dengan pemerin- 
tah. Pemerintah ini adalah diktator.” Jadi, saya kira persoalan 
utamanya bukanlah kelompok Islamis: persoalannya ialah 
bahwa pemerintah menutup semua saluran dengan mana ka- 
um Islamis bisa mengemukakan gagasan-gagasan dengan cara 
damai. | 

Kalau ada dialog terbuka dalam mana siapapun akan di- 
perbolehkan mengemukakan pandangan-pandangannya, maka 
orang akan cukup pintar untuk menerima apa yang ingin me- 
reka terima dan menolak apa yang ingin mereka tolak. Kalau 
orang mau menerima rezim yang sekarang di Mesir dengan 
seluruh segi baik dan buruknya, mereka dipersilakan berbuat 
demikian. Ini mengerti mereka. Akan tetapi kalau anda tidak 
memperbolehkan orang berbicara bebas dalam suasana aman, 
kalau mustahil mengatakan, “Rezim ini sangat buruk dan ko- 
rup,” maka tidak ada harapan bahwa deklarasi oleh pemimpin- 
pemimpin Islamis akan mencapai sesuatu. Ada deklarasi yang 
dibuat sebelum pemilihan umum dalam mana berbagai partai 
dan individu menggariskan prasyarat minimum bagi berbagai 
kelompok agar pemilihan umum bisa berlangsung dengan cara 


positif, dan hasilnya tidak ada. 


Neil Hicks: Dalam salah satu bagian makalahnya Tuan 
Hassan berbicara tentang kecenderungan Islam untuk terlibat 
dalam kepura-puraan dan tagiyah, sehingga pernyataan-per- 
nyataan mereka itu tidak bisa diandalkan. Dan anda hampir 
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mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang permanen, dan 
karena itu apa pun yang dikatakan oleh kecenderungan Islamis 
politik ini meragukan. Dan kemudian dalam makalah itu anda 
menyerukan dialog mengenai aturan tingkah-laku, dan komit- 
men dari gerakan-gerakan Islamis politik untuk menegakkan 
acuan baku-acuan baku hak asasi manusia. Dan pertanyaan 
saya ialah apa nilai komitmen-komitmen ini kalau perkataan 
anda mengenai meratanya kepura-puraan itu benar? 

Bukankah kecenderungan Islamis itu adalah kecende- 
rungan politik seperti yang lainnya. dan komitmen dari ke- 
cenderungan ini untuk menegakkan acuan baku-acuan baku 
hak asasi manusia itu sama bernilainya dengan komitmen dari 
kecenderungan politik apa pun? 


Bahey Eddin Hassan: Saya tidak melihat adanya kontra- 
diksi dalam makalah saya yang berbicara tentang tagiyah, dan 
pada saat yang sama mengupayakan aturan tingkah-laku, dan 
memulai dialog dengan kaum Islamis. Saya berbicara tentang 
pendekatan holistik. Jadi, saya tidak hanya meniru pada ka- 
um Islamis, atau pemerintah, atau kekuatan-kekuatan politik 
lain saya-menyeru kepada masyarakat dari bawah: saya me- 
nyeru pada budayanya, saya menyeru pada kurikulum pendi- 
dikan, saya menyeru pada saluran-saluran media yang paling 
berpengaruh dalam masyarakat. Tetapi saya mengupayakan 
dialog dengan kaum Islamis sebagai salah satu saluran saja da- 
lam pendekatan holistik terhadap masyarakat secara keselu- 
ruhan. : | 

Tentang pertanyaan Dr. Fahmy: saya sepenuhnya sepen- 
dapat dengan apa yang dikatakan, tetapi saya bukan pemerin- 
tah. Saya adalah advokat hak asasi manusia. Organisasi-orga- 
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nisasi hak asasi manusia di Mesir mengerjakan yang terbaik 
yang bisa mereka kerjakan untuk memungkinkan kebebasan 
penuh bagi semua kekuatan politik, semua pemikir, untuk me- 
nyatakan pandangan. Dan kadang-kadang kita harus meng- 
ambil risiko untuk kepentingan mereka. Kalau anda melihat 
salah satu nomor pertama terbitan berkala kami, anda akan 
menemui artikel-artikel yang anda bicarakan. Dalam terbitan 
kami, pernyataan Ikhwanul Muslimin yang dilarang kami ma- 
sukan sebagai sebuah dokumen, karena sangat penting baik 
bagi komunitas hak asasi manusia, maupun bagi intelektual. 
Kami mengundang pemimpin-pemimpin Ikhwanul Muslimin : 
ke lembaga kami. Dan kami membuat dialog terbuka dengan 
mereka. Sementara itu rekan-rekan mereka ditahan dan dipen- 
jarakan. Jadi kami melakukan hal yang terbaik, tetapi kami 
tidak berkuasa, kami adalah gerakan hak asasi manusia. 

Gerakan hak asasi manusia mendukung hak kaum Islamis 
untuk punya partai politik sendiri, kami mendukung ini se- 
panjang waktu. Dua minggu sebelum saya tiba di sini, kami 
menyelenggarakan lokakarya di Organisasi Hak Asasi Manu- 
sia Mesir, tentang masalah Partai al-Wassat, dan apa yang ter- 
jadi pada para pemimpinnya, serta sikap pemerintah mengenai 
diizinkannya kaum Islamis politik untuk mengorganisasikan 
partai politik. Kami menyelenggarakan ini untuk semua ke- 
lompok politik, termasuk kaum Islamis politik. 


Aicha Belarbi: Sepanjang mengenai hubungan dengan 
gerakan Islamis, gerakan Islamis adalah kekuatan yang sampai 
tingkat tertentu konsisten, berorganisasi, homogen, dan punya 
strategi bersama. Ada perselisihan internal, tetapi masih dige- 
rakkan oleh semangat bersama. Saya bertentangan dengan sau- 
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dara saya tetapi ketika ada sesuatu dari luar, ketika sepupu saya 
campur tangan, saya dan saudara saya menentang sepupu itu. 
Dan ketika tetangga kami campur tangan, saya, saudara saya, 
dan sepupu saya melawan tetangga itu. Dengan demikian iden- 
titas kelompok tumbuh. 

Sebagian golongan Islamis berupaya berintegrasi dengan 
gerakan hak asasi manusia. Dan orang bisa bertanya-tanya me- 
ngapa? Apakah mereka mau menyumbang pada gerakan itu? 
Apakan mereka mau ikut dan mempertahankan hak asasi ma- 
— nusia, ataukah mereka mau menghambatnya? Kami punya 
pengalaman dengan organisasi-organisasi mahasiswa, yang se- 
ring mengatakan bahwa kaum Islamis ada dalam organisasi- 
organisasi itu hanya untuk mengambil-alih gerakan ini. Dan 
ada kecurigaan di kedua belah pihak. Mereka tidak memper- 
cayai satu sama lain. | 

Saya bisa mengatakan bahwa pemikiran Islamis itu 
umumnya didasarkan pada kepatuhan pada Tuhan. Prinsip- 
prinisip gerakan hak asasi manusia adalah toleransi, kebebasan, 
dan penerimaan perbedaan. Jadi, sejauh wacana kaum Islamis 
sampai saat ini memberikan sumbangan, maka ia disambut 
gembira. Kita tidak bisa menyelenggarakan dialog kalau kita 
memandang segala sesuatu secara absolut, karena yang kita 
miliki adalah dogmatisme pada satu sisi, dan keadaan yang sa- 
ma di sisi lain. Dengan interaksi antarorang, antarbudaya, an- 
targagasan, dan tentu saja di dalam semangat kerja sama, atas 
dasar timbal-balik, kita bisa melakukan dialog. 

Kita tidak berada dalam keadaan yang sama dengan sebe- 
lumnya. Kita punya dua strategi, seperti dikemukakan rekan- 
rekan saya. Saya pikir kita harus memikirkan strategi, kita ha- 
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rus mengakui punya agenda sosial dan politik yang berbeda 
tetapi kita harus mencari aturan-aturan yang harus dihormati 
oleh semua orang. Kita harus punya strategi yang berarti kita 
sampai pada kemenangan lembaga peradilan yang independen, 
keadilan yang adil, yang memungkinkan hak asasi manusia 
dan hukum. Kita bisa melakukannya dengan sarana-sarana 
informasi, pendidikan, kesadaran, investasi di bidang media, 
dan melalui mempertanyakannya terus-menerus. Dan saya 
akan kembali pada gagasan yang dikemukakan kemarin. Hak 
asasi manusia itu seperti air dalam botol, anda bisa memasuk- 
kannya ke dalam botol warna apa pun yang anda inginkan, 
tetapi tidak mengubah esensinya. Bermacam warna ada, dan 
hak asasi manusia ada. Tugas kita adalah memberikan hak asasi 
manusia kepada orang-orang dan mengatasi persoalan perbeda- 
an persepsi. 


Abdullahi An-Na'im: Dr. Al-Affendi, saya pikir sangat 
signifikan, dan saya sepenuhnya sepakat dengannya, ketika 
berkata bahwa kita harus memperhatikan ketakutan masing- 
masing: “Kita harus memperhatikan ketakutan masing-masing 
supaya bisa mengatasi kesulitan yang berdampingan dengan 
martabat dan penghormatan satu sama lain.” bagaimanapun 
juga saya tidak melihatnya terjadi dalam wacana yang lebih 
luas tentang kedua sisi dari persoalan. Dan saya lihat kedua 
belah pihak tidak memperhatikan ketakutan pihak lain. 

Dr. Al-Affendi menyebutkan dua soal, dua unsur kece- 
masan bahwa demokrasi bisa membawa pada kekuasaan ke- 
lompok-kelompok Islamis, yang akan membatasi kebebasan. 
Ia mengatakan, “Argumen ini punya dua unsur: (1) kaum Isla- 
mis begitu populer sehingga pemilihan umum bebas secara tak 
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terhindarkan akan membawa mereka ke kekuasaan: (2) kaum 
Islamis, ketiga berkuasa, akan membatasi kebebasan, dan de- 
ngan demikian membatalkan demokrasi.” Ia menyoroti yang 
pertama, tetapi tidak yang kedua. Mengapa ada kepercayaan 
bahwa ketika kaum Islamis berkuasa, mereka akan membatasi 
demokrasi dan kebebasan? 

Alasan ialah bahwa kaum Islamis mengajukan ditegak- 
kannya Syari'ah yang berisi asas-asas yang jelas tidak sejalan 
dengan hak asasi manusia. Sauya tidak menerima pembedaan 
Sheikh Al-Ghannouchi antara Syari'ah dan figh, karena sejauh 
mengenai persoalan hak asasi manusia, kita berbicara tentang 
Syari'ah dalam arti teks-teks kategoris Our'an dan Sunnah. 
Yang mengherankan saya adalah betapa dalam banyak hal ka- 
um Islamis itu sendiri salah informasi tentang Syari'ah. Mereka 
benar-benar tidak memahami yang mereka katakan ketika 
mereka menyerukan diterapkannya Syari ah. Kemarin seseo- 
rang menyatakan kemarahan karena kaum perempuan menda- 
patkan diyah yang lebih rendah daripada lelaki di Iran. Tetapi 
inilah keadannya dalam semua aliran pemikiran yurisprudensi 
Islam. Ini bukan sekadar berpedaan antara Sunni dan Syi'ah, 
atau antara berbagai aliran yang ada, norma-norma yang akan 
ditegakkan oleh hukum di setiap negara Islam di dunia seka- 
rang ini mengartikan bahwa kalau seorang perempuan dibu- 
nuh atau dilukai, ia tidak akan mendapatkan jumlah diyah 
yang sama dengan orang laki-laki, pemberlakuan Syari'ah akan 
berarti bahwa tidak ada perempuan yang akan menjadi hakim 
atau saksi dalam kejahatan Hudud apa pun. Ini adalah pan- 
dangan dominan yang berlaku di semua aliran ini, baik Sunni 
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maupun Syi'ah. Menjadi marah karena sesuatu yang diperju- 
angkan itu penting dipikirkan kembali. 

Hal yang tampak membingungkan ini adalah tarikan 
emosional, suatu penegasan hak penentuan nasib sendiri, tanpa 
menyadari bahwa nasib sendiri yang ditegaskan itu adalah da- 
lam arti yang konteksnya benar-benar modern. Sheikh Al- 
Ghannouchi kemarin menyebutkan sejumlah contoh dan 
menghargai tinggi Hassan Al-Tourabi serta beberapa kali me- 
nyebutkan pandangan-pandangannya mengenai perempuan 
dan golongan bukan-Muslim, khususnya persoalan kawasan 
bukan-Muslim di negeri Sudan yang mengecualikan diri dari 
pemberlakuan Syari'ah. Pernyataan Tourabi ini tanpa penguat- 
an. Orang-orang yang bertemu dengan Tourabi, atau mende- 
ngarnya berbicara, tahu bahwa ia tidak pernah menyebut Our- 
'an, ia tidak pernah menyebut Hadits, ia berbicara sebagai oto- 
ritas pada dirinya. Ia tidak menjelaskan metodologi yang me- 
mungkinkannya sampai pada kesimpulan atau mengutip sum- 
ber-sumber dalam mana terdapat dukungan untuk pandangan- 
pandangan bersangkutan. 

Dr. Al-Affendi en esikan dan mengkritik intelektual 
Muslim karena gagal menyikapi Islam dengan serius, dan gagal 
melibatkan diri dalam wacana Islamis, yang menyoroti perso- 
alan-persoalan dasar yurisprudensi Islam, dan yang merupakan 
hal yang sangat absah. Sayangnya kita juga harus memasukkan 
mereka yang berusaha mendapatkan kekuasaan, dan meme- 
gang kekuasaan atas nama Islam sebelum terlibat dalam wa- 
cana untuk memperjelas agenda Islam mereka. Intinya adalah 
intelektual yang gagal melakukan wacana Islamis dengan serius 
itu bersalah, tetapi mereka yang berkuasa sebagai suatu negara 
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Islam yang memberlakukan Syari'ah, tanpa memahami im- 
plikasi penuh tindakan mereka itu menimbulkan kerugian 
yang lebih besar. 

Dalam hal wacana dan permintaan peninjauan kritis atas 
sejarah kita, tradisi kita, dan sebagainya, mari kita ingat bahwa 
satu-satunya orang yang saya ketahui terlibat dalam proses ini 
sampai pada tingkat yang dibutuhkan adalah Mahmoud Mo- 
hammad Taha. Orang seperti Mohammad Abduh, dan Jamal 
ad-Din Afgani menyerukan hal ini tetapi tidak mempraktik- 
kannya. Tak seorang pun pernah meneruskan kesimpulan 
logis seruan jjtihad ini. Kita terus saja mendengar seruan jj- 
tihad, tetapi tak seorang pun pernah meneruskan kesimpulan 
logis seruan ijtihad ini. Kita terus saja mendengar seruan jj- 
tihad, tetapi tak seorang pun benar-benar melakukan jjtihad 
yang memberi kita hasil yang bisa kita lihat dan nilai apakah 
absah atau tidak. Mahmoud Taha mengupayakannya, dan ia di- 
hukum mati atas tuduhan ingkar di Sudan tahun 1985, ekse- 
kusinya masih dibela oleh orang-orang yang berkuasa seka- 
rang. Et 
Kalau Hassan Al-Tourabi berpendapat bahwa'kebebasan 
berkeyakinan itu harus dilindungi, ia sangat berkuasa, walau 
tidak secara resmi, ketiga Undang-undang Pidana Sudan 1991 
diberlakukan, ia berperan dalam pembuatan rancangannya. 
Tourabi saat ini adalah juru bicara Parlemen Sudan. Posisinya 
memungkinkannya mengubah undang-undang ini kalau mau. 
Jadi marilah kita lihat sejumlah tindakan setelah meninjau ten- 
tang pemikirannya yang tercerahkan. 

Dr. Al-Affendi juga menyesali, dan saya sependapat "3 
ngannya, bahwa intelektual Muslim telah gagal menanggapi 


135 


Islam dengan serius, dan mempelajari sejarah serta konsep- 
konsep wacana Islamis. Inilah sebabnya mengapa sekarang ini 
mereka kesulitan terlibat dengan kaum Islamis, dan mereka 
merasa tidak aman berbicara tentang soal-soal Islamis, dan me- 
rasa lebih baik melupakannya, atau menghindarinya kalau bi- 
sa. Mereka tidak bisa. Tidak ada cara melindungi demokrasi, 
atau hak asasi manusia di masyarakat yang kebanyakan orang- 
nya Muslim tanpa terlibat dalam wacana Islamis. Saya meng- 
undang kaum Islamis dan sekularis untuk terlibat dalam wa- 
cana Islamis yang serius. Saya mengundang kaum Islamis un- 
tuk mengetahui apa yang mereka serukan, dan keterbatasan- 
keterbatasannya, dan persoalan-persoalannya, dan menyoroti 
persoalan-persoalan ini secara internal sebelum mengajukan- 
nya kepada dunia, apalagi mengambil alih kekuasaan untuk 
memberlakukan Syari'ah. 

Saya menyesali dikotomi ini dalam wacana. Yang terjadi 
ialah bahwa masing-masing kelompok memperhatikan kon- 
stituensinya masing-masing tanpa upaya yang serius untuk 
memperhatikan konstituensi lain, apalagi pemimpin lain. Ke- 
tika anda terlibat dalam dialog yang sejati, ada seginya yang 
normatif dan instrumental, operasional. Segi operasional me- 
ngandung etika keterlibatan dalam dialog, yang meliputi peng- 
hormatan pada pihak lain, menganggap pihak lain dengan se- 
rius, dan upaya sejati untuk memahami pihak lain sesuai apa 
adanya, dan bukan melalui sudut pandangannya sendiri. Anda 
tidak bisa menuntut pihak lain pindah ke posisi anda sebelum 
anda terlibat secara serius dalam dialog. Dialog mengasum- 
sikan adanya perbedaan pendapat dan perbedaan posisi yang 
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Saya juga menyoroti segi normatif, yang berarti bahwa : 
dalam proses dialog kita harus mengasimilasikan nilai masing- 
masing. Dengan cara ini kita sampai pada landasan bersama. 
Dialog tidak akan membawa kita pada landasan yang netral 
atau landasan yang emosional atau intelektual. Tetapi landasan 
. yang kita rasakan sangat kuat. Dan harus dimasuki dan diper- 

luas pada soal-soal yang kita sangat berbeda pandangan menge- 

nainya. Inilah dialog yang paling bermakna. Karena alasan itu, 
saya berpendapat kaum Islamis dan penganjur hak asasi manu- 
sia harus terlibat dalam dialog yang dipandang sebagai perge- 
seran posisi-posisi, dan penyerapan nilai dari pihak Jain. Ini 
bukan jalan atau arah, dan tidak bisa demikian. Kalau jalan 
satu arah, yang terjadi adalah pemaksaan bukan dialog. 

Tentu saja masalah hubungan kuasa juga harus diperhati- 
kan. Yaitu, persoalan kekuatan dan kelemahan relatif masing- 
masing pihak, saling ketergantungan antarmereka. Setiap pi- 
hak punya sesuatu yang ditawarkan kepada pihak lain sebagai 
balasan komitmen yang dicari. Kalau para penganut hak asasi 
manusia meminta kaum Islamis benar-benar bertekad mene- 
gakkan norma-norma hak asasi manusia, dan mempromosikan 
dalam kerja mereka, serta di kalangan para pendukung mere- 
ka, mereka menyerukan agar kaum Islamis menyerap nilai- 
nilai hak asasi, dalam situasi dan proses yang berkembang di 
bidang hak asasi manusia. Apa sisi lain dari mata uangnya? Apa 
yang bisa diharapkan kaum Islamis? Kaum Islamis bisa mem- 
perkuat hak asasi manusia, dengan profesionalisme dan netrali- 
tas politik. | 

Kita harus mempromosikan keterlibatan yang serius. In- 
. strumen yang kita punyai cukup untuk menciptakan penger- 
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tian yang solid. Yang diperlukan ialah dialog serius yang me- 
libatkan kita dalam penyerapan nilai satu sama lain yang akan 
mempromosikan landasan bersama antara dua pihak. Dan pa- 
danya saya melihat penganut hak asasi manusia gagal sama ga- 
galnya dengan kaum Islamis. 


Bahey Eddin Hassan: Dr. An-Na'im merendahkan yang 
telah dilakukan oleh gerakan hak asasi manusia dalam me- 
mulai dialog dengan kaum Islamis. Pertama, saya tidak menge- 
tahui kelompok Islamis politik yang memulai dialog dengan 
komunitas hak asasi manusia. Kalau ada kelompok seperti itu, 
saya sangat ingin mengetahuinya. Saya tahu banyaknya upaya 
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi hak asasi 
manusia dan pribadi-pribadi yang bekerja keras untuk mem- 
buat dialog seperti itu bisa diselenggarakan. Salah satu upaya 
adalah pertemuan ini. Pertemuan ini diprakarsai oleh suatu 
kelompok hak asasi manusia. | 


Abdelwahab Al-Affendi: Saya hanya ingin mengoreksi 
yang saya katakan mengenai kelompok-kelompok Islamis 
yang tidak mengupayakan dialog tentang hak asasi manusia. 
Sebagian telah mengupayakan, misalnya Dewan Islamis di 
London. 


Bahey Eddin Hassan: Saya merasa bahwa kaum Islamis 
politik lebih berkeinginan, atau yang berkeingingan, memulai 
dialog dengan Barat — tidak hanya organisasi-organisasi hak asa- 
si manusia Barat, tetapi Barat sebagai suatu pendekatan politik, 
sebagai suatu cara untuk memfasilitasi jalan ke kekuasaan. : 


Izinkan saya menyatukan satu per satu upaya yang telah 
dilakukan oleh individu-individu dan. kelompok-kelompok 
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hak asasi manusia, saya bisa memulai dengan pembicara Dr. 
An-Na'im yang telah membuat banyak tulisan intlektual yang 
berusaha menjembatani jurang antara Islam dan hak asasi ma- 
nusia, tetapi pertanyaannya ialah apakah ia punya kesempatan 
berdiskusi dengan aman, berdialog dengan aman, dengan ka- 
um Islamis yang berkuasa di Sudan? 

Farag Fouda memprakarsai banyak dialog, dan sesung- 
guhnya adalah orang yang mengundang gerakan Islamis di 
Mesir untuk terlibat dalam dialog terbuka. Ia dibunuh setelah 
dua diskusi terbuka dengan kaum Islamis. Ia dibunuh hanya 
empat minggu setelah menyajikan apa yang menurut saya ma- 
kalah pertama mengenai hak asasi golongan minoritas di Mesir 
pada salah satu seminar intelektual tahunan Organisasi Hak 
Asasi Manusia Mesir. Sebagian orang akan berkata, “Ya, Farag 
Fouda dibunuh oleh kelompok militan,” tetapi sebenarnya fat- 
wa dan pembenaran untuk pembunuhan ini berasal dari apa 
yang disebut sumber moderat — berasal dari al-Azhar itu sen- 
diri, dalam pernyataan terbuka yang diterbitkan di sebuah su- 
rat kabar, yang menyatakan bahwa ia berbuat menentang Is- 
lam, atau berkata menentang Islam. Inilah kata yang juga digu- 
nakan oleh Sheikh Al-Ghanouchi terhadap saya dalam ko- 
mentar sekalipun saya tidak membahas Islam dalam makalah 
saya. Saya hanya mengkritik acuan baku ganda sebagian kaum 
Islamis politik. 

Kalau saya kembali ke Farag Fouda, yang dibunuh setelah 
keluarnya pernyataan para sarjana al-Azhar, juru bicara ke- 
lompok Islamis Gama'at Islamiyyah, yang menyatakan diri 
sebagai pelaku pembunuhan, dalam wawancara rekaman de- 
ngan BBC mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan 
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hukuman sah yang harus dilakukan terhadap siapa pun yang 
menentang Islam. Pada pengadilan pembunuh Farag Fouda, 
pemimpin Islamis moderat lainnya, Sheikh Al-Ghazali menge- 
luarkan fatwa membenarkan pembunuhan Farag Fouda. Ka- 
tanya dalam Islam tidak ada hukuman untuk pembunuhan itu. 
Izinkan saya mengingatkan anda sekalian kasus lain, yaitu 
Nasr Abu Zaid yang melakukan upaya rintisan dalam penafsir- 
an Islam. Bagaimana nasibnya? Ia harus meninggalkan Mesir 
dan hidup di negeri asing, setelah mendapatkan keputusan 
pengadilan yang memerintahkannya bercerai dari istrinya ka- 
rena ia dianggap orang yang ingkar. Jadi nasib inilah yang ha- 
rus kita hadapi kalau kita bekerja menjembatani jurang antara 
Islam dan hak asasi manusia, jika kita memprakarsai dialog 
dengan kaum Islamis. Akan tetapi kita jalan terus. Ini adalah 
salah satu tugas kita, dan Cairo Institute for Human Rights 
Studies punya forum untuk itu, yaitu terbitan berkala baru 
Riwag Arabi. Saya mengambil kesempatan ini untuk meminta 
kepada para peserta pertemuan ini menulis dalam terbitan 
yang telah menerbitkan banyak kajian tentang Islam dan hak 
asasi manusia. 


Hanny Meggally: Ketika kita berbicara tentang Islam, 
dan saya tidak bisa membayangkan hal lain ketika ini terjadi 
dalam gerakan hak asasi manusia, golongan bukan-Muslim me- 
lakukan sensor diri dan beranggapan tidak berhak berbicara 
tentang Islam, “Orang Muslim yang harus melakukannya, an- 
da tahu kita tidak berhak menafsirkan Islam, biar mereka yang 
melakukannya.” Orang Muslim mulai berkata, “Wah, kita ha- 
rus punya kualifikasi, soal ini sangat rumit, berisiko.” Mereka 
merasa terintimidasi. Kita telah menyaksikan orang yang dibu- 
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nuh, kita menyaksikan orang yang harus meninggalkan ne- 
gerinya. Jadi mereka tidak berbicara tengang hal itu lagi. Satu- 
satunya orang yang berbicara tentangnya adalah kaum radikal, 
atau ekstremis, atau Muslim yang menggunakan jalan keke- 
rasan. Dan mereka tidak mewakili orang Muslim. Bagaimana 
kita meninggalkan keadaan di mana hanya orang-orang yang 
mampu menafsirkan dan berbicara terbuka adalah orang- 
orang yang tidak mewakili mayoritas besar Muslim? 


Abdullahi An-Na'im: Tentang Farag Fouda, dengan 
penghargaan yang layak. Menghormati ingatan tentang Farag 
Fouda dan keberaniannya, saya pikir dari pengamalan Farag 
Fouda ada sesuatu yang kita pelajari untuk dialog kalau kita 
menyadari bahwa kekerasan bicara itu sama ofensifnya. Kalau 
kita merendahkan orang lain, dan menghina orang lain, dan 
agresif dalam mengkritik orang lain, kita menurunkan pros- 
pek kesepakatan satu sama lain. Jadi, seperti saya katakan, saya 
tidak suka mengkritik rekan saya yang sudah meninggal dan 
telah mengorbankan nyawa untuk perjuangannya, tetapi saya 
pikir ada sesuatu yang perlu kita pelajari mengenai bagaimana 
menyelenggarakan dialog yang lebih menghormati, peka, dan 
konstruktif dengan pihak lain, tanpa memaafkan yang telah 
terjadi pada Farag Fouda atau orang-orang yang menyulut 
kekerasan itu. 


Amin Mekki Medani: Kita punya target, dan masing- 
masing dari kita akan menjalankan mekaniknya untuk men- 
capai hasil. Tujuannya ialah hak asasi manusia dan kesede- 
rajatan. Kalau anda ingin menemukannya dalam sebuah teks, 
atau dalam penafsiran yurudis atau ijtihad, atau dalam doku- 
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men hak asasi manusia, seperti yang termaktub dalam kon- 
vensi-konvensi dan instrumen-instrumen internasional, ini se- 
suatu yang bagus, sepanjang hasil akhirnya sama. Soal yang 
timbul ialah bagaimana kita menjalankannya. Setelah sepakat 
bahwa kita ingin mencapai konsensus, setelah sepakat bahwa 
kita ingin mencapai keadaan hak asasi manusia yang bisa dite- 
rima oleh semua pihak, tidak ada persoalan untuk memulai 
dialog. Untuk memulai dialog diperlukan pengakuan timbal- 
balik. Tuan Hassan sebelumnya berbicara tentang intimidasi 
yang dialami oleh orang sekularis, liberal, atau aktivis hak asasi 
manusia dari kalangan Islamis yang mengatakan anda adalah 
orang ingkar, atau agen imperalisme, atau agen Barat, atau se- 
kularis, atau penghianat, semua sebutan dan peringatan inti- 
midatif dibuat. Jadi, baik yang terjadi pada Farag Fouda, atau 
Hamed Abu Zeid, atau Najib Mahfouz?, saya pikir kita harus 
bertanya kepada diri sendiri, apakah kita akan terus menye- 
but pihak lain sebagai teroris, kemudian tidak ada titik temu. 
Saya pikir kita harus juga melihat pada diri sendiri. Untuk me- 
mulai dialog, dan mulai melakukan sesuatu yang bermakna, 
kita harus sepakat untuk mengakui satu sama lain. 


Bahey Eddin Hassan: Dr. Al-Affendi secara tidak lang- 
sung mendukung usulan Dr. An-Na'im ketika mengatakan 
bahwa untuk jjtihad yang sejati, diperlukan masyarakat yang 
benar-benar beradab. Dalam hal ini adalah pembentukan ma- 
syarakat yang beradab, bukan hanya pembentukan pemerin- 
tah di dunia Arab. Di dunia Arab khususnya, ini adalah tugas 
masyarakat sipil itu sendiri, dan lebih-lebih lagi tugas kaum 
Islamis politik. Saya pikir pendekatan mereka pada soal ke- 
bebasan berkeyakinan dan kebebasan berekspresi itu sama 
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sekali tidak membantu dalam mencapai masyarakat sipil Me- 
reka telah memberikan sumbangan yang sama dengan yang 
diberikan oleh pemerintah kepada rusaknya masyarakat sipil 
Saya telah memberikan banyak contoh dan komentar-ko- 
mentar sebelumnya. 

Saya ingin menyerukan perhatian pada komentar tertulis 
Sheikh Al-Ghannouchi. Tipe-tipe komentar ini tidak perlu di- 
buat kalau kita berupaya mengambangkan dialog nyata antara 
kaum Islamis politik dengan komunitas hak asasi manusia di 
dunia Arab. Dalam hanya empat halaman, ia memaparkan 
saya dan para aktivis hak asasi manusia Arab sebagai “menen- 
tang Islam” selanjutnya berupaya memperluas dan memper- 
kuat hegemoni Barat, dan punya “mentalitas kolonial.” Dalam 
halaman terakhir, ia mengatakan bahwa “Kebanyakan organi- 
sasi hak asasi manusia dunia Arab masih saja di tingkat paling 
atas dijalankan oleh orang-orang yang terkenal karena afiliasi 
politiknya yang berkompetisi dengan kaum Islamis, yang me- 
musuhi mereka dan Islam.” Menurut hemat saya tanggapan 
seperti ini sama sekali tidak membantu dialog. 


Azzam Tamimi: Sebagai seorang Islamis, saya merasa 
benar-benar terhina, saya merasa terhina oleh sikap tanpa sesal 
rekan saya Tuan Hassan, yang terus saja menyebut kami, ka- 
um Islamis sebagai Machiavellian, karena menggunakan 
tagiyyah. Ini tidak membantu dialog. Kalau saya munafik ke- 
pada anda, bagaimana saya bisa berdialog dengan anda? Dialog 
tidak ada artinya. Jadi saya berpendapat kita harus memulai 
halaman baru. Marilah kita hentikan menyebut pihak lain apa 
pun, dan marilah kita lebih dulu melakukan saling pemaham- 
an. Ada hal-hal yang tidak anda pahami dari saya sebagai 
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seorang Islamis, atau sebutan apa saja yang anda inginkan. 
Marilah upaya kita untuk saling memahami kita jadikan lang- 
kah pertama. 

Langkah kedua, marilah kita saling mengakui bahwa kita 
tidak akan pernah 10096 sama. Ada margin untuk perbedaan. 
Tetapi margin perbedaan tidak berarti bahwa saya menyeram- 
kan atau anda jahat. Jangan berpikir seperti itu. Saya kira tidak 
seorang pun boleh merendahkan orang lain. Saya tidak meren- 
dahkan anda, anda jangan merendahkan saya. Ada satu per- 
juangan, perjuangan yang penting, perjuangan hak asasi ma- 
nusia. Orang diadili tidak dengan bebas, orang diingkari hak- 
hak dasar dan alamiahnya. Kita semua ada di sini untuk ber- 
upaya dan mencari jalan memperbaiki keadaan. Inilah lan- 
dasan bersama yang ingin kita jadikan tumpuan. 


Abdol Karim Lahidji: Kita sekarang ini sudah berbicara 
tentang dialog — dialog antara berbagai partai oposisi, dialog 
antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islamis. Saya 
menentang kebijakan pemerintah mengenai partai-partai Is- 
lamis — Pemerintah Aljazair, pemerintah Tunisia, pemerintah 
Mesir, semua pemerintah itu. Tetapi ada segi lain, yaitu segi 
organisasi hak asasi manusia, mereka yang militan dalam hak 
asasi manusia terhadap pemerintah. Dalam kasus pemerintah- 
pemerintah yang disebut Islamis yang berkuasa, di Sudan dan 
Iran, kita menghadapi tembok penolakan yang ekstrem. Wa- 
kil Khusus PBB mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia 
saja tidak diakui di Iran sampai sekarang. Jadi dihadapkan pada 
persoalan khusus itu, partai-partai Islamis, yang merupakan 
bagian oposisi di masing-masing negeri, bisa menjalankan 
peranan yang sangat penting. Visi yang jelas, konsisten, tidak 
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mendua tentang prinsip-prinsip utama hak asasi manusia, yang 
saya harap berbeda dari rezim-rezim yang disebut Islamis yang 
berkuasa, dan juga persoalan mengintervensi rezim-rezim agar 
bisa meyakinkan mereka meninggalkan politik penolakan 
adalah yang utama. Kita amat sangat membutuhkan dialog se- 
jati, tetapi bukan dialog yang satu arah, atau hanya sesuatu 
yang menurut teorinya dialog. « 


Catatan 


1. Irish Republican Army, Tentara Republika Irlandia yang mempro- 
klamirkan perang pembebasan nasional terhadap Inggris (catatan 
penerjemah). 

2. Najib Mahfouz, novelis Mesir terkenal dan pemenang hadiah Nobel 
untuk kesusasteraan tahun 1988, ditikam oleh kaum ekstremis agama 
di sebuah jalan Kairo tahun 1994. 
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Mengubah Hukum Islam: 
ip «pong Sa Dang 


alam Penafsiran 


Bab ini intinya adalah dialog antara dua peserta mengenai ba- 
gaimana membuat perubahan Hukum Islam. Seorang peserta 
menyerukan “perubahan paradigma,” dengan meninggalkan 
asas-asas penafsiran teks yang terkodifikasi (usul al-figh), semen- 
tara yang lain dengan mengutip contoh-contoh dari penga- 
lamannya sendiri, menegaskan bahwa lebih mungkin melaku- 
kan perubahan di dalam kerangka yang ada. Menggemakan per- 
hatian Bab Lima, seorang peserta menyimpulkan dengan meng- 
ingatkan bahwa perhatian aktivis hak asasi manusia harus pada 
apakah kedua reformasi ini, dengan premis-premis yang berbeda, 
akan bisa terus bekerja dengan aman. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi: Dalam pemahaman 
saya, Islam mengandung banyak pengertian tentang keadilan. 
Keadilan adalah nilai tertinggi yang dibawa Islam, dan semua 
utusan Tuhan membawa atau menegakkannya di muka bumi. 
Hakim Islam selalu menegaskan bahwa apa pun yang menca- 
pai keadilan adalah bagian dari Islam. Islam bukanlah sistem 
spesifik, tetapi Islam adalah serangkaian nilai yang menegak- 
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kan atau menghendaki suatu dunia dalam mana manusia 
bekerja-sama untuk mencapai keadilan dan kebaikan. 

Kita harus membedakan Syari zh dengan figh. Figh adalah 
istilah untuk yurisprudensi. Islam bisa dipahami sebagai sepa- 
dan dengan kata Syari'ah. Akan tetapi figh atau yurisprudensi 
adalah pemahaman orang-orang dalam masyarakat, dan ini bi- 
sa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Juga bisa 
berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan dan peradaban. Da- 
lam satu periode sejarah seorang hakim seperti Al-Shafe'i pin- 
dah dari satu tempat ke tempat lain, mengubah pikiran atau 
pendapatnya dan hanya 13 soal yang tetap seperti sedia kala. 
Apayang terjadi kalau Al-Shafe'i datang ke dunia hari ini? Apa 
yang akan terjadi dengan pikiran-pikirannya? | 

Mari kita ambil dua hal: pertama, bahwa teks Islam itu 
datang dalam bentuk umum yang sangat luwes, dan tidak 
membatasi kita pada bentuk tertentu, tetapi memberi kita se- 
himpunan nilai dan aturan. Kedua, tidak ada gereja atau oto- 
ritas keagamaan dalam Islam. Maka kita menyimpulkan bah- 
wa Otoritas sesungguhnya atau kekuasaan sesungguhnya ada- 
lah pikiran yang dibimbing oleh wahyu, dan kemudian Umma 
atau bangsa, atau masyarakat. Dan dengan demikian kita me- 
mahami bagaimana, dalam kerangka Islam, begitu banyak alir- 
an pemikiran telah muncul. Dalam aliran Sunni, ada empat 
yang dikenal. Ada aliran pemikiran lain. Ada ratusan aliran 
pemikiran yang hidup berdampingan semata karena tidak ada 
otoritas keagamaan sentral yang membatasi mereka, dan ko- 
munitas dibiarkan membuat konsensus mengenai suatu per- 
soalan. | 
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Jadi kita mendapati bahwa Islam dan sekularisme itu 
bertemu dan Islam dan demokrasi juga bertemu — kalau kita 
memahami sekularisme sebagai kebebasan pikiran tanpa 
batasan, dan kalau kita memahami demokrasi sebagai kekua- 
saan rakyat. Persoalannya sangat berkaitan dengan kebebasan 
pikiran, kekuasaan rakyat, dan tidak adanya teokrasi, yakni 
otoritas keagamaan. Kecuali untuk sekte Syi'zh, karena sekte 
ini di dalam strukturnya punya unsur teokratis.. Mayoritas 
Muslim menerima syura sebagai asas pemerintahan dan hanya 
Syi'ah yang berpendapat bahwa seorang penguasa itu diangkat 
oleh Tuhan. Kita harus mencatat bahwa Imam Khomeini telah 
menggeser Syi'ah dari teokrasi ke arah pengakuan kekuasaan 
komunitas. Karena sebelum Imam Khomeini orang Syi'ah me- 
nunggu datangnya Messiah atau Imam, sehingga mereka ber- 
ada di luar sejarah. Yang telah dilakukan Khomeini ialah ia 
mengatakan kepada mereka bahwa sebelum Imam datang kita 
harus menjalankan urusan-urusan kita melalui pengakuan 
akan kekuasaan rakyat. Jadi yang telah dilakukan Khomeini 
ialah membawa Syi'ah lebih dekat ke demokrasi atau lebih de- 
kat dengan orang Sunni dengan memberikan pilihan pada rak- 
yat. 

Hal lain berkaitan dengan Hassan Al-Tourabi. Kalau kita 
mengabaikan aspek politik dan memfokuskan pada ijtihad 
yang dilakukannya, kita mendapati bahwa ia adalah seorang 
intelektual dan Mujtahid (orang yang ahli dalam praktik penaf- 
siran teks agama). Ambil misalnya :jtihad-nya mengenai kedu- 
dukan perempuan atau mengenai golongan bukan-Muslim. Ini 
adalah posisi hukum golongan bukan-Muslim dalam hukum 
Sudan masa kini, yang ditulis oleh Hassan Al-Tourabi. Toura- 
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bi sendiri, di antara hakim-hakim di masa lalu dan masa kini, 
mengatakan bahwa golongan Muslim dan Kristen itu sederajat 
dalam hal menjadi hakim. Yakin, seorang Kristen bisa menjadi 
hakim, sama seperti seorang Muslim. Ia adalah orang yang 
sampai pada ijtihad bahwa seorang Kristen bisa menjadi kepala 
negara dalam suatu negeri mayoritas Muslim. Ini bagian dari 
Konstitusi di Sudan. Sebelumnya tidak seorang pun pernah 
mengatakan hal ini. 


Bacre Waly N'Diaye: Saya kira kalau kita mengajukan 
Islam sebagai suatu peradaban, sebagai kebudayaan maka Islam 
akan jadi resep untuk ketegangan dan kesalahpahaman ber- 
abad-abad, dan kemudian mengatakan bahwa ia adalah ham- 
batan untuk penghormatan dan penerapan hak asasi manusia. 
Sheikh Al-Ghannouchi telah memberikan pertunjukan yang 
baik tentang hal ini dengan mengatakan bahwa dalam Our'an 
kita mendapati indikasi-indikasi bahwa keadilan adalah nilai 
yang tertinggi. Saya akan mengatakan hal yang sama untuk 
mendukung pandangan saya mengenai hak dasar individu. 
Dalam Our'an kita mendapati nilai-nilai yang dengan jelas me- 
nyatakan martabat seorang manusia, manusia, bukan orang 
yang beriman atau Muslim, manusia itu sendiri. Kita menda- 
pati sesuatu yang sangat kuat mengenai kebebasan pribadi, 
termasuk kebebasan berkeyakinan. Our'an menegaskan kebe- 
basan setiap orang untuk percaya atau tidak, tidak hanya kepa- 
— da Islam tetapi juga kepada Tuhan. Kita juga mendapati per- 
nyataan-pernyataan yang sangat kuat mengenai tanggung ja- 
wab, kesederajatan, toleransi, dan sebagainya. 

Saya hendak membuat pernyataan yang sangat sederhana 
di sini, mungkin sangat simplistis: Dalam Our'an ada landasan 
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untuk nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai etis, nilai-nilai filosofis 
yang fantastis. Persoalannya ialah apa yang kita sebagai Mus- 
lim telah perbuat dengan nilai-nilai itu. Kita tahu bahwa kita 
telah berbuat sesuatu dengannya. Magna Carta diprokla- 
masikan pada abad ke-13 tidak di dunia Muslim. Risalah Tho- 
mas Payne tentang Hak Manusia tidak dibuat di dunia Mus- 
lim. Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara tidak dinyata- 
kan di dunia Muslim. Tetapi faktanya Our'an memberi kita 
basis etis ini dan kita melakukan hal yang lain. Kita menyim- 
pang darinya. Dari sudut pandang sejarah, organisasi, masyara- 
kat atau politik, kita telah mengambil jalan yang sama sekali 
bertentangan dengan yang telah diberikan kepada kita. Saya 
pikir di sinilah letak persoalan dasarnya.” 

Sheikh Al-Ghannouchi mengatakan bahwa Islam mem- 
berikan nilai-nilai seperti keadilan dan kesederajatan, dan 
memberi kita tujuan-tujuan yang harus kita upayakan menca- 
painya. Tujuan-tujuan ini sepenuhnya sejalan dengan apa yang 
bisa kita sebut filsafat hak asasi manusia. Setelah itu, bersama 
visi itu, ada misalnya ketentuan-ketentuan dalam Our'an yang 
sekarang ini dianggap tidak adil mengenai perempuan. Akan- 
kah Sheikh Al-Ghannouchi sepakat berpikir seperti ini: kare- 
na jalannya telah ditunjukkan kepada kita dan karena keadilan 
dan kesederajatan adalah tujuan yang harus kita capai, bukan- 
kah sekarang ini dalam peraturan dan lembaga-lembaga kita 
harus ada kesederajatan antar jenis kelamin, bukan untuk men- 
jauh dari Our'an, tetapi sebaliknya untuk mengikuti semangat 
teks Our'an secara lebih benar? Akankah Sheikh Al-Ghannou- 
chi sepakat dengan pikiran ini? 
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Ketika mengikuti debat-debat dan diskusi-diskusi Am- 
nesty International, sejalan dengan kerja profesional saya seba- 
gai ahli hukum, saya menjadi terlibat dalam persoalan univer- 
salitas prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penerapannya di 
berbagai konteks budaya. Misalnya, persoalan besar yang 
menghadang kita ialah penentangan terhadap hukuman mati 
dengan Islam. Islam adalah agama dari 9096 orang Senegal. Ha- 
silnya mengejutkan. Penentangan terhadap hukuman mati 
tampaknya bertentangan dengan aturan Islam, tetapi pemim- 
pin-pemimpin agama tampak menentang hukuman mati dan 
memberikan pembenaran pada sikap ini dengan berbagai cara. 
Bagi sebagian orang, kalau anda melakukan intervensi merig- 
untungkan seseorang yang dihukum mati, ini adalah perbuat- 
an saleh, dan kalau anda menyelamatkan nyawa seseorang ar- 
tinya sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. 

Sebagian menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang harus 
dipenuhi untuk menerapkan hukuman itu begitu keras sehing- 
ga orang tidak bisa mengatakan bahwa hukuman harus didu- 
kung. Kalau tidak, mengapa, misalnya, diperlukan empat orang 
saksi untuk pembuktian zinah? Dengan dua orang saksi rea- 
litas zinah tidak akan menimbulkan keraguan. Dari sana, ha- 
ruskah kita tidak memahami bahwa hukuman mati dalam 
konteks ini bisa dipandang sebagai hukuman simbolis yang 
dimaksudkan untuk menegaskan keseriusan tindakan zinah 
untuk kelangsungan unit keluarga, yang merupakan basis dari 
masyarakat manusia? | | 

Sebagian pemimpin agama mengatakan kepada kita bah- 
wa Tuhan telah mengatakan bahwa orang tidak boleh dicabut 
nyawanya kecuali dengan alasan yang benar, kecuali sesuai de- 
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ngan kebenaran. Dalam kasus hukuman mati kita berupaya 
menemukan kebenaran tanpa pernah merasa pasti telah mene- 
mukannya. 

Orang-orang Muslim lain mengatakan bahwa mereka 
mendukung negara Islam di Senegal dan bahwa mereka secara 
harfiah memberlakukan hukum Syari ah. Mereka mengatakan 
pertama-tama harus ada masyarakat yang sepenuhnya Islamis, 
sebelum hukuman yang ditentukan dalam teks-teks Islam bisa 
dijatuhkan. Distribusi sumberdaya negeri harus sedemikian 
rupa sehingga setiap orang diberi kesempatan hidup secara 
bermartabat. Hanya dalam lingkungan ideal itulah dimung- 
kinkan adanya keadilan. Tetapi masyarakat seperti itu tidak 
ada sekarang ini. Inilah salah satu aspek diskusi yang kita la- 
kukan mengenai bagaimana seseorang bisa hidup sebagai se- 
— orang Muslim Senegal atas dasar prinsip-prinsip hak asasi ma- 
nusia. 


Heba Raouf Ezzat: Di negara-negara Islam kita, ada ma- 
salah bahwa dalam menghadapi tirani dan otoritarianisme, di 
antara berbagai aliran pemikiran tidak tercapai konsensus, 
bahkan juga di dalam pemerintahan Islamis, atau di dalam sua- 
tu masyarakat Islamis. | 

Kita tidak harus memulai ijtihad mengenai golongan bu- 
kan-Muslim dan kaum perempuan dalam masyarakat Islamis, 
misalnya. Telah ada ijtihad, tetapi masalahnya ialah siapa yang 
akan menerima Mujtahid ini sebagai orang yang bisa dipercaya 
di dalam masyarakat sementara negara berupaya memonopoli 
kekuasaan, dan punya lembaga-lembaga sendiri yang meng- 
anggap dirinya penguasa tertinggi dalam hal penafsiran Hu- 
kum Islam? Ini adalah masalah kebebasan dan juga keadilan. 
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Misalnya, kita punya Tarig el-Bishri di Mesir, yang me- 
nulis ijtihad yang luar biasa mengenai hakim bukan-Muslim 
di negara Islamis. Ia mengatakan bahwa dalam sebuah sistem 
Islamis kita tidak boleh menghakimi menurut cara pandang 
seorang individu saja. Ia mengatakan bahwa di dalam suatu 
masyarakat Islam yang modern, karena kompleksnya perso- 
alan, diharapkan setiap kasus ditangani oleh lebih dari seorang 
hakim. Dalam masyarakat Islam masa depan harus ada tiga 
atau empat hakim yang menangani satu kasus, karena kasus- 
kasusnya sangat rumit. Untuk setiap kasus diperlukan pertim- 
bangan antropologis, psikologis, hukum, syara'i dan segi-segi 
lainnya. Dengan cara ini kita memiliki suatu bentuk pengha- 
kiman kolektif. Bahkan dalam Ummat Islamis tidak ada per- 

soalan, karena tidak pernah muncul keadaan di mana orang 
bukan-Muslim menjadi hakim tunggal dalam kasus yang harus 
diadili dengan Syari'ah. | 

Jadi kita telah punya :jtihad. Kita punya orang-orang 
yang mengagumkan yang telah bekerja selama bertahun-ta- 
hun, tetapi siapa yang akan menerima pendapatnya sebagai 
pendapat yang otoritatif? Siapa di Mesir, misalnya, menerima 
pendapat Tourabi, tanpa memperhatikan pandangan-pandang- 
an politiknya, bahwa perempuan harus diterima sebagai ha- 
kim dalam masyarakat Islamis? Siapa yang memperhatikan /at- 
wa cemerlang Hassan Al-Tourabi? Tak seorang pun punya visi 
untuk mengatakan kami menerima pandangannya karena ia 
adalah seorang sarjana Muslim, meskipun kami secara politik 
tidak menyetujui segi-seginya yang lain sebagai pemimpin Su- 
dan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan kurangnya ijtihad Isla- 


mis.. 
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Abdullahi An-Na'im: Sama sekali tidak ada maknanya 
berbicara tentang kesederajatan kaum perempuan atau tentang 
kesederajatan orang bukan-Muslim, atau tentang gagasan baru 
mengecualikan suatu daerah dari Syari'ah kecuali anda menan- 
tang usul al-fighs merumuskan kembali usul al-figh, yang dise- 
but ilmu yurisprudensi, atau dasar-dasar yurisprudensi, dalam 
mana prinsip-prinsip Syari'ah berasal dari sumber-sumber 
Our'an dan Hadits. Sampai anda merumuskan usul al-figh, 
sehingga ia memproklamasikan kesederajatan kaum perem- 
puan, atau kesederajatan golongan bukan-Muslim, anda tidak 
bisa mengatakan bahwa Syari'ah memberikan ketentuan ini. 

Yang telah dikatakan mengenai pendapat Tareg al-Bishri 
bahwa tidak ada yang menghalangi seorang hakim Kristen un- 
tuk duduk sebagai anggota majelis hakim, dan seterusnya, 
adalah aspirasi, atau maksud baik. Sebagai pengacara yang luar 
biasa, Al-Bishri dan Al-Tourabi tahu bahwa tidak mungkin 
mencapai reformasi dalam Syari ah tanpa merumuskan kem- 
bali usul al-figh, yang merupakan cara menarik prinsip-prinsip. 
Syari'ah dari sumber-sumber. Sekarang, kalau Al-Tourabi da- 
lam kehidupan kesarjanaan dan publik selama 40 tahun sampai 
pada suatu titik mengajukan pandangan tentang usul al-figh 
yang berbeda, dengan mana kesederajatan golongan bukan- 
Muslim dan kaum perempuan yang dianjurkannya dan dikri- 
tik orang lain, didasarkan pada Syari'ah dan yurisprudensi, sa- 
ya menganggap klaimnya dengan serius. Kalau tidak saya ang- 
gap klaim-klaimnya menyesatkan. 


Heba Raouf Ezzat: Dr. An-Na'im menyoroti dua perso- 
alan: ijtihad dan perubahan usul al-figh. Ijtihad adalah meng- 


gunakan aturan metodologis yang sama untuk berinteraksi 


154 


dengan teks dengan cara yang lain, untuk mencapai fatwa yang 
berbeda, untuk mencapai pendapat atau penafsiran Islamis 
yang berbeda. Mengubah metodologi itu sendiri. adalah per- 
soalan yang berbeda. 

Mengenai ijtihad, ada upaya-upaya yang sekarang berlang- 
sung, dan saya akan memberi anda contoh saya sendiri bukan 
karena saya suka berbicara tentang diri sendiri, tetapi karena 
saya adalah seorang perempuan Muslim biasa yang memper- 
oleh pendidikan sekular. Ketika mengerjakan tesis Master, pi- 
lihan saya adalah tentang peranan politik perempuan dalam 
Islam, dan ternyata saya harus mempelajari usul al-figh. Tak 
seorang pun sebelumnya memberi tahu saya bahwa ilmu ini 
ada. Saya mulai membaca. Meskipun saya adalah seorang Mus- 
lim yang taat yang membaca /1gh, saya belum pernah mende- 
ngar tentang usul al-figh, atau usul al-tafsir. Ini bukan untuk 
orang awam. Saya mulai mempelajarinya dari seorang sheikh 
al-Azhar, mendatanginya atas inisiatif sendiri. Saya mulai 
membaca teks-teks yang bertentangan dalam Our'an dan 
Sunnah, seluruhnya tulisan Bukhari. Saya mengikuti kontro- 
versi tentang khalifah dalam negara Islam, dan banyak soal lain. 

Saya menulis tesis, dan tesis ini didiskusikan. Salah seor- 
ang profesor dalam diskusi panel adalah profesor usul al-figh 
dan Syari'ah pada Asyut University, dan ia tidak sependapat 
dengan semua hal yang saya katakan, karena menggunakan 
perangkat-perangkat yang diterima, meskipun saya mencapai 
kesimpulan yang berbeda, sepenuhnya, mungkin bahkan me- 
nantang konsensus di kalangan sarjana. 

Saya selalu berusaha menemukan cara untuk mencapai 
kesimpulan-kesimpulan tanpa menentang usul al-figh, karena 
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kalau anda mau menantang usul al-figh — basis metodologi — 
saya harap anda bernasib baik. Ini adalah misi untuk dua abad. 
Jangan berharap mengubah sekarang. Tetapi kalau anda meng- 
gunakan metodologi yang sama, dan mengatakan, “Lihat, saya 
menggunakan perangkat yang sama,” yang bukan takhayul, 
atau rahasia, atau tabu, hanya metode sederhana memahami 
teks yang bisa digunakan untuk setiap teks, kemudian anda 
punya kesempatan untuk diterima. Kalau anda mau mengu- 
bahnya, anda akan menghadapi tantangan. 

Menulis buku, duduk dalam pertemuan, dan membahas 
hal-hal seperti itu baik. Tetapi persoalannya ialah seberapa 
efektif anda mengubah masyarakat Islamis, atau dalam meng- 
hasilkan kemajuan? Kalau.anda mulai menantang segalanya se- 
karang juga, saya kira anda tidak akan maju satu inci pun. Te- 
tapi kalau anda memulai dari sana, gunakan metodologi-meto- 
dologi ini dan katakan, “Saya menggunakannya dan menca- 
pai kesimpulan yang berbeda, maukah anda datang dan mem- 
bahasnya dengan saya?” Saya kira ini akan menghasilkan per- 
ubahan nyata. Kita punya otoritas. Dalam Islam tidak ada 
anarki. Kita percaya pada negara, kita percaya pada hirarki, 
tetapi kita harus membuatnya adil. Kita punya Al-Azhar, kita 
punya berbagai universitas yang berbeda-beda, kita punya 
orang-orang yang lulus dari universitas-universitas yang kom- 
peten dan bisa diandalkan. Ketika berbicara kepada massa, 
orang mengatakan, “Orang ini lulusan Al-Azhar, ia pasti ba- 
nyak pengetahuannya.” Orang-orang inilah yang saya bicara- 
kan. Tidak ada gunanya sekadar menemui orang-orang dan 
berkata, “Saya punya ijtihad baru, bagaimana kalau anda men- 
dengarkan saya?” 
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Ketika saya mempresentasikan tesis, sang profesor sama 
sekali tidak menentang kesimpulan-kesimpulan saya. Seberapa 
jauh yang saya katakan akan mempengaruhi orang, adalah soal 
lain — bagaimana menjangkau orang banyak. Tetapi, saya ti- 
dak menulis sesuatu yang bisa dikesampingkan oleh seorang 
Muslim, atau seorang Islamis, atau seorang sarjana mana pun. 

Kita lanjutkan dengan menyoroti Sheikh el-Garadawi, 
salah seorang sarjana yang paling dihormati di Mesir. Sebagian 
menganggapnya salah seorang Mujtahid yang paling terkemu- 
ka pada zaman sekarang — ia punya kompetensi dan kredibili- 
tas. Kita mendekatinya dengan satu persoalan. Lelaki di Mesir 
terus saja menceraikan istrinya, dan orang menyalah-gunakan 
hak ini. Dalam Syari'ah ada hak ini, tetapi mereka menyalah- 
gunakannya. Kita punya persoalan ini dalam kehidupan se- 
hari-hari, lelaki terus saja menceraikan istrinya dan ada perso- 
alan-persoalan lain. Mengapa tidak membuat fatwa dari orang 
yang sangat berkredibilitas ini yang menyatakan bahwa lelaki 
punya hak untuk menceraikan istrinya dengan syarat ada sak- 
si-saksi, karena seorang lelaki dan perempuan tidak bisa meni- 
kah sendiri. Dalam pernikahan Islam harus ada saksi, jadi me- 
ngapa dalam pembatalan kontrak ini tidak perlu ada saksi? Ia 
pun mulai berpikir tentang hal ini, dan mengatakan cerai tanpa 
saksi itu tidak bisa diterima. Menurutnya pendapat ini tidak 
bisa diterima oleh kebanyakan sarjana. Kami terus-menerus 
memberinya contoh-contoh bagaimana lelaki menganiaya 
perempuan. Dan akhirnya ia berkata, “Kalau saya diminta 
memberikan fatwa seperti itu, akan saya katakan bahwa meng- 
haruskan perceraian berlangsung di hadapan hakim atau bah- 
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kan saksi-saksi itu mengandung maslaha.” Jadi ini adalah con- 
toh bagaimana kita bisa melakukan perubahan. 

Saya benar-benar menghendaki kemajuan Ummat Islam, 
bukan untuk menyamai acuan baku-acuan baku internasional, 
tetapi untuk mencapai apa yang saya yakini adil. Satu-satunya 
cara untuk mencapai kemajuan, saya yakin, adalah menghor- 
mati yang ada dan mengubahnya dari dalam. 


Abdullahi An-Na'im: Saya pikir ini adalah jantung dari 
persoalan dalam wacana Islamis. Marilah kita memperjelas 
beberapa fakta: (1) bahwa Our'an itu dicatat dalam waktu be- 
berapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad di masa Us- 
man, (2) bahwa Hadits dicatat dua sampai tiga ratus tahun 
setelah wafatnya Nabi Muhammad, jadi Hadits, seluruh Sun- 
nah itu selama dua sampai tiga ratus tahun sebelum dicatat be- 
rupa sejarah lisan, (3) bahwa semua hakim pembentuk yuris- 
prudensi Islam, khususnya Al-Syafe'i, pembuat usul al-figh, 
berkarya 150 tahun sampai 250 tahun sesudah wafatnya Nabi 
Muhammad. Dengan kata lain, kaum Muslim hidup sebagai 
komunitas Muslim, dan dalam komunitas yang ideal selama 
150 tahun tanpa mengenal atau menggunakan istilah ini, usul 
al-figh. Istilah Syari'ah tidak pernah dikenal atau digunakan, 
pada abad pertama Islam. Istilah ini ditemukan pada abad ke- 
dua Islam. 

Saya sepenuhnya menghargai yang dikemukakan oleh 
Nyonya Ezzat karena persoalannya adalah persoalan taktik 
atau strategi: apakah anda mengupayakan perubahan kecil- 
kecil, bertahap, ataukah anda mengusahakan perubahan para- 
digma? Saya berpendirian bahwa kita memerlukan perubahan 
paradigma karena pendekatan setahap demi setahap tak akan 
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pernah menghasilkan apa-apa. Jitihad di dalam usul al-figh itu 
terbatas kesimpulan-kesimpulannya. Usul al-figh adalah ilmu 
buatan manusia: bukan ilahi. Adanya tidak dalam Our'an, te- 
tapi dalam Sunnah. Enam generasi orang Muslim hidup dalam 
kehidupan ideal menurut anggapan kita, bahkan tanpa menge- 
tahui usul al-figh. Al-Syafe'i adalah yang ketiga dari empat ahli 
hukum pendiri aliran yang ada sampai sekarang dan orang 
yang membuat usul al-figh. Mazhab Hanafi dan Maliki ber- 
karya sebelum munculnya karya Al-Syafe'i, Risalah, yang me- 
letakkan prinsip-prinsip usul al-figh, berkembang tanpanya. 
Usul al-figh adalah bikinan manusia, berkembang belakangan. 
Mengapa kita harus memujanya dan menjadi sangat terhambat 
olehnya, khususnya karena melakukan ijtihad dalam batas- 
batas usul al-figh itu tak akan pernah mencapai kesederajatan 
kaum perempuan, tak akan mencapai kesederajatan golongan 
bukan-Muslim? Kalau ada jalan, dengan menggunakan usul al- 
figh dan ijtihad, bagi orang yang bukan-Muslim, orang ateis, 
atau animis seperti di Sudan, untuk menjadi warganegara yang 
sederajat dalam sebuah negara Islam, menikmati hak yang sa- 
ma dengan orang Muslim, saya akan mencabut seruan saya 
untuk melakukan perubahan paradigma. 


Heba Raouf Ezzat: Dr. An-Na'im dan saya benar-benar 
berbeda pendapat. Kami berdiri di atas landasan luas Islam dan 
kami berdebat. Persoalannya ialah bahwa ketika anda berbi- 
cara tentang hak asasi manusia, anda berharap mendiskusikan 
prosedur, dan bagaimana menerapkan acuan baku-acuan baku, 
tetapi ketika berbicara mengenainya dalam dunia Islam, anda 
menemukan diri berada di tengah-tengah banyak dialog yang 


berkelanjutan: mengenai sekularisme: peran agama dalam 
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masyarakat, peran kaum perempuan, hubungan wilayah pub- 
lik-privat. Anda mendapati diri terlibat dalam wacana yang 
sangat filosofis yang jangka waktunya sangat panjang, dan kita 
tidak berharap bahwa wacana-wacana ini akan berakhir de- 
ngan kompromi di waktu dekat. Ini tidak berarti bahwa tidak 
membuka persoalan, tetapi memahaminya sebagai proses yang 
panjang, dan ada persoalan-persoalan nyata yang harus kita ba- 
has bersama dan kita bicarakan dengan hangat. 


Hanny Megally: Saya hanya ingin mengemukakan ko- 
mentar ringkas pada diskusi antara Nyonya Ezzat dan Dr. An- 
Na'im tentang perubahan paradigma dan perubahan kecil-ke- 
cil bertahap. Sejujurnya, sebagai aktivis hak asasi manusia, saya 
mendukung keduanya. Jalankan terus usaha anda masing-ma- 
sing. Menurut pendapat saya persoalannya yang sesungguhnya 
adalah bisakah anda masing-masing mengerjakannya dengan 
aman? & 
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LAMPIRAN 


| Lampiran I | 
Hak atas Peradilan yang Adil 


dalam Konteks Internasional 


Chaloka Beyani 


Acuan baku itu esensial bagi administrasi keadilan dalam se- 
tiap sistem hukum dan saya berpendapat bahwa acuan baku 
juga punya kedudukan penting dalam hubungan dengan hak 
- asasi manusia umumnya. Acuan baku itu penting untuk me- 
lindungi hak-hak individu, khususnya terhadap pengingkaran 
kebebasan pribadi, yang merupakan salah satu dari kebebasan 
dasar. | 2 
Kita harus menempatkan acuan baku dalam konteks 
yang lebih luas, meskipun fokus kita adalah pada acuan baku 
untuk peradilan yang adil, tetapi dari perspektif hak asasi ma- 
nusia kita mencatat bahwa acuan baku itu diperkuat dan di- 
lengkapi oleh acuan baku lain, seperti acuan baku yang menja- 
min kesamaan umumnya dan non-diskriminasi. ag 
Perbedaan pertama yang hendak saya buat dalam konteks 
acuan baku ini ialah antara hak atas pemeriksaan yang adil dan 
hak atas peradilan yang adil. Semua ketentuan yang berhu- 
bungan dengan acuan baku-acuan baku ini membuat pernya- 
taan yang berakibat bahwa setiap individu harus berhak atas 
kesamaan, atas pemeriksaan tidak memihak dalam penentuan 
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setiap kewajiban perdata atau hukuman pidana, dan ini dilihat 
dalam konteks Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Ma- 
nusia, seperti yang dirinci Pasal 15 Kovenan tentang Hak Sipil 
dan Politik, Pasal 7 Piagam Afrika, Pasal 8 Konvensi Ameri- 
ka tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 Konvensi Eropa 
tentang Hak Asasi Manusia. Patut dicatat bahwa acuan baku- 
acuan baku ini secara substansial sifatnya sama. Mungkin ada 
perbedaan tertentu tetapi sifatnya tidak substantif. 

Hak atas pemeriksaan yang adil itu pertama-tama menja- 
min akses pada pengadilan, tetapi juga lebih luas. Hak ini me- 
liputi penentuan hukuman pidana dan penentuan kewajiban 
perdata menurut hukum dalam negeri umumnya. Tetapi esen- 
sinya ialah bahwa aspek-aspek yang lebih luas dari hak atas 
pemeriksaan yang adil itu memungkinan badan-badan perjan- 
jian internasional menentukan masalah-masalah proses yang 
adil dan apakah peradilan itu secara keseluruhan, atau proses- 
nya secara keseluruhan, itu adil. Saya kira kita menemukan 
perbedaan ini dalam konteks Konvensi Eropa tentang Hak 
Asasi Manusia dan kita juga menemukan pembedaan ini dalam 
yurisprudensi Komite Hak Asasi Manusia. Ada kasus-kasus 
tertentu dalam mana Komite Hak Asasi Manusia berpendapat 
bahwa peradilan keseluruhannya, atau keseluruhan proses 
pemeriksaan itu tidak bebas dan adil, ada pula kejadian-kejadian 
dalam mana unsur-unsur dari peradilan yang adil digunakan 
untuk menentukan tingkat adil tidaknya suatu peradilan. 

Mahkamah-mahkamah internasional mengambil pan- 
dangan bahwa pengertian dari kata-kata “hukuman pidana” 
itu sifatnya otonom. Pengertian ini tidak tergantung pada ke- 
tentuan berbagai instrumen internasional, dan tidak tergan- 
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tung pada klasifikasi dalam perundang-undangan dalam negeri 
tentang perbuatan yang dianggap kejahatan. Dengan kata lain, 
ada tiga kriteria yang berlaku. Pertama, kalau klasifikasinya 
kriminal, maka badan-badan internasional akan menganggap 
prosesnya sebagai peradilan pidana dan acuan bakunya ber- 
laku. Kedua, kalau klasifikasinya bukan kriminal, tetapi kalau 
sifat penuntutannya mengungkapkan beratnya atau tingkat 
penghukuman yang sifatnya kriminal, atau hasil akhirnya ada- 
lah dicabutnya kebebasan, maka berlaku klasifikasi kriminal 
pada penuntutan itu. Dalam konteks ini, konsep hukuman pi- 
dana berlaku untuk penuntutan disipliner dari jenis militer, 
tindakan disipliner yang berhubungan dengan fasilitas penjara, 
dan tentu saja berlaku dalam hubungannya dengan tindakan 
disipliner yang dikandung dalam konteks Syari'ah, dalam ba- 
nyak kasus. 

Mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan 
Islam, yang diadopsi di Kairo tahun 1990, ada dua ketentuan 
dalam Pasal 19 deklarasi ini. Pertama tidak ada kejahatan atau 
hukuman kecuali yang ditentukan oleh Syari'ah. Dan yang ke- 
dua ialah bahwa hak-hak dalam dekralasi ini tunduk pada 
Syari'ah, yang merupakan satu-satunya sumber rujukan. Ini 
sama sekali tidak menimbulkan kesulitan yang berhubungan 
dengan penerapan tuntutan atas kejahatan, karena dari sudut 
pandang acuan baku internasional, tidak menjadi soal apa 
sumber kejahatannya. Yang menjadi soal adalah apakah sifat 
dari kejahatannya itu menarik penuntutan hukum. Inilah titik 
dari mana segalanya bersumber. 

Titik awalnya ialah jaminan minimum yang terkandung 
dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Tetapi hal yang 
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ingin saya kemukakan sehubungan dengan jaminan minimum 
ialah bahwa jaminan-jaminan ini menegaskan pririsip “kesede- 
rajatan tangan” dalam hukum internasional. Yakni berarti bah- 
wa harus ada kesamaan antara negara dan orang yang didakwa, 
sedang fasilitas untuk mereka harus sama nilainya. Ini penting 
bagi pengertian peradilan yang adil, karena tanpa kesederjatan 
tangan, dan mengingat bahwa negara punya monopoli atas ke- 
kerasan dan perangkat-perangkat lain yang tersedia padanya 
untuk diarahkan pada warganegara dan pribadi, bertentangan 
dengan sifat peradilan yang adil kalau jaminan minimum tidak 
ada. Ini meliputi praduga tak bersalah, hak atas penasehat hu- 
kum pilihannya, waktu yang cukup untuk persiapan, dan ju- 
ga dakwaan dalam bahasa yang dimengerti sang terdakwa. 
Praduga tak bersalah — yaitu seseorang dianggap tidak 
bersalah sampai terbukti bersalah — adalah konsep yang ada 
dalam semua instrumen yang diterapkan secara umum atau 
universal dan dalam instrumen-instrumen regional. Ini penting 
bagi kita karena, sekalipun di dalam sistem hukum interna- 
sional, mencerminkan tingkat keragaman tertentu antara sis- 
tem hukum adat dan sistem hukum perdata, karena dalam sis- 
tem hukum adat seseorang dianggap tidak bersalah sampai ter- 
bukti bersalah. Hal yang sama berlaku dalam sistem hukum 
perdata tetapi sifatnya berbeda. Di dalam sistem hukum adat 
beban pembuktian ada pada penuntutan. Dalam sistem hukum 
perdata proses penyidikannya tidak sama. Mahkamah Hak 
Asasi Manusia Eropa telah meninjau hal ini dan yurisprudensi 
yang ada belum menyelesaikan persoalan apakah praduga tak 
bersalah itu dipenuhi dalam kasus-kasus yang berasal dari sis- 
tem hukum adat maupun sistem hukum perdata. Yang penting 
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dicatat ialah bahwa Mahkamah telah mengambil pendapat: 
bahwa yang benar-benar masalah adalah proses praduga tak 
bersalah itu dibenahi, untuk berusaha dan membuat kompro- 
mi keragaman yang ada. 

Hal ini juga penting dalam konteks Islam, ketika kita 
merujuk pada Deklarasi Kairo, paragraf E Pasal 19 menegas- 
kan bahwa terdakwa itu tidak bersalah sampai dibuktikan ber- 
salah melalui peradilan yang adil, dalam mana ia harus diberi 
semua jaminan pembelaan. Maka sejauh deklarasi ini mencer- 
minkan acuan baku internasional, jelas ada tingkat kesamaan 
tertentu, dan kesulitan utamanya terletak pada apakah De- 
: klarasi Kairo itu sendiri bisa diterima sebagai mencerminkan | 
unsur-unsur tradisi dan hukum Islam. 

Persoalan utama upaya penerapan hak asasi manusia . da- 
lam hubungannya dengan peradilan yang adil ialah keadilan: 
kriminal, yang esensinya adalah penerapan acuan baku-acuan 
baku hak asasi manusia pada berbagai sistem keadilan pidana 
yang berbeda-beda. Dalam pernyataan ini, saya kira ada sejum- 
lah unsur yang ditegaskan. Tentang persoalan keragaman telah 
diakui bahwa keragaman itu sendiri bukan ukuran untuk ki- 
nerja acuan baku internasional. Hal kedua yang perlu dicatat. 
ialah bahwa meskipun ada banyak keragaman dalam sistem- 
sistem keadilan kejahatan, acuan baku yang bisa diterapkan 
itu substansinya sama. Dari sudut pandang hukum interna--: 
sional, titik mendasarnya ialah apakah yang telah dilakukan. 
di tingkat domestik, apa pun sifat dari sistem hukum domes- 
tiknya, itu sejalan dengan acuan baku internasional. Apakah 
ia memenuhi penerapan acuan baku internasional mengenai 


GA Pa ani TN at 


167 


hak atas pemenkaaan yang adil dan hak atas peradilan yang 
adi? 

' Satu faktor yang terkait dalam sistem penerapan adalah 
tingkat otonomi yang diberikan pada hukum pidana umum- 
nya dalam negara-negara. Hemat saya hal ini membuat tugas 
kita-dalam upaya ini lebih dibenarkan dalam arti bahwa masih 
ada'satu lapisan yang harus dimasuki oleh acuan baku hak asasi 
manusia dalam konteks penerapaannya pada sistem hukum 
domestik. | 

Penerapan hukum pidana dipandang sebagai Dasa 
kebijakan publik dalam negeri. Negara-negara menolak acuan 
baku internasional atas dasar bahwa ada satu unsur kedaulatan 
kekuasaan negara dalam penerapan hukum pidana. Inilah hu- 
bungan kekuasaan antara negara dengan pribadi di dalam wi- 
layah negara, dan ini menandai penggunaan kekuasaan negara 
terhadap orang yang berada dalam kontrolnya, dan ada peno- 
lakan tertentu mengenai hal ini. Tetapi sampai tingkat tertentu 
acuan baku ini juga dianggap persoalan praktik negara. Misal- 
nya ada beberapa sistem hukum yang tidak memasukkan pra- 
duga tak bersalah, atau tidak membolehkan hak atas penasehat 
hukum sebagai bagian dari pembelaan. Jadi jelas ada area yang 
tercermin dalam praktik negara yang harus dimanfaatkan, 
dalam melihat bagaimana acuan baku bisa memasuki sistem 
hukum pidana. Akan tetapi persoalan yang tetap ada dalam 
benak saya adalah kegagalan menerapkan acuan baku interna- 
sional sebagai persoalan hukum domestik. Saya kita ini adalah 
hal yang penting yang harus diperjuangkan. 

- Kemudian ada persoalan tertentu yang diajukan oleh 
tanggung jawab negara (state obligation), dan saya mengguna- 
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kan istilah tanggung jawab negara dalam pengertian yang 
sangat luas. Pada satu sisi, sebagai persoalan tanggung jawab 
negara, instrumen-instrumen hak asasi manusia mengharuskan 
negara memberlakukan peraturan yang mengubah acuan 
baku-acuan baku internasional menjadi hukum domestik. 
Tetapi di sisi lain, ada persoalan kewajiban negara. Bahwa pada 
tingkat internasional dalam cara yang sangat legalistis, soal 
utamanya ialah bahwa ketidakpatuhan'pada kewajiban inter- 
nasional menimbulkan persoalan tanggung jawab negara. 
Karena fakta bahwa kasus-kasus tertentu bisa melanggar ke- 
wajiban-kewajiban internasional tertentu. Bagi negara-negara, 
inseritifnya haruslah bahwa penerapan acuan baku-acuan baku 
internasional di dalam hukum domestik sebagai masalah admi- 
nistrasi peradilan akan meningkatkan tingkat kepercayaan 
orang kepada sistem peradilan pidana, bahwa sistem peradilan 
pidana, meskipun dimonopoli oleh negara, sekurang-kurang- 
nya tampil adil dalam administrasi peradilan. 

Terakhir, ada praktik mahkamah internasional. Kita ti- 
dak meninjaunya secara rinci di sini, tetapi jelas bahwa statuta- 
statuta mahkamah Rwanda dan Yugoslavia serta Pengadilan 
Pidana Internasional yang diusulkan sangat didasarkan pada 
acuan baku yang terkandung dalam Kovenan tentang Hak 
Sipil dan Politik, dalam hal keadilan sidang pengadilan inter- 
nasional, dan tentu saya ingat salah seorang jaksa penuntut 
yang mengatakan bahwa mereka ingin agar metode yang digu- 
nakan oleh mahkamah ini untuk mengadili orang dijadikan 
model untuk sistem-sistem hukum domestik. Praktik yang ke- 
luar darinya itu penting dari segi pengalaman, pelajaran, dan 
penerapan acuan baku internasional umumnya. & 
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Lampiran II 


Jaminan Minimum Hak Asasi 
| Manusia sebagai Basis 
bagi Masyarakat Politik 


Dr. Abdelwabab Al-Afendi 


Kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timur 
Tengah telah meningkat dramatis pada tahun-tahun belakang- 
an, suatu fakta yang bisa dianggap memuaskan kalau kesadaran 
ini telah diterjemahkan menjadi tindakan. Sayangnya tidak 
demikian, karena alasan yang menjadi keprihatinan utama 
yang mendorong diselenggarakannya konperensi ini. Kita 
akan membahas ini di'bawah. Tetapi saat ini penting dicatat 
bahwa pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang men- 
colok dan kesadaran mengenainya itu tidak selalu berjalan ber- 
iringan. Pelanggaran yang menyebar luas di kawasan ini umur- 
nya lebih panjang daripada kesadaran tentangnya. Yakni lebih 
lama dibandingkan kesadaran kesadaran dan perhatian orang- 
orang yang tidak menjadi korban langsung, atau yang mampu 
dan mau melakukan sesuatu untuk mereka. 

Karena itu penting ditinjau akar penyebab pelanggaran- 
pelanggaran ini sebelum membahas bagaimana menanganinya. 
Dalam hal ini kita bisa melihat empat sumber utama pelang- 
garan hak asasi manusia, dan dengan cara apa sistem-sistem 
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yang menindas dipelihara dan disahkan. Yang pertama dari 
sumber ini bisa ditemukan dalam cara-cara dan sistem-sistem 
tradisional yang kuat berlaku di kawasan ini dari zaman yang 
tak bisa diingat lagi mulainya yang melahirkan pelanggaran 
yang terus-menerus dan sistematis. Yang kedua adalah zaman 
kolonial dan upaya-upaya oleh negara-negara besar Barat un- 
tuk menguasasi kawasan ini. Ini melahirkan pola pelanggaran 
khas. Ketiga, datang orde pasca-kolonial, yang dicirikan oleh 
campuran tradisionalisme dan liberalisme yang mengembang- 
kan pola pelanggarannya sendiri. Keempat dan terakhir, da- 
tang kelompok-kelompok nasionalis radikal dan ideologis, 
yang berkehendak kuat mereformasi sistem pasca-kolonial, 
memberikan pola pelanggaran terakhir dan paling mencolok. : 


Dari Depotisme Tradisional ke Depotisme Modern 


Timur Tengah punya sejarah negara dan perkembangan 
sosial yang panjang yang berdampak sampai sekarang. Se- 
mentara Islam dan agama secara umum menjalankan peran 
penting dalam kehidupan publik dan terus demikian sampai 
sekarang, memandang masa lalu hanya dari segi Islam itu sa- 
ngat menyederhanakan persoalan. Negeri-negeri seperti Mesir 
dan Irag punya tradisi kehidupan negara-sentris selama bebe- 
rapa milenia, dan terus berpengaruh pada perilaku publik se- 
cara tidak bisa diramalkan. Afiliasi-afiliasi puak dan suku, oto- 
ritas patriarkal, dan solidaritas klan juga masih tak tergun- 
cangkan di kawasan ini sekalipun ada Islam dan modernitas. 

Dalam satu hal, Islam merupakan pemberontakan terha- 
dap penindasan-penindasan yang didukung oleh masyarakat. 
Penindasan seperti pembunuhan bayi, pengingkaran hak ka- 
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um perempuan, budak dan minoritas diserang dan dihapus- 
kan. Sistem berdasar negara untuk memutuskan perselisihan 
dibentuk untuk menggantikan cara-cara penyelesaian tradisio- 
nal untuk perselisihan-perselisihan suku, dan satu kerangka hu- 
kum ditegakkan untuk menggantikan hukum kekuatan. 

Meskipun demikian umum diakui bahwa zaman emas da- 
lam mana ideal-ideal Islam berlaku itu berlangsung sangat se- 
bentar, merentang selama empat abad awal sejarah Islam. Sa- 
ngat cepat suatu bentuk despotisme dipulihkan kembali, se- 
mentara ikatan-ikatan kesukuan cenderung menyingkirkan 
persaudaraan keagamaan sebagai landasan asosiasi dan soli- 
daritas. Hukum diabaikan sebagai penengah dalam soal kekua- 
saan, dan kekuatan kasar sangat menentukan apa yang berlaku. 
Akan tetapi sejumlah sisa sikap hormat kepada hukum itu ma- 
sih ada yang membedakan masyarakat politik Islam dengan 
rezim-rezim despotis yang merupakan norma dalam tahap 
sejarah umat manusia saat itu. 

Kekaisaran Usmani dan berbagai kesultanan yang me- 
mandang dunia Muslim pada fajar dunia modern esensinya 
adalah kediktatoran militer yang mendasarkan keabsahan me- 
reka pada kekuatan militer yang superior. Perbedaan pendapat 
tidak diperbolehkan, dan yang mempertanyakan kekuasaan 
ditindas secara kejam. Sementara kebanyakan despotisme tra- 
disional itu disingkirkan oleh gelombang pasang sejarah, tra- 
disi-tradisi yang mereka tinggalkan tidak hilang sepenuhnya. 
Dan ini bukan hanya sisa-sisa sistem lama, seperti monarki 
Teluk, Maroko atau Yordania, atau rezim otoriter tradisional 
yang direstorasi di Iran. Rezim “modern,” bahkan yang “revo- 
lusioner” memperlihatkan sangat mengandalkan metode-me- 
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tode dan ikatan-ikatan tradisional. Rezim Marxis bekas Yaman: 
Selatan, dan rezim-rezim Ba'ath di Suriah dan Irag berkali-kali 
mengungkapkan pengandalan mutlak pada klan, solidaritas 
sektarian-atau kesukuan untuk menopang kekuasaan mereka. 
Tradisi, dalam bentuknya yang lama maupun baru, tetap me- 
rupakan tulang punggung utama sistem-sistem yang tak ter- 
elakkan lagi melahirkan penindasan hak asasi manusia. 
Modernitas datang ke bagian dunia ini pertama kali da- 
lam bentuk kolonialisme. Penguasa-penguasa kolonial menu- 
rut sifatnya despotis dan menggunakan banyak tindakan me- 
nindas yang tak terelakkan lagi disertai oleh pelanggaran hak 
asasi yang mencolok. Sementara kolonialisme telah hilang se- 
karang, warisannya terus saja melahirkan pelanggaran. Upaya- 
. upaya abortif untuk mengubah Afrika Utara secara demografis 
dan budaya, dan upaya yang lebih berhasil di Palestina, me- 
ninggalkan warisan konflik yang merupakan sumber pelang- 
garan hak asasi. Negara-negara yang dibentuk secara artifisial 
di tempat-tempat seperti Sudan, Lebanon, dan Irag juga meru- 
pakan warisan kolonial yang terus melahirkan konflik dan pe- 
langgaran. Yang tetap lebih relevan, upaya-upaya yang dilaku- 
kan oleh negara-negara besar untuk mempertahankan warisan 
kolonial dan mempertahankan kepentingan-kepentingan me- 
reka di kawasan ini sekarang ini merupakan sumber besar du- 
kungan bagi pelanggaran yang luas. Susunan-susunan politik 
yang mustahil, yang dalam dirinya adalah pelanggaran dan ha- 
nya bisa dipertahankan dengan pelanggaran besar-besaran, me- 
nerima dukungan besar dari tuan-tuan kolonial lama dan pe- 
nguasa-penguasa imperial baru. Di sini kita menunjuk situasi- 
situasi anomali di Wilayah Pendudukan Palestina, Bahrain, 
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dan Aljazair. Akan tetapi jumlah terbesar sistem politik di 
kawasan ini hanya sedikit yang punya daya hidup, dan tergan- 
tung pada pelanggaran hak asasi skala besar untuk memper- 
tahankannya, dan juga pada dana dan dukungan politik asing. 

. Dalam tahap pertama, orde pasca-kolonial muncul se- 
bagai campuran nilai-nilai dan hubungan-hubungan liberal 
dengan tradisional. Monarki-monarki, yang konstitusional 
maupun absolut, dan republik-republik didominasi oleh ke- 
pala-kepala klan tradisional atau anggota keluarga-keluarga 
terkemuka, yang semua berbasa-basi mengenai nilai-nilai de- 
mokratis. Akan tetapi, praktiknya penuh dengan penindasan 
dan ketidak-adilan. Walaupun penindasan-penindasan itu telah 
dikerdilkan oleh rezim-rezim penggantinya, tidaklah tepat me- 
mandang periode itu sebagai zaman emas saat penindasan men- 
jadi kurang merajalela. Sisa-sisa periode itu yang masih berta- 
han, yang menonjol adalah monarki-monarki dan kesheikan- 
kesheikan Teluk, Yordania, dan Maroko, dulu dan sekarang 
mempertahankan diri dengan mengandalkan penindasan yang 
tak bisa ditolerir, mengingatkan kita tentang mengapa revolusi 
dan kup dipandang mutlak untuk menyingkirkan rezim-rezim 
Itu. 

Akan tetapi jumlah pelanggaran yang terbesar berasal da- 
ri sistem-sistem revolusioner yang berusaha menggantikan or- 
de tradisional lama dengan visi-visi berdasar ideologi. Gerakan- 
gerakan pembangkang yang menentang orde lama, pada per- 
tamanya nasionalis atau kiri, kemudian Islamis, menggunakan 
kekerasan sebagai sarana untuk berkuasa dan, ketika berkuasa, 
untuk mempertahankannya. Hasilnya adalah penindasan-pe- 
nindasan hak asasi yang dengan mudah bisa dibandingkan 
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dengan mimpi terburuk yang pernah dialami dunia. Pelang- 
garan paling parah tampak terjadi di Irag, Libya, Suriah, dan 
Aljazair, di mana klik yang berkuasa siap melakukan apa pun 
untuk mempertahankan kekuasaan, dan kadang-kadang mela- 
kukan penindasan yang serampangan dan tanpa tujuan. Tetapi 
sistem-sistem revolusioner lain, berawal dari Mesir Nasser - 
sampai Iran-dan Sudan juga memperlihatkan kecenderungan 
yang sama. Rezim-rezim bukan revolusioner seperti monarki 
yang masih bertahan, dan rezim-rezim pasca-revolusioner se- 


perti di Mesir dan Tunisia juga tidak keluar dari lingkaran ini. 


Peran Kaum Islamis 


Karena itu kita mendapati diri kita berada di hadapan ge- 
jala yang ganjil: melintasi kawasan yang besar arti politik dan 
ekonominya serta kaya warisan budayanya itu, ada berbagai 
macam rezim dan sistem yang hanya dipersatukan oleh du- 
kungan aklamasi pada kebijakan represif yang mengingkari 
hak paling dasar rakyat mereka. Rakyat yang haknya diingkari 
itu mencari-cari jalan keluar dan tidak melihat sistem alternatif 
yang mungkin yang menawarkan harapan penyelamatan. Me- 
reka melihat keluar kawasan dan berhadapan dengan negara- 
negara besar yang belum lama ini berusaha menguasai mereka 
dan menginigkari hak asasi mereka, dan yang sekarang ini aktif 
mendukung penguasa yang menguasai mereka. Hasilnya ada- 
lah keputus-asaan lingkaran tanpa ujung-pangkal pemberon- 
takan membabi-bura, yang bisa menghasilkan kemenangan ke- 
lompok-kelompok yang sakit hati yang sangat bernafsu me- 
lampiaskan-dendam terhadap bekas penindas, seperti yang 
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diperlihatkan oleh kasus Iran, atau penindasan dan penging- 
karan kebebasan yang lebih besar lagi. : 

Dalam hal ini kelompok-kelompok Islamis AA meru- 
pakan kasus yang-berbeda'dengan kaidah dan logika sendiri. 
Faktanya, munculnya kelompok-kelompok Islamis itu di da- 
— Jam tradisi umum.itu sama kokohnya dengan kelompok-ke- 
lompok radikal lain. Kita melihat pergeseran despot-despot 
yang berkuasa, seperti Mu'ammar Oaddhafi Libya, Saddam 
Hussein Irag, dan (dulu) Gaafar Numeiri Sudan, dari logika 
revolusioner radikal ke retorika Islamis tanpa mengubah tem- 
patnya. Rezim-rezim Islamis tradisional seperti monarki-mo- 
narki Saudi Arabia dan Maroko bersatu dengan “kaum liberal” 
(penamaan yang-salah) dan kaum sekularis radikal menentang 
kaum Islamis, yang di masa lalu mereka dukung menentang 
kaum radikal yang sama. Juga tidak rahasia bahwa kebanyakan 
kelompok Islam dengan kekerasan itu muncul dari dalam pen- 
jara-penjara rezim-rezim represif tak berperikemanusiaan yang 
tidak surut dari mempraktikkan Pen bentak penyiksaan 
musuh yang paling biadab. 

: Rezim pra-revolusi di Iran dan orde Bae di Me- 
Nam bakaa penindasan yang sangat serampangan dan 
kebijakan kejam yang berlebihan terhadap golongan Islamis 
dan musuh-musuhnya yang lain. Reaksi alamiah terhadap ke- 
bijakan itu tidak bisa diperkirakan. Peningkatan kekerasan 
oleh kelompok-kelompok Islamis dan radikalisasi semakin 
tinggi kelompok-kelompok ini di Mesir dan Aljazair bisa se- 
cara langsung dihubungkan dengan peningkatan kekejaman 
dan penindasan oleh rezim-rezim yang mereka hadapi. Keke- 
rasan di kedua negeri itu menyala pada dasawarsa sembilan- 
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puluhan yang sebelumnya tidak ada. Apa yang disampaikan 
rezim-rezim yang berkuasa ini pada kita ialah bahwa golongan 
Islamis sekarang menjadi ancaman terhadap orde yang ber-- 
laku, dengan kata lain, mereka menjadi populer. Ini terbukti 
dari fakta bahwa rezim-rezim anti-Islamis juga adalah rezim- 
rezim yang tidak mau berubah dalam oposisi mereka terhadap 
reformasi-reformasi demokratis sejati. 

Seperti semua sistem despotis, sistem politik yang seka- 
rang di Timur Tengah itu begitu punya perlengkapan sehingga 
melakukan tindakan menyerang ancaman-ancaman itu, baik 
dari kiri maupun kanan. Karena itu tingkat represi berhubung- 
an langsung dengan kekuatan oposisi. Oleh sebab itu untuk 
mendefinisikan persoalan ini, kita harus melihat soal ini dari 
perspektif perlawanan oleh sistem-sistem tradisional dan pe-. 
— warisan potensial maupun aktual reformasi demokratis. 

Mereka punya alasan. Dalihnya berbeda-beda sesuai de- 
ngan waktu dan sifat oposisi yang mengancam, dan bisa me-. 
yakinkan ketika didukung. Dalam tahap tradisionalis yang 
— menjadi dalih adalah ancaman komunisme, subversi, peng- 
ambil-alihan kekuasaan oleh golongan minoritas, dan sebagai- 
nya. Dalam tahap revolusioner, ketakutan akan subversi asing, 
rencana imperialis, tuntutan untuk memerangi musuh Zionis, 
kebutuhan untuk memusatkan tenaga untuk mencapai per- 
kembangan ekonomi, dan sebagainya adalah dalih yang dige- 
mari. 

Dalam tahap kiasan kekhawatiran akan pengambil 
alihan kekuasaan oleh golongan fundamentalis radikal yang 
akan membatasi kebebasan dan menghapuskan hak kaum pe- 
rempuan dan golongan inteligensia. adalah alibi lazim semua: 
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despot. Rezim-rezim Islamis, baik yang tradisional seperti di 
Saudi Arabia maupun yang revolusioner seperti di Iran atau 
Sudan, juga menyatakan kecemasan bahwa demokrasi bisa me- 
masukkan pengaruh asing dan mengancam nilai-nilai suci yang 
harus dijaga dengan biaya apa pun. Ringkasnya, sistem-sistem 
tidak demokratis itu ditopang oleh fobia nyata ataupun kha- 
yalan, suatu keadaan alamiah yang membatasi perilaku rasio- 
nal dan mengembangkan irasionalisme yang merupakan akar 
dari penindasan-penindasan yang terparah. Karena itu harus 
ditemukan solusi untuk menghalau suasana kekhawatiran dan 
irasionalitas yang cenderung melestarikan perpecahan-perpe- 
cahan yang disuburkan oleh kediktatoran-kediktatoran itu. 


Jalan Maju 


Karena itu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi ka- 
wasan ini kita harus melihat bagaimana hal ini terjadi. Kita 
harus mendefinisikan dan menentukan kecemasan ini serta 
menanganinya. Saat ini, kekhawatiran utama adalah bahwa 
demokrasi bisa mengarah pada timbul dan berkuasanya ke- 
lompok-kelompok Islamis yang kemudian bisa membatasi ke- 
bebasan. Pendapat ini punya dua unsur: (1) kaum Islamis be- 
gitu populer sehingga pemilihan umum bebas bisa membuat 
mereka berkuasa, (2) ketika berkuasa, kaum Islamis akan 
membatasi kebebasan dan dengan demikian membatalkan 
demokrasi. Kesimpulannya: kita sudah baik begini, isi de- 
mokrasi. 
Pendapat i ini seringkali hanya suatu dalih, karena rezim- 
rezim ini juga tidak mentolerir saingan-saingannya yang se- 
kular. Tetapi ada aspek kebenaran di dalamnya. Bagaimanapun 
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juga, McCarthyisme didasarkan pada suatu kebenaran, se- 
kalipun dibesar-besarkan, akan ancaman pengambil-alihan ke- 
kuasaan oleh komunis di Amerika. Kekhawatiran itu lebih 
bersifat patologis daripada bijaksana, karena ditarik begitu 
jauh, dan bahkan bertentangan dengan keyakinan penjajanya 
yang paling bersemangat, yang mengakui sangat bangga akan 
sistem kapitalis dan yakin akan superioritasnya. Namun demi- 
kian orang psikosis sekalipun perlu ditangani, khususnya kalau 
tidak hanya kelas penguasa tetapi juga sekutu-sekutu interna- 
sional mereka berada dalam genggaman mereka. 

Karena itu kita harus menyoroti kekhawatiran ini ketika 
benar,.dan berusaha menanganinya. Sebelum bisa berbuat de- 
mikian, kita harus menolak pendapat bahwa setiap ancaman 
terhadap kekuasaan pemerintah oleh unsur-unsur masyarakat 
sipil itu memberikan alasan yang cukup untuk membatasi ke- 
bebasan, menghindari kekuasaan hukum dan memberi peme- 
rintah kekuasaan despotis. Pendapat ini mengalahkan tujuan- 
nya sendiri. Esensi dari kekuasaan hukum adalah bahwa i ia me- 
rupakan metodologi untuk melindungi masyarakat dari pem- 
batasan yang tidak sah atas hak dan kebebasan. Penjahat per 
definisi adalah orang-orang yang melanggar hak dan kebebasan 
orang lain, secara langsung ataupun tidak langsung. Maka di 
dalam masyarakat yang didasarkan pada kekuasaan hukum, 
tidak boleh ada alasan, terkecuali dalam keadaan yang sangat 
darurat, untuk mengkriminalkan pelaksanaan hak yang sah 
atas dalih bahwa ini akan menimbulkan ancaman bagi kebe- 
basan, kecuali bisa ditentukan kaitan langsung antara tindakan 
— yang dilarang dengan perkiraan ancaman pada kebebasan. 
Misalnya, orang tidak boleh memberlakukan jam malam dua 
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puluh empat jam untuk memerangi kejahatan jalanan. Mirip 
dengannya, orang tidak boleh melarang semua partai politik 
karena sebagian darinya bisa mengancam kebebasan. 

Kebanyakan rezim yang berbicara tentang ancaman dari 
golongan fundamentalis atau teroris punya undang-undang 
yang berkaitan dengan obyek kekhawatiran mereka. Faktanya 
mereka punya undang-undang j yang kejam yang lebih dari 
cukup mengurus persoalan ini. Orang-orang yang dicurigai 
menjadi anggota kelompok teroris (meskipun definisi tentang 
siapa yang teroris itu dipertentangkan) menghadapi sanksi ke- 
ras yang kerap meliputi hukuman mati. Sidang yang kilat di- 
langsungkan dengan perlindungan yang sangat sedikit terha- 
dap orang-orang yang dicurigai. Karena itu bisa dikatakan bah- 
wa kalaupun kita menerima pendapat bahwa kelompok:ke- 
lompok tertentu itu merupakan ancaman terhadap kebebasan, 
ancaman ini ditangani lebih dari selayaknya. Tidak boleh ada 
dalih untuk memhatasi kebebasan kelompok lain, yang bah- 
kan dengan kriteria sembarangan rezim-rezim ini, tidak bisa 
dituduh menjadi teroris atau merupakan ancaman terhadap 
kebebasan. | 

Dari sini kita bisa berpendapat bahwa Senapan bu- 
kanlah keamanan atau kebebasan, karena ancaman dari jenis 
itu bisa ditangani dengan hukum. Soal yang mendasari semua 
nya ialah ketidakamanan elite penguasa yang mengkha- 
watirkan masa depan politik mereka sendiri. Lazimnya kekha- 
watiran seperti ini, sekalipun absah, tidak menjadi perhatian 
aktivis hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia tidak 
meliputi hak atas keamanan dalam jabatan politik, khususnya 
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kalau yang menjabatnya mau tetap berada di tempatnya untuk 
selama-lamanya. 

Karena kekhawatiran ini berjubah kecemasan terhadap 
hak asasi manusia dan pada gilirannya menjadi sumber utama 
penindasan hak asasi manusia lebih lanjut, ada urgensi untuk 
menanganinya. Cara yang terbaik untuk menangani kekha- 
watiran-kekhawatiran ini ialah berupaya mengembangkan 
suatu kesepakatan mengenai norma-norma demokratis dan 
hak-hak dasar yang harus dijamin dalam keadaan apa pun dan 
ditaati oleh semua kelompok yang mau menjadi bagian dari 
proses politik. Dan soal inti dari kesepakatan.ini harus berupa 
piagam atau persetujuan dasar untuk menghormati hak asasi 
dasar manusia. Suatu perjanjian untuk menjamin hak asasi ma- 
nusia, termasuk hak golongan minoritas, adalah.cara yang pa- 
ling pasti untuk menghilangkan ketakutan semua kelompok 
dan menyebabkan semua gerakan, yang tidak hanya didorong 
oleh keinginan untuk menguasai yang lain dan melestarikan 
kediktatoran, bersatu memperjuangkan demokrasi. Hanya 
dengan begitu lingkaran tanpa ujung-pangkal penindasan dan 
pemberontakan sekarang ini bisa dipatahkan. 


Piagam untuk Perlindungan Hak Dasar 


Di setiap negeri di kawasan ini, semua kelompok politik 
yang hendak berpartisipasi dalam proses demokrasi harus me- 
rundingkan satu piagam yang mermasukkan semua kelompok 
yang menegakkan hak dasar. Dalam hal ini instrumen inter- 
nasional tentang hak asasi manusia memberikan panduan yang 
berguna, dan piagam ini paling baik kalau dirumuskan meng- 
ikuti perlindungan tentang hak dasar yang digariskan di dalam- 
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nya. Akan tetapi piagam ini tidak mesti sama benar dengan 
instrumen tersebut. Juga piagam ini tidak perlu sama di setiap 
negeri. Piagam seperti ini harus mencerminkan nilai-nilai ke- 
lompok-kelompok di masing-masing negeri. 

Setiap upaya untuk mengurangi hak-hak yang dijamin da- 
lam instrumen-instrumen internasional itu harus sangat dicu- 
rigai, dan hanya bisa dibenarkan dengan pemeliharaan hak 
yang lebih fundamental. Dalam kasus apa pun tidak mungkin 
ada ketidaksepakatan mendasar antara kelompok-kelompok 
yang bersangkutan tentang ketentuan umum dalam instrumen 
internasional. Perbedaan besar antara kaum Islamis dan lawan- 
lawannya kemungkinan berkisar tentang sejumlah ketentuan 
hukum Islam, seperti hukuman resmi, yang bertentangan de- 
ngan instrumen internasional. Akan tetapi, perbedaannya bu- 
kan tidak bisa diatasi, dan hanya berkaitan dengan satu wila- 
yah kecil bidang hak asasi manusia. Hukuman badan bukanlah 
bidang dalam mana penindasan hak asasi masa sekarang mem- 
buat dirinya paling manifes. Pada saat ini, wilayah utama pe- 
nindasan bukanlah di bidang hukuman yang dijatuhkan peng- 
adilan, tetapi di luarnya: penyiksaan, pengingkaran hak atas 
peradilan yang adil terhadap musuh-musuh politik, pengu- 
rangan kebebasan berekspresi dan berorganisasi, serta tidak 
adanya pemilihan umum yang bebas dan adil atau perlin- 
. dungan hukum dari penindasan oleh eksekutif. 

Seperti disebutkan sebelumnya, berkaitan dengan usulan 
untuk mengubah sebagian perlindungan yang diberikan oleh 
instrumen-instrumen internasional beban justifikasi harus di- 
berikan pada mereka yang menyerukan perubahan. Mereka 
harus mampu meyakinkan setiap orang tentang adilnya tujuan 
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mereka itu. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, instrumen- 
instrumen internasional harus tetap diberlakukan. Perlindung- 
an yang solid instrumen-instrumen internasional harus menja- 
di dasar di atas mana dibentuk kesepakatan mengenai kebe- 
basan-kebebasan dasar. Jaminan yang diberikan kepada semua 
kelompok kemudian bisa menjadi landasan di atas mana ber- 
diri komunitas politik. Kelompok-kelompok yang mengikuti 
kesepakatan ini akan dibolehkan ambil bagian sepenuhnya 
dalam proses demokratis. Mereka yang tidak harus dilarang 
berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, yang tidak sama 
dengan membubarkan mereka atau menghalangi hak dasar 
mereka sepenuhnya. Selama mereka tidak terlibat dalam keke- 
rasan atau mengambil hukum dalam genggaman mereka sen- 
diri, mereka harus dibolehkan menikmati kebebasan dasar 
yang dijamin bagi semua kelompok, kecuali hak untuk berpar- 
tisipasi dalam pemilihan umum. 


Keadilan dan Persidangan 


Persoalan sidang pengadilan yang adil, yang merupakan 
fokus dari pembahasan ini, tergantung sepenuhnya pada pele- 
takan landasan yang kokoh untuk jaminan-jaminan demo- 
kratis dan hak asasi manusia. Dalam kondisi ketidak-perca- 
yaan, konflik, dan perpecahan dewasa ini, sidang pengadilan 
yang adil adalah kemungkinan yang jauh dan tidak realistis. 
Karena iklim gejolak politik dan ketidak-pastian saat ini, ideal 
pengadilan yang adil menghilang bahkan di negeri-negeri de- 
mokrasi yang mapan sekalipun. Pengadilan terhadap orang 
yang dituduh teroris dari Timur Tengah di Amerika Serikat 
yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini meninggalkan 
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banyak yang diinginkan sepanjang menyangkut keadilan dan 
pencarian tidak memihak atas keadilan. Hal ini tidak mengher- 
ankan mengingat perasaan panik yang berkuasa — ketakutan 
yang sama telah menimbulkan McCarthysme dan Perang 
Dingin. 

Di Timur Tengah sendiri, suasananya lebih buruk lagi. 
Banyak yang dianggap lawan politik diadili, dijatuhi hukum- 
an, dan dieksekusi sebelum bertemu dengan hakim. Dalam 
media resmi (dan kebanyakan tidak resmi), laporan-laporan 
tentang laki-laki (dan sejumlah perempuan) dibunuh oleh po- 
lisi dalam apa yang dikatakan tembak-menembak, bahkan ti- 
dak bersusah-payah mengkualifikasikan klaim yang dibuat 
oleh yang berwenang. Berita utama menyebutkan “seorang 
teroris ditembak mati,” atau “seorang ekstremis ditangkap.” 
Istilah yang lebih hati-hati, “yang disangka teroris” atau “yang 
disangka ekstremis,” sama sekali tidak dianggap perlu. Pihak 
yang berwenang mendakwa, menuduh, dan menghukum 
orang yang dicurigai berbuat kejahatan tanpa memperoleh 
perlindungan apa pun. Tentu saja ada dugaan yang serius, me- 
ngenai penembakan orang yang dicurigai setelah dirinya di- 
tangkap, penyiksaan sampai mati narapidana dan tak terhitung 
penindasan berat lainnya. Mereka yang cukup beruntung un- 
tuk selamat hidup melewati penindasan-penindasan ini tidak 
merasa nyaman ketika diajukan ke pangadilan. Di Mesir, 
Israel, Yordania, Aljazair atau Tunisia, orang yang dicurigai 
diadili di hadapan mahkamah militer yang prosedurnya sama 
sekali tidak memenuhi acuan baku internasional tentang per- 
adilan yang adil. Di negeri-negeri lain seperti Saudi Arabia, 
Sudan, Suriah, Irag, Maroko, Iran atau Mauritania, pengadilan- 
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pengadilan sipil khusus bisa dibuat untuk meloloskan 
hukuman yang diinginkan oleh yang berkuasa terhadap lawan 
nyata atau yang disangka lawan. 

Yang kita hadapi di sini ialah brutalisme, hutan rimba 
di mana berkuasa hukum kekuasaan dan dimana tidak ada 
perlindungan minimum yang diperlukan untuk keadilan. 
Yang kita hadapi bukanlah komunitas manusia atau politik 
di mana lembaga-lembaga negara dirancang untuk melindungi 
kepentingan bersama dan lawan-lawan berhak sama atas kema- 
nusiaan dan hak minimum. Yang kita dapati ialah suatu ke- 
adaan di mana lembaga-lembaga digunakan sebagai senjata da- 
lam suatu perang sipil. Dan ini bukan saja terjadi di tempat- 
tempat seperti Wilayah Pendudukan Palestina, Kuwait, dan 
sejumlah negeri Teluk di mana bagian yang penting penduduk 
diingkari haknya dalam hukum. Bahkan di negeri-negeri yang 
secara nominal mengakui hak yang sama bagi semua pendu- 
duk, praktik memperlihatkan anggapan bahwa pengadilan di 
negeri-negeri ini merupakan lembaga yang berupaya menja- 
min dan melaksanakan keadilan adalah ilusi belaka. Peng- 
adilan hanyalah alat di tangan para penguasa yang hendak me- 
lumpuhkan dan mengenyahkan semua kemungkinan oposisi. 

Banyak yang telah dilakukan berkenaan dengan manifes- 
tasi belakangan ini dari acuan baku ganda Israel seperti yang 
diperlihatkan dalam cara pembunuhan pembom buronan 
Yahya Ayyash, dengan ranjau telepon genggam yang dipasang 
oleh intelijen Israel, dan rumah keluarganya kemudian dile- 
dakkan oleh tentara Israel. Sementara Ayyash didakwa, dija- 
tuhi hukuman, dan dibunuh tanpa pengadilan pertunjukan se- 
kalipun, dan setelah meninggal dihukum dengan cara meng- 
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hancurkan rumah milik keluarganya (suatu ketidak-adilan gan- 
da, karena tidak ada dakwaan, apalagi putusan hukuman 
terhadap keluarga ini) tertuduh pembunuh bekas Perdana 
Menteri Yitzhak Rabin memperoleh peradilan yang relatif adil 
dan keluarganya tetap tanpa gangguan. Sementara tidak ada 
pertanyaan bahwa perlakuan Israel terhadap orang Palestina 
itu benar-benar tidak adil dan ini merupakan penyebab utama 
ketidakstabilan di Timur Tengah, sikap Israel hanyalah salah 
satu contoh tentang apa yang menjadi norma di kawasan ini. 

Faktanya banyak orang Palestina yang dulu bersorak- 
sorai menyambut pemindahan kekuasaan atas diri mereka ke 
Otoritas Palestina pimpinan PLO (sesuai ketetapan kesepakat- 
an Oslo antara Israel dan PLO) sekarang memandang ke masa 
lalu kekuasaan Israel dengan nostalgis. Juga pasti bahwa ba- 
nyak warganegara negeri-negeri Arab “bebas” yang dihukum 
dan dikorbankan untuk kejahatan-kejahatan yang tidak dihu- 
kum di Israel. Salah satu contoh mencolok ialah dihukum pen- 
jaranya pemimpin serikat buruh terkemuka Yordania Dr. 
Leith Shbeilat baru-baru ini. Dr. Shbeilat, pemimpin Perkum- 
pulan Insinyur, diadili dan dipenjara pada bulan Maret 1996 
atas tuduhan berbicara secara tidak menghormat mengenai raja 
Yordania, Raja Hussein. Kalau saja Shbeilat tinggal di Israel, 
ia tidak akan pernah diajukan ke pengadilan. Ia tidak akan di- 
dakwa menghina kepala negara, tidak juga vokal menentang 
proses perdamaian. Banyak warganegara Israel yang menen- 
tang Perjanjian Oslo dan menghina pemimpin mereka sampai 
secara pribadi tidak pernah ditanyai, apalagi diadili. 

Keadaan semakin memburuk karena masyarakat inter- 
nasional dan pendapat umum tampak puas dengan penindasan 
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yang keji itu. Dalam tajuk rencana surat kabar harian pan-: 
Arab terkemuka, terbit di London, milik orang Saudi, Al- 
Hayat pada tanggal 19 Maret, seorang pemimpin redaksi me- 
nyatakan dengan gamblang bahwa Shbeilar memang pantas 
memperoleh hukuman karena ia “membayangkan bahwa Yor- 
dania adalah Swiss,” dan melanggar batas-batas dengan mener- 
jang tabu mengkritik raja! Kalau ini adalah sikap intelektual 
dan jurnalis liberal mengenai acuan baku yang cocok untuk 
orang Arab, yang dikutuk secara tetap tak memperoleh hak 
atas kebebasan menyatakan pendapat, maka tidak mengejut- 
kan bahwa hanya sedikit perbaikan yang terjadi ke arah pe- 
ningkatan perlindungan hak asasi manusia. 


Kesimpulan 


Peningkatan perlindungan hak asasi manusia di Timur 
Tengah itu mensyaratkan perubahan persepsi, pertama di da- 
lam kawasan ini, dan kedua secara internasional. Pendapat 
umum di kawasan ini terpecah-belah dan mengandung rasa ta- 
kut dan benci. Kelompok-kelompok yang berpengaruh dan 
bertentangan enggan menerima legitimasi klaim saingan-saing- 
an dan hak mereka atas kebebasan dan partisipasi politik. Ini 
mendistorsi proses politik dan mencemarkan nama baik lem- 
baga-lembaga yang ditujukan untuk menjamin keadilan dan 
melindungi hak. Bahkan organisasi-organisasi hak asasi manu- 
sia lokal menjadi alat dalam perang sipil. 

Keadaan diperburuk oleh karena organisasi-oganisasi hak 
asasi manusia internasional dan negara-negara besar menjadi 
pemain dalam permainan, secara terbuka atau tidak langsung 
memihak dalam perang sipil yang merajalela dan menyum- 
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bang pada penindasan hak asasi yang umum terjadi. Rezim- 
rezim dukungan Barat di kawasan ini adalah pemain utama 
dan harus memikul tanggung jawab utama untuk memper- 
baiki keadaan. Mereka harus menerima kemungkinan mele- 
paskan kekuasaan dan, bukannya menggunakan masa depan 
khayali sebagai dalih untuk tidak memenuhi keinginan demo- 
kratis mayoritas penduduk, mereka harus membuat perlin- 
dungan yang menjamin kemajuan ke arah pemenuhan hak 
demokratis tanpa jatuh lagi ke kekacauan atau represi. 

Kelompok-kelompok Islamis, yang oleh banyak pihak di- 
pandang sebagai ancaman potensial atau nyata terhadap hak- 
hak dasar, juga bertanggung-jawab untuk menenangkan lawan 
tentang komitmen mereka untuk menjaga hak asasi. Mereka 
harus membuat hal ini jelas dengan memasuki perundingan- 
perundingan dengan kekuatan-kekuatan politik lain dan men- 
capai persetujuan dengan mereka mengenai instrumen-instru- 
men untuk melindungi hak-hak dasar, suatu persetujuan yang 
tidak boleh dibatalkan siapa pun juga. 

Seperti telah saya sebutkan di atas, mengaitkan penin- 
dasan hak asasi manusia yang parah dan berlangsung terus-me- 
nerus itu dengan munculnya kelompok-kelompok Islamis di 
kawasan itu adalah tindakan yang menyesatkan. Faktanya, 
timbulnya kekerasan politik di negeri-negeri seperti Mesir dan 
Aljazair itu disebabkan oleh pembatasan hak-hak demokratis 
dan bukan sebaliknya. Semakin keras suatu kelompok Islamis, 
seperti Gamaat al-Islamiyya di Mesir, secara luas dipandang 
sebagai punya basis dukungan massa yang kecil, membuatnya 
menjadi ancaman kecil terhadap suatu tatanan yang didasarkan 
pada asas-asas demokrasi. Pengalaman negeri-negeri seperti 
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Malaysia (yang sejak kemerdekaannya pada dasawarsa lima- 
puluhan punya partai Islam), Yordania, Pakistan, Bangladesh, 
Kuwait, dan Yaman memperlihatkan bahwa kekerasan politik 
bisa dicegah atau dihilangkan dengan cara-cara reformasi de- 
mokratis. Kebanyakan negeri di kawasan itu yang menolak 
membiarkan :reformasi demokratis yang bermakna tidak 
menghadapi ancaman Islam yang dapat dipercaya. Tidak ada 
“kaum Islamis di depan-pintu gerbang”-kebanyakan negeri 
Teluk, Irag, Suriah, Maroko, Sudan, Mauritania atau Iran. Di 
Tunisia atau Saudi Arabia, oposisi Islamis nyatanya lebih li- 
beral daripada rezim-rezim yang berkuasa. 

Meskipun demikian masih menjadi kewajiban gerakan- ' 
gerakan Islamis untuk. bekerja keras untuk membebaskan diri 
dari dosa karena menjadi penghalang reformasi demokratis de- 
ngan-menegaskan komitmen. mereka pada hak-hak dasar dan 
demokrasi, dan mengambil semua langkah yang diperlukan 
untuk menjamin orang Jain bahwa kebebasan dan demokrasi 
itu tidak perlu ditakuti. Hal ini juga membuat para pemimpin 
Islamis yang mempercayai demokrasi dan mendukung maksi- 
malisasi kebebasan pribadi untuk bersuara lebih lantang dan 
berupaya. memobilisasi opini Islamis di balik program-pro- 
gram mereka. Juga mutlak bagi pemimpin-pemimpin ini un- 
tuk bekerja membangun gerakan demokrasi berbasis luas yang 
mencakup semua yang menentang otoritarianisme, supaya bi- 
sa memberikan desakan kepada rezim-rezim diktatorial, yang 
bersembunyi di balik jubah Islam semu ataupun liberal semu, 
dan mendesak mereka untuk mengikuti kemauan rakyat. Pia- 
gam yang disepakati yang menjamin hak-hak dasar bisa men- 
jadi jembatan emas untuk mencapainya. « 
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Lampiran III 


Menuju Penegakan Hak Asasi 
Manusia di Dunia Arab: | 
Suatu Strategi Menyeluruh 


Bahey Eddin Hassan 


Pendahuluan 


Gerakan hak asasi manusia di dunia Arab telah melalui tiga 
tahap. Pada dasawarsa enam-puluhan, yakni periode pema- 
sukan, lahir Organisasi Hak Asasi Manusia di Irag, dan dibuat 
deklarasi Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia pada.ta- 
hun 1968 di Beirut, di bawah pengawasan organisasi yang per- 
tama dan Persatuan Ahli Hukum Arab. Akan tetapi organisasi 
ini tidak berumur panjang,' mengingat dominannya wacana 
tertentu hak asasi manusia yang hanya menyoroti pelanggaran 
oleh Israel yang tahun sebelumnya menduduki Tepi Barat, 
Gaza, dan sejumlah bagian Suriah dan Mesir. 

Kelahiran kedua berlangsung pada dasawarsa tujuh- 
puluhan, dengan pembentukan organisasi-organisasi non-- 
pemerintah bidang hak asasi manusia: Liga Hak Asasi Manusia 
Tunisia, Al-Hag di Ramallah, dan dua perkumpulan di Mesir 
yang bernama “Pendukung Hak Asasi Manusia” — satu di 
Kairo dan lainnya di Iskandariyah. Tidak lama sesudahnya, 
organisasi Kairo jatuh dalam pelukan pemerintah pada masa 
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terjadinya penyempitan batas demokratis (pada saat meledak 
kerusuhan makanan tahun 1977),? sementara yang kedua 
mengisolasi diri di wilayah lokal, sehingga menjadi dilupakan.” 
Di pihak lain, bangkitnya gerakan nasional Palestina berpe- 
ran penting dalam kebangkitan organisasi Al-Hag, khususnya 
karena ada keserasian antarmereka sebagai akibat dari kesa- 
maan definisi mereka mengenai “musuh”, yaitu pendudukan 
Israel.“ Sejalan dengan tumbuhnya gerakan demokratis di 
. Tunisia pada kurun waktu itu berperanan penting dalam per- 
tumbuhan Liga Tunisia, sehingga ia menjadi organisasi keang- 
gotaan yang terbesar di dunia Arab." 

Tahap ketiga dimulai Desember 1983, dengan pemben- 
tukan Organisasi Hak Asasi Manusia Arab di Limasol/Cy- 
| prus, yang dengan cepat mendorong pembentukan 28 ornop 
hak asasi manusia di dunia Arab (termasuk tiga organisasi re- 
gional). Mayoritas besar organisasi ini aktif di bidang peman- 
tauan dan perlindungan, sementara selebihnya terlibat dalam 
peningkatan kesadaran, pendidikan hak asasi manusia, ban- 
tuan hukum, dan rehabilitasi korban. Karena peran aktif or- 
- ganisasi-organisasi ini, catatan hak asasi manusia kebanyakan 
pemerintah Arab menjadi terbuka untuk pendapat umum, ba- 
ik nasional maupun internasional, setelah tugas ini dipikul di 
pundak ornop internasional sampai akhir pertengahan dasa- 
warsa kedua delapan-puluhan. | 

Gerakan hak asasi manusia Arab menjadi lokomotif ma- 
syarakat sipil di mana ia berada. Gerakan ini juga menikmati 
status terkemuka di kalangan masyarakat internasional, diban- 
dingkan lembaga-lembaga masyarakat sipil Arab lainnya.' Ke- 
berhasilan tahap ketiga ini adalah buah dari: 


1, 


Peningkatan kesadaran umum tentang nilai demokrasi 
dan hak asasi manusia, di dalam suasana kegagalan parah 
rezim-rezim Arab yang mengemukakan nilai-nilai ke- 
adilan sosial dan pembebasan nasional sebagai pembe- 
naran bagi dikorbankannya hak asasi manusia, 
Ketidakmampuan partai-partai politik untuk mengasimi- 
lasikan transformasi politik dan sosial yang terjadi pada 
tiga dasawarsa terakhir, 

Bangkitnya gerakan Islam politik di dunia Arab, dengan 
agendanya yang memberi pertanda akan jenis baru pem- 
batasan atas kebebasan berekspresi, beragama, berke- 
percayaan, dan hak asasi manusia. Kaum intelektual me- 
nyadari bahwa gerakan hak asasi manusia adalah pejuang 
yang rajin dan lantang yang tidak mau menyerah pada 
fitnah atas nama agama, 

Tanda-tanda pertama polarisasi kekerasan antara rezim- 


| rezim penguasa Arab dan Islam politik: 


Peningkatan kepekaan sejumlah rezim Arab mengenai 
citra mereka di hadapan masyarakat internasional, 
Dukungan besar yang diberikan masyarakat interna- 


— sional kepada masyarakat Arab, khususnya oleh gerakan 


hak asasi manusia internasional:' dan 

Bangkitnya satu generasi baru ornop hak asasi manusia 
garis depan. Generasi ini dicirikan oleh meningkatnya 
profesionalisme dan kehendak untuk membedakan latar 
belakang politiknya dengan komitmennya pada perso- 


— alan hak asasi manusia.” Generasi ini lebih akrab dengan 
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— keterampilan politik massa, karena latihan yang diper- 


olehnya dalam gerakan mahasiswa dan buruh dan dalam 
partai-partai politik." 


Akan tetapi tahun-tahun belakangan ini memperlihatkan 
bahwa gerakan hak asasi manusia di dunia Arab memasuki 
krisis luas yang mengancam mengakhiri tahap ketiga, yang ki- 
ta harap akan disusul oleh satu tahap baru dengan strategi yang 
berbeda yang mengatasi akar penyebab krisis sekarang ini.!' 


Akar Krisis 


Faktanya gerakan hak asasi manusia di data Arab 
mengalami krisis yang bersisi dua. Yang pertama bersifat 
umum, terkait dengan krisis gerakan hak asasi manusia dunia 
— dalam mana gerakan Arab menjadi bagiannya — dan sisi 
kedua mengenai gerakan Arab itu sendiri. 

Gerakan hak asasi manusia dunia sekarang i ini i mengalami 
krisis mendalam,? yang mengancam mem secara to- 
tal gerakan ini, dan mengeluarkannya keluar wilayah kegiatan- 
nya. Gejala-gejala krisis gerakan ini ialah: 


1. Merosotnya efisiensinya dalam KE AE ME keadaan 
hak asasi manusia: 

2. Pergeseran bertahap ke arah pemisahan tujuan dengan 
metode, sehingga laporan, buletin, dan kampanye (ka- 
dang-kadang) menjadi tujuan itu sendiri, 

3. Munculnya pola-pola baru pelanggaran hak asasi manu- 
sia, yang membuat metode-metode dominan — yang 
memberikan arti penting menentukan pada pendekatan 
hukum dan pada kerja pemantauan dan pengawasan — 
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menjadi tidak efektif. Contoh jelas dari pola ini ialah pe- 
langgaran yang dilakukan bukan oleh negara, seperti ba- 
nyak kelompok fasis di Eropa, kelompok Islamis di dunia 
Arab, sejumlah kelompok kiri di Filipina dan Amerika 
Latin, sejumlah perusahaan multinasional di Dunia Ke- 
tiga, sejumlah kelompok suku dan klan di Afrika dan 
tempat-tempat lain, 

4. Kegagalan gerakan untuk menciptakan satu wacana akan 
memperhatikan kekhususan budaya, politik, dan sosial 
tanpa mengorbankan universalitas asas-asas hak asasi ma- " 
nusia: 

5. Hilangnya secara perlahan-lahan inisiatif sebagai akibat 
faktor-faktor yang disebut di atas, selain ketidakmampu- 
an untuk merumuskan sikap bersama mengenai persoal- 
an yang muncul terus yang setiap hari dihadapkan oleh 
lingkungan.'$ Ini membuat gerakan turun ke posisi re- 
aktif. : 

6.  Meluasnya penyakit persaingan antarorganisasi (vertikal 
maupun horisontal) di tingkat internasional, regional, 
dan lokal. Ini memboroskan bagian besar dari upaya me- 
reka, dan menodai kemuliaan pesan hak asasi manusia, 
dan 

7.  Kebingunan tentang citranya — khususnya di Dunia Ke- 
tiga — dengan pemanfaatan yang buruk dan luas hak asasi 
manusia dalam politik internasional, hal yang mengha- 
langi penyebaran pesan gerakan. 


Sebagai bagian dari gerakan hak asasi manusia, gerakan 
hak asasi manusia Arab mengalami persoalan yang sama, tetapi 
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sebagian darinya dicirikan oleh ciri-ciri tertentu yang timbul 
dari lingkungan politik, budaya, dan sosial setempat:" 


1. 
P2 


Rendahnya status hukum di kebanyakan negara Arab: 
Rendahnya legitimasi politik, akibat dari: 


|...a. Kesamaan antara pemerintah dan oposisi dalam me- 


TA mandangnya sebagai pertumbuhan makhluk asing, 


atau mimbar yang partai-partai politik oposisi yakin 
bahwa mereka punya hak untuk ami 
atau mendominasinya, 


b. Rendahnya keyakinan antara Letakan hak a asasi ma- 


nusia dan kecenderungan Marxis dan Pan-Arabis yang 
. punya bobot dan pengaruh besar dalam kehidupan 
politik dan budaya, 


2 c. Kebencian Islam politik Balada gerakan hak. asasi 


— manusia, dan pengajuan agenda hak asasi.manusia al- 
ternatif, . 


:.. Kurangnya legitimasi budaya, : akibat dari: 


a. Rendahnya status demokrasi dalam budaya. politik 
. yang dominan yang lebih mendukung nilai-nilai pem- 
bebasan nasional dan keadilan sosial, 


| b. Ditolaknya | kekhasan budaya untuk memperoleh sta- 


tus yang menjadi haknya, 
c. Barunya budaya hak asasi manusia, 
Kecilnya basis sosial, karena: 


(5 A. Semua faktor di atas. 1 


b. Perang. sengit yang dilancarkan oleh aah ter- 


hadap gerakan ini, dengan. memanfaatkan media dan 
'aparatus'keamanan, . ab an 
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. & Lemahnya budaya sipil.dan rentannya lembaga-lem- 


baga baru masyarakat sipil: 
Kegagalan untuk merumuskan wacana dan praktik ber- 
sama yang konsisten dengan asas-asas hak asasi manusia 
mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perang dan 
damai," seperti Perang Teluk,” dan konflik Arab-Israel, 


“serta khususnya. mengenai posisi proses perdamaian," 
perjuangan bersenjata, operasi bunuh diri,'? dan pembu- 


— nuhan orang-orang yang dicurigai bekerja-sama dengan 
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tentara pendudukan, 


Kebijakan sejumlah negara adidaya Barat tentang se- 
“jumlah soal penting Arab-(persoalan Palestina, agresi tak 


henti-henti Israel terhadap Libanon selama 18 tahun,” 
pengepungan ekonomi Irag dan Libya, dan sebagainya), 
telah memainkan peran negatif yang besar dalam hu- 
bungan dengan reputasi gerakan hak asasi manusia, khu- 
susnya mengingat pemanfaatan retorika hak asasi manu- 
sia oleh negara-negara adidaya i ini dalam wacana politik 
mereka: dan 

Sebagai akibat dari kesadaran tentang persoalan-persoalan 
gerakan hak asasi manusia dalam kenyataan politik, bu- 
daya masyarakat tertentu, pola luas pendidikan dan la- 
tihan di kebanyakan ornop hak asasi manusia dunia Arab 
memainkan peran tidak langsung dalam menopang dan 
memperbesar krisis, dengan menghasilkan orang-orang 
yang tidak sadar akan tantangan yang mereka hiadapi, dan 
tidak punya tanggapan pada tantangan-tantangan ini 
kecuali mengulang-ulang penyederhanaan abstrak asas- 
asas hak asasi manusia yang mereka pelajari, atau kalau 


- tidak begitu Mena p posiai kecenderungan pelak 
yang dianut. | 


Kondisi-kondisi yang barat itu BNN PA ornop hak 


asasi manusia Arab dengan beberapa pilihan sulic:2 


ND 


| Kompromi dengan sejumlah pernerintah dengan maksud 


menggerogoti Islam politik, dengan anggapan bahwa 


| kecenderungan i ini lebih berbahaya bagi hak. asasi manu- 


sia, 
Kompromi dengan agenda ideologis Islam politik, untuk 


. mencari popularitas: 


Bersekutu a atau bergabung dengan salah satu partai oposisi 


atau salah satu koalisiny4, dengan: ilusi tentang samanya 


tujuan, atau 


5 Mempertahankan sikap diam terhadap pembuntihan po- 
“litik orang-orang yang dicurigasi bekerja-sama dengan 
— tentara pendudukan Israel, dan menghindar mengambil 
posisi tentang operasi-operasi i bunuh diri karena takut ke- 

| hilangan popularitas. | 


Dalam semua kasus, ornop hak asasi manusia Arab sema- 


kin terperosok dalam peningkatan politisasi dan konflik i inter- 


nal. Konflik-konflik itu diperparah oleh kegagalan menetap- 


kan mekanisme kelembagaan untuk mengelolanya, atau meng- 
atasinya kalau konflik itu muncul. 2 Betapaj jarang ornop yang 
lolos dari menjadi tawanan salah satu alternatif ini! Akan: tetapi 
faktor yang sama dari kebanyakan ornop hak asasi manusia 


Arab adalah rendahnya strategi yang jelas: dan inklusif. Strategi 
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ini akan mendefinisikan posisi mereka mengenai berbagai 
pihak (pemerintah, partai-partai politik — termasuk Islam 
politik — lembaga-lembaga masyarakat sipil, media, parlemen, 
ornop internasional, pemerintah-pemerintah negara asing, dan 
lain-lain). Strategi ini juga mendefinisikan tujuan-tujuan me- 
reka terhadap setiap pihak, dan rencana mereka untuk menge- 
lola hubungan konflik/dialog dengan setiap pihak, dan harap- 
an-harapan mereka. Tambahan pula, strategi ini memberi 
bentuk pada kerja evaluasi, dan revisi tujuan-tujuan temporer 
dan rencana-rencana praktis. 

— Sementara semuanya bisa dimengerti dalam konteks ren- 
dahnya komitmen masyarakat Arab pada metode ilmiah dan 
pembangunan i institusi, meragukan bahwa .ornop hak asasi ma- 
nusia internasional memiliki strategi yang jelas mengenai ak- 
tivitas mereka di dunia Arab. Strategi ini i memerlukan analisis 
tentang sifat rezim politik di setiap negeri Arab. Juga men- 
syaratkan dibuatnya rencana untuk memenuhi tujuan yang 
diperlukan bagi perbaikan kondisi hak asasi manusia di negeri 
bersangkutan, tempat organisasi-organisasi lolak dalam ren- 
cana ini, dan tempat ornop internasional lainnya. 

. Semua hal itu mengasumsikan keberadaan hubungan se- 
tara kerja-sama serta koordinasi vertikal dan horisontal tingkat 
minimal, yang memungkinkan dibuatnya strategi semacam itu 
secara bersama dan dengan kesepakatan pembagian kerja.? 
Tetapi ini belum ada presedennya di dunia Arab. Namun de- 
mikian, ada lebih dari satu contoh untuk membuktikan bahwa 
langkanya Strategi bersama seperti itu, dan koordinasi : posisi- 
posisi telah memboroskan banyak kesempatan potensial. un 
tuk mempromosikan hak asasi manusia. 
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Radikalisme atau Reformasi? 


Inti soalnya ialah bahwa gerakan hak asasi manusia Arab 
bekerja dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, dimana 
ia adalah pihak yang lemah di antara pemerintah dan kecende- 
rungan-kecenderungan politik yang punya akar material, poli- 
tik, dan budaya. Ini menyebabkan gerakan di kebanyakan ne- 
geri Arab terdesak ke satu atau lebih alternatif sulit yang dise- 
butkan di atas, yang dalam praktik berarti ditinggalkannya pa- 
yung hak asasi manusia. 

Tetapi cara gerakan hak asasi manusia Arab menangani 
lingkungannya bisa memperburuk kondisi kelemahannya, 
atau membantu memperkuat dan memperdalam akarnya di 
lingkunan : itu, yang akan membantu mempromosikan hak asa- 
si manusia di dunia Arab. 


Di antara faktor-faktor yang membantu memperkuat ke- 
lemahannya adalah: 


1. Kurangnya strategi inklusif. Diragukan bahwa — pada 
saat ini — ada ornop hak asasi Arab yang punya strategi 
ini. ornop Palestina dulu sebelum kesepakatan Oslo pu- 
nya strategi seperti ini, tetapi strategi yang baru untuk 
mendefinisikan prospek hubungannya dengan Otoritas 
Nasional Palestina, dan pihak-pihak aktif lainnya, belum 
dirumuskan yang membantu meramalkan konsekuensi- 
konsekuensi yang membahayakan gerakan, 

2. Mengecilkan persoalan San an budaya, yang tercer- 
min dalam: 

a. Pendekatan budaya dan pendidikan hanya menempati 
status simbolis dibandingkan pendekatan legalistis ber- 


dasar pemantauan dan perlindungan: 
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b. Metode kerja yang umum di bidang pendidikan hak 
.asai manusia itu mengabaikan persoalan kekhususan 
budaya atau.menganggapnya sudah diselesaikan de- 

Ses.ngan: mengajarkan asas-asaS: universalisme, 
»... Metode kerja yang-umum:di. bidang propaganda. das 
"penyebarluasan. budaya mengabaikan kuatnya penaf- 
—siran konservatif din fundamentalis tertentu tentang 
. Islam yang mempersamakannya dengan asas hak asasi 
manusia, dan sejauh mana hegemoni penafsiran ini:pa- 
Se. dastrata luas pendapat umum:di banyak negeri Arab. 
Le Ini.mengubah sejumlah materi.propaganda dan budaya 
Mas .Organisasi-organisasi hak-asasi-manusia-menjadi senjata 
2 dan dh yangan Islam-politik-untuk mengucilkan: organisa- 
si-organisasi itu dan Dai Dsn pendapak umum 

js. .menentangnyas dan, oi: 0. 8 

3. Dominasi semangat BEA Pa — di Kembali 
—. munitas hak asasi manusia lokal dan internasional — — yang 
Naga didasarkan pada | konfrontasi terus-menerus sekalipun 
- 2 lingkungannya kurang mendukung, dan dikutuknya 
| pendekatan teformis, yang | “didasarkan pada pemben- 


Ka "kumulatif dari bar wah, dani pada metode-metode pe- 


an ..Tundingan dan med asi. 


Manan Me kapan - 


19 hi 
“Semangat reformis ini | memainkan F perarian n Vital dan Po- 


Pe BR 


Mesir 7 nah tempatnya yang. an aparuh dalam kehi- 
dupan politik," Saat 1 1 teramcam kematian. Akan terapi Organi- 


5 Ha ga 


“200 


-sasi Hak!Asasi' Mesir kehilangan kesempatan: potetisial untuk 
memperkokoh statusnya, dan dengan demikian pengaruhnya 
pada proses pembuatan keputusan di bidang hak asasi manusia, 
karena'evaliasinya y yang s salah: mengenai Habungan' kuasa, dan 
keterbatasan asimilasi semangat ini? Bisa dikatakan" bahwa 
dominasi s semangat i radikalisme setidakttidaknya' di'dua c ornop 
hak asasi manusia “Arab telah mengakibatkan dotiiinasi' peme- 
aah terhadap “mereka dengan" tingkat j yang. berbeda.” 
“Banyak aktivis hak dsasi'marusid 'kadang: kadang lupa 
basa 'pada akhirnya hanya pemerintah” yang punya kepu- 
tusan 'akhif mengenai perbaikan & atau 'pemburukan keadaan 
hak asasi manusia: inilah yang 'menyebabkan pentingnya 
membangun hubungan dialog dengan pemerintah. Sifat dari 
hubungan i ini tidak tergantung Serbata pada perjierintah, tetapi 
juga pada Ornop hak asasi manusia: Dalarn hal'ini: tepat dicatat 
. ihubiungan:dialektis: yang: dalam antara dominasi desakan ke 
..arah-konfrontasi— yaitu pendekatan-dariatas — dan perhatian 
terbatas Ra Ne manga sewa jali Bang Pane dari 
bawah.” 1 ea RR SG 


Menuju ana Inklusif 


“Nilai suatu strategi tidak direntikan siti daya hidupnya 
saja'tetapi juga oleh apakah menjadi kesepatakan antara pihak- 
pihak yang bertanggung-jawab' 4 atas pelaksanaannya. Jadi, suatu 
strategi yang disusun oleh 'organisasi hak asisi-manusia lokal 
itu tidak berharga, kecuali" didahutui oleti musyawarah dengan 
organisasi-organisasi internasional yang aktif-di kawasan ber- 
sangkutan. Musyawarah ini harus melintasi'pembagisii kerja 


201 


dan ketersediaan koordinasi yang dinamis berdasar partisipasi 
yang sederajat dan efektif. 

Karena itu setiap strategi Arab harus mera gakan strategi 
internasional dalam arti tertentu. Ini bukan hanya untuk 
menghindari pemborosan sumberdaya akibat upaya yang sa- 
ma dilakukan oleh berbagai organisasi, tetapi juga untuk 
menghindari kontradiksi potensial yang bisa berpengaruh ne- 
gatif pada organisasi-organisasi lokal, dan menjamin kesatuan 
tindakan terbaik, yang meliputi pemeliharaan negosiasi ko- 
lektif dengan setiap pemerintah — ketika ini bisa dilakukan 
— yang melibatkan ornop lokal dan internasional yang aktif 
di negeri yang bersangkutan.” Orientasi ini juga sangat di- 
perlukan ornop hak asasi internasional yang merumuskan 
strategi-strateginya untuk kawasan bersangkutan. 

Ciri strategi seperti itu bisa diringkaskan sebagai berikut: 


1. Untuk evaluasi kinerja, harus digunakan acuan baku 

efisiensi untuk mencapai tujuan, bukan penguasaan meto- 
- de yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

2. Strategi harus didasarkan pada metode holistik,2 dengan 
perhatian menentukan diberikan pada pendekatan dari 
bawah, yaitu mengutamakan kearifan dan budaya kolek- 
tif masyarakat seluruhnya, lebih dari pendekatan lain 
yang mengunggulkan reformasi dari atas melalui peme- 
rintah dan partai-partai politik. 

3. Strategi ini harus memberikan perhatian khusus pada 
pembentukan atau pengokohan legitimasi hukum, po- 
litik, dan budaya, serta landasan sosial bagi gerakan hak 


asasi manusia. 
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4. “Strategi ini harus memberikan perhatian 3 yang besar pada 

soal pengubahan kebijakan dan peraturan yang lebih seja- 

— Jan dengan hak asasi manusia, termasuk: partisipasi dalam 
pembuatan kebijakan dan peraturan “lternatif, dan mobi- 
lisasi “upaya-upaya mendorong pemerintah untuk meng- 
adopsinya. Ini yang oleh sementara orang disebut “demo- 
krasi substantif” yang tidak bisa Hatusai menjadi pena 
lihan 1 umum bebas semata?” 

5. Ini berarti, bahwa di dalam. gerakan. hak asasi manusia 
bobot yang lebih berat diberikan pada pendekatan buda- 
ya, dalam perbandingan dengan arti penting sangat besar 
yang dewasa i ini i diberikan pada pendekatan legalistis ag 

“ pada kerja pemantauan dan p pengamatari. Kai 
6: Ini mengharuskan disadarinya pendekatan budaya seba- 
— gai bagian dari proses yang lebih besar, y yang oleh Michael 
h McCormack disebut rehabilitasi budaya yang telah dike- 
—— jami oleh : perang dalam negeri, fundamentalisme, krisis 
0 perikemanusiaan dan kediktatoran yang berlangsung l- 
” ma.” Saya yakin bahwa tidak satu pun negeri i Arab yang 
tidak menderita ana aan satu dari Hi penya 
- Pn aa ini: | 


Bisakah proses sirehabilssii ini ni terjadi d d TA Arab? Mu- 
hammad: Said menjawab. secara afirmatif: : aa 


— Citra tentang kebudayaan sebagai Sistem gagasan dan tema yang 
Hd Har konsisten, dan tenang itw. aa di atas kesalahan. an 


Pemberdayaan ai kaan gagasan, mera eta tema, an 
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lembaga agar bertahan dalam sebuah kebudayaan itu merupakan 
sebuah operasi “industrial” yang berasal dari kecerdikan dan 
kekuatan. Sementara bahan mentah tema-tema dan konsep- 
konsep tidak.pernah habis, bahan-bahan ini bisa ditindas atau 
dipinggirkan untuk kepentingan tema-tema dan konsep-konsep 
lain. Kaidah kelaziman sulit menyembunyikan kekayaan dan 
sifat majemuk setiap kebudayaan. Jadi sebuah kebudayaan itu 


' tersusun dari lapisan-lapisan himpunan gagasan yanglazim, yang 


kemungkinan dan konfigurasinya berubah dari satu lapisan ke 
lapisan lain. Interupsi dan kontinuitas selalu serentak bertindak 


| pada seluruh bahan mentah sebuah kebudayaan, jadi menghu- 


bungkan, dan memindahkan status tema-tema dan gagasan-ga- 
gasan satu sama lain dalam cara yang beraneka-ragam.”! 


“Tidak perlu dikatakan bahwa ini adalah sebuah proses 
sejarah yang besar. Titik fokus sumbangsih gerakan hak asasi 
manusia dalam proses ini ialah mendorong perkembangan 
sebuah pemikiran hak asasi Arab, melalui upaya menyelesai- 
kan persoalan-persoalan yang. ada antara asas-asas hak asasi ma- 
nusia yang diakui internasional dan penafsiran tentang Islam 
yang konservatif, dan mengarahkan pemikiran i ini ke ma- 


syarakat inelalui saluran-saluran media yang paling, efektif dan 


berjangkauan luas. Ini berarti: 


1. 
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Mendorong iitihad Mao idsi dala Islam, dan 
membuka dialog yang dinamis dengan Aan ajaa 


Islamis: 


Menciptakan dan PE aa PE PN DAA! interaksi 
antara akademisi dengan komunitas hak asasi manusia, 
Mendorong produksi bahan-bahan sastra dan seni (film, 
dokumenter, video, kaset, lagu, pu cerita) yang meng- 
garap masalah hak. asasi manusia,” 


Memberikan perhatian khusus kepada ps atas saluran- 
saluran media massa audio-visual: 


1 | Mempertimbangkan pendirian stasiun televisi untuk Bale 


asasi.manusia yang siarannya diarahkan ke dunia Arab, 
sekalipun melalui satelit: '—— 
.. Meneliti dan mengubah kurikulum sekolah: dari pers- 


Ke .pekrif hak asasi manusia dan bekerja mengembangkan- 


nya, serta memasukkan mata pelajaran hak asasi manu- 


sia di semua tingkat pendidikan, 


3. Mengembangkan pendidikan hak asasi manusia dengan 


| membuang r metode perintah, supaya masalah kekhususan 
budaya mendapatkan tempatnya di j jantung proses pendi- 
dikan, dengan perhatian khusus diberikan pada kelom- 
'pok-kelompok penengah: da'i, seniman, guru, dan j jur- 
naliss 
Bekerja intensif Baal Mapala hak asasi di lem- 
baga-lembaga masyarakat sipil, khususnya. organisasi-or- 
ganisasi pembangunan masyarakat, 
Memelihara dialog yang dinamis dengan semua kecende- 
rungan politik, dengan tujuan memperkuat basis hak asa- 
si manusia dalam orientasi teoretis dan praktisnya, serta 
membangun konsensus politik yang luas mengenai masa- 
lah hak asasi manusia, dengan tujuan merumuskan. suatu 
— aturan kehormatan yang mengikat setiap partai yang 
. memegang kekuasaan. 


Islam Politik dan Gerakan Hak Asasi Manusia 


Sekarang ini Islam politik adalah kekuatan politik yang 


paling efektif di dunia Arab. Kekuatan ini paling baik organisa- 
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sinya, dan memiliki strategi yang paling jelas. Tanda-tanda 
dari bangkitnya kecenderungan ini mewujudkan dirinya pada 
tiga dasawarsa yang lalu, di tengah-tengah kekalahan menco- 
lok rezim-rezim Arab terhadap Israel pada bulan Juni 1967. 
Kekuatan ini tumbuh di atas puing-puing berbagai kecende- 
rungan politik yang saling bertentangan — Pan-Arabis dan 
Kiri — yang gagal memberikan strategi alternatif: selain fakta 
bahwa sebagian partai dari kecenderungan Islam politik : ini 
adalah rekanan atau sekutu dari rezim-rezim Arab yang kalah. 

' Tambahan pula posisi antagonistis Barat terhadap perju- 
arigan Arab memberikan dukungan tidak langsung pada ke- 
cenderungan i ini. Sekalipun ada permusuhan kuat dari kecen- 
derungan ini terhadap gerakan hak asasi umumnya, dan ge- 
rakan hak asasi Arab khususnya, kampanye-kampannyenya 
menentang gerakan i ini menghindari perang terbuka ketika 
kecenderungan ini masih lemah atau menjadi korban penin- 
dasan hak asasi manusia.” 

Kebencian dan Machiavellianisme yang menjadi-jadi da- 
lam kecenderungan Islam politik -ini tidak boleh menjadi peng- 
halang untuk menjajagi kemungkinan dialog, dengan tujuan 
untuk memperbaiki keadaan hak asasi manusia. Karena stra- 
tegi yang diusulkan (lihat Lampiran I) menandaskan arti pen- 
ting dialog dengan semua kekuatan politik, termasuk peme- 
rintah dan partai-partai yang berkuasa, secara logis kecen- 
derungan politik yang paling efektif harus menduduki tempat 
teratas dalam daftar calon teman bicara. 

Dalam masalah i ini perlu diperhatikan beberapa hal 
berikut ini: 
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Kecenderungan Islam politik tidak sama dengan kaum 
Muslim, juga bukan cerminan kenyataan Islam. Ia adalah 
produk lingkungan dan kenyataan hidup. Pendiriannya 
tentang persoalan tertentu berbeda dari satu negeri ke ne- 
geri lain sesuai dengan keadaan politik, sosial, dan buda- 
ya, dan di satu negeri sesuai dengan pendapat-pendapat 
yurisprudensialnya.” 

Tidak ada kesepakatan tentang satu gerakan Islamis, dan 
menurut seorang peneliti antropologi agama ada lebih 
dari seratus golongan yang masing-masing menyatakan 
“dirinya adalah “partai Allah',”?8. masing-masing meng- 
anggap yang lain sebagai kafir dan lebih berbahaya bagi 
Islam dibandingkan partai-partai sekular, karena masing- 
masing memandang yang lain itu menyesatkan kaum 
Muslim dari Islam yang sejati. | 

Menjadi kekuatan politik yang paling efektif dan paling 
terorganisasi tidak berarti bahwa Islam politik adalah 
yang paling populer atau berpengaruh. Dalam hal ini, 
perlu dikaji statistik tentang pemilihan presiden di Alja- 
zair 1995, dalam mana partai-partai politik utama — yang 
terkemuka di antaranya adalah Front Penyelematan Is- 
lam — menyerukan boikot. Akan tetapi 75 persen pen- 
duduk ikut pemilihan umum, dibanding hanya 54 persen 
yang berpartisipasi dalam pemilihan umum parlemen 
1991 yang dimenangkan oleh Front Penyelamatan Islam. 
Kita juga bisa mengkaji hasil-hasil pemilihan umum de- 
mokratis terakhir di Sudan (1989) sebelum kudeta militer 


Islamis, dalam mana front Tourabi menduduki tempat 
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ketiga, memperoleh kurang dari setengah suara partai 
urutan pertama (Umma). 

Kekuatan ini bukanlah kelompok agama yang paling po- 
puler di kalangan penduduk Muslim. Yang paling berpe- 
ngaruh adalah apa yang disebut “Islam populer,” seperti 
kelompok-kelompok Sufi yang memiliki pandangan du- 
nia yang menguntungkan dan konsepsi yang berbeda me- 
ngenai moral dan manusia. 

Ada kecenderungan pemikiran Islamis non-fundamen- 


talis (di luar gerakan Islamis politis) yang memberikan 


sumbangsih vital pada pemikiran Islam, dan memberikan 
banyak penilaian interpretatif yang bisa menjadi titik 
awal yang penting untuk menyusun asas-asas hak asasi 
manusia dari budaya Arab/Islam.3 

Ada dua kecenderungan dalam Islam politik. Yang per- 
tama adalah kelompok bersenjata. Kekerasan mereka ter- 
letak pada keyakinan ideologis: “penggulingan kekuasaan 


— penguasa kafir dengan kekerasan,” “mustahilnya Dar al- 


Kufr (negeri orang kafir) berdampingan dengan Dar al- 
Islam (negeri Islam),” “keharusan perjuangan bersenjata 
melawan setiap golongan yang menentang hukum Tu- 
han,” “larangan supremasi non-Muslim sebagai doktrin 


— ataupun praktik keagamaan, hanya boleh dalam hati.” 
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Slogan bersamanya adalah “Islam atau hancur-lebur, 
Syari'ah atau senjata.”” Sudah jelas bahwa pernyataan- 
pernyataan ini terlepas dari penindasan hak asasi yang 
menimpa anggota kelompok-kelompok ini, yang oleh se- 
mentara orang diyakini (secara salah) sebagai penyebab 
mereka menempuh jalan kekerasan. Kelompok-kelom- 


- pok inilah pelaku pembunuhan politik lusinan jurnalis, 
perempuan, dan orang Kristen di Mesir dan Aljazair. Su- 
- lit dibayangkan melakukan pendekatan dialog dengan 
— mereka tanpa ditinggalkannya lebih dulu: Pong peng- 
gunaan kekerasan. 

| Kecenderungan kedua adalah yang Tidak Pena atau 


— “yang meninggalkan perjuangan bersenjata” Inilah yang 


— menghasilkan justifikasi yurisprudensial untuk tindakan- 
tindakan kekerasan terhadap intelektual, dan dibebas- 
kannya pelaku.“ Kedua keceriderungan itu sepakat me- 
»'ngenai dua pernyataan pokok: “Islim adalah sistem to- 
— taliter — ia harus dijalankanseluruhnya atau ditinggalkan 
. seluruhnya,” dan “sistem Islam berarti dilaksanakannya 

— @uransecara literal dan sepenuhnya:”" 


. Persoalan kontroversial antar4 gerakan hak asasi manusia 


dan. apa yang oleh Muhammad Said disebut “kecende- 
-rungan ortodoks dalam periikiran Islam” — yang meru- 
pakan kecenderungan yurisprudensial dominan dalam ge 
rakan Islam politik — itu sangat penting. Persoalan ini 
dimulai dengan definisi tentang “manusia” dan meliputi 
asas persamaan, kebebasan berkeyakinan dan hak kaum 
perempuan.? Yang melampaui jurang dalam masalah ini 
adalah proses budaya (bukan politik) berjangka panjang," 
yang didasarkan pada didukungnya semangat ijtihad da- 
— Jam pemikiran Islam, bekerja-sama dengan banyak alir- 
annya. Maka ini adalah pro yang bermula dari bawaan, 
bukan dari atas. | 

Dalam hal ini, ada banyak Bei inova yang ber- 


og harga yang diberikan oleh: sejumlah. pemikir terkemuka 
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— Islam politik. Akan tetapi inovasi-inovasi ini mengan- 
. dung kesulitan yaitu masih tidak mampu menjadi titik 


awal untuk menutup kesenjangan dengan asas-asas hak 


. asasi manusia," dibandingkan dengan upaya-upaya ino- 


vatif sarjana-sarjana Islam dari luar gerakan fundamen- 


—talis. Lagi pula bahkan dalam bentuknya yang paling mo- 


derat penilaian-penilaian inovatif melarang setiap pihak 
yang berbeda dengan mereka dalam hal “ajaran-ajaran 
Islam”# atau mereka yang tidak menegakkan “nilai-nilai 


Islam dan ajaran-ajarannya.” Penjelasan mereka ialah 


bahwa “asas-asas Islam tidak membolehkan pluralisme 


| atau perbedaan atau diskrepansi dalam hal ajaran-ajaran 
— agama.”” Toleransi (sementara) mereka pada partai-partai 


sekular dan sikap menghindar menuntut pelarangan par- 


tai-partai ini dilakukan karena tuntutan keadaan, kalau 


tidak mereka akan dilarang di negeri-negeri yang dikuasai 


—. oleh partai sekular,# atau merupakan adaptasi politik 
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pada apa yang oleh Mustafa Mashoor, Pembimbing Ter- 


tinggi Ikhwanul Muslimin disebut “tahap seruan ketika 
kaum Islamis tidak punya suara,” yang berbeda dengan 
model negara yang dibayangkan oleh kaum Islamis. 
Penghalang terbesar dialog yang serius dengan Islam po- 
litik (mungkin lebih besar dibandingkan dengan keku- 
atan politik lain) ialah pelanggaran kepercayaan besar 
yang berasal dari: 


a. Saling tidak mempercayai motif: | 

b. “Keluwesan” besar yang menjadi ciri pemimpin-pe- 
mimpin Islam politik, yang terungkap dalam kemauan 

mereka untuk mengadopsi posisi tertentu dan kebalik- 


annya. Ini secara historis dijelaskan oleh ditempuhnya 
“Taggiyah” yang memungkinkan golongan Islamis, 
dalam tahapnya yang lemah, menyatakan sikap yang 
bertentangan dengan keyakinan mereka dan menyem- 
bunyikan pendapat-pendapat yang berlawanan dengan 
pendapat pihak lain. Misalnya, salah seorang simbol 
terkemuka moderasi dalam politik Islam, Rached Al- 
Ghannouchi yang tekenal karena mengutuk kekeras- 
an, menganggap teroris dan tindakan-tindakan pembu- 
nuhan politik di Aljazair sebagai bagian dari apa yang 
disebutnya “revolusi kerakyatan”? 

c. Acuan baku ganda, yang paling terbukti dalam kritik 
keras Islamis politik terhadap catatan hak asasi di ne- 
geri-negeri mereka, sementara tetap bungkam menge- 
nai penindasan di Iran dan Sudan, atau bahkan meng- 
anggapnya sebagai model proyek Islam dan kemenang- 
an Islam,?' atau membenarkannya berdasar alasan ke- 
khususan politik:? 

d. Sikapnya terhadap organisasi-organisasi hak asasi ma- 
nusia dicirikan oleh kurang terus terang. Suatu partai 
bisa memuji organisasi-organisasi ini, memberikan ha- 
laman penuh dalam organnya untuk laporan mengenai 
kondisi hak asasi manusia di negerinya, dan kemudian 
dengan keluwesan besar dan tanpa ragu-ragu terbitan 
berikutnya berubah sikap menggambarkan organisasi 
yang sama (termasuk Amnesty International) sebagai 
alat dari badan intelijen internasional tertentu, karena 
laporan mereka mengenai Sudan,” dan 
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e. Sikap ini punya kerumitan di banyak organisasi yang 
didirikan oleh Islam politik dengan nama hak asasi 
manusia. Sikap banyak dari mereka dicirikan oleh 
acuan baku ganda dalam perlindungan hak asasi ma- 
nusia, tidak hanya mengenai golongan bukan Islamis, 
tetapi kadang juga mengenai mereka yang tergolong 
dalam kelompok Islamis politik lain. Persoalan de- 
ngan organisasi tipe ini tidak berhenti pada ketidakse- 
pakatan mendalam mengenai kerangka rujukan, tetapi 
mencakup fungsi politik organisasi-organisasi ini. 


Kesimpulan 

Islam politik, seperti kebanyakan partai-partai dan pe- 
merintah-pemerintah Arab berusaha memanfaatkan secara 
politik ornop hak asasi manusia. Tetapi juga seperti kekuatan- 
kekuatan politik lain, ia bisa berinteraksi dengan budaya hak 
asasi manusia dalam konteks proses budaya besar multi-dimen- 
si, dalam mana dialog langsung adalah salah satu salurannya. 

Dukungan terbaik untuk memajukan dialog seperti itu 
ialah menyelenggarakannya tanpa ilusi, dan dengan cara itu 
pihak-pihak yang berperan-serta harus menangkap kesulitan- 
kesulitan struktural yang melingkupinya, dan merumuskan 
sekumpulan tujuan yang realistis. 

Dalam hal ini, gerakan hak asasi manusia harus me- 
mahami bahwa ilusi memperoleh popularitas melalui gerakan 
Islamis politik bisa membuatnya mengabaikan identitas, de- 
ngan meninggalkan apa yang bisa disebut “hak-hak yang tidak 
populer,” seperti hak perempuan, kebebasan berkeyakinan, 
dan sampai asas persamaan itu sendiri. 
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Mengingat hal-hal di atas, tujuan realistis yang bisa kita 
capai melalui dialog dengan Islam politik adalah kesepakatan 
tentang peraturan mengenai hak-hak fundamental, mengajak 
Islam politik menerima acuan baku-acuan baku hak asasi ma- 
nusia yang diakui universal, tanpa menurunkan komitmen pe- 
— nuh gerakan hak asasi manusia Arab pada kerangka acuannya. 

Mengenai hal ini, suatu deklarasi tujuan yang dikeluarkan 
oleh sejumlah pemimpin dan pemikir Islamis politik akan 
memberikan dorongan besar ke depan pada dialog itu. Khu- 
susnya kalau deklarasi itu dengan tegas memaparkan sikap me- 
reka yang mengeluarkannya mengenai catatan-catatan hak 
asasi manusia Islami politik (yang beroposisi dan yang berkua- 
sa), tentang penggunaan kekerasan dalam konflik politik 
umumnya, dan tindakan pemburiuhan intelektual, perempu- 
an, dan orang Kristen khususnya, serta tentang persoalan kebe- 
basan berpendapat, berekspresi, berkeyakinan, serta kreativi- 
tas sastra can seni i yang keras diperdebatkan di dunia Arab de- 


wasa ini. 
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pembunuhan ini, salah satu simbol terkemuka “moderasi Islam” me- 


— nyatakan bahwa siapapun yang menentang pelaksanaan Syari'ah adalah 
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pengkhianat, dan pembunuhan orang-orang ini oleh suatu kelompok. 
atau seseorang itu tidak bisa dihukum, karena pelakunya menjalankan 
Syari'ah Islam. Lihat Egyptian Organization for Human Rights, “The 
Fatwa of Sheikh Al-Ghazaly is an Open Call for Judicial Killing” 
(Fatwa Sheikh Al-Ghazaly adalah Seruan Terbuka untuk Pembu- 
nuhan Yudisial), 29 Juni 1993. 


. Manaa, catatan 36 di atas. 
. Said, catatan 33 di atas. 
: Tentang hal ini ikuti tulisan Hala Mustafa tentang kemungkinan trans: 


formasi partai-partai Islamis politik ke pola partai-partai Kristen De- 
mokrat di Eropa, Rowag Arabi, no. 2 (April 1996). | 


. Said, catatan 33 di atas. 
. Fahmy Huwaidi, Al Islam Wal Dimogratiyah (Islam dan Demokrasi) 


(Kairo: Al-Ahram Center for Translation and Publication, 1993). 


. Salim Al-Awwa dalam Huwaidi, ibid. 
. Muhammad “Emarah, “Al Azhab Al Islamiyah Wal Turath Al Isla- 
.mi” (Partai-partai Islamis dan Warisan Islam), A/ Hilal, Kairo, Oktober 


1995. 


. Ibid. 

. Huwaidi, catatan no. 47 di atas. 

. Sheikh Rached Al-Ghannouchi, “Nodjul Taghyir Fil Jazaer” (Pema- 
tangan Perubahan di Aljazair), A/ Shaab, Kairo, 23 Agustus 1994. 


Sheikh Rached Al-Ghannouchi, “Wa Maa Thalek Masseeratul Islam 


52. 


53. 


55. 


Tatagadam” (Dan Barisan Islam Belum Bergerak MajuJ, Al Shaab, 31 
Juli 1993, lihat pula “Al Islam Fi Halet Fawaran” (Islam dalam Per- 
golakan), Al Shaab, 20 September 1993. 

Lihat misalnya Magdi Hussein, “Hugug Al Insan Fi Thel Al Awdaa 
Al Khosousiyah Lil Sudan” (Hak Asasi Manusia Dari Kondisi Khusus 
Sudan), Rowag Arabi, terbitan 1, Januari 1996. 

Suratkabar Al Shaab, organ Partai Buruh (Islamis), dalam serangkaian 
empat tulisan: “Al Munazamat Ghair Al Hukumiyah Adah Mukha- 
baratiyah Fil Hamlah Dhidhul Sudan” (Organisasi-organisasi Non- 
Pemerintah adalah Alat Badan-badan Intelijen untuk Kampanye Me- 
nentang Sudan), 5-26 Januari 1996. 


. Arsip keberatan Organisasi Hak Asasi Manusia Mesir. Lihat pula 


“Kalemah Ila Al Rifag Al Nigabeyeen Fi Nigabet Al Atebaa Wa Ghai- 
riha” (Kata-kata untuk Sesama Aktivis Serikat Buruh dalam Serikat 
Dokter dan Serikat-serikat Lainnya), suratkabar A/ Ahali, Kairo, 8 
Mei 1991. 

Tentang popularitas gerakan hak asasi manusia, lihat Bahey Eddiu 
Hassan, “Nahwa Maasaset Harakat Hugug Al Insan” (Menuju Pe- 
lembagaaan Gerakan Hak Asasi Manusia), dalam “Wathaeg Al Siraa 
Al Fikri Fil Munazama Al Misreya Lihugug Al Insan” (Dokumen- 


dokumen Konflik Intelektual dalam Organisasi Hak Asasi Manusia 
Mesir), Rowag Arabi, terbitan 3, Juli 1996. 
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Lampiran IV 


Kaum Islamis dan 


| Hak Asasi Manusia 
(Komentar untuk Makalah Bahey Eddin - 


Hassan) 


Sheikh Rached Al-Ghannochi 


Saya telah membaca makalah yang disiapkan oleh Bahey 
Eddin Hassan berjudul “Menuju Penegakan Hak Asasi Manu- 
sia di Dunia Arab” dalam mana perkembangan gerakan hak 
asasi di dunia Arab dijelajahi, termasuk sorotan tentang ham- 
batan, krisis, dan kegagalan yang dialaminya. Tulisan itu ber- 
usaha seimbang dan obyektif dalam memaparkan krisis dan 
menganalisis penyebab-penyebabnya. Tulisan itu berpendapat 
bahwa tanggung-jawab atas kegagalan itu juga ditanggung oleh 
pemerintah, yang absolutis dalam kekuasaannya, partai-partai 
politik, yang nasionalis, sosialis atau Marxis, dan apa yang dise- 
butnya “Islam politik” dan budaya Islam yang umum. 
Tulisan itu gagal menyembunyikan bias terhadap salah 
satu pihak, dan Islam dan gerakan-gerakan politiknya, yang 
mendasarkan pada apa yang dituduhkan sebagai kebencian be- 
sar oleh kecenderungan Islamis terhadap asas-asas hak asasi 
manusia dan khususnya organisasi hak asasi manusia. 
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' Pendapat yang paling mengganggu dalam makalah itu 
adalah monopoli kerangka acuan. Kita di sini tidak bertemu 
untuk membahas kerangka acuan, kita juga bukan mau me- 
rundingkan atau mengakui kekalahan ataupun memaksakan 
kerangka acuan terhadap pihak lain. Insinuasi bahwa seku- 
larisme adalah kerangka acuan dan agar diterima dalam ke- 
luarga pembela hak asasi manusia seseorang harus menerima 
kerangka acuan sekularis itu adalah pendapat yang menghina. 
Apakah ini upaya untuk memperluas dan mengkonsolidasi- 
kan hegemoni Barat? Lebih baik meninggalkan mentalitas ko- 
lonial yang tidak hanya memperlakukan kebudayaan lain de- 
ngan merendahkan tetapi juga menutup pintu dialog dan per- 
tukaran budaya. Tidak mungkin ada dialog tanpa mengakui 
pihak lain. Yang diperlukan bukanlah memperdebatkan ke- 
rangka acuan, karena setiap orang punya kerangka acuan sen- 
diri, tetapi mencari kesamaan landasan. 

Mengenai dikutuknya golongan Islamis oleh penulis ini 
karena mereka tidak mengutuk pembunuhan para kolaborator 
atau apa yang disebut pemboman bunuh-diri terhadap Israel, 
praktik-praktik ini bukanlah pelanggaran hak asasi manusia, 
tetapi alat yang sah rakyat tertindas Palestina dan Lebanon un- 
tuk membebaskan tanah air mereka dari pendudukan. 

Meskipun penulis berusaha membedakan apa yang dise- 
butnya “Islam politik” antara golongan moderat yang menolak 
kekerasan dan ekstrimis yang mengambil jalan kekerasan ber- 
senjata untuk mencapai tujuannya, ia tidak banyak menyoroti 
perbedaan ini karena ia anggap bersifat ilusi. Ia menuduh go- 
longan moderat hanya berbeda dalam keluwesan dan meng- 
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anut acuan baku ganda serta Macheiavellianisme yang meng- 
ambil keuntungan dari prinsip Tagiyyah dalam Islam. 

Sang peneliti telah terperosok ke sejumlah kesalahan me- 
todologis yang memalukan yang membawanya pada persoalan 
penjatuhan keputusan hukuman mati terhadap “Islam politik” 
sekalipun mengakui bahwa kelompok ini merupakan kekuat- 
an politik besar di dunia Barat. Kesalahan ini sangat merusak 
kredibilitas makalah tersebur, yang tak terelakkan lagi menjadi 
alat balas dendam terhadap lawan politik dengan mengguna- 
kan kedok gerakan hak asasi manusia global. Ini sama dengan 
monopoli masalah hak asasi manusia sementara kaum Islamis 
sepenuhnya disingkirkan dari arena. Jelas bahwa makalah itu 
menggunakan alat bukan politik untuk menyerang lawan poli- 
tik, seperti yang telah dilakukan di Tunisia ketika konsep ma- 
syarakat sipil digunakan sebagai pedang untuk memerangi la- 
wan Islamis. 

Kesalahan metodologis, yang menyebabkan si peneliti 
sampai pada kesimpulan yang salah, meliputi selektivitas, ge- 
neralisasi, dan politisasi, semua dengan tujuan mendistorsi ci- 
tra tentang lawan melalui penilaian terhadap maksud bukan- 
nya terhadap tindakan. 

Selektivitas itu nyata dalam banyak bagian, termasuk per- 
lakuan sang peneliti terhadap kasus Aljazair. Mengabaikan ha- 
sil-hasil pemilihan umum 1989, dalam mana golongan Islamis 
memenangkan sekitar 80 persen suara, peneliti ini menyoroti 
75 persen suara dalam pemilihan presiden — sekalipun ada se- 
ruan boikot dari kaum Islamis — membandingkannya hanya 
dengan 54 suara pada pemilihan umum 1991 yang dibatalkan, 
ia sampai pada kesimpulan yang salah bahwa kaum Islamis 
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lebih terorganisir daripada lawan-lawannya tetapi bukan yang 
paling populer. Peneliti sepenuhnya.mengabaikan represi, pe- 
nyingkiran, dan.teror yang berlaku pada pemilihan presiden, 
dan tidak adanya wakil-wakil rakyat yang sah, yang ditahan 
dalam penjara atau lari ke Jaur negeri. Dalam keadaan seperti 
itu, :dari.mana asalnya kredibiltas pemilihan presiden? 

3 Pemilihan umum mahasiswa dan serikat buruh di seluruh 
dunia Arab:telah membuktikan bahwa golongan Islamis ada- 
lah yang paling populer. Dan perlu dicatat bahwa peneliti ga- 
gal memperlihatkan penyesalah yang:dalam pada kup terhadap 
demokrasi di Aljazair, bahkan tidak satu serpih pun dari apa 
yang dinyatakannya berkaitan dengan kup terhadap demo- 
krasi yang terjadi di Sudan: Bukankah ini contoh menjijikkan 
— dari selektivitas? Sedang yang menyangkut kami, kami menen-. 
tang kup apa pun, tanpa memandang pelakunya, kalau ditu- 
jukan untuk menyita keinginan rakyat. 

' Contoh lain.selektivitas yang bertujuan distorsi ialah me- 
ngutip secara serampangan pernyataan-perriyataan yang diaro- 
bil keluar konteks untuk.menarik kesimpulan yang salah. Di- 
sebutnya keadaan umum Aljazair oleh Al-Ghannouchi. di su- 
ratkabar al-Sha'ab sebagai keadaan revolusioner tidaklah eks- 
klusif. Keadaan ini telah dipaparkan demikian oleh sejumlah 
peneliti.dan jurnalis, Arab dan Barat.! Penyebutan seperti itu 
tidak berarti memaafkan kekejaman-kekejaman yang dilaku- 
kan oleh sejumlah kelompok ekstremis dan oleh agen-agen in- 
telijen Aljazair, tidak pula berarti mendukung penggunaan ke- 
kerasan bersenjata, yang dikutuk dari manapun peta dan 
apa pun Hala “5 oa | 


223 


Sikap menggeneralisasi ada di sepanjang makalah tersebut 
ketika menyinggung hubugnan antara hak asasi manusia dan 
golongan Islamis. Penulis menuduh budaya Islam itu asing de- 
ngan tradisi hak asasi manusia. Ia juga menganggap golongan 
Islamis terbagi ke dalam berbagai kelompok, yang.masing-ma- 
sing menganggap pihak lain kafir. Ini adalah contoh yang men- 
colok dari generalisasi yang menipu. Faktanya kebanyakan 
Muslim, dulu dan sekarang, menolak metode takfir yang di 
masa lalu dilakukan oleh faksi-faksi ekstremis seperti Kha- 
rarjites dan sekarang dilakukan oleh sejumlah kelompok: mar- 
ginal. Posisi arus Islamis utama sudah sangat dikenal: Sekarang 
ini paling baik dinyatakan dalam pesan terkenal yang dikirim- 
kannya dari balik penjara berjudul “Da'i Bukan-Hakim” dan 
dalam mana Hassan Al-Hudaybi, Pembimbing Tertinggi Ikh- 
wanul Muslimin, menanggapi sekelompok Islamis muda yang 
dipenjara yang tidak bisa memahami bahwa represi dan teror 
yang dilakukan terhadap mereka bisa berasal dari orang yang 
keyakinannya tipis sekalipun. Gagasan tentang takfirdi zaman 
modern berawal dari ruang penyiksaan tahanan bawah tanah, 
ke mana semua arus politik dijebloskan termasuk yang seka- 
rang berusaha memonopoli slogan-slogan demokrasi dan hak 
asasi manusia, serta yang mempraktikkan takfir dalam cara 
sekularis dengan menyingkirkan lawan-lawan dari arena patri- 
otisme, mengutuk mereka sebagai musuh demokrasi dan hak 
asasi manusia serta menyebut mereka teroris'dan Machia- 
vellian. 

' Kalau saja peneliti menghindar deal TA Islamis 
melalui maksud mereka yang tujuannya adalah menuduh me- 
reka, dan ia mengadopsi metodologi menilai tindakan dan 
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posisi mereka, tanpa mempolitisasi asas-asas hak asasi manusia 
atau menyederhanakan secara berlebihan kesimpulan bahwa 
suatu pluralisme tingkat tinggi ada di dalam apa yang disebut- 
nya “Islam politik,” ia tidak akan bisa meloloskan diri dari 
pengakuan bahwa arus Islam yang utama umumnya moderat 
dalam penafsiran mengenai Islam, dan bahwa arus ini telah 
membuat langkah-langkah besar menuju demokratisasi. Ini 
meliputi, dengan perkecualian kecil di beberapa wilayah, dite- 
rimanya asas-asas pluralisme politik dan diterimanya keputu- 
san kotak pemilihan, dan diakuinya semua orang, lelaki dan 
perempuan, Muslim dan bukan-Muslim, berhak atas hak ke- 
warganegaraan yang sederajat. Dokumen-dokumen yang di- 
terbitkan oleh Ikhwanul Muslimin tentang pluralisme dan hak 
perempuan bisa dikaji. Berbagai penerbitan oleh penulis Isla- 
mis seperti Fahmi Huwaidi, Muhammad Amarah, Tarig al- 
Bishri, dan Rached Al-Ghannouchi, menggarap persoalan- 
persoalan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Par- 
tisipasi oleh kaum Islamis di semua jenis pemilihan umum po- 
litik dan serikat buruh adalah saksi dari kehendak mereka 
untuk mematuhi aturan-aturan proses demokratis, serta sikap 
adil, moderasi, toleransi, dan kesediaan mereka untuk meng- 
akomodasi pihak lain. 

“Patut disesali bahwa sementara klaim demokratisasi oleh 
golongan Nasseris, Ba'athis, dan Marxis itu dipercaya, golong- 
an Islamis tetap tidak dipercaya dan maksud-maksud mereka 
dipertanyakan. 

Yang tampaknya tidak mampu dipahami oleh penulis ia- 
lah bahwa perkembangan di dalam kalangan Islamis itu ha- 
nyalah akibat alamiah proses zjtihad yang tujuannya memasuk- 
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kan ke dalam pemikiran dan praktik Islam apa-apa yang 
melalui eksperimen terbukti berguna. Ini berlaku untuk pe- 
ngalaman-pengalaman bangsa-bangsa dan peradaban-peradab- 
an lain. Karena keluwesan Islam, yang dalam pemahaman ka- 
mi memberikan dirinya tidak semata sebagai alternatif pada 
agama-agama lain tetapi juga melengkapi, tidak ada pembata- 
san untuk belajar dan meminjam dari pihak lain. Nabi berkata: 
“Kebijaksanaan, atau pengetahuan itu sangat dihargai oleh 
orang yang beriman. Di mana pun ia menemukannya, ia akan 
mengambilnya.” Akan tetapi ini bukan berarti bahwa kema- 
juan telah berlangsung di semua lingkaran Islamis, atau bahwa 
sasaran akhir telah dicapai. Masih panjang jalan yang harus di- 
tempuh oleh golongan Islamis maupun yang lain. 

Terakhir, saya hendak menegaskan bahwa prinsip-prin- 
sip hak asasi manusia, seperti yang dikenal di Barat sekarang, 
oleh golongan Islamis tidak dianggap sempurna atau absolut, 
juga tidak dianggap komoditi impor Barat. Kami yakin bahwa 
peradaban Islamis telah memberikan sumbangan besar untuk 
mengembangkan konsep hak asasi manusia karena ia adalah 
peradaban manusia pertama yang mengakui pluralisme agama, 
kebebasan memilih, hak untuk ijtihad, dan kesatuan umat ma- 
nusia. 

Kami semua memerlukan kemajuan dan perkembangan. 
Tetapi meskipun kami sudah siap betul untuk belajar dari Ba- 
rat, kami tidak menganggap Barat punya banyak hal untuk 
diajarkan kepada kami dalam bidang ini. Kekejaman yang di- 
lakukan oleh orang Barat dan upaya-upaya untuk meng- 
enyahkan seluruh komunitas di Amerika, Afrika, Balkan, dan 
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Palestina adalah bukti bahwa Barat masih perlu belajar meng- 
akui orang lain dan menghargai hak asasi mereka. 

Pada akhirnya, saya hendak mengungkapkan terima-ka- 
sih kepada peneliti karena memberikan kesempatan kepada 
saya untuk menanggapi persoalan-persoalan penting yang di- 
angkat dalam makalahnya. Saya juga berterima-kasih kepada 
Lawyers Committee karena telah memberikan kesempatan 
kepada saya, sebagai seorang Islamis, untuk mengungkapkan 
pandangan Islamis menurut anggapan saya. Ini memang me- 
rupakan peristiwa dan perkembangan yang sangat penting ka- 
rena sampai saat ini saudara-saudara kami Sekuleris Arab me- 
monopoli menampilkan kami dalam konvensi-konvensi Barat 
dengan cara yang mereka anggap sesuai. Dengan berbuat demi- 
kian, mereka menjadi duta besar yang serong yang membuat 
gambaran terdistorsi mengenai Islam dan golongan Islamis. 
Disadari atau tidak representasinya ditransformasi ke dalam 
proses balas dendam dengan lawan-lawan politik dan musuh- 
musuh ideologis, khususnya karena kebanyakan organisasi 
hak asasi manusia di dunia Arab masih saja di tingkat atasnya 
dijalankan oleh orang-orang yang sudah dikenal afiliasi politik- 
nya yang bersaing dengan golongan Islamis dan yang memu- 
suhi mereka dan memusuhi Islam. 

Sekalipun demikian, kerja sama antara golongan Islamis 
dan sekuleris dalam mempertahankan kebebasan sipil itu 
sedang berlangsung di sejumlah negeri Arab, termasuk Mesir 
dan Tunisia. Kami, kaum Islamis Tunisia, misalnya, bekerja- 
sama dengan Liga Hak Asasi Manusia Tunisia, yang sumbang- 
sihnya di bidang ini dan sikap mulianya membela kami, yang 
kami hargai tinggi dan tak kan pernah kami lupakan, telah 
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menimbulkan kesulitan bagi mereka. Kami mengakui dan 
menghargai tinggi sumbangan-sumbangan Organisasi Arab 
untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International, Human 
Rights Watch, dan khususnya Lawyers Committee for Hu- 
man Rights, yang memberikan payung kepada kita semua un- 
tuk bertemu di sini dan bersama mencari kesamaan landasan. 
Kami tidak punya kebencian kepada mereka yang ber- 
juang untuk hak asasi manusia, tidak peduli betapa berbedanya 
kerangka acuan mereka dari kerangka acuan kami. Bagai- 
manapun kita berlayar bersama dalam satu perahu ker arah 
nasib bersama. 
Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari se- 
orang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling menge- 


nal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 


Kitab Suci Al-Gur'an: surat 49, ayat 13 & 


Catatan 


1. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Independent London, Robert Fisk 
menyebut pergolakan setelah kup terhadap demokrasi di Aljazair se- 
bagai kebangkitan kembali revolusi untuk pembebasan. Lihat pula 
penelitian oleh peneliti Amerika Dr. John Entelis mengenai gerakan- 
gerakan Islamis tanpa kekerasan di Maghreb Arab, dalam mana ia 
memasukkan Front Penyelamatan Islam (FIS). 
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Asasi Manusia Mesir dan berdinas sebagai sekretaris umum 
dan direktur eksekutifnya pada 1988-1993. Kegiatan-kegiatan 
profesional lainnya mencakup kerjanya sebagai jurnalis untuk 
suratkabar Mesir Al-Gomhoreyya. Tahun 1987, ia dianugerahi 

Anugerah Jurnalisme oleh Serikat Pers Mesir. | 


Neil Hicks adalah koordinator Program Timur Tengah dan 
Afrika Utara Lawyers Committee for Human Rights. Sebe- 
lumnya ia menjadi peneliti dan asisten eksekutif pada Depar- 
temen Penelitian Timur Tengah Amnesty International di 
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London: Ia telah bekerja sebagai ketua proyek hak asasi ma- 
nusia Universitas Birzeit di daerah Mean Tebing Ba- 
rat pada 1983-1985. 


Abdol Karim Lahidji adalah ji dan pendiri Liga Pem- 
. belaan Hak Asasi Manusia di Iran, yang bertempat di Paris. 
Ia dulunya anggota Front Demokratis Iran, dan ditangkap be- 
berapa kali selama 1960-1963. Sebagai seorang advokat, ia 
membela tahanan politik pada masa rezim Kekaisaran maupun 
rezim Islam. Ia adalah anggota pendiri, dan wakil ketua serta 
juru bicara Perkumpulan Hak Asasi Manusia Iran, dan ang- 
gota pendiri Biro Komite Iran untuk Pembelaan Tahanan Poli- 
tik. Setelah beberapa kali diancam akan dibunuh, ia terpaksa 
. mencari suaka di Perancis tahun 1982. 


Rajsoomer Lallah anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB 
sejak 1977. Ia menjadi Pelapor Khusus pada Komisi Hak Asasi 
Manusia PBB tentang keadaan hak asasi manusia di Burma. 
Sebelumnya ia menjadi Ketua Mahkamah Agung Mauritius 
dan seorang Oueen's Counsel. Jabatan sebelumnya di Mauritius 
meliputi Asisten Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pendidikan 
Hukum Mauritius. Ia telah berdinas sebagai anggota Common- 
wealth Heads of States dan Government High-Powered Com- 
mission yang menyelenggarakan pemantauan hak asasi ma- 
nusia untuk Persemakmuran. Ia menjadi Pelapor Khusus PBB 
tentang keadaan hak asasi manusia di Chile tahun 1983-1984. 
Ia juga anggota International Commission of Jurists. 


Amin Mekki Medani adalah penasehat hukum Dana Arab 
untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Kuwait. Ia ba- 
nyak berpengalaman di bidang hukum perdata, dan telah be- 
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kerja sebagai penasehat hukum Komisi Tinggi PBB untuk Pe- 
ngungsi dan Bank Dunia. Ja adalah anggota pendiri dan ketua 
Organisasi Hak Asasi Manusia Sudan. Ja menjadi anggota pe- 
ngurus Organisasi Hak Asasi Manusia Arab, anggota Biro: 
permanen Persatuan Ahli Hukum Arab, dan dewan direktur 
Civicus. | 


Hanny Megally adalah ketua program yang bertanggung-ja- 
wab mengenai hak asasi manusia pada Ford Foundation Kan- 
tor Kairo. Antara 1984 dan 1994 ia menjadi kepala departemen 
penelitian Timur Tengah Amnesty International di London. 


Abdullahi An-Na'im adalah guru besar Hukum pada Emory 
University, Atlanta. Sebelum mengambil posisi ini pada akhir 
tahun lalu, ia bekerja selama dua tahun sebagai direktur ek- 
.sekutif Human Rights Watch/Africa. Ia adalah Scholar-in- 
Residence selama satu tahun pada Ford Foundation Kantor 
Kairo, dan mengajar hukum pada University of Saskatchewan, 
Uppsala University, dan University of California at Los Ange- 
les. 2 
Bacre Waly N'Diaye adalah penuntut umum dan ketua Ko- 
misi Reformasi Profesi Hukum di Senegal. Ia menjadi Pelapor 
Khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB tentang Hukuman 
Mati Ekstrayudisial, Cepat, dan Sewenang-wenang serta bekas 
wakil ketua Komite Eksekutif Internasional Amnesty Inter- 
national. 


Ali Oumleil menjadi Ketua Pemikiran Arab Masa Kini pada 
— Universitas Mohammad V di Rabat, Maroko. Ia adalah sekre- 
taris jenderal Forum Pemikiran Arab di Amman, anggota De- 
wan Masalah-masalah Dunia, juga di Amman, dan anggota Se- 
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kretariat Umum Organisasi Hak Asasi Manusia Arab di Kai- 
ro. Antara 1990 dan 1992 ia menjadi ketua Organisasi Hak 
Asasi Manusia Maroko, dan selama dua tahun sampai 1988, 
ketua Euro-Arab Social Research Group, Tunis. 


Emma Playfair adalah direktur eksekutif Interights, the 
International Centre for the Legal Protection of Human Rights. 
Setelah praktik sebagai pengacara di Inggris, ia bekerja selama 
sepuluh tahun di Timur Tengah, pertama pada Al-Hag, afiliasi 
Palestina dari International Commission of Jurists, di daerah 
pendudukan Tebing Barat, di mana ia menduduki posisi ko- 
ordinator penelitian, kemudian ketua program hak asasi ma- 
nusia Ford Foundation Kantor Kairo. | 


Michael Posner adalah direktur eksekutif Lawyers Com- 
mittee for Human Rights, posisi yang didudukinya sejak 1978. 
Sebelumnya ia bekerja sebagai jaksa dengan spesialisasi hukum 
perburuhan. ia berdinas pada Board of Directors for Amnesty 
International/ USA, Human Rights Watch/Americas, dan In- 
ternational League for Human Rights. Ia menjadi visiting pro- 
fessor pada Columbia University di New York. 


June Ray adalah direktur Program Timur Tengah Amnesty 
International sejak 1994. Ia telah bekerja di bidang penelitian 
hak asasi manusia di Timur Tengah selama 20 tahun. Ia bekerja 
dengan Organisasi Hak Asasi Manusia Arab dan International 
Alert di Kairo tahun 1988-1989. Ia menulis dan menyumbang . 
pada berbagai penerbitan Amnesty International. 


Samuel Rizk adalah pemimpin redaksi Civil Society, terbitan 
bulanan Ibn Khaldoun Center for Development Studies di 
Kairo. Ia terlibat dalam kerja Independent Commission for 
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Electoral Review dalam memantau pemilihan parlemen Mesir 
bulan November 1995 dan pemilihan umum Palestina Januari 
1996. 


Azzam Tamimi adalah direktur Liberty for the Muslim 
World, sebuah organisasi yang didirikannya tahun 1992, dan 
seorang mahasiswa Ph. D. yang meneliti persoalan transisi ke 
demokrasi di dunia Arab. Ia memberikan kuliah mengenai 
posisi Islam tentang hak asasi manusia dan demokrasi, 
persoalan Palestina, dan peranan minoritas Muslim di masya- 
rakat-masyrakat mayoritas bukan-Muslim. « 
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Dhimmi 


Diyah 
Fatwa 
Figh 

Hadits 


Hisba 


Hizb.Al-Tahrir 
Hudud 
(tunggal: Had) 
Ijtihad 


Imam 


Jihad 
Khalifa 


Glosari 


warganegara bukan-Muslim dari suatu 
negara Islam 

uang darah 

pendapat hukum resmi dari ahli hukum 
Islam 

yurisprudensi dalam hukum Islam 

kisah tentang perbuatan atau kata-kata 
Nabi Muhammad bersama sahabat-saha- 
batnya 

asas yurisprudensial dalam mana setiap 
orang Muslim bisa mengajukan petisi ke- 
pada seorang hakim untuk menghentikan 
tindakan yang dianggap membahayakan 
masyarakat Islam 

partai politik di Sudan 

hukuman yang diuraikan secara tekstual 


penafsiran terhadap teks-teks sumber aga- 
ma 

pemimpin masyarakat Islam, pemimpin 
shalat 


perang suci 
penguasa 
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Khilafa Rashida 
Kufar 


Kufr 
Maslaha 
Mujtahid 


Mut'ah 
Oishash 


Ridda 
Risalah 
Syari'ah 
Shura 
Takfir 
Tagiyyah 
Umma 


Usul al-figh 


Usul al-tafsir 
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khalifa yang diberi petunjuk 

golongan yang tidak beriman 

tidak beriman 

kepentingan masyarakat 

orang yang ahli dalam praktik penafsir- 
an teks-teks sumber agama 

pernikahan sementara waktu 

hukuman yang berasal dari penafsiran 
teks 

murtad 

risalah yang dibuat oleh ahli hukum 
Islam 

hukum Islam (Syara'i: yang berhubung- 
an dengan Syari'ah) 

prinsip musyawarah dalam memilih pe- 
mimpin masyarakat Islam 

menganggap orang Muslim yang lain kafir 
berbohong karena terpaksa 

masyarakat Islam 

asas-asas penafsiran yang telah dikodifi- 
kasi 

asas-asas untuk menguraikan secara ter- 
perinci penjelasan Our'an 


Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for 
Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM 


Adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri secara resmi sejak Agustus tahun 

1993 di Jakarta. Tujuan lembaga ini adalah turut berpartisipasi dalam usaha me- 

numbuhkan, memajukan, melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi ma- 

nusia pada umumnya — sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan 

Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Dalam usaha untuk meraih dan mencapai tujuan tersebut, ELSAM mempu- 
nyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan/atau hukum 
yang berdampak pada hak asasi manusia, (ii) advokasi hak asasi manusia dalam 
berbagai bentuknya: (ii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan (iv) pe- 
nerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia. 

Penerbitan ELSAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hu- 
kum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya. Penerbitan ELSAM 
terdiri dari: 

1. Buku, merupakan hasil studi yang disiapkan oleh ELSAM maupun hasil terje- 
mahan naskah-naskah instrumen internasional hak asasi manusia atau buku 
hak asasi manusia. 

2. Observasi Persidangan, merupakan hasil laporan terhadap jalannya persidangan 
dengan menggunakan parameter hak asasi manusia. Persidangan yang menjadi 
fokus di sini adalah persidangan kasus-kasus politik dan pelanggaran hak asasi 
manusia. 

3. Buletin, merupakan media untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa hak 
asasi manusia secara reguler kepada masyarakat umum. Bulletin ini diberi nama 
“ASASP”. 


Di bawah ini adalah susunan organisasi ELSAM: 

Dewan Pengurus » Ketua: Drs. Hadimulyo, M.Sc.: Sekretaris: Asmara Nababan, 
S.H. Anggota: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LLM, Sandrayati Monzaga, S.HL, 
Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc., dan Ir. Joseph Adi Prasetyo 

Pelaksana Harian @ Direktur Eksekutif. Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LLM. 
Sekretaris: Adriana W.S., Bendahara: E. Rini Pratsnawati, Kepala Divisi Pengem- 
bangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia: Sandrayati Moniaga, S.H., Staf. Agung 
Putri Astrid Kartika, Aderito J. Soares, S.H.: Kepala Divisi Pendidikan Publik: 
Ifdhal Kasim, S.H., Staf: Amiruddin, Otto Adi Yulianto. 


Alamat @ Jl. Kampung Melayu Besar No. 44, Jakarta Selatan Telp. (021) 835-3689, 
Facs. 835-3690, E-mail: ELSAM@nusa.or.id. dan Advokasi@rad.net. 


239 


| as 


. 


WACANA 


KEADILAN 


DALAM 


ISLAM 


Upaya pembumian prinsip-prinsip 
HAM sebenarnya merupakan salah 
satu wadah untuk mengimplementasikan 
esensi ajaran Islam. 

Meski jargon-jargon formal Islam 
tidak nampak, substansi HAM sangat 
kental dengan prinsip-prinsip dasar 


Islam. 
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